WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015

Menimbang

Mengingat

TENTANG BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan
bangunan gedung dan menjamin keandalan teknis
bangunan gedung serta mewujudkan kepastian hukum
dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap
pendirian bangunan gedung harus berdasarkan Izin
Mendirikan Bangunan Gedung;

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung perlu
diatur penyelenggaraan bangunan gedung;

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah perlu diatur tugas dan kewenangan
perangkat daerah dalam penyelenggaraan layanan urusan
bangunan gedung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan
Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Bangunan

Gedung;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah  Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 20);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6018);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4532);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan
Bangunan Gedung;

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi
Tahun 2010 — 2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 11);
Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 1);



9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor
9);

10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2018
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN

BANGUNAN GEDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kota Bukittinggi.

Walikota adalah Walikota Bukittinggi.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut
Dinas PUPR adalah satuan kerja perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian
dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut DPMPTSPPTK adalah satuan
kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Penanaman
Modal, Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah
satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah
perizinan yang diberikan oleh DPMPTSPPTK kecuali untuk bangunan
gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung
untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau
merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan

persyaratan teknis yang berlaku.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

IMB bertahap adalah IMB yang diberikan secara bertahap oleh
DPMPTSPPTK kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun
bangunan gedung baru.

IMB pondasi adalah bagian dari IMB bertahap yang diberikan oleh
DPMPTSPPTK kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun
konstruksi pondasi bangunan gedung, yang merupakan satu kesatuan
dokumen IMB.

Permohonan IMB adalah permohonan yang diajukan pemilik bangunan
gedung kepada DPMPTSPPTK untuk mendapatkan IMB.

Dokumen Rencana Teknis adalah gambar teknis bangunan gedung dan
kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana, pengembangan
rencana, dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas: rencana
arsitektur, rencana struktur, rencana utilitas, rencana spesifikasi teknis,
dan rencana anggaran biaya, serta perhitungan teknis pendukung sesuai
pedoman dan standar teknis yang berlaku.

Desain prototipe adalah model gambar teknis bangunan gedung
sederhana yang sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang
disediakan oleh Dinas PUPR untuk pemohon IMB.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada
di atas dan atau di dalam tanah atau di air yang berfungsi sebagai tempat
manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya maupun
kegiatan khusus.

Bangunan gedung sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter
sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.
Bangunan gedung tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan
karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi
tidak sederhana.

Bangunan gedung khusus adalah bangunan gedung yang memiliki
penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan
pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus.
Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung
yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan,
fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.

Bangunan gedung eksisting adalah bangunan gedung yang telah dibangun
dan/atau dimanfaatkan.

Bangunan gedung kolektif adalah bangunan gedung yang dibangun

secara kolektif/massal oleh pelaku pembangunan, baik berupa bangunan



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

tunggal maupun bangunan deret, untuk fungsi antara lain rumah tinggal,
perdagangan (toko/ruko), perkantoran (kantor/rukan). Pelaku
pembangunan dapat mengajukan permohonan IMB untuk seluruh atau
sebagian kaveling secara kolektif.

Bangunan prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan seperti
konstruksi pembatas/penahan/pengaman, konstruksi penanda masuk
lokasi, konstruksi perkerasan, konstruksi penghubung, konstruksi
kolam/reservoir bawah tanah, konstruksi menara, konstruksi monumen,
konstruksi instalasi/gardu, dan konstruksi reklame/papan nama.

Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim
yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan
gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian
dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga
untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah
penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya
ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas
bangunan gedung tertentu tersebut.

Pemeliharaaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung
beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik
fungsi.

Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian
bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan
sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.

Pelestarian adalah kegialan perawatan, pemugaran serta pemeliharaan
bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan
bangunan gedung dan lingkungannya tersebut sesuai dengan aslinya atau
sesuai dengan keadaan menurul periode yang dikehendaki.

Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah
informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang
diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.

Rekomendasi adalah pertimbangan dari TABG/instansi teknis/instansi
terkait yang disusun secara tertulis terkait dengan pemenuhan
persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan,
pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung.
Penilaian Dokumen Rencana Teknis adalah evaluasi terhadap pemenuhan
persyaratan teknis dengan mempertimbangkan aspek lokasi, fungsi, dan

klasifikasi bangunan gedung.
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Persetujuan Dokumen Rencana Teknis adalah pernyataan tertulis tentang
telah dipenuhinya seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan
gedung yang telah dinilai.

Pengesahan Dokumen Rencana Teknis adalah pernyataan hukum dalam
bentuk pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang serta stempel
atau cap resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen yang dimaksud
dalam persetujuan tertulis atas pemenuhan seluruh persyaratan dalam
rencana teknis bangunan gedung dalam bentuk izin mendirikan
bangunan gedung.

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF
adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk
bangunan gedung fungsi khusus diterbitkan oleh Pemerintah untuk
menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung atau bangunan
prasarana baik secara administratif maupun teknis, sebelum
pemanfaatannya.

Pemohon adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau
perkumpulan yang mengajukan permohonan IMB dan atau SLF kepada
DPMPTSPPTK.

Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang,
atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan
gedung.

Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau
badan usaha yang dinyatakan ahli atau professional dibidang
perencanaan jasa konstruksi yang memiliki sertifiat keahlian.

Pengkajian teknis adalah pemeriksaan objektif kondisi bangunan gedung
terhadap pemenuhan persyaratan teknis termasuk pengujian keandalan
bangunan gedung.

Testing and Comissioning adalah proses pemeriksaan dan pengujian
terhadap seluruh sistem dan komponen dari bangunan gedung yang telah
terbangun.

Gambar terbangun (as built drawings) adalah gambar hasil pelaksanaan
pekerjaan konstruksi bangunan gedung dan/atau bangunan prasarana
yang telah dilakukan, tergambar dalam lembar standar dan skala sesuai
ketentuan.

Garis Sempadan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat GSB
adalah garis maya pada persil atau tapak, sebagai batas minimum
diperkenankannya didirikan bangunan gedung, dihitung dari garis
sempadan jalan, tepi sungai atau tepi pantai atau jaringan tegangan tinggi

atau garis sempadan pagar atau batas persil atau tapak.
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Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh
atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau
prasarana dan sarananya.

Rencana Teknis Pembongkaran yang selanjutnya disingkat RTB adalah
dokumen rencana teknis yang terdiri atas konsep dan gambar rencana
pembongkaran, gambar detail pelaksanaan pembongkaran, rencana kerja
dan syarat-syarat (RKS) pembongkaran, jadwal, metode, dan tahapan
pembongkaran, rencana pengamanan lingkungan, serta rencana lokasi
tempat pembuangan limbah pembongkaran yang diajukan oleh pemilik
dan/atau pengguna bangunan gedung kepada Dinas PUPR sebelum
dilakukan pembongkaran.

Pendataan bangunan gedung adalah kegiatan pengumpulan data
bangunan gedung oleh pemerintah daerah yang dilakukan secara
bersamaan dengan proses ijin mendirikan bangunan gedung, proses
sertifikat laik fungsi bangunan gedung, dan pembongkaran bangunan
gedung, serta pendataan dan pendaftaran bangunan gedung yang telah
ada.

Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung adalah sistem
manajemen terkomputerisasi yang dibangun untuk pendataan bangunan
gedung.

Pengawasan adalah suatu usaha atau kegiatan untuk menjaga kesesuaian
pelaksanaan konstruksi dengan dokumen rencana teknis yang telah
disahkan di dalam IMB.

Penertiban adalah suatu usaha untuk mengambil tindakan terhadap
penyelenggaraan bangunan gedung yang tidak sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, dengan cara penyegelan dan/atau pembongkaran.

Instansi teknis terkait adalah instansi yang secara teknis mempunyai
kewenangan dan tanggung jawab dalam memberikan rekomendasi terkait
dengan penyelenggaraan bangunan gedung.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya
dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Retribusi IMB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian IMB yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah
daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang meliputi
kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan

pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan
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47.

48.
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rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar
bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), koefisien ketinggian
bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi
pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang
menempati bangunan tersebut.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi yang terutang.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR
adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga
perlu mendapat dukungan pemerintah daerah untuk memperoleh rumabh,
yang dinyatakan dengan surat keterangan dari lurah setempat.

Ruang milik jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat
jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan, pelebaran jalan,
penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruang
untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi

tertentu.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

o

o o

5 oga O

[y

perangkat daerah penyelenggara bangunan gedung;

Intensitas Bangunan Gedung;

ketentuan penyelenggaraan IMB;

ketentuan penyelenggaraan TABG;

ketentuan penyelenggaraan SLF;

pengkaji teknis;

pembongkaran bangunan gedung;

ketentuan penyelenggaraan pendataan bangunan gedung; dan

pengawasan dan penertiban.



BAB II
PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3
Perangkat daerah penyelenggara layanan urusan bangunan gedung meliputi:
a. DPMPTSPPTK;
b. Dinas PUPR; dan

c. instansi teknis terkait;

Pasal 4
Penyelenggaraan layanan urusan bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 antara lain:
a. penerbitan IMB,;
b. penerbitan dan perpanjangan SLF;
c. pengkajian teknis bangunan rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal
deret; dan

d. pengesahan RTB.

Pasal 5
Penyelenggaraan layanan urusan bangunan gedung dilakukan melalui
koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 sesuai tugas dan kewenangannya serta mengikuti persyaratan,

penggolongan, dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

DPMPTSPPTK

Paragraf 1

Tugas dan Kewenangan

Pasal 6
DPMPTSPPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai
tugas:
a. memberikan pelayanan penerbitan IMB;
b. memberikan pelayanan penerbitan SLF untuk rumah tinggal 1 (satu)

lantai;



Pasal 7

DPMPTSPPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai

kewenangan:

a. menerbitkan, membekukan, atau mencabut IMB;

b. menerbitkan, membekukan, atau mencabut SLF untuk rumah tinggal 1
(satu) lantai;

Pasal 8

(1) Dalam hal pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 dan 7, DPMPTSPPTK membentuk:
a. unit layanan; dan
b. Tim Teknis DPMPTSPPTK.

(2) Unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
a. loket layanan; dan
b. layanan online.

Paragraf 2
Loket Layanan
Pasal 9

(1) Loket layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a
dibentuk untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

(2) Pelayanan langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan
IMB;

b. pemrosesan dokumen permohonan IMB;

c. penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan
SLF untuk rumah tinggal 1 (satu) lantai; dan

d. pemrosesan dokumen permohonan SLF untuk rumah tinggal 1 (satu)
lantai.

(3) Penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan IMB
dan dokumen permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan huruf c dilaksanakan pada jam pelayanan.

(4) Pemrosesan dokumen permohonan IMB dan dokumen permohonan SLF

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d dilaksanakan
sesuai tata cara penerbitan IMB dan SLF yang diatur dalam Peraturan

Walikota ini.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 10
Dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis permohonan
IMB atau SLF dinyatakan tidak lengkap, petugas loket layanan
mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi dan/atau
diperbaiki.
Dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis permohonan
IMB atau SLF dinyatakan lengkap, petugas loket layanan berkewajiban:
a. memberikan tanda terima atas permohonan penerbitan IMB atau
penerbitan SLF;
b. mencatat dan memasukan data proses permohonan ke dalam sistem
informasi penyelenggaraan bangunan gedung;
c. membuat berita acara harian penerimaan permohonan layanan;
d. melaksanakan pemrosesan dokumen permohonan penerbitan IMB
atau penerbitan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);
e. menerima dan memverifikasi bukti pembayaran retribusi IMB; dan

f.  menyampaikan dokumen IMB atau dokumen SLF kepada pemohon.

Paragraf 3

Layanan Online

Pasal 11
Layanan online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b
disediakan untuk memberikan pelayanan berbasis internet kepada
masyarakat.
Pelayanan berbasis internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan
IMB;
b. pemrosesan dokumen permohonan IMB;
c. penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan
SLF untuk rumah tinggal 1 (satu) lantai; dan
d. pemrosesan dokumen permohonan SLF untuk rumah tinggal 1 (satu)
lantai.
Kelengkapan dokumen permohonan IMB dan dokumen permohonan SLF
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf ¢ diunggah oleh
pemohon dalam format yang diatur oleh Kepala DPMPTSPPTK.
Dokumen permohonan IMB dan dokumen permohonan SLF sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diunduh dan diperiksa kelengkapannya oleh

petugas layanan online pada jam pelayanan.



(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pemrosesan dokumen permohonan IMB dan dokumen permohonan SLF
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d dilaksanakan
sesuai tata cara penerbitan IMB dan SLF yang diatur dalam Peraturan

Walikota ini.

Pasal 12
Dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis permohonan
IMB atau SLF dinyatakan tidak lengkap, petugas layanan online
menginformasikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki
melalui surat elektronik.
Dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis permohonan
IMB atau SLF dinyatakan lengkap, petugas loket layanan berkewajiban:
a. memberikan tanda terima atas permohonan penerbitan IMB atau
penerbitan SLF melalui surat elektronik;
b. membuat berita acara harian penerimaan permohonan layanan;
c. melaksanakan pemrosesan dokumen permohonan penerbitan IMB
atau penerbitan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5);
d. menginformasikan kepada pemohon melalui surat elektronik waktu
dan loket penyerahan bukti pembayaran retribusi IMB serta
pengambilan dokumen IMB atau SLF;
e. menerima dan memverifikasi bukti pembayaran retribusi IMB; dan

f.  menyampaikan IMB atau SLF kepada pemohon.

Paragraf 4
Tim Teknis DPMPTSPPTK

Pasal 13
Tim Teknis DPMPTSPPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf b dibentuk secara adhoc oleh Kepala DPMPTSPPTK untuk setiap
permohonan penerbitan IMB atau SLF.
Anggota Tim Teknis DPMPTSPPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipilih oleh Dinas PUPR berdasarkan permohonan DPMPTSPPTK dengan
mempertimbangkan kemampuan serta keahlian spesifik setiap personil.
Kemampuan serta keahlian spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
antara lain:

keahlian arsitektur;

a
b. keahlian struktur;

o

keahlian mekanikal dan elektrikal,;

o

keahlian geoteknik; dan



(4)

e. keahlian lainnya sesuai kebutuhan.

Unsur anggota Tim Teknis DPMPTSPPTK meliputi:

a. pegawai ASN untuk kategori bangunan gedung sederhana untuk
kepentingan umum dan bangunan tidak untuk kepentingan umum;
dan

b. TABG untuk kategori bangunan gedung tidak sederhana untuk

kepentingan umum dan bangunan fungsi khusus.

Pasal 14

Tugas Tim Teknis DPMPTSPPTK meliputi:

a.

(1)

(2)

melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis untuk dokumen
rencana teknis yang dimohonkan IMB-nya;

memberikan masukan untuk perbaikan dokumen rencana teknis;
memberikan persetujuan tertulis atas dokumen rencana teknis yang telah
memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung; dan

melakukan pengkajian teknis untuk rumah tinggal 1 (satu) lantai dalam

rangka penerbitan SLF.

Bagian Ketiga
Dinas PUPR

Pasal 15

Dinas PUPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) mempunyai

tugas:

a. memberikan penilaian dokumen rencana teknis pada proses
permohonan IMB sebagai anggota tim teknis yang ditetapkan oleh
DPMPTSPPTK;

b. menyelenggarakan layanan penerbitan dan perpanjangan SLF selain
untuk rumah tinggall (satu) lantai;

c. melaksanakan pengkajian teknis dalam rangka penerbitan SLF selain
untuk rumah tinggall (satu) lantai;

d. menyelenggarakan layanan pengesahan RTB;

Dinas PUPR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a mempunyai tugas meliputi:

a. menyampaikan anggota tim teknis dari unsur ASN Pejabat
Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan kepada DPMPTSPPTK
sebagai pemeriksa dokumen rencana teknis bangunan gedung bukan

untuk kepentingan umum dalam rangka penerbitan IMB;



(1)

(2)

(3)

(4)

b. menyampaikan anggota tim teknis dari unsur TABG kepada
DPMPTSPPTK sebagai pemeriksa dokumen rencana teknis bangunan
gedung untuk kepentingan umum tidak sederhana dalam rangka
penerbitan IMB; dan

c. menyampaikan anggota tim teknis dari unsur ASN Pejabat
Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan kepada DPMPTSPPTK
sebagai pengkaji teknis bangunan gedung rumah tinggal 1 (satu)

lantai dalam rangka penerbitan SLF.

Pasal 16

Dinas PUPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai

kewenangan:
menentukan personil untuk anggota Tim Teknis DPMPTSPPTK;
menerbitkan, membekukan, mencabut atau memperpanjang SLF;
dan

c. mengesahkan atau tidak mengesahkan RTB.

Dinas PUPR dalam menjalankan kewenangan menentukan personil untuk

anggota Tim Teknis DPMPTSPPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dapat:

a. memilih personil Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan
berdasarkan penilaian keahlian dan kompetensi masing-masing
personil; dan

b. memilih personil TABG berdasarkan penilaian keahlian dan
kompetensi masing-masing.

Dalam hal belum terdapat Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan

Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Dinas PUPR

dapat menyampaikan anggota tim teknis dari unsur pegawai ASN yang

memiliki kompetensi di bidang bangunan gedung.

Dalam hal personil pegawai ASN dipandang secara kuantitas dan kualitas

belum memadai, Dinas PUPR dapat melakukan pengadaan tenaga

penunjang.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 dan Pasal 16, Dinas PUPR melakukan:

a.
b.

C.

penyelenggaraan TABG;
pembinaan Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan; dan

pembinaan pegawai ASN yang membidangi bangunan gedung.



(1)

(2)

(3)

(4)

)

(6)

(7)

(8)

9

Bagian Keempat

Instansi Teknis Terkait

Pasal 18
Instansi teknis terkait merupakan perangkat daerah yang bertugas
mendukung proses penyelenggaraan bangunan gedung, antara lain:

a. bidang penataan ruang;

b. bidang perumahan dan kawasan permukiman.
c. bidang lingkungan hidup;

d. Dbidang perhubungan;

e. bidang kebakaran;

f.  bidang ketenagakerjaan;

g. bidang energi dan sumber daya mineral;

h. bidang komunikasi dan informatika;

i.bidang kesehatan;

j-bidang penanggulangan bencana; dan

k. satuan polisi pamong praja.

Bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
memiliki tugas pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b memiliki tugas pengaturan dan pengendalian
perumahan dan kawasan permukiman.

Bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
memiliki tugas dan fungsi pengendalian dampak lingkungan.

Bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
memiliki tugas dan fungsi pengaturan dan pengendalian terhadap dampak
lalu lintas.

Bidang kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki
tugas dan fungsi penyelenggaraan proteksi kebakaran pada bangunan
gedung dan lingkungan.

Bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan
kerja.

Bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf g memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan instalasi dan
jaringan kelistrikan, serta sumber energi.

Bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan instalasi dan jaringan

komunikasi dan informatika.



(10) Bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i memiliki

tugas dan fungsi penyelenggaraan bangunan gedung fasilitas kesehatan.

(11) Bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf j memiliki tugas dan fungsi penanggulangan bencana bangunan

gedung.

(12) Satuan polisi pamong praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k

memiliki tugas dan fungsi penertiban pelanggaran bangunan gedung

terhadap ketentuan peraturan daerah.

BAB III
INTENSITAS BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu

Kepadatan dan Ketinggian Bangunan Gedung

Pasal 19

Kepadatan dan ketinggian Bangunan Gedung meliputi:

(1)

(2)

(3)

(4)

Bangunan gedung yang didirikan harus memenuhi persyaratan kepadatan

dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, Peraturan Zonasi, Rencana Tata

Bangunan dan Lingkungan dan/atau peraturan bangunan.

Kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi

ketentuan tentang Koefisien Dasar Bangunan (KDB), yang dibedakan

dalam tingkatan KDB padat, sedang, dan rendah.

Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi

ketentuan tentang Jumlah Lantai Bangunan (JLB), dan Koefisien Lantai

Bangunan (KLB) yang dibedakan dalam tingkatan KLB tinggi, sedang, dan

rendah.

Persyaratan kinerja dari ketentuan kepadatan dan ketinggian bangunan

ditentukan oleh:

a. kemampuannya dalam menjaga keseimbangan daya dukung lahan
dan optimalnya intensitas pembangunan;

b. kemampuannya dalam mencerminkan keserasian bangunan dengan
lingkungan;

c. kemampuannya dalam menjamin kesehatan dan kenyamanan

pengguna serta masyarakat pada umumnya.



(1)

(2)

(3)

(4)

)

Bagian Kedua

Penetapan KDB dan Jumlah Lantai/Koefisien Lantai Bangunan

Pasal 20

Penetapan besarnya kepadatan dan ketinggian bangunan gedung

ditetapkan dengan mempertimbangkan perkembangan kota,

kebijaksanaan intensitas pembangunan, daya dukung lahan/ lingkungan,
serta keseimbangan dan keserasian lingkungan.

Ketentuan besarnya KDB dan JLB/KLB dapat diperbarui sejalan dengan

pertimbangan perkembangan kota, kebijaksanaan intensitas

pembangunan, daya dukung lahan/lingkungan, dan  setelah
mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait.

Dengan pertimbangan kepentingan umum dan ketertiban pembangunan,

rencana perpetakan dalam suatu kawasan/lingkungan dengan

persyaratan:

a. Penggabungan atau pemecahan perpetakan dimungkinkan dengan
ketentuan KDB dan KLB tidak dilampaui, dan dengan
memperhitungkan keadaan lapangan, keserasian dan keamanan
lingkungan serta memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan;

b. Dimungkinkan adanya pemberian dan penerimaan besaran KDB/KLB
diantara perpetakan yang berdekatan, dengan tetap menjaga
keseimbangan daya dukung lahan dan keserasian lingkungan.

Dimungkinkan adanya kompensasi berupa penambahan besarnya KDB,

JLB/KLB bagi perpetakan tanah yang memberikan sebagian luas

tanahnya untuk kepentingan umum.

Penetapan besarnya KDB, JLB/KLB untuk pembangunan bangunan

gedung di atas fasilitas umum adalah setelah mempertimbangkan

keserasian, keseimbangan dan persyaratan teknis serta mendengarkan

pendapat teknis para ahli terkait.



Bagian Ketiga
Perhitungan KDB dan KLB

Pasal 21

Perhitungan KDB maupun KLB ditentukan dengan pertimbangan sebagai

berikut:

a.

Perhitungan luas lantai bangunan adalah jumlah luas lantai yang
diperhitungkan sampai batas dinding terluar dan atas luas total pondasi
bangunan;

Luas lantai ruangan beratap yang sisi-sisinya dibatasi oleh dinding yang
tingginya lebih dari 1,2 m (satu koma dua meter) di atas lantai ruangan
tersebut dihitung penuh 100 % (seratus persen);

Luas lantai ruangan beratap yang bersifat terbuka atau yang sisi-sisinya
dibatasi oleh dinding tidak lebih dari 1,2 m (satu koma dua meter) di atas
lantai ruangan dihitung 50 % (lima puluh persen), selama tidak melebihi
10 % (sepuluh persen) dari luas denah yang diperhitungkan sesuai
dengan KDB yang ditetapkan;

Cucuran atap (Overstek atap) yang melebihi lebar 1,5 m (satu koma lima
meter) maka kelebihan luas mendatarnya dianggap sebagai luas lantai
denabh;

Teras tidak beratap yang mempunyai tinggi dinding tidak lebih dari 1,2 m
(satu koma dua meter) di atas lantai teras tidak diperhitungkan sebagai
luas lantai;

Teras Beratap Permanen maksimal sebesar 50 % (lima puluh persen) dari
GSB dan diperhitungkan sebagai luas lantai;

Luas lantai bangunan yang diperhitungkan untuk parkir tidak
diperhitungkan dalam perhitungan KLB, asal tidak melebihi 50 % (lima
puluh persen) dari KLB yang ditetapkan, selebihnya diperhitungkan 50 %
(lima puluh persen) terhadap KLB;

Ram dan tangga terbuka dihitung 50 % (lima puluh persen), selama tidak
melebihi 10 % (sepuluh persen) dari luas lantai dasar yang
diperkenankan;

Dalam perhitungan KDB dan KLB, luas tapak yang diperhitungkan adalah
yang dibelakang GSJ;

Batasan perhitungan luas ruang bawah tanah (besmen) dengan

pertimbangan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pendapat teknis;



(1)

(2)

(3)

Untuk pembangunan yang berskala kawasan (superblock), perhitungan
KDB dan KLB adalah dihitung terhadap total seluruh lantai dasar
bangunan, dan total keseluruhan luas lantai bangunan dalam kawasan
tersebut terhadap total keseluruhan luas kawasan;

Dalam perhitungan ketinggian bangunan, apabila ketinggian lantai
bangunan lebih dari 5 m (lima meter), maka ketinggian bangunan tersebut
dianggap sebagai dua lantai;

loteng tengah pada hotel atau gedung (Mezanin) yang luasnya melebihi
50% (lima puluh persen) dari luas lantai dasar dianggap sebagai lantai

penuh.

Bagian Keempat

Garis Sempadan (Muka) Bangunan Gedung

Pasal 22

Garis Sempadan Bangunan diatur di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah,
Rencana Detail Tata Ruang, Peraturan Zonasi, Rencana Tata Bangunan

dan Lingkungan dan/atau peraturan bangunan;

Garis Sempadan Bangunan kawasan perumahan pada Rumija di bawah

Sm (lima meter) ditetapkan sebesar minimal 3,5 m (tiga koma lima meter).

Garis Sempadan Bangunan pada kawasan dan Bangunan fungsi

Perdagangan dan jasa, dengan ketentuan :

a. Bangunan pada Rumija O m (nol meter) sampai dengan 8 m (delapan
meter), GSB ditetapkan sebesar minimal Sm (lima meter), dan pada
setiap penambahan lantai/tingkat bangunan, GSB ditambah sebesar
0,5 m (nol koma lima meter) yang dihitung penambahannya mulai
pada lantai ke 3 (tiga);

b. Bangunan pada Rumija besar dari 8 m (delapan meter) sampai dengan
12 m (dua belas meter), GSB ditetapkan sebesar minimal 7m (tujuh
meter), dan pada setiap penambahan lantai/tingkat bangunan, GSB
ditambah sebesar 0,5 m (nol koma lima meter) yang dihitung
penambahannya mulai pada lantai ke 3 (tiga);

c. Bangunan pada Rumija lebih dari 12 m (dua belas meter), GSB
ditetapkan sebesar 2 + 1, dan pada setiap penambahan lantai/tingkat
bangunan, GSB ditambah sebesar 0,5 m (nol koma lima meter) yang

dihitung penambahannya mulai pada lantai ke 5 (lima);



(4)

()

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

Ketentuan GSB sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikecualikan untuk
bangunan yang berada di dalam kawasan pasar.

Dalam mendirikan atau memperbarui seluruhnya atau sebagian dari
suatu bangunan, Garis Sempadan Bangunan yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh
dilanggar;

Ruang Terbuka Dalam GSB tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan
lainnya kecuali untuk ruang terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau;
Walikota dapat menambah, mengurangi dan memberikan dispensasi
besaran GSB dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan
umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain
dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait yang selanjutnya

akan diatur dengan keputusan walikota.

Bagian Kelima

Garis Sempadan (Samping dan Belakang) Bangunan Gedung

Pasal 23

Garis sempadan samping kiri dan kanan, serta belakang bangunan

terhadap batas persil, yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah,

Rencana Detail Tata Ruang, Peraturan Zonasi, Rencana Tata Bangunan

dan Lingkungan dan/atau peraturan bangunan;

Besarnya garis sempadan samping dan belakang bangunan yang tidak

berhadapan langsung dengan jalan ditetapkan minimal 1,5 meter.

Untuk bangunan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan-

bahan/benda-benda yang mudah terbakar dan/atau bahan berbahaya,

GSS dan GSB ditetapkan sebesar minimal 4m (empat meter);

Garis sempadan samping dan belakang bangunan harus memenuhi

persyaratan:

a. bidang dinding terluar tidak boleh melampaui batas pekarangan;

b. struktur dan pondasi bangunan terluar harus berjarak sekurang-
kurangnya 10 cm (sepuluh sentimeter) ke arah dalam dari batas
pekarangan;

c. untuk perbaikan atau perombakan bangunan yang semula
menggunakan bangunan dinding batas bersama dengan bangunan di
sebelahnya, disyaratkan untuk membuat dinding batas tersendiri di
samping dinding batas terdahulu;

d. Bangunan harus berjarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter)

kecuali ada ijin merapat.
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Pasal 24
Berdasarkan pertimbangan Daerah, bangunan yang boleh melampaui
GSB, yaitu:

a. Rumah Jaga;

b. Anjungan Tunai Mandiri maksimal 1 unit.
c. Genset;

d. Monumen;

e. Bangunan Reklame;

f.  Gapura;

g. Kanopi;

h. Beranda/teras; dan

i.Jembatan Penyeberangan.

Ketentuan bangunan pada ayat (1) adalah:

a. untuk ketentuan pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan
huruf e dengan jarak minimal 1,5 dari rumija; dan

b. tidak berada di jalan/saluran/trotoar/sirkulasi umum dan tidak
mengganggu kenyamanan orang lain/ketertiban.

Ketentuan rumah jaga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

adalah sebagai berikut :

a. Tidak berada di hook / persimpangan jalan;

b. Berjarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dari rumija;

c. Ukuran maksimal 1,5 m x 1,5 m (satu koma lima meter kali satu
koma lima meter); dan

d. Tinggi maksimal dari permukaan tanah adalah 2 m (dua meter).

Ketentuan anjungan tunai mandiri, sebagaimana dimaksud pada ayat 1

huruf b, adalah sebagai berikut :

a. Tidak berada di hook / persimpangan jalan;

b. Berjarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dari rumija;

c. Ukuran maksimal 1,5 m x 1,5 m (satu koma lima meter kali satu
koma lima meter);

d. Tinggi maksimal dari permukaan tanah 2 m (dua meter);

e. Hanya untuk operasional 1 unit mesin anjungan tunai mandiri; dan

f.  Pintu atau bukaan tidak menghadap ke jalan.

Ketentuan genset sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, adalah

sebagai berikut :

a. Tidak berada di hook / persimpangan jalan;

b. Berjarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dari rumija;



(6)

(7)
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(12)

c. Ukuran maksimal 1,5 m x 1,5 m (satu koma lima meter kali satu
koma lima meter);

d. Tinggi masksimal dari permukaan tanah (satu koma lima meter kali
satu koma lima meter);

e. Tidak menganggu lingkungan; dan

f. Tidak menimbulkan kebisingan.

Ketentuan monumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, adalah

sebagai berikut :

a. Tidak berada di hook / persimpangan jalan;
b. Berjarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dari rumija;
c. Tidak menghalangi pandangan; dan

d. Serasi dengan kawasan sekitarnya.

Ketentuan bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf
e, adalah sebagai berikut :

a. Tidak menghalangi pandangan;

b. Serasi dengan kawasan sekitarnya;

Ketentuan bangunan gapura sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f,

adalah sebagai berikut :

a. Tiang konstruksi tidak dibangun di badan jalan/trotoar;
b. Tidak menghalangi pandangan;

c. Serasi dengan kawasan sekitarnya.

Ketentuan bangunan kanopi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g,
adalah sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang tata cara
pembuatan kanopi.

Ketentuan bangunan teras sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf h,

adalah sebagai berikut :

a. Teras permanen dibangun maksimal 50 % (lima puluh persen) dari
GSB dan dikecualikan untuk GSB < 3 meter dan bangunan dengan
fungsi Non hunian, teras tidak diperkenankan dalam GSB;

b. Tidak diperkenankan ada dinding yang menutup secara keseluruhan;

c. Tidak digunakan sebagai tempat kegiatan.

Ketentuan jembatan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1

huruf i, dibangun sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang

jembatan.

Ketentuan pembangunan untuk GSB sama dengan O (nol) /merapat,

dibangun dengan tidak melampaui batas persil, bangunan yang dimaksud

adalah:



(1)

(2)

(3)

a. pipa pipa saluran, jendela-jendela atau tutupan daun jendela dan
pintu yang berputar ke luar, papan-papan merk;

b. pinggir-pinggir dinding, plisir -plisir muka bangunan, kuping-kuping
atap, kanopi-kanopi dan tangga yang tidak; dan

c. serambi yang tidak beratap selama letaknya di dalam garis sempadan

pagar.

Bagian Keenam

Jarak Bebas Bangunan Gedung

Pasal 25

Jarak bebas samping dan belakang bangunan harus memenuhi

persyaratan:

a. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang ditetapkan minimum
1,5 m (satu koma lima meter) pada lantai dasar, dan pada setiap
penambahan lantai/tingkat bangunan, jarak bebas di atasnya
ditambah 0,5 m (nol koma lima meter) dari jarak bebas lantai di
bawahnya sampai mencapai jarak bebas terjauh 12,5 m (dua belas
koma lima meter), kecuali untuk bangunan rumah tinggal, dan
sedangkan untuk bangunan gudang serta industri diberlakukan
minimal dua kali lipat dari ketentuan ini;

b. Jika bangunan merapat maka jarak bebas samping dan belakang
bangunan mulai dihitung pada lantai/tingkat bangunan ke 2 (dua)
dimana jarak bebas di atasnya ditambah 1,5 m (satu koma lima
meter) dari jarak bebas lantai di bawahnya sampai mencapai jarak
bebas terjauh 12,5 m (dua belas koma lima meter), kecuali untuk
bangunan rumah tinggal; dan

c. sisi bangunan yang didirikan harus mempunyai jarak bebas yang
tidak dibangun pada kedua sisi samping kiri dan kanan serta bagian
belakang yang berbatasan dengan pekarangan.

Pada dinding batas pekarangan tidak boleh dibuat bukaan dalam bentuk

apapun.

Jarak bebas antara dua bangunan dalam suatu tapak diatur sebagai

berikut:

a. dalam hal kedua-duanya memiliki bidang bukaan yang saling
berhadapan, maka jarak antara dinding atau bidang tersebut minimal
dua kali jarak bebas yang ditetapkan;

b. dalam hal salah satu dinding yang berhadapan merupakan dinding

tembok tertutup dan yang lain merupakan bidang terbuka dan/atau



(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

berlubang, maka jarak antara dinding tersebut minimal satu kali jarak
bebas yang ditetapkan;

c. dalam hal kedua-duanya memiliki bidang tertutup yang saling
berhadapan, maka jarak dinding terluar minimal satu kali jarak bebas

yang ditetapkan.

Bagian Ketujuh
Pemisah di Sepanjang Halaman Depan/Samping/Belakang Bangunan

Pasal 26

Halaman muka dari suatu bangunan harus dipisahkan dari jalan dengan

memperhatikan keamanan, kenyamanan serta keserasian lingkungan.

Dalam hal pemisah berbentuk pagar, maka tinggi pagar pada GSJ dan

antara GSJ dengan GSB pada bangunan rumah tinggal maksimal 1,5 m

(satu koma lima meter) di atas permukaan tanah, dan untuk bangunan

bukan rumah tinggal maksimal 2 m (dua meter) di atas permukaan tanah

pekarangan.

Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tembus pandang,

dengan bagian bawahnya dapat tidak tembus pandang maksimal setinggi

0,5 m (nol koma lima meter) di atas permukaan tanah pekarangan.

Khusus untuk bangunan perdagangan dan jasa dengan bangunan deret

atau kopel tidak diijinkan membangunan pemisah berpentuk pagar pada

masing-masing unit toko.

Pada kawasan dan bangunan perdagangan dan jasa pemisah halaman

depan dalam bentuk taman.

Penggunaan kawat berduri sebagai pemisah di sepanjang jalan-jalan

umum tidak diperkenankan.

Tinggi pagar batas pekarangan sepanjang pekarangan samping dan

belakang ditetapkan sebagai berikut :

a. bagian samping untuk bangunan tidak bertingkat maksimal 2 m (dua
meter) di atas permukaan tanah pekarangan, dan apabila pagar
tersebut merupakan dinding bangunan bertingkat tembok maksimal
3m (tiga meter) dari permukaan tanah pekarangan, atau ditetapkan
lebih rendah setelah mempertimbangkan kenyamanan dan kesehatan
lingkungan.

b. bagian belakang untuk bangunan tidak bertingkat maksimal 3 m (tiga
meter) di atas permukaan tanah pekarangan, dan apabila pagar
tersebut merupakan dinding bangunan bertingkat tembok maksimal

Sm (lima meter) dari permukaan tanah pekarangan, atau ditetapkan



(8)

(9)

lebih rendah setelah mempertimbangkan kenyamanan dan kesehatan
lingkungan.
Antara halaman belakang dan jalur-jalur jaringan umum kota harus
diadakan pemagaran. Pada pemagaran ini tidak boleh diadakan pintu-
pintu masuk, kecuali jika jalur-jalur jaringan umum kota direncanakan
sebagai jalur jalan belakang untuk umum.
Setiap bangunan yang terpisah dari jalan oleh suatu halaman muka,
harus dapat dimasuki dari jalan itu dengan melalui suatu jalan untuk

orang atau jalan masuk kendaraan.

(10) Walikota berwenang untuk menetapkan syarat-syarat lebih lanjut yang

berkaitan dengan desain dan spesifikasi teknis pemisah di sepanjang

halaman depan, samping, dan belakang bangunan.

(11) Walikota dapat menetapkan tanpa adanya pagar pemisah halaman depan,

(1)

(2)

(3)

(4)

samping maupun belakang bangunan pada ruas-ruas jalan atau kawasan
tertentu, dengan pertimbangan kepentingan kenyamanan, kemudahan
hubungan (aksesibilitas), keserasian lingkungan, dan penataan bangunan

dan lingkungan yang diharapkan.

Bagian Kedelapan

Lebar Jalan

Pasal 27
Jalan direncanakan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi
pergerakan pejalan kaki, pengendara sepeda dan pengendara kendaraan
bermotor serta metigasi bencana.
Jalan harus didukung oleh ketersediaan prasarana pendukung jalan,
seperti perkerasan jalan, trotoar, drainase, lanskap, rambu lalu lintas,
parkir dan lain-lain.
Lebar jalan pada kawasan perumahan baru ditetapkan minimal 6 m
(enam meter).
Lebar jalan pada kawasan perumahan yang telah terbangun ditetapkan

minimal sebesar 4 m (4 meter).

BAB IV
KETENTUAN PENYELENGGARAAN IMB
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28



(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

Setiap orang atau badan hukum yang akan membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung harus
memiliki IMB.

IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan
mengajukan permohonan IMB kepada DPMPTSPPTK.

Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh
pemohon yang merupakan pemilik bangunan gedung atau orang yang
diberi kuasa oleh pemilik bangunan gedung.

Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi
persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menggunakan
perencana konstruksi.

Dalam hal pemohon adalah MBR sehingga tidak mampu menggunakan
perencana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas PUPR
harus memberikan bantuan teknis berupa desain prototipe bangunan
gedung dan petunjuk bangunan gedung yang sesuai dengan persyaratan

pokok tahan gempa.

Pasal 29
Mengubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi:
a. mengubah fungsi ruang pada lantai bangunan gedung;
b. mengubah fungsi keseluruhan bangunan gedung; dan
c. mengubah bentuk dan struktur bangunan gedung.
Memperluas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) adalah
kegiatan penambahan luas bangunan gedung yang berdampak pada
penambahan total luas bangunan gedung.
Mengurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) adalah
kegiatan pengurangan luas bangunan gedung yang berdampak pada
pengurangan total luas bangunan gedung.
Merawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) adalah kegiatan
perawatan bangunan gedung yang dapat berdampak pada pembebanan

struktur bangunan gedung.

Pasal 30

Dalam hal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)

termasuk bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan dan/atau terletak

di dalam kawasan cagar budaya, penyelenggaraan IMB-nya dilaksanakan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 31

Ketentuan penyelenggaraan IMB meliputi:

o

BT o N !

(1)

(2)

(3)

(4)

penggolongan objek IMB;

persyaratan administratif permohonan IMB;

persyaratan teknis permohonan IMB;

masa berlaku IMB;

tata cara penyelenggaraan IMB;

jangka waktu proses permohonan dan penerbitan IMB; dan

perubahan rencana teknis paska penerbitan IMB.

Bagian Kedua

Penggolongan Objek IMB

Pasal 32
Penggolongan objek IMB meliputi:
a. bangunan gedung baru;
b. bangunan gedung eksisting;
c. bangunan gedung kolektif; dan

d. bangunan prasarana.

Penggolongan objek IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

huruf b dan huruf ¢ berdasarkan pemanfaatannya meliputi:
a. bangunan gedung untuk kepentingan umum; dan
b. bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum.

Penggolongan objek IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

huruf b dan huruf ¢ berdasarkan kompleksitasnya meliputi:

a. bangunan gedung sederhana;

b. bangunan gedung tidak sederhana; dan

c. bangunan gedung khusus.

Penggolongan objek IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

berdasarkan penyediaan dokumen rencana teknisnya meliputi:

a. bangunan gedung sederhana yang dokumen rencana teknisnya
disediakan oleh perencana konstruksi;

b. bangunan gedung sederhana yang dokumen rencana teknisnya

menggunakan desain prototipe; dan



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

c. bangunan gedung sederhana yang dokumen rencana teknisnya
disediakan sendiri oleh pemohon dengan berpedoman pada
persyaratan pokok tahan gempa bangunan gedung sederhana 1
(satu) lantai.

Pasal 33
Bangunan gedung termasuk dalam penggolongan bangunan gedung
sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a apabila
memenuhi kriteria:
a. jarak antar kolom maksimal 3 (tiga) meter;
b. jumlah lantai bangunan maksimal 2 (dua) lantai;
c. luas bidang dinding maksimal 9 (sembilan) meter persegi; dan

d. luas total lantai bangunan maksimal 250 (dua ratus lima puluh )
meter persegi.

Dalam hal bangunan gedung sederhana yang dokumen rencana teknisnya
menggunakan desain prototipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (4) huruf b dan bangunan gedung sederhana yang dokumen rencana
teknisnya disediakan sendiri oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (4) huruf c, luas total lantai bangunan maksimal 100
(seratus) meter persegi.

Dalam hal kriteria pada ayat (1) tidak terpenuhi, bangunan gedung

termasuk dalam penggolongan bukan bangunan gedung sederhana.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penerbitan Advis Planning (Keterangan Rencana Kota)

Pasal 34

Sebelum mengajukan IMB, Pemohon IMB terlebih dahulu harus

mengajukan/meminta advis planning (keterangan rencana kota) kepada

DPMPTSPPTK atau Dinas PUPR dengan melampiri persyaratan

administratif.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari:

a. formulir permohonan KRK yang ditandatangani oleh pemohon;

b. KRK yang digunakan untuk IMB Perumahan dengan luas tanah
minimal 1.000 (seribu) meter atau kaveling minimal 5 (lima) unit
dimohonkan oleh pengembang yang mempunyai badan hukum.

c. sertifikat asli dan fotokopi setifikat Badan Pertanahan Nasional dan

instansi terkait, atau :



(1)

g.
h.

1. Bagi tanah pemerintah yang belum bersertifikat diharuskan ada
surat pernyataan penguasaan tanah dari pemilik atau pemegang
aset tanah.

2. bagi tanah kaum yang belum bersertifikat diharuskan ada izin
pemakaian tanah dari Mamak Kepala Waris/Ninik Mamak Kaum
yang diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari dan Lurah;

fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya yang masih
berlaku;

fotokopi dokumen legalitas badan hukum dalam hal permohonan
dilakukan oleh badan hukum.

surat kuasa dari pemilik tanah dalam hal pemohon bukan pemilik
tanah;

fotokopi tanda lunas pajak bumi dan bangunan tahun terakhir;

surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa yang diketahui lurah;

i.surat pernyataan tanah tidak pernah diwakafkan/ dipindahtangankan

yang diketahui Lurah; dan

j-surat pernyataan bahwa bersedia untuk melepaskan hak tanah untuk

kepentingan umum yang diketahui Lurah.

Bagian Ketiga

Persyaratan Administratif Permohonan IMB

Pasal 35

Persyaratan administratif permohonan IMB meliputi:

a.
b.

formulir permohonan IMB yang ditandatangani oleh pemohon;
Permohonan IMB Perumahan untuk luas tanah minimal 1.000
(seribu) meter atau kaveling minimal 5 (lima) unit diajukan oleh
pengembang yang mempunyai badan hukum
fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon atau identitas lainnya
yang masih berlaku;
fotokopi dokumen legalitas badan hukum dalam hal permohonan
IMB dilakukan oleh badan hukum.
surat kuasa dari pemilik bangunan gedung dalam hal pemohon
bukan pemilik bangunan gedung;
sertifikat asli dan fotokopi setifikat Badan Pertanahan Nasional dan
instansi terkait, atau :

1. Bagi tanah pemerintah yang belum bersertifikat diharuskan ada

surat pernyataan penguasaan tanah dari pemilik atau pemegang

aset tanah.



(2)

(3)

(4)

2. bagi tanah kaum yang belum bersertifikat diharuskan ada izin
pemakaian tanah dari Mamak Kepala Waris/Ninik Mamak Kaum
yang diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari, Camat dan Lurah;

g. fotokopi tanda bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun
berjalan;

h. surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik
bangunan gedung dengan pemegang hak atas tanah dalam hal
pemilik bangunan gedung bukan pemegang hak atas tanah;

i.data kondisi atau situasi tanah;

j-fotokopi Keterangan Rencana Kota Bukittinggi (KRK);

k. surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK; dan

l.dokumen dan surat terkait.

data kondisi atau situasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf i paling sedikit meliputi:

a. gambar peta lokasi lengkap dengan kontur tanah, khusus untuk
jumlah kurang dari 5 (lima) unit rumah atau luas tanah kurang dari
1.000 m (seribu meter) dengan kelerangan kurang dari 5 (lima)
derajat dikeluarkan oleh DPUPR dalam dokumen KRK;

b. batas-batas tanah yang dikuasai;

c. luas tanah; dan
data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan
gedung pada area/persil.

Dalam hal bangunan gedung baru dengan kompleksitas sederhana,

dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i

meliputi:

a. data perencana konstruksi, surat pernyataan menggunakan
pelaksana  konstruksi  bersertifikat, dan surat pernyataan
menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat jika
dokumen rencana teknis dibuat oleh perencana konstruksi; atau

b. surat pernyataan menggunakan desain prototipe; dan

c. surat pernyataan menggunakan persyaratan pokok tahan gempa.

Dalam hal bangunan gedung baru dengan kompleksitas tidak sederhana

dan kompleksitas khusus, bangunan gedung kolektif, dan bangunan

prasarana, dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf I meliputi:

a. data perencana konstruksi bersertifikat;

b. surat pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi bersertifikat;
dan

c. surat pernyataan menggunakan pengawas/manajemen konstruksi

bersertifikat.



(5)

(6)

Dalam hal bangunan gedung eksisting belum memiliki IMB, dan
dimohonkan IMB beserta SLF nya, dokumen dan surat terkait
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i paling sedikit berupa data
pengkaji teknis.

Dalam hal bangunan gedung eksisting yang dimohonkan IMB untuk
mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan
gedung, dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf 1 meliputi:

a. data perencana konstruksi bersertifikat;

b. surat pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi bersertifikat;

dan
c. surat pernyataan menggunakan pengawas/manajemen konstruksi

bersertifikat.

Pasal 36

Ketentuan mengenai format persyaratan administratif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 35 tercantum dalam Lampiran [ huruf A yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Keempat
Persyaratan Teknis Permohonan IMB
Paragraf 1

Umum

Pasal 37

Persyaratan teknis permohonan IMB untuk bangunan gedung baru dan
bangunan gedung kolektif meliputi:
a. formulir data umum bangunan gedung; dan
b. dokumen rencana teknis.
Persyaratan teknis permohonan IMB untuk bangunan gedung eksisting
meliputi:
a. formulir data umum bangunan gedung;
b. gambar terbangun (as built drawings); dan
c. dokumen rencana teknis dalam hal pemohon akan mengubah,

memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung.
Persyaratan teknis permohonan IMB untuk bangunan prasarana meliputi:
a. formulir data umum bangunan prasarana; dan
b. dokumen rencana teknis.
Format formulir data umum bangunan gedung sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan format formulir data umum
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bangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.
Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf b dibuat oleh perencana konstruksi
dengan mengacu pada persyaratan teknis bangunan gedung berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal pemohon IMB adalah MBR sehingga tidak mampu
menggunakan jasa perencana konstruksi, dokumen rencana teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf ¢ dapat:
a. menggunakan desain prototipe bangunan gedung yang disediakan
oleh DPMPTSPPTK dan/atau Dinas PUPR; atau
b. dibuat sendiri oleh pemohon dengan berpedoman pada persyaratan
pokok tahan gempa bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai.
Dokumen rencana teknis yang dibuat sendiri oleh pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) huruf b hanya diperkenankan untuk permohonan

IMB bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai.

Paragraf 2

Persyaratan Teknis Permohonan IMB Bangunan Gedung Sederhana yang

Dokumen Rencana Teknisnya Dibuat oleh Perencana Konstruksi

Pasal 38
Pemohon harus mengisi formulir data umum bangunan gedung dan
menyampaikan dokumen rencana teknis yang dibuat oleh perencana
konstruksi.
Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. rencana arsitektur;
b. rencana struktur; dan
c. rencana utilitas.
Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara
lain memuat:
a. gambar situasi atau rencana tapak;
b. gambar denah;
c. gambar tampak; dan
d. gambar potongan.
Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara
lain memuat:

a. gambar rencana pondasi termasuk detailnya; dan



()

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

b. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya.

Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain

memuat:

a. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air kotor,
limbah cair, dan limbah padat;

b. gambar jaringan listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber
listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop
kontak; dan

c. gambar pengelolaan air hujan dan sistem drainase dalam tapak.

Paragraf 3

Persyaratan Teknis Permohonan IMB Bangunan Gedung Sederhana yang

Menggunakan Desain Prototipe

Pasal 39

Pemohon harus mengisi formulir data umum bangunan gedung dan
memilih desain prototipe yang akan digunakan sebagai dokumen rencana
teknis.

Desain prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi desain
prototipe bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai.

Desain prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.

Pasal 40
Dinas PUPR menyediakan desain prototipe sebagai pengayaan alternatif
bagi masyarakat.
Penyediaan desain alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disahkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR.

Paragraf 4

Persyaratan Teknis Permohonan IMB Bangunan Gedung Sederhana 1 (satu)

(1)

(2)

Lantai yang Dokumen Rencana Teknisnya Dibuat Sendiri oleh Pemohon

Pasal 41
Pemohon harus mengisi formulir data umum bangunan gedung dan
membuat dokumen rencana teknis.
Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain

memuat:



(3)

(4)

a. gambar denah yang dilengkapi dengan rencana perletakan tangki
septik;
b. gambar tampak;
gambar potongan; dan
d. persyaratan pokok tahan gempa bangunan gedung sederhana 1
(satu) lantai.
Gambar denah, gambar tampak, dan gambar potongan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat digambar secara sederhana dengan
informasi yang lengkap dengan skala paling kecil 1:100 (satu banding
seratus) di atas kertas berukuran paling kecil A3.
Persyaratan pokok tahan gempa bangunan gedung sederhana 1 (satu)
lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sesuai dengan
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.

Paragraf 5

Persyaratan Teknis Permohonan IMB Bangunan Gedung Tidak Sederhana dan

(1)

(2)

(3)

(4)

Bangunan Gedung Khusus

Pasal 42

Pemohon harus mengisi formulir data umum bangunan gedung dan
menyampaikan dokumen rencana teknis yang dibuat oleh perencana
konstruksi.
Dalam hal bangunan gedung dipersyaratkan untuk mendapatkan
perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemohon harus
memenuhi dan melampirkan dokumennya sebagai kelengkapan
permohonan IMB.
Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. rencana arsitektur;
b. rencana struktur; dan
c. rencana utilitas
Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara
lain memuat:

gambar situasi atau rencana tapak;

a
b. gambar denah;

o

gambar tampalk;

o

gambar potongan;



()

(6)

(7)

(8)

e. gambar detail arsitektur; dan

f.  spesifikasi umum dan khusus arsitektur.

Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara

lain memuat:

a. perhitungan struktur;

b. hasil penyelidikan tanah;

c. gambar rencana pondasi termasuk detailnya;

d. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya;

e. gambar rencana rangka atap, penutup, dan detailnya; dan

f.  spesifikasi umum dan khusus struktur.

Dalam hal bangunan gedung memiliki basement, rencana struktur

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus disertai dengan

gambar rencana basement termasuk detailnya.

Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara lain

memuat:

a. perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air
bersih, kebutuhan listrik, penampungan dan pengolahan limbah cair
dan padat, beban kelola air hujan;

b. perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran;

c. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air kotor,
limbah cair, limbah padat, dan persampahan;

d. gambar sistem pengelolaan air hujan dan drainase dalam tapak;

e. gambar jaringan listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber
listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop
kontak;

f. gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat
resiko kebakaran;

g. gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan;

h. gambar sistem transportasi vertikal dan/atau horizontal;

i.gambar sistem komunikasi internal dan eksternal,

j-gambar sistem penangkal/proteksi petir; dan

k. spesifikasi umum dan khusus utilitas bangunan gedung.

Perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:

a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;

c. Analisis Dampak Lalu Lintas;

d. Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan;

e. rekomendasi peil banjir; dan/atau



f.  Dokumen/Surat lainnya yang terkait.

Paragraf 6

Persyaratan Teknis Permohonan IMB Bangunan Gedung Sederhana Eksisting

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

Pasal 43

Pemohon harus mengisi formulir data umum bangunan gedung dan

menyampaikan gambar terbangun (as built drawings) bangunan gedung

eksisting.

Gambar terbangun (as built drawings) sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling sedikit memuat:

a. gambar arsitektur;

b. gambar struktur; dan

c. gambar utilitas.

Gambar arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara

lain memuat:

a. gambar situasi atau rencana tapak;

b. gambar denah;

c. gambar tampak; dan

d. gambar potongan.

Gambar struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling

kurang memuat spesifikasi umum struktur.

Gambar utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ antara lain

memuat:

a. gambar terbangun sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih,
air kotor, dan tangki septik;

b. gambar terbangun sistem pengelolaan air hujan dan drainase dalam
tapak; dan

c. gambar terbangun sistem instalasi listrik yang paling sedikit
menunjukkan sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik

lampu, sakelar, dan stop kontak.

Paragraf 7

Persyaratan Teknis Permohonan IMB Bangunan Gedung Tidak Sederhana dan

Khusus Eksisting

Pasal 44



(1)

(2)

(3)

(4)

()

Pemohon harus mengisi formulir data umum bangunan gedung dan
menyampaikan gambar terbangun (as built drawings) bangunan gedung
eksisting.

Gambar terbangun (as built drawings) sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling sedikit memuat:

a. gambar arsitektur;

b. gambar struktur; dan

c. gambar utilitas.

Gambar arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara

lain memuat:

a. gambar situasi atau rencana tapak;

b. gambar denah;

c. gambar tampak;

d. gambar potongan;

e. gambar detail arsitektur; dan

f.  spesifikasi umum dan khusus arsitektur.

Gambar struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain

memuat:

a. gambar terbangun pondasi termasuk detailnya;

b. gambar terbangun kolom, balok, plat dan detailnya;

c. gambar terbangun rangka atap, penutup, dan detailnya;

d. spesifikasi umum struktur; dan

e. spesifikasi khusus.

Gambar utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain

memuat:

a. gambar terbangun sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih,
air kotor, limbah cair, limbah padat, dan persampahan;

b. gambar terbangun sistem pengelolaan air hujan dan drainase dalam
tapak;

c. gambar terbangun sistem instalasi listrik yang paling sedikit
menunjukkan sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik
lampu, sakelar, dan stop kontak;

d. gambar terbangun sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan

dengan tingkat risiko kebakaran;

gambar terbangun sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan;

gambar terbangun sistem transportasi vertikal dan/atau horizontal;

gambar terbangun sistem komunikasi internal dan eksternal;

5@ o o

gambar terbangun sistem penangkal/proteksi petir; dan

i.spesifikasi umum dan khusus utilitas bangunan gedung.



Pasal 45

Dalam hal gambar terbangun (as built drawings) sebagaimana dimaksud dalam

pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) tidak tersedia, pemohon dapat

menggunakan jasa pengkaji teknis untuk membuat gambar terbangun tesebut.

(1)

(2)

(3)

(4)

Paragraf 8
Persyaratan Teknis Permohonan IMB Untuk Mengubah, Memperluas,

Mengurangi, dan/atau Merawat Bangunan Gedung Sederhana

Pasal 46

Pemohon harus mengisi formulir data umum bangunan gedung dan
menyampaikan dokumen rencana teknis yang dibuat oleh perencana

konstruksi.

Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat:

a. hasil studi teknis bangunan gedung eksisting oleh perencana

konstruksi;
b. rencana arsitektur;
c. rencana struktur; dan
d. rencana utilitas.

Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara

lain memuat:

a. gambar situasi atau rencana tapak;
b. gambar denah;

c. gambar tampak;

d. gambar potongan;

e. gambar detail arsitektur; dan

f. spesifikasi umum arsitektur.

Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara

lain memuat:

a. perhitungan struktur;



()

(1)

(2)

(3)

b. hasil penyelidikan tanah;

c. gambar rencana pondasi termasuk detailnya;

d. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya;

e. gambar rencana rangka atap, penutup, dan detailnya; dan
f.  spesifikasi umum struktur.

Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain

memuat:

a. perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air

bersih, kebutuhan listrik, tangki septik, dan beban kelola air hujan;

b. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air kotor,

dan persampahan;
c. gambar sistem pengelolaan air hujan dan drainase dalam tapak;

d. gambar sistem instalasi listrik yang paling sedikit menunjukkan
sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar,

dan stop kontak; dan

e. spesifikasi umum utilitas bangunan gedung.

Pasal 47

Dalam hal bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai dan dokumen

rencana teknisnya dibuat sendiri oleh pemohon, paling sedikit memuat:

a. gambar denah yang dilengkapi dengan rencana perletakan tangki

septik;
b. gambar tampak;
c. gambar potongan; dan

d. persyaratan pokok tahan gempa bangunan gedung sederhana 1

(satu) lantai.

Gambar denah, gambar tampak, dan gambar potongan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat digambar secara sederhana dengan
informasi yang lengkap dengan skala paling kecil 1:100 (satu banding

seratus) di atas kertas berukuran paling kecil A3.

Persyaratan pokok tahan gempa bangunan gedung sederhana 1 (satu)
lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.



Paragraf 9
Persyaratan Teknis Permohonan IMB untuk Mengubah, Memperluas,
Mengurangi, dan/atau Merawat Bangunan Gedung Tidak Sederhana dan

Khusus

Pasal 48
(1) Pemohon harus mengisi formulir data umum bangunan gedung dan
menyampaikan dokumen rencana teknis yang dibuat oleh perencana
konstruksi.
(2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. hasil studi teknis bangunan gedung eksisting oleh penyedia jasa
pengkaji teknis atau perencana konstruksi;
b. rencana arsitektur;
c. rencana struktur; dan
d. rencana utilitas.
(3) Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara
lain memuat:
a. gambar situasi atau rencana tapak;
b. gambar denah;
c. gambar tampak;
d. gambar potongan;
e. gambar detail arsitektur; dan
f.  spesifikasi umum dan khusus arsitektur.
(4) Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara
lain memuat:
a. perhitungan struktur;
b. hasil penyelidikan tanah;
c. gambar rencana pondasi termasuk detailnya;
d. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya;
e. gambar rencana rangka atap, penutup, dan detailnya; dan
f.  spesifikasi umum dan khusus struktur.
(5) Dalam hal bangunan gedung memiliki basement, rencana struktur
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus disertai dengan

gambar rencana basement termasuk detailnya.



(6)

(1)

(2)

(3)

Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain

memuat:

a. perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air
bersih, kebutuhan listrik, penampungan dan pengolahan limbah cair
dan padat, dan beban kelola air hujan;

b. perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran;

c. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air kotor,
limbah cair, limbah padat, dan persampahan;

d. gambar sistem pengelolaan air hujan dan drainase dalam tapak;

e. gambar sistem instalasi listrik yang paling sedikit menunjukkan
sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar,
dan stop kontak;

f.  gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat
risiko kebakaran;

g. gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan;

h. gambar sistem transportasi vertikal,

i.gambar sistem komunikasi intern dan ekstern;

j-gambar sistem penangkal/proteksi petir; dan

k. spesifikasi umum utilitas bangunan gedung.

Paragraf 10

Persyaratan Teknis Permohonan IMB Bangunan Gedung Kolektif

Pasal 49
Pemohon harus mengisi formulir data umum bangunan gedung dan
menyampaikan dokumen rencana teknis yang dibuat oleh perencana
konstruksi.
Formulir data umum bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibuat wuntuk masing-masing kaveling yang tercantum dalam
permohonan IMB.
Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. Masterplan atau siteplan yang telah disahkan;
b. rencana arsitektur;
c. rencana struktur; dan

d. rencana utilitas.



(4)

()

(6)

(7)

Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara

lain memuat:

a. gambar situasi atau rencana tapak;

b. gambar denah;

c. gambar tampak;

d. gambar potongan;

e. gambar detail arsitektur; dan

f.  spesifikasi umum dan khusus arsitektur.

Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara

lain memuat:

a. perhitungan struktur;

b. hasil penyelidikan tanah;

c. gambar rencana pondasi termasuk detailnya;

d. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya;

e. gambar rencana rangka atap, penutup, dan detailnya; dan

f.  spesifikasi umum struktur dan khusus.

Dalam hal bangunan gedung memiliki basement, rencana struktur

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus disertai dengan

gambar rencana basement termasuk detailnya.

Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain

memuat:

a. perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air
bersih, kebutuhan listrik, penampungan dan pengolahan limbah cair
dan padat, dan beban kelola air hujan;

b. perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran;

c. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air kotor,
limbah cair, limbah padat, dan persampahan;

d. gambar sistem pengelolaan air hujan dan drainase dalam tapak;

e. gambar sistem instalasi listrik yang paling sedikit menunjukkan
sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar,
dan stop kontak;

f.  gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat
risiko kebakaran;

g. gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan;

h. gambar sistem transportasi vertikal,

i.gambar sistem komunikasi internal dan eksternal;

j-gambar sistem penangkal/proteksi petir; dan

k. spesifikasi umum utilitas bangunan gedung.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
(3)

Paragraf 11

Persyaratan Teknis Permohonan IMB Bangunan prasarana

Pasal 50
Pemohon harus mengisi formulir data umum bangunan prasarana dan
menyampaikan dokumen rencana teknis yang dibuat oleh perencana
konstruksi.
Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. perhitungan dan perencanaan struktur;
b. gambar teknis; dan

c. spesifikasi umum dan teknis.

Bagian Kelima

Masa Berlaku IMB

Pasal 51
Dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya IMB tidak ada
kegiatan pembangunan, maka IMB dinyatakan tidak berlaku.
Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mencukupi, pemohon dapat mengajukan perpanjangan masa berlaku IMB
hingga genap 24 (dua puluh empat) bulan.
Pengajuan perpanjangan masa berlaku IMB sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum jangka waktu
12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya IMB.
Permohonan perpanjangan masa berlaku IMB sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 52
Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku IMB
melalui loket DPMPTSPPTK.
Permohonan perpanjangan masa berlaku IMB tidak dikenakan retribusi.
Format surat permohonan perpanjangan masa berlaku IMB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 53



Rencana tanggal dimulainya pelaksanaan konstruksi harus diinformasikan

secara tertulis kepada kepala DPMPTSPPTK.

(1)

(2)

(1)

Bagian Keenam

Tata Cara Penyelenggaraan IMB

Paragraf 1

Umum

Pasal 54
Tata cara penyelenggaraan IMB meliputi:
a. tata cara penyelenggaraan IMB bangunan gedung bukan untuk
kepentingan umum;
b. tata cara penyelenggaraan IMB bangunan gedung untuk kepentingan
umum;

c. tata cara penyelenggaraan IMB bangunan gedung eksisting;

d. tata cara penyelenggaraan IMB untuk mengubah, memperluas,
mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung;

e. tata cara penyelenggaraan IMB bertahap;

f.  tata cara penyelenggaraan IMB kolektif;

g. tata cara penyelenggaraan IMB bangunan prasarana; dan

h. tata cara penyelenggaraan IMB secara online.

Tata cara penyelenggaraan IMB bangunan gedung sebagaimana dimaksud
ayat (1), meliputi tahapan:

a. proses prapermohonan IMB,;

b. proses permohonan IMB; dan

c. proses penerbitan IMB.

Pasal 55

IMB bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e,

dapat diterbitkan atas permintaan pemohon untuk bangunan gedung

tidak sederhana dan bangunan gedung khusus dengan ketentuan:

a. bangunan gedung untuk
kepentingan umum;

b. ketinggian bangunan gedung lebih
dari 8 (delapan) lantai;

C. luas bangunan gedung lebih dari
2000 (dua ribu) meter persegi; dan/atau

d. menggunakan pondasi dalam lebih

dari 2 (dua) meter.



(2)

(3)

IMB bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai
proses penerbitan IMB pondasi dilanjutkan dengan penerbitan IMB.
IMB pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam

jangka waktu 18 (delapan belas) hari kerja semenjak permohonan IMB.

Paragraf 2

Tata Cara Penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung Bukan Untuk Kepentingan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Umum

Pasal 56

Proses prapermohonan IMB bangunan gedung bukan untuk kepentingan

umum, meliputi:

a. pemohon mengajukan permohonan KRK kepada  Kepala
DPMPTSPPTK sebelum mengajukan permohonan IMB;

b. pemohon mengisi surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan
dalam KRK; dan

c. DPMPTSPPTK memberikan KRK dan menyampaikan informasi
persyaratan administratif dan persyaratan teknis permohonan IMB.

Informasi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ mengikuti ketentuan dalam Pasal 35;

Informasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

antara lain:

a. persyaratan teknis permohonan IMB bangunan gedung sederhana
yang dokumen rencana teknisnya dibuat oleh perencana konstruksi
mengikuti ketentuan dalam Pasal 38;

b. persyaratan teknis permohonan IMB bangunan gedung sederhana
yang menggunakan desain prototipe mengikuti ketentuan dalam
Pasal 39;

c. persyaratan teknis permohonan IMB bangunan gedung sederhana 1
(satu) lantai yang dokumen rencana teknisnya dibuat sendiri oleh
pemohon mengikuti ketentuan dalam Pasal 41; atau

d. persyaratan teknis permohonan IMB bangunan gedung tidak
sederhana mengikuti ketentuan dalam Pasal 42.

Dalam proses prapermohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Dinas PUPR dapat memberikan konsultasi teknis penyusunan dokumen

rencana teknis.

Format surat permohonan KRK dan format surat pernyataan untuk

mengikuti ketentuan dalam KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



(1)

(2)

huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 57

Proses permohonan IMB bangunan gedung bukan untuk kepentingan

umum, meliputi:

a. pemohon mengajukan surat permohonan IMB kepada Kepala
DPMPTSPPTK dengan  melampirkan dokumen  persyaratan
administratif dan persyaratan teknis;

b. DPMPTSPPTK melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan
administratif dan persyaratan teknis;

c. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis
dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan IMB dikembalikan ke
pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki;

d. pengembalian berkas permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada
huruf c dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan;
dan

e. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis
dinyatakan lengkap, DPMPTSPPTK melakukan penilaian dokumen
rencana teknis.

Format surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran [ yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 58

Proses penerbitan IMB bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum,

meliputi penilaian dan persetujuan dokumen rencana teknis untuk:

a.

(1)

bangunan gedung sederhana yang dokumen rencana teknisnya dibuat
oleh perencana konstruksi atau bangunan gedung tidak sederhana;
bangunan gedung sederhana yang menggunakan desain prototipe; dan
bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai yang dokumen rencana

teknisnya dibuat sendiri oleh pemohon.

Pasal 59
Proses penilaian dan persetujuan dokumen rencana teknis bangunan
gedung sederhana yang dokumen rencana teknisnya dibuat oleh
perencana konstruksi atau bangunan gedung tidak sederhana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:



(2)

(1)

(2)

a. Tim Teknis DPMPTSPPTK melakukan penilaian dokumen rencana
teknis terhadap pemenuhan persyaratan teknis berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan belum memenuhi
persyaratan teknis, berkas permohonan IMB dikembalikan ke
pemohon dengan dilengkapi keterangan perbaikan rencana teknis
dan surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis;
dan

c. dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan sudah memenuhi
persyaratan teknis, Tim Teknis DPMPTSPPTK memberikan
persetujuan secara tertulis berupa paraf pada setiap lembar dokumen
rencana teknis dan surat persetujuan dokumen rencana teknis.

Format surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis dan

surat persetujuan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 60

Proses penilaian dan persetujuan dokumen rencana teknis bangunan

gedung sederhana yang menggunakan desain prototipe sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi:

a. Tim Teknis DPMPTSPPTK melakukan konfirmasi terhadap desain
prototipe yang dipilih;

b. dalam hal pemohon IMB ingin mengubah desain prototipe, pemohon
diarahkan untuk menggunakan perencana konstruksi atau membuat
sendiri dokumen rencana teknis untuk bangunan gedung sederhana
1 (satu) lantai dengan berpedoman pada persyaratan pokok tahan
gempa; dan

c. Tim Teknis DPMPTSPPTK memberikan persetujuan tertulis pada
desain prototipe yang dipilih pemohon sebagaimana dimaksud pada
huruf b dalam bentuk paraf pada setiap lembar dokumen rencana
teknis dan surat persetujuan dokumen rencana teknis.

Format surat persetujuan dokumen rencana teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 61



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

Proses penilaian dan persetujuan dokumen rencana teknis bangunan
gedung sederhana yang dokumen rencana teknisnya dibuat sendiri oleh
pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf ¢ meliputi:

a. Tim Teknis DPMPTSPPTK melakukan penilaian dokumen rencana
teknis berpedoman pada persyaratan pokok tahan gempa;

b. dalam hal dokumen rencana teknis yang dibuat oleh pemohon
dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis, Tim Teknis
DPMPTSPPTK memberikan asistensi perbaikan dokumen rencana
teknis; dan

c. dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan sudah memenuhi
persyaratan teknis, Tim Teknis DPMPTSPPTK memberikan
persetujuan secara tertulis berupa paraf pada setiap lembar dokumen
rencana teknis dan surat persetujuan dokumen rencana teknis.

Format surat persetujuan dokumen rencana teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 62
DPMPTSPPTK menghitung dan menetapkan nilai retribusi IMB atas
dokumen rencana teknis yang telah disetujui sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 huruf c, Pasal 60 huruf ¢, dan Pasal 61 huruf c.
Nilai retribusi IMB yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada pemohon dalam bentuk SKRD.
Pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan bukti
pembayaran retribusi berupa SSRD kepada DPMPTSPPTK.
DPMPTSPPTK mengesahkan dokumen rencana teknis dan menerbitkan
dokumen IMB.
Format SKRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63
Tim Teknis DPMPTSPPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal
60, dan Pasal 61 beranggotakan Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan
Perumahan dan/atau pegawai ASN yang memiliki kompetensi dalam
bidang bangunan gedung yang dipilih dan diberi tugas oleh Dinas PUPR.
Dalam hal Dinas PUPR memandang penting, Tim Teknis DPMPTSPPTK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperkuat oleh TABG.

Pasal 64



Proses prapermohonan, permohonan, dan penerbitan IMB sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 dijelaskan pada bagan tata

cara penyelenggaraan IMB bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum

yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3

Tata Cara Penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Umum

Pasal 65

(1) Proses prapermohonan IMB bangunan gedung untuk kepentingan umum,

meliputi:

a.

pemohon  mengajukan permohonan KRK kepada Kepala
DPMPTSPPTK sebelum mengajukan permohonan IMB;

pemohon mengisi surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan
dalam KRK; dan

DPMPTSPPTK memberikan KRK dan menyampaikan informasi
persyaratan administratif, persyaratan teknis, serta perizinan
dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang untuk

permohonan IMB.

(2) Informasi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ mengikuti ketentuan dalam Pasal 35.

(3) Informasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

antara lain:

a.

persyaratan teknis permohonan IMB bangunan gedung sederhana
mengikuti ketentuan dalam Pasal 38; atau

persyaratan teknis permohonan IMB bangunan gedung tidak
sederhana dan bangunan gedung khusus mengikuti ketentuan dalam

Pasal 42.

(4) Perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢ antara lain:

a.
b.

C.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
Analisis Dampak Lalu Lintas;

rekomendasi ketinggian dalam kawasan keselamatan operasional
penerbangan;

rekomendasi peil banjir; dan/atau

dokumen/surat surat lainnya yang terkait.



(5)

(6)

(1)

(2)

(1)

Dalam proses prapermohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Dinas PUPR dapat memberikan konsultasi teknis penyusunan dokumen
rencana teknis.

Format surat permohonan KRK dan format surat pernyataan untuk

mengikuti ketentuan dalam KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Pasal 66

Proses permohonan IMB bangunan gedung untuk kepentingan umum,

meliputi:

a. pemohon mengajukan surat permohonan IMB kepada Kepala
DPMPTSPPTK dengan  melampirkan dokumen  persyaratan
administratif dan persyaratan teknis;

b. DPMPTSPPTK melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan
administratif dan persyaratan teknis;

c. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis
dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan IMB dikembalikan ke
pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki;

d. pengembalian berkas permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada
huruf c dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan;
dan

e. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis
dinyatakan lengkap, DPMPTSPPTK melakukan penilaian dokumen
rencana teknis.

Format surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 67

Proses penerbitan IMB bangunan gedung untuk kepentingan umum

meliputi:

a. Tim Teknis DPMPTSPPTK melakukan penilaian dokumen rencana
teknis terhadap pemenuhan persyaratan teknis berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan belum memenuhi
persyaratan teknis, berkas permohonan IMB dikembalikan ke
pemohon dengan dilengkapi keterangan perbaikan rencana teknis

dan surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis;



(2)

(3)

(4)

)

c. dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan sudah memenuhi
persyaratan teknis, Tim Teknis DPMPTSPPTK memberikan
persetujuan secara tertulis berupa paraf pada setiap lembar dokumen
rencana teknis dan surat persetujuan dokumen rencana teknis;

d. DPMPTSPPTK menghitung dan menetapkan nilai retribusi IMB atas
dokumen rencana teknis yang telah disetujui;

e. nilai retribusi IMB yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
pada huruf e disampaikan kepada pemohon dalam bentuk SKRD;

f.  pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan bukti
pembayaran retribusi berupa SSRD kepada DPMPTSPPTK; dan

g. DPMPTSPPTK mengesahkan dokumen rencana teknis dan
menerbitkan dokumen IMB.

Tim Teknis DPMPTSPPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

beranggotakan TABG yang dipilih dan diberi tugas oleh Dinas PUPR.

TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengkajian

terhadap pemenuhan persyaratan teknis terhadap ketentuan:

a. fungsi bangunan gedung;

b. klasifikasi bangunan gedung;

c. persyaratan tata bangunan;

d. persyaratan keandalan bangunan gedung; dan

e. pemenuhan perizinan dan/atau rekomendasi instansi terkait.

Format surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis dan

surat persetujuan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Format SKRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan

huruf f berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Proses prapermohonan, permohonan, dan penerbitan IMB sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 dijelaskan pada bagan tata

cara penyelenggaraan IMB bangunan gedung untuk kepentingan umum yang

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4
Tata Cara Penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung Eksisting

Pasal 69



Proses prapermohonan IMB bangunan gedung eksisting dilakukan oleh

pemohon dengan menyiapkan dokumen terkait dengan bangunan gedung

eksisting.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 70

Proses permohonan IMB bangunan gedung eksisting meliputi:

a.

pemohon mengajukan surat permohonan IMB kepada Kepala
DPMPTSPPTK yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
administratif dan persyaratan teknis;

DPMPTSPPTK melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen
persyaratan administratif dan persyaratan teknis;

dalam hal dokumen persyaratan administratif dan teknis dinyatakan
tidak lengkap, berkas permohonan IMB dikembalikan ke pemohon
untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki;

pengembalian berkas permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada
huruf c dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan dokumen
persyaratan; dan

dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis
dinyatakan lengkap, proses dilanjutkan dengan pengkajian teknis

dalam rangka penerbitan SLF.

Dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b mengikuti ketentuan dalam Pasal 35.

Dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2)

dilengkapi dengan:

a.

persyaratan teknis permohonan IMB bangunan gedung sederhana
eksisting sebagaimana diatur dalam Pasal 43; atau
persyaratan teknis permohonan IMB bangunan gedung tidak

sederhana dan khusus eksisting sebagaimana diatur dalam Pasal 44.

Format surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran [ yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 71



Proses penerbitan IMB bangunan gedung eksisting meliputi pengkajian teknis,

perhitungan retribusi IMB dan penyerahan dokumen IMB bangunan gedung

untuk:

a.
b.

(1)

(2)

bangunan gedung sederhana eksisting; atau
bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus

eksisting.

Pasal 72

Proses pengkajian teknis bangunan gedung sederhana eksisting

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a meliputi:

a. Tim Teknis DPMPTSPPTK melakukan pengkajian teknis terhadap
kesesuaian kondisi fisik dengan dokumen teknis dan pemenuhan
persyaratan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. dalam hal pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a
dinyatakan hasilnya tidak sesuai dengan dokumen teknis dan tidak
memenuhi persyaratan teknis berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan, DPMPTSPPTK memberikan rekomendasi
perbaikan dan/atau pengubahsuaian bangunan gedung secara
tertulis; dan

c. dalam hal pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a
dinyatakan hasilnya sesuai dengan dokumen teknis dan memenuhi
persyaratan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan,
DPMPTSPPTK memberikan surat persetujuan dokumen teknis.

Proses pengkajian teknis bangunan gedung tidak sederhana dan khusus

eksisting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b meliputi:

a. pengkajian teknis oleh penyedia jasa pengkaji teknis terhadap
kesesuaian kondisi fisik dengan dokumen teknis dan pemenuhan
persyaratan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. dalam hal hasil pengkajian teknis dinyatakan bahwa bangunan
gedung tidak laik fungsi, pengkaji teknis sebagaimana dimaksud
pada huruf a memberikan rekomendasi perbaikan dan/atau
pengubahsuaian bangunan;

c. dalam hal hasil pengkajian teknis dinyatakan bahwa bangunan

gedung laik fungsi, pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada



(3)

(4)

()

(1)

(2)

(3)

huruf a membuat surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan
gedung;

d. Tim Teknis DPMPTSPPTK melakukan verifikasi atas pengkajian
teknis yang dilakukan oleh penyedia jasa pengkaji teknis;

e. dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan
hasilnya tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, DPMPTSPPTK memberikan
rekomendasi perbaikan dan/atau pengubahsuaian bangunan gedung
secara tertulis;

f.  dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan
hasilnya memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, Tim Teknis DPMPTSPPTK memberikan
rekomendasi penerbitan IMB dan SLF secara tertulis; dan

g. atas dasar rekomendasi dari tim teknis sebagaimana dimaksud pada
huruf f, DPMPTSPPTK memberikan surat persetujuan dokumen
teknis.

Tim Teknis DPMPTSPPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

beranggotakan Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan

dan/atau pegawai ASN yang memiliki kompetensi dalam bidang bangunan
gedung yang dipilih dan diberi tugas oleh Dinas PUPR.

Tim Teknis DPMPTSPPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d

beranggotakan TABG yang dipilih dan diberi tugas oleh Dinas PUPR.

TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pengkajian

terhadap pemenuhan persyaratan teknis terhadap ketentuan:

a. fungsi bangunan gedung;

b. klasifikasi bangunan gedung;
persyaratan tata bangunan;

d. persyaratan keandalan bangunan gedung; dan

e. pemenuhan perizinan dan/atau rekomendasi instansi terkait.

Pasal 73
DPMPTSPPTK menghitung dan menetapkan nilai retribusi IMB atas
dokumen teknis yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal
72 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf g.
Nilai retribusi IMB yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada
huruf a disampaikan kepada pemohon dalam bentuk SKRD.
Pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan bukti

pembayaran retribusi berupa SSRD kepada DPMPTSPPTK.



(4) DPMPTSPPTK mengesahkan dokumen teknis dan menerbitkan IMB dan
SLF.
(5) Format SKRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74
Proses prapermohonan, permohonan, dan penerbitan IMB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 71 dijelaskan pada bagan tata
cara penyelenggaraan IMB bangunan gedung untuk kepentingan umum yang
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.

Paragraf 5
Tata Cara Penyelenggaraan IMB Untuk Mengubah, Memperluas, Mengurangi,

dan/atau Merawat Bangunan Gedung

Pasal 75
(1) Proses prapermohonan IMB untuk mengubah, memperluas, mengurangi,
dan/atau merawat bangunan gedung meliputi:
a. pemohon mengajukan permohonan KRK kepada Kepala DPUPR
sebelum mengajukan permohonan IMB;
b. pemohon mengisi surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan
dalam KRK; dan
c. DPUPR memberikan KRK dan dapat menyampaikan informasi
persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk permohonan
IMB.
(2) Informasi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ mengikuti ketentuan dalam Pasal 35.
(3) Informasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
antara lain:
a. persyaratan teknis permohonan IMB untuk mengubah, memperluas,
mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sederhana

eksisting sebagaimana diatur dalam Pasal 46; atau



(4)

()

(6)

(7)

(8)

(1)

b. persyaratan teknis permohonan IMB untuk mengubah, memperluas,
mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung tidak sederhana
dan khusus eksisting sebagaimana diatur dalam Pasal 48.

Dalam proses prapermohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Dinas PUPR dapat memberikan konsultasi teknis penyusunan dokumen

rencana teknis.

Penyusunan dokumen rencana teknis harus mempertimbangkan hasil

pengkajian teknis bangunan gedung eksisting.

Dalam hal bangunan gedung sederhana, pengkajian teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan oleh Tim Teknis DPMPTSPPTK

atau penyedia jasa perencana konstruksi.

Dalam hal bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung

khusus, pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ()

dilakukan oleh penyedia jasa pengkaji teknis atau penyedia jasa
perencana konstruksi.

Format surat permohonan KRK dan format surat pernyataan untuk

mengikuti ketentuan dalam KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 76

Proses permohonan IMB untuk mengubah, memperluas, mengurangi,

dan/atau merawat bangunan gedung meliputi:

a. pemohon mengajukan surat permohonan IMB kepada Kepala
DPMPTSPPTK dengan  melampirkan dokumen  persyaratan
administratif dan persyaratan teknis;

b. DPMPTSPPTK melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan
administratif dan persyaratan teknis;

c. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis
dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan IMB dikembalikan ke
pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki;

d. pengembalian berkas permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada
huruf c dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan;
dan

e. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis
dinyatakan lengkap, DPMPTSPPTK melakukan penilaian dokumen

rencana teknis.



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

Format surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 77

Proses penerbitan IMB untuk mengubah, memperluas, mengurangi,

dan/atau merawat bangunan gedung meliputi penilaian dokumen rencana

teknis, perhitungan retribusi IMB dan penerbitan dokumen IMB
bangunan gedung.

Proses penilaian dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. Tim Teknis DPMPTSPPTK melakukan penilaian dokumen rencana
teknis terhadap pemenuhan persyaratan teknis berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. dalam hal dokumen rencana teknis yang dibuat oleh perencana
konstruksi dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis, berkas
permohonan IMB dikembalikan ke pemohon dengan dilengkapi
keterangan perbaikan rencana teknis dan surat pemberitahuan hasil
penilaian dokumen rencana teknis; dan

c. dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan sudah memenuhi
persyaratan teknis, Tim Teknis DPMPTSPPTK memberikan
persetujuan secara tertulis berupa paraf pada setiap lembar dokumen
rencana teknis dan surat persetujuan dokumen rencana teknis.

Dalam hal bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum, Tim

Teknis DPMPTSPPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

beranggotakan Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan

dan/atau pegawai ASN yang memiliki kompetensi dalam bidang bangunan
gedung yang dipilih dan diberi tugas oleh Dinas PUPR.

Dalam hal bangunan gedung untuk kepentingan umum, Tim Teknis

DPMPTSPPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

beranggotakan TABG yang dipilih dan diberi tugas oleh Dinas PUPR.

TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pengkajian

terhadap pemenuhan persyaratan teknis terhadap ketentuan:

a. fungsi bangunan gedung;

b. klasifikasi bangunan gedung;

c. persyaratan tata bangunan;

d. persyaratan keandalan bangunan gedung; dan

e. pemenuhan perizinan dan/atau rekomendasi instansi terkait.



(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Format surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis dan
surat persetujuan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
DPMPTSPPTK menghitung dan menetapkan nilai retribusi IMB atas
dokumen rencana teknis yang telah disetujui.

Nilai retribusi IMB yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) disampaikan kepada pemohon dalam bentuk SKRD.

Pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan bukti
pembayaran retribusi berupa SSRD kepada DPMPTSPPTK.

DPMPTSPPTK mengesahkan dokumen rencana teknis dan menerbitkan
dokumen IMB.

Format SKRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9)

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Proses prapermohonan, permohonan, dan penerbitan IMB sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77, dijelaskan pada bagan tata

cara penyelenggaraan IMB untuk mengubah, memperluas, mengurangi,

dan/atau merawat bangunan gedung yang tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(1)

(2)

Paragraf 6
Tata Cara Penyelenggaraan IMB Bertahap

Pasal 79

Proses prapermohonan IMB Bertahap meliputi:

a. pemohon mengajukan permohonan KRK kepada Kepala DPUPR
sebelum mengajukan permohonan IMB;

b. pemohon mengisi surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan
dalam KRK; dan

c. DPUPR memberikan KRK dan dapat menyampaikan informasi
persyaratan administratif, persyaratan teknis, serta perizinan
dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang untuk
permohonan IMB.

Informasi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ mengikuti ketentuan dalam Pasal 35.



(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

Informasi persyaratan teknis serta perizinan dan/atau rekomendasi teknis
lain dari instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

mengikuti ketentuan dalam Pasal 42.

Dalam proses prapermohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Dinas PUPR dapat memberikan konsultasi teknis penyusunan dokumen
rencana teknis.

Format surat permohonan KRK dan format surat pernyataan untuk
mengikuti ketentuan dalam KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 80

Proses permohonan IMB Bertahap meliputi:
a. pemohon mengajukan surat permohonan IMB dan surat permohonan
IMB Pondasi kepada Kepala DPMPTSPPTK dengan melampirkan

dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis;

b. DPMPTSPPTK melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan
administratif dan persyaratan teknis;

c. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis
dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan IMB dikembalikan ke
pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki;

d. pengembalian berkas permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada
huruf c dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan;
dan

e. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis
dinyatakan lengkap, DPMPTSPPTK melakukan penilaian dokumen
rencana teknis.

Format surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran [ yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 81
Proses penerbitan IMB bertahap meliputi:
a. tahap penerbitan IMB Pondasi; dan
b. tahap penerbitan IMB.



(2)

(3)

(4)

Tahap penerbitan IMB Pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

a. Tim Teknis DPMPTSPPTK melakukan penilaian dokumen rencana
teknis terhadap pemenuhan persyaratan teknis berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan belum memenuhi
persyaratan teknis, berkas permohonan IMB dikembalikan ke
pemohon dengan dilengkapi keterangan perbaikan rencana teknis
dan surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis;

c. dalam hal dokumen rencana teknis secara umum dapat disetujui dan
rencana pondasi dinyatakan sudah memenuhi persyaratan teknis,
Tim Teknis DPMPTSPPTK memberikan persetujuan atas rencana
pondasi secara tertulis;

d. persetujuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c
meliputi paraf pada setiap lembar dokumen rencana pondasi dan
surat persetujuan dokumen rencana pondasi,

e. DPMPTSPPTK menghitung nilai retribusi IMB yang merupakan
perhitungan yang bersifat sementara;

f.  DPMPTSPPTK menetapkan nilai retribusi IMB Pondasi sebesar 10
(sepuluh) persen dari nilai retribusi IMB sementara sebagaimana
dimaksud pada huruf e;

g. nilai retribusi IMB Pondasi yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada huruf f disampaikan kepada pemohon dalam bentuk
SKRD;

h. Saat pengambilan SKRD IMB Pondasi, pemohon wajib menyerahkan
formulir surat pernyataan akan membayar nilai retribusi IMB yang
tersisa sesuai dengan perhitungan rinci yang dilakukan kembali
setelah perhitungan sementara oleh DPMPTSPPTK.

i.pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan bukti
pembayaran retribusi berupa SSRD kepada DPMPTSPPTK; dan

j-DPMPTSPPTK menerbitkan dokumen IMB Pondasi.

Format surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis,

surat persetujuan dokumen rencana pondasi, dan formulir surat

pernyataan akan membayar nilai retribusi IMB yang tersisa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf h tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.

Tahap penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:



()

(6)

(1)

(2)

a. Tim Teknis DPMPTSPPTK melanjutkan penilaian dokumen rencana
teknis bersamaan dengan proses penghitungan nilai retribusi
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e;

b. dalam hal dokumen rencana teknis harus diperbaiki tanpa
mempengaruhi rencana pondasi, dokumen rencana teknis
dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki dengan dilengkapi
keterangan perbaikan rencana teknis;

c. dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan sudah memenuhi
persyaratan teknis, Tim Teknis DPMPTSPPTK memberikan
persetujuan secara tertulis berupa paraf pada setiap lembar dokumen
rencana teknis dan surat persetujuan dokumen rencana teknis;

d. DPMPTSPPTK menghitung ulang nilai retribusi IMB;

e. DPMPTSPPTK menetapkan nilai retribusi IMB yang merupakan sisa
yang harus dibayarkan oleh pemohon sebesar nilai retribusi hasil
hitung ulang dikurangi nilai retribusi IMB Pondasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf f;

f.  nilai retribusi IMB yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
pada huruf f disampaikan kepada pemohon dalam bentuk SKRD;

g. pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan bukti
pembayaran retribusi berupa SSRD kepada DPMPTSPPTK; dan

h. DPMPTSPPTK menerbitkan dokumen IMB.

Format surat persetujuan dokumen rencana teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf c tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Format SKRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g

dan huruf h serta ayat (4) huruf f dan huruf g berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 82
Tim Teknis DPMPTSPPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81
beranggotakan TABG yang dipilih dan diberi tugas oleh Dinas PUPR.
TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengkajian
terhadap pemenuhan persyaratan teknis terhadap ketentuan:
a. fungsi bangunan gedung;
b. klasifikasi bangunan gedung;
c. persyaratan tata bangunan;
d. persyaratan keandalan bangunan gedung; dan

e. pemenuhan perizinan dan/atau rekomendasi instansi terkait.



Pasal 83

Proses prapermohonan, permohonan, dan penerbitan IMB sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 dijelaskan pada bagan tata

cara penyelenggaraan IMB bertahap yang tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 7
Tata Cara Penyelenggaraan IMB Secara Kolektif

Pasal 84

(1) Proses prapermohonan IMB Secara Kolektif meliputi:

a.

pemohon mengajukan permohonan KRK kepada Kepala DPUPR
sebelum mengajukan permohonan IMB;
pemohon mengisi surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan

dalam KRK; dan

DPUPR dapat memberikan KRK dan menyampaikan informasi
persyaratan administratif, persyaratan teknis, serta perizinan
dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang untuk

permohonan IMB.

(2) Informasi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ mengikuti ketentuan dalam Pasal 35.

(3) Informasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

mengikuti ketentuan dalam Pasal 49.

(4) Perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c antara lain:

a.

b.

C.

d.

€.

f.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
Analisis Dampak Lalu Lintas;

rekomendasi ketinggian dalam kawasan keselamatan operasional

penerbangan;
rekomendasi peil banjir; dan/atau

dokumen/surat surat lainnya yang terkait.

(5) Dalam proses prapermohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Dinas PUPR dapat memberikan konsultasi teknis penyusunan dokumen

rencana teknis.



(6)

(1)

(2)

(1)

Format surat permohonan KRK dan format surat pernyataan untuk

mengikuti ketentuan dalam KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 85

Proses permohonan IMB Secara Kolektif meliputi:

a.

pemohon mengajukan surat permohonan IMB kepada Kepala
DPMPTSPPTK dengan  melampirkan dokumen  persyaratan
administratif dan persyaratan teknis;

DPMPTSPPTK melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan
administratif dan persyaratan teknis;

dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis
dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan IMB dikembalikan ke
pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki;

pengembalian berkas permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada
huruf c dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan;
dan

dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis
dinyatakan lengkap, DPMPTSPPTK melakukan penilaian dokumen

rencana teknis.

Format surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran [ yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 86

Proses penerbitan IMB Secara Kolektif meliputi:

a.

Tim Teknis DPMPTSPPTK melakukan penilaian dokumen rencana
teknis terhadap pemenuhan persyaratan teknis berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan belum memenuhi
persyaratan teknis, berkas permohonan IMB dikembalikan ke
pemohon dengan dilengkapi keterangan perbaikan rencana teknis
dan surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis;
dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan sudah memenuhi
persyaratan teknis, Tim Teknis DPMPTSPPTK memberikan
persetujuan secara tertulis berupa paraf pada setiap lembar dokumen

rencana teknis dan surat persetujuan dokumen rencana teknis;



(2)

(3)

(4)

()

(6)

d. DPMPTSPPTK menghitung dan menetapkan nilai retribusi IMB atas
dokumen rencana teknis yang telah disetujui;

e. nilai retribusi IMB yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
pada huruf e disampaikan kepada pemohon dalam bentuk SKRD;

f.  pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan bukti
pembayaran retribusi berupa SSRD kepada DPMPTSPPTK; dan

g. DPMPTSPPTK mengesahkan dokumen rencana teknis dan
menerbitkan dokumen IMB induk.

Dalam hal bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum, Tim

Teknis DPMPTSPPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

beranggotakan Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan

dan/atau pegawai ASN yang memiliki kompetensi dalam bidang bangunan

gedung yang dipilih dan diberi tugas oleh Dinas PUPR.

Dalam hal bangunan gedung untuk kepentingan umum, Tim Teknis

DPMPTSPPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

beranggotakan TABG yang dipilih dan diberi tugas oleh Dinas PUPR.

TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengkajian

terhadap pemenuhan persyaratan teknis terhadap ketentuan:

a. fungsi bangunan gedung;

b. klasifikasi bangunan gedung;

c. persyaratan tata bangunan;

d. persyaratan keandalan bangunan gedung; dan

e. pemenuhan perizinan dan/atau rekomendasi instansi terkait.

Format surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis dan

surat persetujuan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Format SKRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan

huruf f berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Proses prapermohonan, permohonan, dan penerbitan IMB sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85 dan Pasal 86 dijelaskan pada bagan tata

cara penyelenggaraan IMB secara kolektif yang tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 8

Tata Cara Penyelenggaraan IMB Bangunan Prasarana



(1)

(2)

(3)

(4)

)

(6)

(7)

(1)

Pasal 88

Proses prapermohonan IMB bangunan prasarana meliputi:

a. pemohon mengajukan permohonan KRK kepada Kepala DPUPR
sebelum mengajukan permohonan IMB;

b. pemohon mengisi surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan
dalam KRK; dan

c. DPUPR dapat memberikan KRK dan menyampaikan informasi
persyaratan administratif, persyaratan teknis, serta perizinan
dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang untuk
permohonan IMB.

Dalam hal bangunan prasarana adalah konstruksi

pembatas/penahan/pengaman, konstruksi penanda masuk lokasi,

konstruksi perkerasan, dan/atau konstruksi penghubung, permohonan

KRK tidak diperlukan.

Informasi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ mengikuti ketentuan dalam Pasal 35.

Informasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

mengikuti ketentuan dalam Pasal 50.

Perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c antara lain:

a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;

c. Analisis Dampak Lalu Lintas;

d. rekomendasi ketinggian dalam kawasan keselamatan operasional
penerbangan;

e. rekomendasi peil banjir; dan/atau

f.  dokumen/surat surat lainnya yang terkait.

Dalam proses prapermohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Dinas PUPR dapat memberikan konsultasi teknis penyusunan dokumen

rencana teknis.

Format surat permohonan KRK dan format surat pernyataan untuk

mengikuti ketentuan dalam KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 89

Proses permohonan IMB bangunan prasarana meliputi:



(2)

(1)

pemohon mengajukan surat permohonan IMB kepada Kepala
DPMPTSPPTK dengan  melampirkan dokumen  persyaratan
administratif dan persyaratan teknis;

DPMPTSPPTK melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan
administratif dan persyaratan teknis;

dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis
dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan IMB dikembalikan ke
pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki;

pengembalian berkas permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada
huruf c dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan;
dan

dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis
dinyatakan lengkap, DPMPTSPPTK melakukan penilaian dokumen

rencana teknis.

Format surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran [ yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 90

Proses penerbitan IMB bangunan prasarana meliputi:

a.

Tim Teknis DPMPTSPPTK melakukan penilaian dokumen rencana
teknis terhadap pemenuhan persyaratan teknis berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan,;

dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan belum memenuhi
persyaratan teknis, berkas permohonan IMB dikembalikan ke
pemohon dengan dilengkapi keterangan perbaikan rencana teknis
dan surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis;
dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan sudah memenuhi
persyaratan teknis, Tim Teknis DPMPTSPPTK memberikan
persetujuan secara tertulis berupa paraf pada setiap lembar dokumen
rencana teknis dan surat persetujuan dokumen rencana teknis;
DPMPTSPPTK menghitung dan menetapkan nilai retribusi IMB atas
dokumen rencana teknis yang telah disetujui;

nilai retribusi IMB yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
pada huruf e disampaikan kepada pemohon dalam bentuk SKRD;
pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan bukti
pembayaran retribusi berupa SSRD kepada DPMPTSPPTK; dan
DPMPTSPPTK mengesahkan dokumen rencana teknis dan

menerbitkan dokumen IMB.



(2) Tim Teknis DPMPTSPPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
beranggotakan TABG yang dipilih dan diberi tugas oleh Dinas PUPR.
(3) TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengkajian
terhadap pemenuhan persyaratan teknis terhadap ketentuan:
a. fungsi bangunan gedung;
b. klasifikasi bangunan gedung;
persyaratan tata bangunan;
d. persyaratan keandalan bangunan gedung; dan

e. pemenuhan perizinan dan/atau rekomendasi instansi terkait.

(4) Format surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis dan
surat persetujuan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan huruf c¢ tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(5) Format SKRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan

huruf f berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91
Proses prapermohonan, permohonan, dan penerbitan IMB bangunan
prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 89, dan Pasal 90
dijelaskan pada bagan tata cara penyelenggaraan IMB bangunan prasarana
yang tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 9

Tata Cara Penyelenggaraan IMB Secara Online

Pasal 92
(1) Proses prapermohonan IMB secara online meliputi:

a. pemohon melakukan pendaftaran secara online dengan mengisi
aplikasi data pemohon yang tersedia pada laman resmi DPMPTSPPTK
dan mengunggah hasil pindai kartu identitas yang masih berlaku;

b. pemohon melakukan verifikasi dengan mengisi kode yang dikirim
melalui sms ke nomor telepon selular milik pemohon;

c. pemohon yang telah terverifikasi dapat mengisi aplikasi permohonan
KRK dan menyatakan akan mengikuti ketentuan dalam KRK melalui
akun yang telah terverifikasi;

d. KRK dikirimkan ke alamat surat elektronik pemohon; dan



informasi persyaratan administratif, persyaratan teknis, serta
perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang
untuk permohonan IMB dapat dilihat pada laman resmi

DPMPTSPPTK.

(2) Informasi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e mengikuti ketentuan dalam Pasal 35.

(3) Informasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

mengikuti ketentuan dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 50 sesuai

dengan penggolongan bangunan gedung.

Pasal 93

(1) Proses permohonan IMB secara online meliputi:

a.

pemohon mengisi aplikasi permohonan IMB yang tersedia pada
laman resmi DPMPTSPPTK dan mengunggah file dokumen
persyaratan administratif dan persyaratan teknis;

pemohon yang telah mengisi aplikasi permohonan IMB sebagaimana
dimaksud pada huruf a memperoleh tanda terima permohonan yang
harus dicetak sebagai tanda bukti permohonan;

DPMPTSPPTK melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan
administratif dan persyaratan teknis;

dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis
dinyatakan tidak lengkap, DPMPTSPPTK mengirimkan surat
pemberitahuan kelengkapan persyaratan ke alamat surat elektronik
pemohon;

dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis
dinyatakan lengkap, DPMPTSPPTK mengirimkan surat undangan
verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan IMB ke alamat surat
elektronik pemohon; dan

permohonan IMB yang telah terverifikasi dapat dilanjutkan dengan

proses penilaian dokumen rencana teknis oleh DPMPTSPPTK.

(2) Format surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran [ yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 94

Proses penerbitan IMB secara online mengikuti ketentuan penerbitan IMB

sesuai penggolongan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal

54.
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Paragraf 10
Dokumen IMB

Pasal 95

Dokumen IMB yang telah diterbitkan diberikan kepada pemohon beserta

lampiran dokumen IMB.

Dokumen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh

Kepala DPMPTSPPTK.

Format dokumen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.

Lampiran dokumen IMB bangunan gedung baru, bangunan gedung

kolektif, bangunan prasarana, dan bangunan gedung yang akan diubah,

diperluas, dikurangi, dan/atau dirawat meliputi:

a. dokumen rencana teknis yang telah disahkan;

b. formulir surat pernyataan pemohon akan menggunakan pelaksana
konstruksi dan melaksanakan konstruksi bangunan gedung sesuai
dengan dokumen rencana teknis yang telah disahkan;

c. surat pernyataan pemilik bangunan gedung akan melaksanakan
konstruksi dengan berpedoman pada persyaratan pokok tahan
gempa dan surat kesediaan pemilik untuk bangunan gedungnya
dilakukan kajian teknis oleh pengkaji teknis DPMPTSPPTK, dalam hal
bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai;

d. surat pernyataan pengawas/manajemen konstruksi mengenai
kelaikan fungsi bangunan gedung yang telah dibangun; dan

e. surat permohonan SLF.

Dalam hal bangunan gedung eksisting, dokumen IMB diberikan bersama

dengan dokumen SLF.

Format surat pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi bersertifikat

dan format surat pernyataan pemilik bangunan gedung akan

melaksanakan konstruksi dengan berpedoman pada persyaratan pokok

tahan gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota ini.

Format surat pernyataan pengawas/manajemen konstruksi mengenai

kelaikan fungsi bangunan gedung yang telah dibangun dan format surat

permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan huruf

e tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



(1)

(2)

(3)
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Pasal 96

Dalam hal bangunan gedung kolektif, dokumen IMB yang diberikan
berupa dokumen IMB Induk.
Pemohon dapat mengajukan pemecahan dokumen IMB Induk menjadi
dokumen IMB per kaveling di DPMPTSPPTK.
Pengajuan pemecahan dokumen IMB Induk sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan sebelum permohonan SLF.

Bagian Kedelapan

Jangka Waktu Proses Permohonan dan Penerbitan IMB

Pasal 97

Jangka waktu proses permohonan dan penerbitan IMB dihitung sejak

pengajuan permohonan IMB meliputi:

a. IMB bangunan gedung sederhana yang dokumen rencana teknisnya
dibuat oleh perencana konstruksi paling lama 4 (empat) hari kerja;

b. IMB bangunan gedung sederhana yang dokumen rencana teknisnya
menggunakan desain prototipe paling lama 3 (tiga) hari kerja;

c. IMB bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai yang dokumen
rencana teknisnya disediakan sendiri oleh pemohon paling lama 3
(tiga) hari kerja;

d. IMB bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan
umum paling lama 7 (tujuh) hari kerja;

e. IMB bangunan gedung sederhana untuk kepentingan umum paling
lama 6 (enam) hari kerja;

f. IMB bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum
dan bangunan gedung khusus dengan ketinggian 1 (satu) sampai
dengan 8 (delapan) lantai paling lama 12 (dua belas) hari kerja;

g. IMB bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum
dan bangunan gedung khusus dengan ketinggian lebih dari 8
(delapan) lantai paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;

h. IMB bangunan gedung sederhana eksisting dengan luas sampai
dengan 100 (seratus) meter persegi paling lama 9 (sembilan) hari
kerja;

i.IMB bangunan gedung sederhana eksisting dengan luas sampai dengan
500 (lima ratus) meter persegi paling lama 12 (dua belas) hari kerja;

j-IMB bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus
eksisting paling lama 12 (dua belas) hari kerja di luar proses

pengkajian teknis oleh penyedia jasa pengkaji teknis;



k. IMB untuk mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat
bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum paling lama 7
(tujuh) hari kerja;

.LIMB untuk mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat
bangunan gedung untuk kepentingan umum paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja;

m. IMB Pondasi untuk bangunan gedung tidak sederhana untuk
kepentingan umum dan bangunan gedung khusus paling lama 18
(delapan belas) hari kerja;

n. IMB bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum secara
kolektif paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

o. IMB secara kolektif untuk bangunan gedung untuk kepentingan
umum dengan ketinggian 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) lantai
paling lama 13 (tiga belas) hari kerja;

p. IMB secara kolektif untuk bangunan gedung untuk kepentingan
umum dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai paling lama 30
(tiga puluh) hari kerja; dan

q- IMB bangunan prasarana paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(2) Permohonan IMB yang dapat diproses adalah permohonan yang telah
dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan
Walikota ini.

(3) Dalam hal permohonan IMB dikembalikan ke pemohon, jangka waktu

proses permohonan dan penerbitan IMB dihitung kembali dari awal.

Bagian Kesembilan

Perubahan Rencana Teknis Paska Penerbitan IMB

Pasal 98
(1) Perubahan rencana teknis paska penerbitan IMB antara lain:

a. perubahan akibat kondisi, ukuran lahan kaveling atau persil yang
tidak sesuai dengan rencana teknis dan/atau adanya kondisi
eksisting di bawah permukaan tanah yang tidak dapat diubah atau
dipindahkan seperti jaringan prasarana dan benda cagar budaya;

b. perubahan akibat perkembangan kebutuhan pemilik bangunan
gedung seperti penampilan arsitektur, penambahan atau
pengurangan luas dan jumlah lantai, dan tata ruang-dalam; dan

c. perubahan fungsi atas permintaan pemilik bangunan.
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Perubahan rencana teknis yang dilakukan untuk penyesuaian dengan
kondisi lapangan dan tidak mempengaruhi sistem struktur dituangkan
dalam gambar terbangun (as built drawings).

Gambar terbangun (as built drawings) sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus mendapat persetujuan Kepala DPMPTSPPTK atas rekomendasi
Tim Teknis DPMPTSPPTK.

Perubahan rencana teknis yang mengakibatkan perubahan pada
arsitektur, struktur, dan utilitas harus melalui permohonan baru IMB.
Perubahan rencana teknis karena perubahan fungsi harus melalui proses
permohonan baru dengan proses sesuai dengan penggolongan bangunan

gedung untuk penyelenggaraan IMB.

BAB IV
KETENTUAN PENYELENGGARAAN TABG
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 99
TABG memiliki tugas umum memberikan nasehat, pendapat dan
pertimbangan teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung
khususnya penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan umum.
Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
TABG kepada:
a. DPMPTSPPTK, dalam hal TABG ditugaskan menjadi anggota Tim
Teknis DPMPTSPPTK oleh Dinas PUPR;
b. Dinas PUPR, sebagai tugas rutin tahunan dan tugas insidental; dan
c. Institusi lain, sebagai tugas insidental jika dibutuhkan.
Bangunan gedung untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi kompleksitas:
a. bangunan gedung sederhana;
b. bangunan gedung tidak sederhana; dan
c. bangunan gedung khusus.
Bangunan gedung sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a diantaranya:
a. bangunan gedung fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas
pembantu, klinik, dan apotik;
b. bangunan gedung fasilitas pendidikan seperti taman kanak-kanak

dan sekolah dasar;
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c. bangunan gedung pemerintahan seperti pos polisi, kantor lurah, dan
kantor dinas; dan

d. bangunan fasilitas peribadatan seperti Mesjid, mushola dan surau.

Bangunan gedung tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b diantaranya:

a. bangunan gedung fasilitas kesehatan seperti rumah bersalin,
poliklinik, puskesmas perkotaan, dan rumah sakit kelas A, B, dan C;

b. bangunan gedung perdagangan dan jasa skala menengah dan besar,
seperti pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, atau sejenisnya;

c. bangunan gedung perindustrian seperti pabrik dan bangunan gedung
industri sejenisnya;

d. bangunan gedung hunian jamak yang terdiri dari 2 (dua) unit atau
lebih hunian terpisah seperti rumah susun dan apartemen;

e. bangunan gedung hunian sementara seperti hotel, motel, dan
asrama;

f.  bangunan gedung fasilitas peribadatan seperti masjid, gereja, pura,
vihara, dan klenteng;

g. bangunan gedung pemerintahan seperti kantor Walikota, kantor
DPRD, kantor polisi, atau bangunan gedung pelayanan pemerintah
lainnya;

h. bangunan gedung fasilitas pendidikan seperti SMP, SMU, dan
perguruan tinggi, atau sejenisnya;

i.bangunan gedung kebudayaan seperti museum, gedung kesenian,
bangunan gedung adat, atau sejenisnya; dan

j-bangunan gedung laboratorium seperti laboratorium fisika, laboratorium
kimia, laboratorium biologi, laboratorium kebakaran, atau sejenisnya.

Bangunan gedung khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c

diantaranya:

a. bangunan gedung olahraga seperti stadion atau sejenisnya;

b. bangunan gedung terminal darat; dan

c. rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TABG

dibentuk secara ad-hoc dengan masa penugasan tertentu yang susunan

anggotanya ditunjuk secara kasus per-kasus disesuaikan dengan

kompleksitas bangunan gedung.

Pasal 100
Keanggotaan TABG meliputi:

a. unsur Dinas PUPR;
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b. unsur instansi teknis terkait; dan

c. unsur ahli yaitu asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan/atau
masyarakat ahli termasuk masyarakat adat.

Keanggotaan TABG dari unsur Dinas PUPR sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a merupakan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan

dan Perumahan, dan/atau pejabat lainnya yang terkait;

Keanggotaan TABG dari unsur instansi teknis terkait sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat meliputi bidang tugas antara lain:

a. bidang jalan;

o

bidang perhubungan /transportasi;

C bidang telekomunikasi;

d. Dbidang keselamatan dan kesehatan kerja;

e. bidang pertahanan;

f.  bidang keamanan; dan

g. bidang keahlian lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Keanggotaan TABG dari unsur ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c paling sedikit terdiri dari bidang keahlian:

a. bidang arsitektur;

b. bidang struktur; dan

c. bidang utilitas (mekanikal dan elektrikal).

Selain keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keanggotaan TABG

dari unsur ahli dapat dilengkapi dengan bidang keahlian antara lain:

a. bidang planologi/perencanaan wilayah dan kota;

b. bidang pertamanan/lansekap;

c. bidang tata ruang-dalam/interior;

d. bidang bangunan gedung adat;

e. bidang nuklir; dan

f.  bidang teknologi informasi.

Susunan keanggotaan TABG terdiri dari:

a. Ketua merangkap anggota TABG (ex-officio) dari unsur Dinas PUPR;

b. Wakil Ketua merangkap anggota TABG (ex-officio) dari unsur Dinas
PUPR atau instansi teknis terkait;

c. Sekretaris merangkap anggota TABG (ex-officio) dari unsur Dinas
PUPR atau instansi teknis terkait; dan

d. Anggota TABG dari unsur Dinas PUPR, instansi teknis terkait, dan
ahli.

Anggota TABG yang berhak memberikan suara (vote member) dalam

menetapkan keputusan hasil pengkajian adalah anggota dari unsur ahli

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
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Komposisi keanggotaan TABG ditetapkan dengan ketentuan jumlah

anggota TABG dari unsur ahli paling sedikit sama dengan jumlah

gabungan anggota TABG dari unsur Dinas PUPR dan instansi teknis
terkait.

Jumlah anggota TABG dari unsur ahli ditetapkan dalam jumlah ganjil

untuk kepentingan pemungutan suara (voting) dalam hal persetujuan

dokumen rencana teknis tidak tercapai mufakat.

Anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui

Keputusan Walikota.

Dalam hal tidak tersedia bidang keahlian yang dibutuhkan, Walikota

dapat:

a. merekrut ahli bangunan gedung dari daerah lain yang tidak
ditetapkan sebagai TABG berdasarkan basis data ahli bangunan
gedung daerah lainnya; atau

b. mengundang anggota TABG daerah lain di Indonesia untuk
membantu sebagai narasumber sesuai kebutuhan.

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11),

Walikota menyampaikan undangan tertulis kepada Kepala Daerah yang

memiliki ahli bangunan gedung untuk direkrut dan TABG yang diundang

sebagai narasumber.

Format undangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (12)

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 101
TABG setara dengan pejabat publik yang dalam pelaksanaan tugasnya
harus berpedoman pada:
a. asas umum penyelenggaraan negara; dan
b. kode etik TABG.
Asas hukum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a diantaranya:

a. asas kepastian hukum;

b. asas kemanfaatan;

c. asas ketidakberpihakan;

d. asas kecermatan;

e. asas tidak menyalahgunakan wewenang;
f. asas keterbukaan,;

g. asas kepentingan umum;

h. asas pelayanan yang baik;
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i.  asas tertib penyelenggara negara;

j.  asas profesionalitas;

k. asas akuntabilitas;

L. asas efisiensi; dan

m. asas efektivitas.

Naskah kode etik TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

paling sedikit memuat tujuan dan janji TABG dalam membantu tugas

pemerintah Kota Bukittinggi.

Tujuan yang termuat dalam naskah kode etik TABG sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) yaitu melaksanakan tugas untuk terwujudnya

bangunan gedung yang fungsional, andal dan efisien serta sesuai dengan
kondisi sosial budaya masyarakat.

Janji yang termuat dalam naskah kode etik TABG sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) paling sedikit yaitu:

a. melaksanakan tugas melaksanakan tugas secara profesional dengan
keilmuan yang didasari ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial,
budaya dan ekonomi, serta meliputi kearifan lokal kaidah tradisional;

b. melaksanakan tugas secara independen;

c. melaksanakan tugas secara objektif;

d. melaksanakan tugas tanpa terdapat konflik kepentingan; dan

e. melaksanakan tugas dengan hati nurani.

Format naskah kode etik TABG tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Anggota TABG

Pasal 102
Persyaratan calon anggota TABG meliputi:
a. persyaratan umum;
b. persyaratan administratif; dan
c. persyaratan teknis keprofesian/kepakaran.
Persyaratan umum calon anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:
a. Warga Negara Indonesia (WNI);
b. terdaftar sebagai penduduk di Kota Bukittinggi tempat domisilinya;
c. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan

tindak pidana kejahatan;
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d. tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugas TABG;

e. sehat jasmani dan rohani; dan

f.  bebas narkoba, yaitu tidak pernah terbukti sebagai pengguna
dan/atau pengedar narkoba.

Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon

TABG dari unsur Dinas PUPR dan instansi teknis terkait, harus

memenuhi persyaratan umum lainnya yang meliputi:

a. tidak dalam status dinonaktifkan; dan

b. menduduki jabatan yang tugas dan fungsinya terkait dengan
penyelenggaraan bangunan gedung.

Persyaratan administratif calon anggota TABG sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. surat permohonan untuk menjadi TABG;

b. daftar riwayat hidup;

c. fotokopi kartu tanda penduduk;

d. fotokopi ijasah pendidikan terakhir;

e. surat penugasan (hanya untuk calon TABG dari unsur Pejabat
Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan);

f.  fotokopi nomor pokok wajib pajak perseorangan;

g. surat keterangan domisili;

h. surat keterangan sehat;

i.surat keterangan bebas narkoba;

j-pasfoto 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan

k. surat keterangan lainnya.

Persyaratan teknis keprofesian/kepakaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c berlaku untuk calon anggota TABG dari unsur ahli,

meliputi:

a. sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh lembaga berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk unsur ahli dari
asosiasi profesi;

b. persyaratan teknis keprofesian/kepakaran sebagamana dimaksud
pada ayat (5) huruf a dan/atau surat keterangan dosen yang memiliki
kepangkatan minimal asisten ahli untuk unsur ahli dari perguruan
tinggi;

c. pengakuan kepakaran atau pemangku di bidang adat untuk unsur
ahli dari masyarakat adat; dan

d. surat rekomendasi dari Kepala Dinas PUPR untuk anggota TABG dari
unsur Dinas PUPR dan surat rekomendasi dari kepala instansi teknis

terkait untuk calon anggota TABG dari unsur instansi teknis terkait.



(6) Format surat permohonan untuk menjadi TABG sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi TABG

Paragraf 1

Umum

Pasal 103

TABG mempunyai tugas dan fungsi secara:

a.

rutin tahunan; dan

insidental.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi Rutin Tahunan TABG

Pasal 104

Tugas rutin tahunan TABG dilakukan dalam rangka pengesahan

dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum.

Berdasarkan unsur keanggotaannya, tugas rutin tahunan TABG

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a. unsur ahli memberikan pertimbangan teknis berupa nasihat,
pendapat, dan pertimbangan profesional,;

b. unsur Dinas PUPR dan instansi teknis terkait memberikan masukan
tentang program dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi
yang terkait; dan

c. keseluruhan unsur anggota TABG dapat memberikan konsultasi
teknis kepada pemohon IMB terkait penyelenggaraan bangunan
gedung untuk kepentingan umum pada proses pra permohonan IMB.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

TABG dari unsur ahli memiliki fungsi pengkajian dokumen rencana teknis

bangunan gedung untuk kepentingan umum terhadap:

a. pemenuhan perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi
berwenang.

b. pemenuhan persyaratan tata bangunan; dan

c. pemenuhan persyaratan keandalan bangunan gedung.



(1)

(2)

(3)

(4)

Perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mengikuti ketentuan dalam

Pasal 65 ayat (4).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
TABG dari unsur Dinas PUPR dan instansi teknis terkait memiliki fungsi
pemberian masukan data, dan/atau informasi terhadap kondisi yang ada,
program yang sedang atau akan dilaksanakan di/melalui atau dekat
dengan lokasi rencana bangunan gedung untuk kepentingan umum yang

dimohonkan IMB-nya.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi Insidental TABG

Pasal 105

Tugas TABG secara insidental yaitu memberikan pertimbangan teknis

dalam:

a. penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan bangunan
gedung apabila diperlukan;

b. penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait bangunan
gedung apabila diperlukan; dan

c. penyelesaian kasus hukum terkait permasalahan bangunan gedung
apabila diperlukan.

Penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan bangunan gedung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain untuk:

a. penentuan peruntukan pemanfaatan ruang dan persyaratan
intensitas bangunan gedung dalam rangka penerbitan IMB
sementara apabila peraturan tata ruang belum ditetapkan;

b. penilaian rekomendasi kelaikan fungsi bangunan gedung yang
diberikan oleh pengkaji teknis;

c. perencanaan perawatan bangunan gedung; dan

d. penilaian rencana teknis pembongkaran (RTB) bangunan gedung.

Penentuan peruntukan pemanfaatan ruang dan persyaratan intensitas

yang belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dilakukan wuntuk membantu Walikota dalam menghasilkan acuan

penetapan peraturan terkait peruntukan pemanfaatan ruang dan
intensitas bangunan gedung dalam rangka penerbitan IMB sementara.

Penilaian rekomendasi kelaikan fungsi bangunan gedung yang diberikan

oleh pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b



()

(6)

(7)

(8)

9)

dilakukan untuk membantu Walikota menilai kebenaran rekomendasi

pengkaji teknis terhadap kelaikan fungsi bangunan gedung dalam rangka

penerbitan SLF.

Perencanaan perawatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf c dilakukan untuk membantu Walikota dalam penilaian

terhadap metode perawatan bangunan gedung yang akan dilaksanakan
oleh pemilik atau penyedia jasa dalam rangka pengajuan perpanjangan

SLF.

Penilaian rencana teknis pembongkaran (RTB) bangunan gedung

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan untuk membantu

Walikota dalam penilaian metode pembongkaran, pemenuhan persyaratan

keselamatan harta benda, nyawa dan lingkungan akibat pembongkaran.

Penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait bangunan

gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:

a. proses tindak lanjut terhadap wusulan masyarakat tentang
penyempurnaan peraturan, termasuk peraturan daerah, yang
menghasilkan penentuan substansi-substansi yang layak untuk
dipertimbangankan dalam peraturan;

b. proses tindak lanjut terhadap usulan masyarakat tentang pedoman
teknis yang spesifik di daerah, yang menghasilkan penentuan
substansi-substansi yang sesuai dengan kondisi lokal, dan;

c. proses tindak lanjut terhadap usulan masyarakat tentang standar
teknis yang spesifik di daerah, yang menghasilkan kesimpulan
tentang pemenuhan persyaratan sistem teknis konstruksi yang
secara tradisional dan spesifik telah digunakan, terhadap standar
teknis yang berlaku.

Penyelesaian kasus hukum terkait permasalahan bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah memberikan
pertimbangan untuk menjaga objektivitas serta nilai keadilan dalam
pemutusan perkara tentang pelanggaran di bidang bangunan gedung yang
menghasilkan materi paparan prinsip-prinsip penyelenggaraan bangunan
gedung.

Dalam melaksanakan tugas insidental sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) TABG memiliki fungsi:

a. pengkajian dan analisis berdasarkan bidang keahlian masing-masing
anggota,;

b. pengkajian dan analisis terhadap masukan masyarakat di luar TABG;

dan



(1)

(2)

(3)

penyusunan rekomendasi sebagai pertimbangan bagi DPMPTSPPTK
dan/atau Dinas PUPR dalam tugas penyelenggaraan bangunan

gedung.

Bagian Keempat

Pembentukan TABG

Pasal 106

Tata cara pembentukan TABG dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.
b.
C.

d.

keterbukaan;
transparansi;
efisiensi; dan

keekonomisan.

Tata cara pembentukan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

unsur ahli meliputi tahapan:

a.
b.

f.

g.

pembentukan panitia seleksi;

penetapan kriteria, jumlah, dan persyaratan anggota TABG serta
penyusunan draf naskah kode etik TABG;

undangan Walikota kepada asosiasi profesi, perguruan tinggi,
lembaga masyarakat adat, dan/atau Kota Bukittinggi lain;

penilaian calon anggota TABG oleh panitia seleksi;

pengusulan calon anggota TABG menjadi anggota TABG kepada
Walikota;

penetapan anggota TABG; dan

pelatihan dan pengukuhan anggota TABG.

Tata cara pembentukan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari

unsur Dinas PUPR dan instansi teknis terkait meliputi tahapan:

a.

panitia seleksi menyampaikan surat permohonan usulan nama calon
anggota TABG dari unsur Dinas PUPR dan instansi teknis terkait
kepada Kepala Dinas PUPR dan kepala instansi teknis terkait;

Kepala Dinas PUPR dan kepala instansi teknis terkait
merekomendasikan calon anggota TABG dari pegawai ASN kepada
panitia seleksi;

panitia seleksi mengusulkan calon anggota TABG dari unsur Dinas
PUPR dan instansi teknis terkait kepada Walikota untuk ditetapkan
sebagai anggota TABG;

penetapan anggota TABG; dan

pelatihan dan pengukuhan anggota TABG.



(4)
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(6)

(7)

(8)

9)

Format surat permohonan usulan nama calon anggota TABG unsur Dinas

PUPR dan instansi teknis terkait dari panitia seleksi kepada kepada

Kepala Dinas PUPR dan kepala instansi teknis terkait sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pembentukan TABG sebagamana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

dilakukan oleh panitia seleksi yang sama dan dalam 1 (satu) kesatuan

proses pembentukan.

Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

merupakan kewenangan Walikota yang ditetapkan melalui surat

keputusan dengan menunjuk perwakilan dari unsur Dinas PUPR, instansi
teknis terkait, dan masyarakat ahli.

Format Surat Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia Seleksi

TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Penetapan kriteria, jumlah, dan persyaratan anggota TABG serta

penyusunan draf naskah kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dilakukan oleh panitia seleksi dengan ketentuan:

a. menetapkan kriteria anggota TABG yang dibutuhkan sesuai
pertimbangan kompleksitas bangunan gedung dan kondisi sosial,
budaya, dan ekonomi masyarakat;

b. menetapkan jumlah anggota TABG yang dibutuhkan sesuai
pertimbangan jumlah penerbitan IMB bangunan gedung untuk
kepentingan umum dan kemampuan keuangan daerah;

c. menetapkan persyaratan anggota TABG sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 102 berdasarkan pertimbangan kriteria, jumlah TABG
yang dibutuhkan, dan ketersediaan ahli bangunan gedung di daerah;
dan

d. menyusun dan menetapkan draf naskah kode etik.

Proses pengusulan calon TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c dilakukan dengan cara penyampaian undangan Walikota oleh

panitia seleksi kepada:

a. asosiasi profesi;

b. perguruan tinggi;

c. lembaga masyarakat adat; dan/atau

d. Daerah lain yang memiliki ahli bangunan gedung tertentu yang
tersedia di wilayahnya dan tidak dalam penugasan sebagai anggota

TABG.



(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(1)

(2)

Format undangan calon TABG kepada asosiasi profesi, perguruan tinggi,

dan lembaga masyarakat adat dan Kota Bukittinggi lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Penilaian calon anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

d dilakukan oleh panitia seleksi pada setiap calon anggota TABG dari

unsur ahli dengan menilai kualifikasi pendidikan, keahlian, pengalaman,

dan hasil pengujian.

Pengusulan calon anggota TABG menjadi anggota TABG sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh panitia seleksi setelah

mendapatkan calon anggota TABG yang sudah memenuhi penilaian.

Penetapan anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d

dilakukan oleh Walikota melalui Surat Keputusan berdasarkan usulan

panitia seleksi.

Format surat keputusan Walikota tentang penetapan anggota TABG

sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Setelah anggota TABG ditetapkan, selanjutnya dilakukan pelatihan dan

pengukuhan terhadap anggota TABG dengan ketentuan:

a. pelatihan anggota TABG dilaksanakan oleh Dinas PUPR dengan
melibatkan instruktur yang memahami ketentuan penyelenggaraan
TABG; dan

b. pengukuhan anggota TABG dilakukan oleh Walikota atau pejabat
yang diberi kewenangan dengan penyerahan Surat Keputusan
Walikota tentang Penetapan anggota TABG dan pembacaan kode etik
TABG.

Pasal 107
Surat keputusan penetapan anggota TABG sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 106 ayat (13), paling sedikit memuat:
a. nama lengkap dan gelar akademis;
b. data umum;
c. unsur keanggotaan TABG;
d. bidang keahlian; dan
e. ijazah terakhir.
Data umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit
memuat:
a. tempat lahir;

b. tanggal lahir; dan



(3)

(4)
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(1)

(2)

(3)

c. alamat rumah.

Unsur keanggotaan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi:

d. Dinas PUPR;

e instansi teknis terkait;

f.  perguruan tinggi;

g. asosiasi profesi; atau

h. masyarakat adat.

Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa

pemberian honorarium anggota TABG yang diberikan:

a. honorarium orang bulan, dalam hal intensitas penugasan personil
TABG tinggi; dan/atau

b. honorarium orang jam, dalam hal intensitas penugasan personil
TABG rendah.

Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai

dengan beban kerja dan pembiayaannya mengacu pada standar biaya

orang bulan dan orang jam yang berlaku di Daerah.

Bagian Kelima

Penugasan TABG

Paragraf 1

Umum

Pasal 108
Kepala Dinas PUPR memberikan penugasan kepada anggota TABG melalui
surat penugasan yang diterbitkan oleh sekretariat TABG.
Dengan mempertimbangkan besarnya beban kerja dan bidang keahlian
yang dimiliki oleh anggota TABG, Kepala Dinas PUPR dapat menugaskan
anggota TABG untuk melaksanakan tugas rutin tahunan dan/atau
insidental.
Surat penugasan anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:

a. nama lengkap dan gelar akademis;

b. unsur/instansi;

c. bidang keahlian/tupoksi;
d. kedudukan dalam tim;

e. penugasan ke; dan

f. remunerasi.



(4)
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(1)

(2)

(1)

Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f berupa

pemberian honorarium anggota TABG meliputi:

a. honorarium orang bulan, dalam hal intensitas penugasan personil
TABG tinggi; dan/atau

b. honorarium orang jam, dalam hal intensitas penugasan personil
TABG rendah.

Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai

dengan beban kerja dan pembiayaannya mengacu pada standar biaya

orang bulan dan orang jam yang berlaku di Kota Bukittinggi.

Paragraf 2
Tata Cara Penugasan Rutin Tahunan TABG

Pasal 109

Tata cara penugasan rutin tahunan TABG meliputi:

a. Kepala Dinas PUPR melalui sekretariat TABG menugaskan anggota
TABG wuntuk melaksanakan tugas rutin tahunan sebagamana
dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a dan huruf b, berdasarkan
surat permintaan tim teknis dari DPMPTSPPTK; dan

b. dalam hal penugasan rutin tahunan TABG, sekretariat TABG
mempertimbangkan kesesuaian antara kemampuan dan bidang
keahlian setiap anggota TABG dengan fungsi, klasifikasi, dan/atau
karakteristik bangunan gedung yang akan ditangani.

Format surat keputusan Kepala Dinas PUPR tentang penugasan rutin

tahunan anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3
Tata Cara Penugasan Insidental TABG

Pasal 110

Tata cara penugasan insidental TABG meliputi:

a. Kepala Dinas PUPR melalui sekretariat TABG menugaskan anggota
TABG untuk melaksanakan tugas insidental sebagamana dimaksud
dalam Pasal 105 ayat (1), berdasarkan permintaan Dinas PUPR,
instansi teknis terkait atau instansi lainnya; dan

b. dalam hal penugasan insidental TABG, sekretariat TABG

mempertimbangkan kesesuaian antara kemampuan dan bidang



(2)

keahlian setiap anggota TABG dengan kebutuhan pertimbangan

teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1).
Format surat keputusan Kepala Dinas PUPR tentang penugasan insidental
anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Bagian Keenam
Tata Cara Pelaksanaan Tugas TABG
Paragraf 1

Umum

Pasal 111

Tata cara pelaksanaan tugas TABG meliputi:

a.

b.

tata cara pelaksanaan tugas rutin tahunan; dan

tata cara pelaksanaan tugas insidental.

Paragraf 2

Tata Cara Pelaksanaan Tugas Rutin Tahunan TABG

Pasal 112

Tata cara pelaksanaan tugas rutin tahunan TABG meliputi:

a.

(1)

(2)

pengkajian pemenuhan persyaratan dokumen rencana teknis bangunan
gedung;

persidangan dan/atau asistensi; dan

persetujuan dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk

kepentingan umum.

Pasal 113
Pengkajian pemenuhan persyaratan dokumen rencana teknis bangunan
gedung untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
112 huruf a dilakukan terhadap kesesuaian dengan:
a. perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang;
b. persyaratan tata bangunan; dan
c. persyaratan keandalan bangunan gedung.
Pengkajian pemenuhan persyaratan dokumen rencana teknis bangunan
gedung untuk kepentingan umum terhadap kesesuaian dengan perizinan
dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menjamin dokumen

rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum telah



(3)

(4)

(9)

memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan oleh instansi teknis
terkait dalam:

a. bidang jalan;

o

bidang perhubungan/ transportasi;

C bidang telekomunikasi;

d. Dbidang energi;

e. bidang pertahanan dan keamanan;

f.  bidang lingkungan hidup; dan

g. bidang lainnya yang terkait.

Pengkajian pemenuhan persyaratan dokumen rencana teknis bangunan

gedung untuk kepentingan umum terhadap kesesuaian dengan

persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilakukan untuk menjamin dokumen rencana teknis bangunan gedung

untuk kepentingan umum telah memenuhi persyaratan tata bangunan
yang meliputi:

a. persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, yaitu
peruntukan lokasi, kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas bangunan
gedung sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata
Ruang, Peraturan Zonasi, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;

b. persyaratan arsitektur, yaitu penampilan, tata ruang dalam,
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dengan lingkungan; dan

c. persyaratan pengendalian dampak lingkungan, yaitu dampak negatif
yang timbul.

Pengkajian pemenuhan persyaratan dokumen rencana teknis bangunan
gedung untuk kepentingan umum terhadap kesesuaian dengan
persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dilakukan untuk menjamin dokumen rencana teknis
bangunan gedung untuk kepentingan umum telah memenuhi persyaratan
keandalan bangunan gedung yang meliputi:

a. persyaratan keselamatan;

b. persyaratan kesehatan;

c. persyaratan kenyamanan; dan

d. persyaratan kemudahan.

Pemenuhan persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf a meliputi:

a. kemampuan mendukung beban muatan dengan struktur yang

kuat/kokoh, stabil dalam memikul beban atau kombinasi beban,

keandalan terhadap pengaruh-pengaruh aksi akibat beban muatan



(6)

(7)

tetap atau beban sementara dari gempa dan angin, serta struktur
yang daktail;

kemampuan mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran
dengan sistem proteksi pasif dan sistem proteksi aktif;

kemampuan mengurangi risiko kerusakan bahaya petir dengan
sistem penangkal petir yang menjamin perlindungan terhadap
bangunan gedung, peralatan, dan manusia;

kemampuan mencegah bahaya listrik dengan perencanaan,
pemasangan, pemeriksaan, dan pemeliharaan instalasi listrik yang
menjamin keandalan bangunan gedung terhadap ancaman bahaya
kebakaran akibat listrik; dan

kemampuan mencegah bahaya akibat bahan peledak dengan
perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem pengamanan

berupa peralatan detektor dan peralatan terkait lainnya.

Pemenuhan persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf b meliputi:

a.

sistem penghawaan berupa ventilasi alami, bukaan permanen, kisi-
kisi, dan ventilasi mekanik yang menjamin sirkulasi udara yang
sehat;

sistem pencahayaan berupa pencahayaan alami, buatan, dan darurat
yang menjamin tingkat iluminasi sesuai dengan fungsi ruang;

sistem air bersih dan sanitasi berupa penyediaan air bersih,
pembuangan air kotor/limbah, kotoran, dan sampah, serta
penyaluran air hujan yang menjamin kesehatan manusia dan
lingkungannya; dan

penggunaan bahan bangunan gedung yang menjamin kesehatan dan

terjaganya baku mutu lingkungan.

Pemenuhan persyaratan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf ¢ meliputi:

a.

kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang yang sesuai
dengan  kebutuhan luas ruang untuk  pengguna dan
perabot/peralatan serta menjamin kelancaran sirkulasi;

kenyamanan kondisi udara yang menjamin kenyamanan temperatur
dan kelembaban dalam ruang;

kenyamanan pandangan yang memperhatikan kaidah perancangan
arsitektur, tata ruang-dalam, tata ruang-luar, serta privasi penghuni
dan lingkungan sekitarnya;

kenyamanan terhadap getaran yang memperhatikan kaidah

perancangan tingkat kenyamanan terhadap getaran; dan



e. kenyamanan terhadap kebisingan yang memperhatikan kaidah
perancangan tingkat kenyamanan terhadap kebisingan.

(8) Pemenuhan persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf d meliputi:

a. kemudahan ke, dari, dalam bangunan gedung melalui penyediaan
dan perancangan fasilitas dan aksesibilitas hubungan horizontal dan
vertikal, pintu, koridor, tangga, ram, lift, eskalator, dan elevator yang
menjamin kemudahan pencapaian dan pemanfaatan ruang dalam
bangunan gedung;

b. kemudahan evakuasi melalui penyediaan dan perancangan sistem
peringatan tanda bahaya, pintu keluar, pintu darurat, dan jalur
evakuasi yang menjamin kemudahan evakuasi;

c. kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia
melalui penyediaan dan perancangan fasilitas dan aksesibilitas
minimal tempat parkir, rambu dan marka, jalur pemandu ram,
tangga, lift, pintu, toilet dan telepon umum; dan

d. kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan bangunan
gedung melalui penyediaan dan perancangan kelengkapan
pemanfaatan bangunan seperti ruang ibadah, ruang ganti, ruang
bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, fasilitas komunikasi dan

informasi.

Pasal 114
Pengkajian pemenuhan persyaratan dokumen rencana teknis bangunan
gedung untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112

huruf a berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 67.

Pasal 115
Pengkajian pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 112 huruf a dituangkan dalam bentuk daftar simak yang substansinya
paling sedikit dimuat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 116
(1) Persidangan dan/atau asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112
huruf b dilakukan dengan ketentuan:
a. dihadiri oleh perencana konstruksi, pemilik dan/atau pengguna
bangunan gedung serta seluruh anggota TABG yang ditugaskan;

b. persidangan dan/atau asistensi dipimpin oleh ketua TABG; dan



(2)

(3)

(4)

)

(6)

(7)

(8)

9)

c. persidangan dan/atau asistensi membahas dan memutuskan segala
sesuatu yang berkaitan dengan dokumen rencana teknis bangunan
gedung untuk kepentingan umum.

Dalam hal ketua TABG berhalangan hadir, persidangan dan/atau

asistensi dipimpin oleh wakil ketua TABG atau sekretaris TABG.

Persidangan dilakukan melalui:

a. pemaparan dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk
kepentingan umum oleh perencana konstruksi;

b. penyampaian tanggapan TABG terhadap pemaparan perencana
konstruksi dan penyampaian hasil pengkajian TABG terhadap
pemenuhan persyaratan dokumen rencana teknis bangunan gedung
kepentingan umum;

c. diskusi internal; dan

d. pertimbangan teknis TABG.

Dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum

yang dipaparkan oleh perencana konstruksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf a paling sedikit memuat perancangan:

a. arsitektur;

b. struktur; dan

c. utilitas.

Persidangan dan/atau asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara berkala dan dibatasi paling banyak 3 (tiga) kali.

Asistensi dilaksanakan dalam hal terdapat catatan perbaikan dari TABG

yang disampaikan pada saat persidangan.

Diskusi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ dilakukan

oleh TABG dengan perencana konstruksi serta pemilik dan/atau

pengguna bangunan gedung setelah pemaparan oleh perencana
konstruksi sebelum TABG memberikan pertimbangan teknisnya.

Pertimbangan teknis TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d

dituangkan dalam berita acara persidangan yang berupa:

a. catatan tanpa perbaikan; atau

b. catatan perbaikan

catatan tanpa perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a

berupa kesimpulan hasil persidangan yang menyatakan bahwa dokumen

rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum sudah

memenuhi persyaratan.



(10) catatan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b memuat
butir-butir perbaikan dari TABG terhadap dokumen rencana teknis
bangunan gedung untuk kepentingan umum.

(11) butir-butir perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus
bersifat konkrit dan komprehensif serta tidak dapat ditambahkan pada
agenda sidang berikutnya.

(12) Dalam hal dilakukan persidangan berikutnya, DPMPTSPPTK memfasilitasi
dan menjadwalkan kembali persidangan dokumen rencana teknis
bangunan gedung untuk kepentingan umum.

(13) Proses persidangan berikutnya hanya mengkonfirmasi butir-butir
perbaikan yang termuat dalam berita acara persidangan sebelumnya;

(14) Format jadwal sidang TABG tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

Paragraf 3
Persetujuan Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung untuk Kepentingan

Umum

Pasal 117

(1) Persetujuan dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk
kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c
diberikan oleh TABG dalam hal kesimpulan hasil pemeriksaan dokumen
rencana teknis menyatakan bahwa:

a. tidak terdapat catatan perbaikan; atau
b. catatan perbaikan telah dipenuhi.

(2) Dalam hal persetujuan dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk
kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh anggota
TABG yang diberi penugasan termasuk ketua (ex-officio) harus bertanda
tangan.

(3) Dalam hal anggota TABG berhalangan saat penandatanganan dokumen
pertimbangan teknis, anggota TABG yang bersangkutan harus membuat
pernyataan tertulis sebelum/pada tanggal penandatanganan dokumen.

(4) DPMPTSPPTK mengesahkan dokumen rencana teknis bangunan gedung
untuk kepentingan umum berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh

TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4
Tata Cara Pelaksanaan Tugas Insidental TABG



Pasal 118
Tata cara pelaksanaan tugas insidental TABG meliputi:
a. pengkajian; dan

b. persidangan.

Pasal 119
Pengkajian dilakukan terhadap pelaksanaan tugas insidental TABG
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan

ayat (8).

Pasal 120

(1) Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b dilakukan
secara insidental dan komprehensif;

(2) Persidangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. pembahasan permasalahan penyelenggaraan bangunan gedung,
penyempurnaan peraturan perundang-undangan bangunan gedung,
dan/atau kasus hukum terkait permasalahan bangunan gedung; dan

b. Pertimbangan teknis dari TABG.

(3) Pertimbangan teknis dari TABG berupa nasihat, pendapat, dan
pertimbangan profesional yang disampaikan kepada Dinas PUPR, instansi
teknis terkait, dan/atau instansi lain terkait pelaksanaan tugas insidental
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) sampai dengan ayat (4),

dan ayat (8).

Pasal 121
Waktu pelaksanaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118
huruf b dijadwalkan bersama oleh anggota TABG yang ditugaskan sesuai

dengan kondisi permasalahan dan kebutuhan.

Bagian Ketujuh
Jangka Waktu Masa Kerja TABG

Pasal 122
(1) Jangka waktu masa kerja TABG ditetapkan untuk:
a. tugas rutin tahunan; dan

b. tugas insidental.



(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Jangka waktu masa kerja TABG untuk tugas rutin tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu memberikan pertimbangan teknis
terhadap dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan
umum, ditetapkan selama 1 (satu) tahun sesuai dengan periode tahun
anggaran.

Jangka waktu masa kerja TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat diperpanjang 1 (satu) tahun, dan paling banyak 2 (dua) kali
perpanjangan.

Jangka waktu masa kerja TABG untuk tugas insidental sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sesuai kebutuhan dan paling
lama 3 (tiga) tahun.

Dalam hal ketersediaan ahli terkait bidang bangunan gedung terbatas,
perpanjangan masa kerja TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

ayat (3), dan ayat (4) dapat dikecualikan.

Bagian Kedelapan
Pembiayaan TABG

Pasal 123
Pembiayaan TABG dibutuhkan untuk mendukung operasionalisasi tugas
TABG, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada
Pos Belanja Dinas PUPR.
Pembiayaan TABG dalam APBD diusulkan oleh Dinas PUPR pada tahun
anggaran sebelumnya berdasarkan perkiraan kebutuhan operasionalisasi
tugas TABG.
Pembiayaan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Dbiaya operasional sekretariat TABG;
b. biaya persidangan TABG;
c. honorarium TABG; dan
d. biaya perjalanan dinas TABG.
Biaya operasional sekretariat TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a antara lain pembiayaan untuk:
a. operasional sekretariat;
b. pengelolaan basis data ahli bangunan gedung;
c. honor tenaga sekretariat;
d. pengadaan peralatan; dan
e. pengadaan alat tulis kantor.
Biaya persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

merupakan pembiayaan penyelenggaraan sidang TABG antara lain untuk:



(1)

(2)

(3)

(4)

)

(6)

sewa ruang;
penggandaan dokumen sidang; dan

c. konsumsi.

Bagian Kesembilan

Sanksi Bagi Anggota TABG

Pasal 124
Sanksi bagi anggota TABG diberikan oleh Kepala Dinas PUPR melalui
sekretariat TABG atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TABG.
Sanksi bagi anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dalam bentuk:
sanksi teguran;

a
b. sanksi surat peringatan;

o

sanksi pemberhentian; dan

o

sanksi pemberhentian dan dikeluarkan dari basis data ahli bangunan

gedung.

Sanksi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan

pada setiap anggota TABG yang dalam periode masa penugasannya tidak

melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan

tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sanksi surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

diberikan pada setiap anggota TABG yang dalam periode masa

penugasannya tidak melaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan berturut-

turut tanpa alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

diberikan pada setiap anggota TABG yang dalam periode masa

penugasannya tidak melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan

dan/atau 3 (tiga) kali pertemuan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang

dapat dipertanggungjawabkan.

Sanksi pemberhentian dan dikeluarkan dari basis data ahli bangunan

gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan pada

setiap anggota TABG yang dalam periode masa penugasannya:

a. terbukti menggunakan atau mengedarkan narkoba;

b. terbukti melakukan tindakan kriminal/pidana;

c. mendapat hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;

d. melakukan malpraktek; dan/atau

e. melanggar kode etik TABG.



(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Pemberhentian anggota TABG bukan karena pelanggaran dapat dilakukan
oleh Kepala Dinas PUPR melalui sekretariat TABG apabila yang
bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis
atau meninggal dunia.

Format surat sanksi bagi anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesepuluh
Sekretariat TABG

Pasal 125
Sekretariat TABG merupakan unit yang bertugas memfasilitasi:
a. pembentukan TABG;
b. pelaksanaan tugas TABG; dan
c. pengelolaan administrasi TABG.
Sekretariat TABG melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
TABG.
Sekretariat TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat kepada
Bidang Cipta Karya, Dinas PUPR.
Keanggotaan sekretariat TABG ditunjuk dari unsur pegawai ASN pada
Dinas PUPR.
Pembentukan sekretariat TABG diatur dalam Keputusan Kepala Dinas

PUPR.

Pasal 126
Fasilitasi pembentukan TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125
ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pembentukan panitia seleksi.
Calon anggota panitia seleksi disiapkan oleh sekretariat TABG dan
diusulkan oleh Kepala Dinas PUPR kepada Walikota.
Pembentukan panitia seleksi ditetapkan melalui Surat Keputusan
Walikota.
Panitia seleksi diberikan waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja
untuk menyampaikan pengusulan anggota TABG kepada Walikota.
Walikota menetapkan anggota TABG untuk masa tugas 1 (satu) tahun dan

dapat diperpanjang melalui Surat Keputusan.

Pasal 127



Fasilitasi pelaksanaan tugas TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125

ayat (1) huruf b antara lain:

a.
b.

C.

penyediaan ruang rapat;
penyediaan ruang sidang; dan
penyediaan peralatan penunjang tugas TABG;

Pasal 128

Fasilitasi pengelolaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125

ayat (1) huruf c antara lain:

a.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

pemilihan personil TABG untuk diusulkan menjadi anggota Tim Teknis
DPMPTSPPTK;

penyiapan remunerasi TABG;

penyiapan tata surat menyurat dan administrasi lainnya; dan

pengelolaan basis data ahli bangunan gedung.

Pasal 129

Remunerasi TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf b

dianggarkan pada anggaran Dinas PUPR.

Remunerasi TABG dilaksanakan dalam bentuk:

a. honorarium orang bulan, dalam hal intensitas penugasan personil
TABG tinggi; dan/atau

b. honorarium orang jam, dalam hal intensitas penugasan personil
TABG rendah.

Bentuk dan besaran remunerasi TABG ditetapkan dalam Surat Keputusan

Penugasan TABG.

Pasal 130
Tata surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf c
meliputi penggunaan identitas tersendiri berupa kop surat/dokumen
TABG, cap/stempel TABG, dan logo TABG.
Administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf c
digunakan untuk semua dokumen yang dihasilkan dalam
penyelenggaraan TABG dan harus mendapatkan pengesahan dari Kepala

Dinas PUPR.

Pasal 131
Pengolahan basis data ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 128 huruf d adalah penghimpunan seluruh daftar tentang
data anggota TABG yang sudah ditetapkan dan ahli bangunan gedung

dari asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli termasuk



(2)

(3)

(4)

masyarakat adat, dan dinas PUPR serta instansi teknis terkait sebagai

sumber rekrutmen calon TABG.

Basis data ahli bangunan gedung disusun oleh sekretariat TABG dan
dimutakhirkan apabila terdapat perubahan terkait pembentukan TABG,
perpanjangan masa kerja TABG, berakhirnya masa kerja TABG,
pemberhentian TABG dan/atau data ketersediaan ahli bangunan gedung.

Basis data ahli bangunan gedung dikelola oleh sekretariat TABG melalui
sistem informasi dan terpublikasi secara terbuka sehingga dapat diakses
dari seluruh kabupaten/ kota, provinsi dan pusat.

Format basis data ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 132

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja sekretariat TABG diatur dalam

Peraturan Kepala Dinas PUPR.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

BAB V
KETENTUAN PENYELENGGARAAN SLF
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 133
Setiap bangunan gedung yang telah selesai dibangun harus memiliki SLF
sebelum dimanfaatkan.
Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
bangunan gedung baru dan bangunan gedung eksisting.
SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan
mengajukan permohonan SLF kepada Dinas PUPR, kecuali untuk rumah
tinggal kepada DPMPTSPPTK.
Permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh
pemohon yang merupakan pemilik bangunan gedung atau orang yang
diberi kuasa oleh pemilik bangunan gedung.
Permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi

persyaratan administratif dan teknis.



(6)

(7)

(8)

SLF diterbitkan terhadap bangunan gedung yang telah memenuhi
persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan

fungsi bangunan gedung.

Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan oleh penyedia jasa pengkaji teknis bangunan
gedung, kecuali untuk rumah tinggal 1 (satu) lantai oleh Tim Teknis
DPMPTSPPTK.

Tim Teknis DPMPTSPPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
beranggotakan pegawai ASN dari Dinas PUPR.

Pasal 134

Pelayanan permohonan penerbitan dan perpanjangan SLF diselenggarakan

secara transparan, prosedur yang jelas, dan tanpa pungutan biaya prinsip

pelayanan prima.

Pasal 135
SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) diberikan untuk 1
(satu) kesatuan sistem bangunan gedung.
Pemberian SLF sebagian dapat diberikan atas permohonan pemilik
bangunan gedung untuk:
a. bangunan gedung yang terpisah secara horizontal atau terpisah
secara kesatuan konstruksi; dan/atau
b. setiap unit bangunan gedung yang merupakan kelompok bangunan
gedung dalam 1 (satu) kaveling/persil dengan kepemilikan yang
sama.
Pemberian SLF bertahap dapat diberikan atas permohonan pemilik
bangunan gedung yang IMB-nya diterbitkan secara kolektif untuk setiap
bangunan gedung tunggal yang telah dinyatakan laik fungsi.

Pasal 136

Ketentuan penyelenggaraan SLF meliputi:

o P

B T o N

penggolongan objek SLF;

persyaratan administratif permohonan SLF;
persyaratan teknis permohonan SLF;

masa berlaku SLF;

tata cara penerbitan SLF;

dokumen SLF bangunan gedung; dan



g.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

jangka waktu proses permohonan dan penerbitan SLF;

Bagian Kedua

Penggolongan Objek SLF

Pasal 137

Penggolongan objek SLF meliputi:

a. bangunan gedung baru;

b. bangunan gedung eksisting; dan

c. bangunan prasarana.

Penggolongan objek SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penerbitan SLF; atau SLF yang pertama kali; atau

b. penerbitan SLF,atau perpanjangan SLF.

Penggolongan objek SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

huruf b berdasarkan kompleksitas bangunan gedungnya meliputi:

a. bangunan gedung sederhana;

b. bangunan gedung tidak sederhana; dan

c. bangunan gedung khusus.

Penggolongan objek SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

huruf b berdasarkan pelaksanaan pengawasan konstruksinya meliputi:

a. bangunan gedung sederhana yang pengawasan konstruksinya
dilakukan oleh penyedia jasa;

b. bangunan gedung sederhana dengan desain prototipe yang
pengawasan konstruksinya dilakukan sendiri oleh pemilik;

c. bangunan gedung sederhana yang desain dan pengawasan
konstruksinya dilakukan sendiri oleh pemilik; dan

d. bangunan gedung tidak sederhana dan khusus.

Bagian Ketiga
Persyaratan Administratif Permohonan SLF
Pasal 138
Persyaratan administratif permohonan penerbitan SLF meliputi:
a. formulir permohonan penerbitan SLF yang ditandatangani oleh
pemohon;
b. surat kuasa dari pemilik bangunan, apabila pemohon bukan pemilik

bangunan;



(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

c. data tanah, dalam hal terjadi perubahan kepemilikan tanah atau
perubahan perjanjian pemanfaatan tanah;

d. surat pernyataan pengawas/manajemen konstruksi bahwa bangunan
gedung laik fungsi; dan

e. data penyedia jasa perencana, pelaksana, dan/atau
pengawas/manajemen konstruksi.

Persyaratan administratif permohonan perpanjangan SLF meliputi:

a. formulir permohonan perpanjangan SLF yang ditandatangani oleh
pemohon;

b. surat kuasa dari pemilik bangunan, apabila pemohon bukan pemilik
bangunan;

c. data tanah, dalam hal terjadi perubahan kepemilikan tanah atau
perubahan perjanjian pemanfaatan tanah;

d. surat pernyataan penyedia jasa pengkaji teknis bahwa bangunan
gedung laik fungsi; dan

e. data penyedia jasa pengkaji teknis.

Data tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan pada ayat

(2) huruf ¢ meliputi:

a. fotokopi surat bukti status hak atas tanah;

b. fotokopi Tanda Bukti Lunas PBB tahun berjalan; dan

c. surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik
bangunan gedung dengan pemegang hak atas tanah dalam hal
pemilik bangunan gedung bukan pemegang hak atas tanah.

Dalam hal permohonan penerbitan SLF untuk bangunan gedung

eksisting, surat pernyataanpengawas/manajemen konstruksi dan data

penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e

diganti menjadi:

a. surat pernyataan pengkaji teknis; dan

b. data pengkaji teknis.

Dalam hal permohonan penerbitan SLF untuk bangunan gedung

sederhana yang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya

dilakukan oleh pemilik, surat pernyataan pengawas/manajemen

konstruksi dan data penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d dan huruf e diganti menjadi:

a. surat pernyataan pemilik; dan

b. data pemilik.

Dalam hal permohonan SLF untuk bangunan gedung sederhana bukan

kepentingan umum, surat pernyataan pengawas/manajemen konstruksi



dan data penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan

huruf e diganti menjadi:

a. surat pernyataan pemilik;

b. surat pernyataan Tim Teknis DPMPTSPPTK; dan

c. data pemilik dan Tim Teknis DPMPTSPPTK.

Pasal 139

Ketentuan mengenai format persyaratan administratif permohonan SLF
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Persyaratan Teknis Permohonan SLF
Paragraf 1

Umum

Pasal 140
(1) Persyaratan teknis permohonan penerbitan SLF bangunan gedung
meliputi:
a. data umum bangunan gedung;
b. dokumen IMB beserta lampirannya;
c.  as built drawings;
d. dokumen pengawasan konstruksi; dan
e. dokumen testing comisioning dan/atau dokumen pemeriksaan
kelaikan fungsi.
(2) Persyaratan teknis permohonan penerbitan SLF bangunan prasarana
meliputi:
a. data umum bangunan prasarana;
b. dokumen IMB prasarana beserta lampirannya; dan
c. as built drawings;
d. dokumen pengawasan konstruksi; dan
e. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi.
(3) Persyaratan teknis permohonan perpanjangan SLF bangunan gedung
meliputi:
a. data umum bangunan gedung;
b. dokumen SLF terakhir beserta lampirannya;

dokumen pemeliharaan dan perawatan;

o o

dokumen pemeriksaan berkala; dan

e. as built drawings;



f.

g.

dokumen pengawasan konstruksi; dan
dokumen testing comisioning dan/atau dokumen pemeriksaan

kelaikan fungsi.

(4) Persyaratan teknis permohonan perpanjangan SLF bangunan prasarana

meliputi:

a. data umum bangunan prasarana;

b. dokumen SLF terakhir beserta lampirannya;

c. dokumen pemeliharaan dan perawatan;

d. dokumen pemeriksaan berkala; dan

e. as built drawings;

f.  dokumen pengawasan konstruksi; dan

g. dokumen testing comisioning dan/atau dokumen pemeriksaan

kelaikan fungsi.

(5) Data umum bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf a dan ayat (3) huruf a meliputi:

a.

o

o o

50t 0

nama bangunan gedung;

alamat lokasi bangunan gedung;

fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung;
jumlah lantai bangunan gedung;

luas lantai dasar bangunan gedung;

total luas lantai bangunan gedung;

ketinggian bangunan gedung;

luas basemen;

i.jumlah lantai basemen; dan

j.posisi bangunan gedung.

(6) Data umum bangunan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

140 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a meliputi:

a
b.

o o

nama bangunan prasarana;
alamat lokasi bangunan prasarana;
fungsi bangunan prasarana; dan

posisi bangunan prasarana.

Paragraf 2

Persyaratan Teknis Permohonan Penerbitan SLF Bangunan Gedung Sederhana

Pasal 141

(1) Pemohon harus mengisi formulir data umum bangunan gedung dan

menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan teknis meliputi:

a.

dokumen IMB beserta lampirannya;



(2)

(3)

(4)

)

(6)

(7)

b. dokumen rencana teknis yang telah disahkan;

c. as built drawings;

d. dokumen pengawasan konstruksi; dan

e. dokumen testing comisioning.

Dalam hal pemilik adalah MBR sehingga pembangunan gedung tidak
melibatkan penyedia jasa konstruksi, kelengkapan persyaratan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. dokumen IMB beserta lampirannya;

b. dokumen rencana teknis yang telah disahkan;
c. spesifikasi umum struktur;

d. gambar situasi atau gambar tapak;

e. gambar denah,tampak,potongan;

f.  foto pengawasan konstruksi; dan

g. daftar simak pengawasan konstruksi bangunan gedung sederhana
yang diisi oleh pemilik dan diketahui Tim Teknis DPMPTSPPTK.

Formulir data umum dan dokumen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dan huruf b mengikuti ketentuan dalam Pasal 140 ayat (2) dan

ayat (3).

As built drawings sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ mengikuti

ketentuan dalam Pasal 43.

Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dapat berupa:

a. dokumen rencana teknis yang dibuat oleh perencana konstruksi;

b. dokumen rencana teknis yang memuat desain prototipe; atau

c. dokumen rencana teknis yang dibuat oleh pemohon.

Dalam hal permohonan penerbitan SLF untuk bangunan gedung eksisting

yang belum memiliki IMB, persyaratan teknis sebagimana dimaksud pada

ayat (1) diganti dengan ketentuan dalam Pasal 43.

Dalam hal permohonan perpanjangan SLF, kelengkapan dokumen

persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan

persyaratan meliputi:

a. dokumen SLF terakhir beserta lampirannya;

b. dokumen pemeliharaan dan perawatan;

c. dokumen pemeriksaan berkala;

d. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung;
e. as built drawings;

f.  dokumen pengawasan konstruksi; dan

g. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi.



Pasal 142
Ketentuan mengenai format persyaratan teknis permohonan penerbitan SLF
bangunan gedung sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3
Persyaratan Teknis Permohonan Penerbitan SLF Bangunan Gedung Tidak

Sederhana Dan Khusus

Pasal 143

(1) Pemohon harus mengisi formulir data umum bangunan gedung dan
menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan teknis meliputi:
a. dokumen IMB beserta lampirannya,;

b. dokumen rencana teknis yang telah disahkan;
c.  as built drawings;

d. dokumen pengawasan konstruksi; dan

e. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi.

(2) Formulir data umum dan dokumen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dan huruf b mengikuti ketentuan dalam Pasal 140 ayat (5).

(3) As built drawings sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ mengikuti
ketentuan dalam Pasal 44.

(4) Dalam hal permohonan penerbitan SLF untuk bangunan gedung tidak
sederhana dan khusus eksisting yang belum memiliki IMB, persyaratan
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan ketentuan
dalam Pasal 44.

(5) Dalam hal permohonan perpanjangan SLF, kelengkapan dokumen
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan
persyaratan meliputi:

a. dokumen SLF terakhir beserta lampirannya;

b. dokumen pemeliharaan dan perawatan;

c. dokumen pemeriksaan berkala;

d. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung; dan
e. as built drawings;

f.  dokumen pengawasan konstruksi; dan



g. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi.

Pasal 144

Ketentuan mengenai format persyaratan teknis permohonan penerbitan SLF

bangunan gedung tidak sederhana dan khusus sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 143 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

Paragraf 4

Persyaratan Teknis Permohonan Penerbitan SLF Bangunan Prasarana

Pasal 145
Pemohon harus mengisi formulir data umum bangunan prasarana dan
menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan teknis meliputi:
a. dokumen IMB beserta lampirannya;
b. dokumen rencana teknis yang telah disahkan;
c.  as built drawings;
d. dokumen pengawasan konstruksi; dan
e. dokumen testing comisioning.
Formulir data umum dan dokumen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dan huruf b mengikuti ketentuan dalam Pasal 140 ayat (6).
As built drawings sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ mengikuti
ketentuan dalamPasal 50.
Dalam hal permohonan penerbitan SLF untuk bangunan prasarana yang
belum memiliki IMB, persyaratan teknis sebagimana dimaksud pada ayat
(1) diganti dengan:
a. as built drawings; dan
b. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi.
Dalam hal permohonan perpanjangan SLF, kelengkapan dokumen
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan
persyaratan meliputi:
a. dokumen SLF terakhir beserta lampirannya;
b. dokumen pemeliharaan dan perawatan;
c. dokumen pemeriksaan berkala;
d. as built drawings; dan

e. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi.



Pasal 146

Ketentuan mengenai format persyaratan teknis permohonan penerbitan SLF

bangunan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 tercantum

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(1)

Bagian Kelima

Masa Berlaku SLF Bangunan Gedung

Pasal 147
SLF bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan
rumah deret sederhana berlaku selama bangunan gedung tidak
mengalami perubahan IMB.
SLF bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret
dengan ketinggian sampai dengan 2 (dua) lantai berlaku untuk jangka
waktu 20 (dua puluh) tahun.
SLF bangunan gedung rumah tinggal tidak sederhana dengan ketinggian
lebih dari 1 (satu) lantai, bangunan gedung lainnya pada umumnya, dan
bangunan gedung untuk kepentingan umum berlaku untuk jangka waktu
5 (lima) tahun.
SLF bangunan gedung yang telah habis masa berlakunya harus
diperpanjang.
Pengurusan perpanjangan SLF bangunan gedung dilakukan paling lambat
60 (enam puluh) hari kalender sebelum masa berlaku SLF bangunan

gedung berakhir.

Bagian Keenam
Tata Cara Penyelenggaraan SLF
Paragraf 1

Umum

Pasal 148
Tata cara penyelenggaraan SLF meliputi:

a. tata cara penyelenggaraan SLF untuk bangunan gedung sederhana;



(2)

(3)

(4)

()

(1)

b. tata cara penyelenggaraan SLF untuk bangunan gedung sederhana
dengan desain prototipe atau desain sendiri oleh pemilik;

c. tata cara penyelenggaraan SLF untuk bangunan gedung tidak
sederhana dan khusus;

d. tata cara penyelenggaraan SLF untuk bangunan gedung sederhana
eksisting;

e. tata cara penyelenggaraan SLF untuk bangunan gedung tidak
sederhana dan khusus eksisting;

f.  tata cara penyelenggaraan perpanjangan SLF; dan

g. tata cara penyelenggaraan SLF untuk bangunan prasarana.

Tata cara penyelenggaraan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi tahap:

a. proses asistensi pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis; dan

b. proses permohonan danpenerbitan SLF.

Tata cara penyelenggaraan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi tahap:

a. proses permohonan SLF; dan

b. proses verifikasi hasil pengkajian teknis dan proses penerbitan SLF.

Dalam hal permohonan SLF untuk bangunan gedung sederhana, proses

pemeriksaan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dilakukan oleh DPMPTSPPTK.

Dalam hal permohonan SLF untuk bangunan gedung tidak sederhana dan

khusus, proses pemeriksaan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas PUPR.

Paragraf 2
Tata Cara Penyelenggaraan SLF Bangunan Gedung Sederhana

Pasal 149

Proses permohonan SLF bangunan gedung sederhana meliputi:

a. pemohon mengajukan permohonan SLF kepada DPMPTSPPTK
dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan teknis;

b. DPMPTSPPTK melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan
administratif dan teknis;

c. dalam hal persyaratan administratif dan teknis dinyatakan tidak
lengkap, berkas permohonan SLF dikembalikan ke pemohon untuk
dilengkapi dan/atau diperbaiki; dan

d. pengembalian berkas permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada

huruf c dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan.



(2)

(3)

(4)

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
mengikuti ketentuan dalam Pasal 138.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141.

Dalam hal persyaratan administratif dan teknis dinyatakan lengkap,

proses dilanjutkan ke verifikasi hasil pengkajian teknis.

Pasal 150

Proses verifikasi hasil pengkajian teknis dan penerbitan SLF bangunan gedung

sederhana meliputi:

a.

(1)

Tim Teknis DPMPTSPPTK melakukan verifikasi kesesuaian dokumen as
built drawing, pengawasan konstruksi, dan dokumen laporan testing
comisioning terhadap pemenuhan persyaratan teknis;

Tim Teknis DPMPTSPPTK melakukan pemeriksaan visual bangunan
gedung terhadap pemenuhan persyaratan teknis;

dalam hal verifikasi dan pemeriksaan visual sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b dinyatakan tidak sesuai, Tim Teknis DPMPTSPPTK
mengeluarkan rekomendasi perbaikan bangunan gedung;

pemilik bangunan gedung harus melaksanakan rekomendasi perbaikan
sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ dalam batas waktu yang ditentukan;
dalam hal verifikasi dan pemeriksaan visual sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b dinyatakan sesuai, Tim Teknis DPMPTSPPTK
mengeluarkan rekomendasi penerbitan SLF; dan

DPMPTSPPTK mengesahkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada

huruf d dan menerbitkan dokumen SLF.

Paragraf 3
Tata Cara Penyelenggaraan SLF Bangunan Gedung Sederhana yang

Menggunakan Desain Prototipe dan Desain Sendiri

Pasal 151

Proses asistensi pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis meliputi:

a. Tim Teknis DPMPTSPPTK memberikan asistensi kepada pemohon
IMB terkait pemanfaatan desain prototipe atau pembuatan desain
sederhana berpedoman kepada ketentuan persyaratan pokok
bangunan tahan gempa;

b. pemilik diberikan daftar simak pengawasan pelaksanaan konstruksi

bangunan;



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

c. Tim Teknis DPMPTSPPTK melakukan asistensi pemeriksaan
pemenuhan persyaratan teknis selama masa pelaksanaan
konstruksi; dan

d. penandatanganan surat pernyataan oleh pemilik bangunan gedung
diketahui oleh Tim Teknis DPMPTSPPTK bahwa bangunan gedung
laik fungsi.

Tim Teknis DPMPTSPPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dan huruf c beranggotakan pegawai ASN dari Dinas PUPR.

Pasal 152

Proses permohonan dan penerbitan SLF bangunan gedung sederhana

meliputi:

a. pemohon mengajukan permohonan SLF kepada DPMPTSPPTK
dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan teknis;

b. DPMPTSPPTK melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan
administratif dan teknis;

c. dalam hal persyaratan administratif dan teknis dinyatakan tidak
lengkap, berkas permohonan SLF dikembalikan ke pemohon untuk
dilengkapi dan/atau diperbaiki; dan

d. pengembalian berkas permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada
huruf c dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

mengikuti ketentuan dalam Pasal 138.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141.

Dalam hal persyaratan administratif dan teknis dinyatakan lengkap, Tim

Teknis DPMPTSPPTK mengeluarkan rekomendasi penerbitan SLF.

DPMPTSPPTK mengesahkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada

huruf d dan menerbitkan dokumen SLF.

Paragraf 4

Tata Cara Penyelenggaraan SLF Bangunan Gedung Tidak Sederhana dan

Khusus

Pasal 153
Proses permohonan SLF bangunan gedung tidak sederhana dan khusus
meliputi:
a. pemohon mengajukan permohonan SLF kepada Dinas PUPR dengan

melampirkan dokumen persyaratan administratif dan teknis;



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

b. Dinas PUPR melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan
administratif dan teknis;

c. dalam hal persyaratan administratif dan teknis dinyatakan tidak
lengkap, berkas permohonan SLF dikembalikan ke pemohon untuk
dilengkapi dan/atau diperbaiki; dan

d. pengembalian berkas permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada
huruf c dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

mengikuti ketentuan dalam Pasal 138.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143.

dalam hal persyaratan administratif dan teknis dinyatakan lengkap,

proses dilanjutkan ke verifikasi hasil pengkajian teknis.

Pasal 154

Proses verifikasi hasil pengkajian teknis dan penerbitan SLF bangunan

gedung tidak sederhana dan khusus meliputi:

a. Tim Dinas PUPR melakukan verifikasi kesesuaian dokumen as built
drawing, pengawasan konstruksi, dan dokumen laporan testing
comisioning terhadap pemenuhan persyaratan teknis;

b. Tim Dinas PUPR melakukan pemeriksaan visual bangunan gedung
terhadap pemenuhan persyaratan teknis;

c. dalam hal verifikasi dan pemeriksaan visual sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b dinyatakan tidak sesuai, Tim Dinas PUPR
mengeluarkan rekomendasi perbaikan bangunan gedung;

d. pemilik bangunan gedung harus melaksanakan rekomendasi
perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ dalam batas waktu
yang ditentukan;

e. dalam hal verifikasi dan pemeriksaan visual sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b dinyatakan sesuai, Tim Dinas PUPR
mengeluarkan rekomendasi penerbitan SLF; dan

f.  Dinas PUPR mengesahkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
huruf d dan menerbitkan dokumen SLF.

Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

pegawai ASN Dinas PUPR.

Dalam hal DPMPTSPPTK memandang penting, proses verifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan TABG.



(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

Paragraf 5
Tata Cara Penyelenggaraan SLF Bangunan Gedung Eksisting

Pasal 155

Proses permohonan SLF bangunan gedung meliputi:

a. pemohon mengajukan permohonan SLF kepada Dinas PUPR dengan
melampirkan dokumen persyaratan administratif dan teknis;

b. Dinas PUPR melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan
administratif dan teknis;

c. dalam hal bangunan gedung eksisting yang dimintakan SLF nya belum
mempunyai IMB, penyelenggaraan penerbitan SLF nya mengikuti
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal
74;

d. dalam hal persyaratan administratif dan teknis dinyatakan tidak
lengkap, berkas permohonan SLF dikembalikan ke pemohon untuk
dilengkapi dan/atau diperbaiki; dan

e. pengembalian berkas permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada
huruf c dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan.

Dalam hal permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

adalah untuk bangunan gedung sederhana, permohonan diajukan kepada

DPMPTSPPTK.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

mengikuti ketentuan dalam Pasal 138.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 untuk

bangunan gedung sederhana atau mengikuti ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 143 untuk bangunan gedung tidak sederhana dan
khusus.

Dalam hal persyaratan administratif dan teknis dinyatakan lengkap,

proses dilanjutkan ke verifikasi hasil pengkajian teknis.

Pasal 156

Proses verifikasi hasil pengkajian teknis dan penerbitan SLF bangunan

gedung meliputi:

a. Tim Dinas PUPR melakukan verifikasi kesesuaian dokumen as built
drawing, pengawasan konstruksi, dan dokumen laporan testing
comisioning terhadap pemenuhan persyaratan teknis;

b. Tim Dinas PUPR melakukan pemeriksaan visual bangunan gedung

terhadap pemenuhan persyaratan teknis;



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

c. dalam hal verifikasi dan pemeriksaan visual sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b dinyatakan tidak sesuai, Tim Dinas PUPR
mengeluarkan rekomendasi perbaikan bangunan gedung;

d. pemilik bangunan gedung harus melaksanakan rekomendasi
perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam batas waktu
yang ditentukan;

e. dalam hal verifikasi dan pemeriksaan visual sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b dinyatakan sesuai, Tim Dinas PUPR
mengeluarkan rekomendasi penerbitan SLF; dan

f. Dinas PUPR mengesahkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
huruf d dan menerbitkan dokumen SLF.

Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

pegawai ASN Dinas PUPR.

Dalam hal DPMPTSPPTK memandang penting, proses verifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan TABG.

Pasal 157

Dalam hal pemilik bangunan gedung merasa keberatan atas rekomendasi
perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf c, pemilik dapat
mengajukan keringanan.
Pengajuan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf e
dipertimbangkan oleh Dinas PUPR dengan meminta pertimbangan TABG.
Pertimbangan TABG atas pengajuan keringanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar prinsip kehati-hatian, keselamatan,
kemanfaatan, dan keekonomian.
Dinas PUPR dapat memberikan keringanan perbaikan pada bangunan
gedung eksisting, antara lain:
a. keringanan atas waktu pelaksanaan perbaikan; dan
b. keringanan atas rekomendasi perbaikan komponen arsitektural,

struktural, utilitas, serta tata ruang luar bangunan gedung

sepanjang tidak berakibat terhadap keselamatan.

Pasal 158

Dalam melaksanakan rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 156 ayat (1) huruf d pemilik bangunan gedung harus memberikan

jaminan pelaksanaan tertulis dan bermaterai.



(1)

(2)

(3)

Bagian Ketujuh
Jangka Waktu Penyelenggaraan SLF

Pasal 159

Jangka waktu proses penyelenggaraan SLF bangunan gedung dihitung

sejak pengajuan permohonan SLF meliputi:

a.

pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif dan teknis
dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja;

proses verifikasi hasil pengkajian teknis untuk bangunan gedung
sederhana dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja;

proses verifikasi hasil pengkajian teknis untuk bangunan gedung
tidak sederhana dan khusus dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari
kerja;

proses verifikasi hasil pengkajian teknis untuk bangunan gedung
eksisting dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
proses pelaksanaan rekomendasi perbaikan dilaksanakan dalam
jangka waktu yang diberikan; dan

proses penerbitan SLF bangunan gedung dilaksanakan paling lama 1

(satu) hari kerja.

Permohonan SLF yang dapat diproses adalah permohonan yang telah

dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan

Walikota ini.

Dalam hal permohonan SLF dikembalikan ke pemohon, jangka waktu

proses penerbitan dan perpanjangan SLF dihitung kembali dari awal.

Bagian Kedelapan

Dokumen SLF Bangunan Gedung

Pasal 160

Pemilik/pengguna bangunan gedung yang telah menyelesaikan proses

penerbitan atau perpanjangan SLF memperoleh:

dokumen SLF;

a.
b.

C.

lampiran dokumen SLF; dan

label SLF.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 161
Dokumen SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf a
merupakan lembar surat keterangan bangunan gedung laik fungsi yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas PUPR.
Dokumen SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat
informasi:
a. nomor surat keterangan bangunan gedung laik fungsi yang dapat
dilengkapi dengan kode batang (barcode);
b. nomor dan tanggal surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan
gedung;

nama bangunan gedung;

o 0

jenis bangunan gedung;
fungsi bangunan gedung;
nomor bukti kepemilikan bangunan gedung;

nomor IMB;

50t 0

nama pemilik bangunan gedung;

i.lokasi bangunan gedung;

j-pernyataan laik fungsi; dan

k. masa berlaku.

Nomor SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b disusun dari serangkaian angka yang dapat mengidentifikasi dokumen
SLF sebagai yang pertama kali (awal) atau perpanjangan yang telah
dilakukan.

Lembar Dokumen SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti pada
setiap perpanjangan, dimana lembar lama dikembalikan kepada

DPMPTSPPTK.

Pasal 162
Lampiran dokumen SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf b
meliputi:
a. lembar pencatatan data tanggal penerbitan dan perpanjangan SLF
bangunan gedung;
b. lembar gambar block plan/ site plan; dan
c. lembar daftar kelengkapan dokumen untuk perpanjangan SLF
bangunan gedung.
Lembar pencatatan data tanggal penerbitan dan perpanjangan SLF
bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki

ketentuan:



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

a. dicatat nomor urut, tanggal dan nomor SLF sesuai sejarah penerbitan
dan perpanjangan SLF;

b. dicatat lingkup setiap SLF yang diterbitkan untuk seluruh atau
sebagian bangunan gedung dan/atau bangunan prasarana; dan

c. Dbersifat tetap pada pemilik/pengguna bangunan gedung.

Lembar gambar block plan/ site plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b memiliki ketentuan:

a. menunjukkan blok bangunan gedung dan bangunan prasarana yang
mendapat penerbitan SLF bangunan gedung atau perpanjangan SLF
bangunan gedung;

b. dibuat setiap proses perpanjangan SLF bangunan gedung; dan

c. secara kumulatif tetap pada pemilik/pengguna bangunan gedung.

Lembar daftar kelengkapan dokumen untuk perpanjangan SLF bangunan

gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ memiliki ketentuan:

a. berfungsi sebagai informasi untuk pengurusan permohonan
perpanjangan SLF bangunan gedung; dan

b. Dbersifat tetap pada pemilik/pengguna bangunan gedung.

Pasal 163
Label SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf ¢ merupakan
penanda yang disediakan oleh Dinas PUPR bagi bangunan gedung yang
telah memiliki SLF.
Label SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai
instrumen pengawasan pemanfaatan bangunan gedung.
Label SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada
pemilik/pengguna bangunan bersamaan dengan dokumen SLF bangunan
gedung setelah menyelesaikan proses penerbitan atau perpanjangan SLF.
Label SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. logo/ikon SLF;
b. tanggal mulai berlaku SLF;
c. tanggal berakhirnya SLF; dan
d. kode batang (bar code).
Label SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang pada
bagian muka sisi luar bangunan gedung yang mudah dilihat penghuni,
pengunjung dan/atau petugas pengawasan perangkat daerah sesuai

kewenangannya.



(1)

(2)

BAB VI
PENGKAJI TEKNIS
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 164
Pengkaji teknis merupakan penyedia jasa pengkajian teknis yang
berbentuk:
a. perorangan; atau
b. badan hukum.
Pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas
melaksanakan pengkajian teknis bangunan gedung dalam rangka:
a. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung untuk keperluan
penerbitan SLF;
b. pemeriksaan berkala bangunan gedung; dan/atau
c. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung untuk keperluan

perpanjangan SLF.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengkaji Teknis
Paragraf 1

Persyaratan Pengkaji Teknis Perorangan

Pasal 165

Pengkaji teknis perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 Pasal 1

ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:

a.

(1)

memiliki keahlian pengkajian teknis dalam bidang arsitektur, struktur
dan/atau utilitas yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian; dan
memiliki pengalaman dalam melakukan pengkajian teknis, pengawasan

konstruksi dan/atau manajemen konstruksi bangunan gedung.

Paragraf 2

Persyaratan Pengkaji Teknis Badan Hukum

Pasal 166
Pengkaji teknis badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164
ayat (1) huruf b harus memenuhi:
a. persyaratan administratif; dan

b. persyaratan teknis.



(2)

(3)

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:

a. akta pendirian perusahaan dan pengesahan pendirian perusahaan;

b. tanda daftar perusahaan;

c. surat keterangan domisili perusahaan;

d. surat izin usaha jasa konstruksi;

e. sertifikat badan usaha dalam bidang pengawasan konstruksi;
f.  nomor pokok wajib pajak perusahaan;

g. kartu tanda penduduk pemilik perusahaan;

h. daftar pengalaman perusahaan; dan

i.referensi pekerjaan dari pengguna jasa.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. memiliki pengalaman dalam melakukan pengkajian teknis dan/atau
pengawasan konstruksi bangunan gedung; dan

b. memiliki tenaga kerja pengkaji teknis yang memiliki pendidikan,
keahlian dan pengalaman dalam melakukan pengkajian teknis

dan/atau pengawasan konstruksi bangunan gedung.

Bagian Ketiga
Penugasan Pengkaji Teknis
Paragraf 1

Umum

Pasal 167

Penugasan pengkaji teknis dapat dilakukan oleh:

(1)

pemilik/pengguna bangunan gedung; atau
Dinas PUPR.

Paragraf 2
Penugasan Pengkaji Teknis oleh Pemilik/Pengguna Bangunan Gedung

Pasal 168
Penugasan pengkaji teknis oleh pemilik/pengguna bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf a dilakukan untuk
membantu pemilik/pengguna bangunan gedung melakukan pemeriksaan
kelaikan fungsi dan/atau pemeriksaan berkala semua penggolongan

bangunan gedung.



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Penugasan pengkaji teknis oleh pemilik/pengguna bangunan gedung
dapat dilakukan pada pengkaji teknis perorangan atau badan hukum
sesuai kebutuhan.

Pemilihan dan penunjukan pengkaji teknis oleh pemilik/pengguna
bangunan gedung dilaksanakan menggunakan mekanisme lelang atau
penunjukan langsung berdasarkan ikatan hubungan kerja dalam bentuk
perjanjian tertulis.

Format dokumen ikatan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3
Penugasan Pengkaji Teknis oleh Dinas PUPR

Pasal 169
Penugasan pengkaji teknis oleh Dinas PUPR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 167 huruf b dilakukan untuk membantu Dinas PUPR
melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung rumah tinggal
tunggal dan rumah tinggal deret.
Penugasan pengkaji teknis oleh Dinas PUPR dapat dilakukan pada
pengkaji teknis perorangan atau badan hukum sesuai kebutuhan.
Penugasan pengkaji teknis oleh Dinas PUPR dapat dilakukan melalui:
a. kontraktual; atau

b. penetapan.

Pasal 170

Penugasan pengkaji teknis oleh Dinas PUPR melalui kontraktual
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (3) huruf a dilakukan
berdasarkan ikatan hubungan kerja dalam bentuk perjanjian tertulis
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilihan dan penunjukan pengkaji teknis oleh Dinas PUPR dilakukan
menggunakan mekanisme lelang atau penunjukan langsung.

Mekanisme pemilihan dan penunjukan pengkaji teknis oleh Dinas PUPR
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai mekanisme
pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 171
Penugasan pengkaji teknis oleh Dinas PUPR melalui penetapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (3) huruf b dilakukan
dengan pembentukan tim pengkajian teknis melalui keputusan Kepala
Dinas PUPR.
Pembentukan tim pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dari pengkaji teknis perorangan.

Pasal 172

Tata cara pembentukan tim pengkajian teknis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 171 ayat (1) meliputi tahapan:

a. penetapan kriteria, jumlah, dan persyaratan;

b. proses penjaringan calon tim pengkajian teknis;

c. penilaian calon tim pengkajian teknis;

d. penetapan tim pengkajian teknis; dan

e. pelatihan dan pengukuhan tim pengkajian teknis.

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh

Dinas PUPR dengan ketentuan:

a. kriteria calon tim pengkajian teknis ditentukan berdasarkan
pertimbangan kompleksitas bangunan gedung di daerah;

b. jumlah calon tim pengkajian teknis ditentukan berdasarkan
pertimbangan banyaknya permohonan pemeriksaan kelaikan fungsi
bangunan gedung rumah tinggal di daerah;

c. persyaratan calon tim pengkajian teknis ditentukan berdasarkan
pertimbangan ketersediaan tenaga pengkaji teknis di daerah.

Proses penjaringan calon tim pengkajian teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara permohonan pengusulan

calon anggota tim pengkajian teknis melalui:

a. asosiasi profesi;

b. perguruan tinggi; dan/atau

c. praktisi profesional.

Penilaian calon tim pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c dilakukan dengan menilai kualifikasi pendidikan, keahlian,

dan pengalaman oleh Dinas PUPR terhadap setiap calon anggota tim

pengkajian teknis.

Penetapan tim pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d dilakukan dengan Keputusan Kepala Dinas PUPR.

Pelatihan dan pengukuhan tim pengkajian teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan ketentuan:



pelatihan tim pengkajian teknis dilakukan oleh Dinas PUPR dengan
melibatkan instruktur yang memiliki pengetahuan mengenai pengkaji
teknis, pemeriksaan kelaikan fungsi, pemeriksaan berkala dan
penerbitan atau perpanjangan SLF; dan

pengukuhan tim pengkajian teknis dilakukan oleh Dinas PUPR
dengan penyerahan Keputusan Kepala Dinas PUPR tentang

Penetapan Tim Pengkajian Teknis.

Bagian Keempat

Kemampuan dan Pengetahuan Dasar Pengkaji Teknis

Paragraf 1

Umum

Pasal 173

Untuk menunjang proses pengkajian teknis bangunan gedung, pengkaji teknis

harus memiliki:

a.
b.

(1)

(2)

kemampuan dasar; dan

pengetahuan dasar.

Paragraf 2

Kemampuan Dasar Pengkaji Teknis

Pasal 174

Kemampuan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf a

paling sedikit meliputi:

a.

membaca gambar teknis dan laporan perencanaan serta melakukan
pengecekan kesesuaiannya secara fisik di lapangan;

melakukan pemeriksaan komponen terbangun arsitektural bangunan
gedung;

melakukan pemeriksaan komponen terbangun struktural bangunan
gedung;

melakukan pemeriksaan komponen terpasang utilitas bangunan
gedung; dan

melakukan pemeriksaan komponen terbangun tata ruang luar

bangunan gedung.

Pemeriksaan komponen terbangun arsitektural bangunan gedung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diantaranya meliputi:



(3)

(4)

)

(1)

a. dinding dalam;

b. langit-langit;

c. lantai;

d. penutup atap;

e. dinding luar;

f.  pintu dan jendela;
g. lisplank; dan

h. talang.

Pemeriksaan komponen terbangun struktural bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diantaranya meliputi:

a. pondasi;

b. dinding geser;

c. kolom dan balok;

d. platlantai; dan

e. atap.

Pemeriksaan komponen terpasang utilitas bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d diantaranya meliputi:

a. sistem mekanikal,

b. sistem atau jaringan elektrikal; dan

c. sistem atau jaringan perpipaan.

Pemeriksaan komponen terbangun tata ruang luar bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diantaranya meliputi:

a. jalan setapak;

b. jalan lingkungan;

c. tangga luar;

d. gili-gili;

e. parkir;

f.  dinding penahan tanah;
g. pagar;

h. penerangan luar;

i.pertamanan; dan

j-saluran.

Paragraf 3

Pengetahuan Dasar Pengkaji Teknis

Pasal 175
Pengetahuan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf b

paling sedikit meliputi:



(2)

(3)

(4)

)

(6)

(7)

(1)
(2)

desain prototipe bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai;

b. persyaratan pokok tahan gempa bangunan gedung sederhana 1
(satu) lantai;

c. inspeksi sederhana saat pelaksanaan konstruksi bangunan gedung;

d. pengisian daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi;

e. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung secara visual; dan

f.  pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung menggunakan

peralatan non-destruktif.
Ketentuan desain prototipe bangunan gedung hunian serderhana 1 (satu)
lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.
Ketentuan persyaratan pokok tahan gempa bangunan gedung hunian
serderhana 1 (satu) lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.
Ketentuan inspeksi sederhana saat pelaksanaan konstruksi bangunan
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.
Ketentuan pengisian daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran
IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Ketentuan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung secara visual
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran
IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Ketentuan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung menggunakan
peralatan non-destruktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima

Pembinaan terhadap Pengkaji Teknis

Pasal 176
Dinas PUPR melakukan pembinaan kepada pengkaji teknis di daerah.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
menumbuhkembangkan kesadaran akan peran, hak, dan kewajiban, serta

meningkatkan kemampuan dalam pengkajian teknis.



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui
pendataan, sosialisasi atau diseminasi, bimbingan teknis, dan/atau
pelatihan.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan

asosiasi profesi, akademisi, dan/atau narasumber.

Bagian Keenam

Pengkajian Teknis oleh Dinas PUPR

Pasal 177
Pengkajian teknis oleh Dinas PUPR dilakukan untuk bangunan gedung
rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret.
Pengkajian teknis oleh Dinas PUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan oleh Pejabat Fungsional Tata Bangunan Dan Perumahan
Pejabat fungsional tata bangunan dan perumahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus memiliki keahlian pengkajian teknis dalam bidang
arsitektur, struktur dan/atau utilitas.
Dalam melaksanakan tugas pengkajian teknis, Dinas PUPR dapat
melibatkan pengkaji teknis profesional dalam bentuk perorangan atau

badan hukum.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 178
Pembongkaran bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib dan
mempertimbangkan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat dan
lingkungan.
Pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus sesuai dengan surat persetujuan pembongkaran atau surat
penetapan perintah pembongkaran dari Walikota.
Persetujuan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikecualikan untuk bangunan gedung rumah tinggal.
Pembongkaran bangunan gedung selain rumah tinggal yang

pelaksanaannya dapat menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan



()

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan RTB yang

disusun oleh penyedia jasa perencanaan teknis.

RTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan

persetujuan dari Dinas PUPR setelah mendapat pertimbangan teknis dari

TABG.

Dalam hal pelaksanaan pembongkaran berdampak luas terhadap

keselamatan umum dan lingkungan, pemilik dan Dinas PUPR melakukan

sosialisasi dan pemberitahuan tertulis kepada masyarakat di sekitar
bangunan gedung sebelum pelaksanaan pembongkaran.

Pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung dilaksanakan oleh Satpol

PP mengikuti prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pembongkaran bangunan gedung dilakukan terhadap:

a. bangunan gedung atau bangunan prasarana yang tempat atau lokasi
kedudukannya dimaksudkan untuk pembangunan gedung baru;

b. bangunan gedung atau bangunan prasarana yang dinyatakan tidak
laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki sehingga dapat membahayakan
masyarakat;

c. bangunan gedung yang pemanfaatannya dapat menimbulkan bahaya
bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya; dan/atau

d. bangunan gedung atau bangunan prasarana yang tidak memiliki

IMB.

Bagian Kedua

Penggolongan Obyek Pembongkaran

Pasal 179

Penggolongan obyek pembongkaran meliputi:

a. bangunan gedung sederhana;

b. bangunan gedung tidak sederhana atau khusus; dan

c. bangunan prasarana.

Penggolongan obyek pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

berdasarkan dampaknya meliputi:

a. pembongkaran bangunan gedung yang pelaksanaannya tidak
berdampak luas dan berpotensi mengganggu keselamatan umum;
dan

b. pembongkaran bangunan gedung yang pelaksanaannya berdampak

luas dan berpotensi mengganggu keselamatan umum.



Bagian Ketiga
Persyaratan Administratif Pembongkaran Bangunan Gedung atau Bangunan

Prasarana

Pasal 180
Persyaratan Administratif Pembongkaran Bangunan Gedung meliputi:
a. persyaratan administratif pembongkaran bangunan gedung atau
bangunan prasarana atas dasar permohonan pemilik; dan
b. persyaratan administratif pembongkaran bangunan gedung atau
bangunan prasarana atas penetapan perintah pembongkaran dari

Walikota.

Pasal 181

Persyaratan administratif pembongkaran bangunan gedung atau bangunan

prasarana atas dasar permohonan pemilik bangunan gedung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 180 huruf a meliputi:

a. formulir permohonan pembongkaran bangunan gedung atau bangunan
prasarana yang ditandatangani oleh pemohon;

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon atau identitas lainnya yang
masih berlaku;

c. fotokopi dokumen legalitas badan hukum dalam hal permohonan
pembongkaran bangunan gedung atau bangunan prasarana dilakukan
oleh badan hukum;

d. surat kuasa dari pemilik bangunan gedung dalam hal pemohon bukan
pemilik bangunan gedung atau bangunan prasarana;

e. fotokopi surat bukti status hak atas tanah;

f.  surat persetujuan pemilik tanah dalam hal pemilik bangunan gedung
bukan sebagai pemilik tanah; dan

g. surat pernyataan bahwa bangunan gedung atau bangunan prasarana

tidak dalam status sengketa.

Pasal 182
Persyaratan administratif pembongkaran bangunan gedung atas penetapan
perintah pembongkaran oleh Dinas PUPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal
180 huruf b meliputi:
a. surat laporan masyarakat atau hasil identifikasi Dinas PUPR terhadap
kelaikan fungsi bangunan gedung atau bangunan prasarana; dan

b. surat penetapan perintah pembongkaran dari Dinas PUPR.
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Bagian Keempat
Persyaratan Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung atau Bangunan

Prasarana

Pasal 183

Persyaratan teknis pembongkaran bangunan gedung atau bangunan

prasarana meliputi:

a. formulir data umum bangunan gedung atau bangunan prasarana
yang akan dibongkar;

b. laporan terakhir hasil pemeriksaan berkala; dan

c. dokumen RTB bangunan gedung atau bangunan prasarana, dalam
hal pelaksanaan pembongkaran dapat menimbulkan dampak luas
terhadap keselamatan umum dan lingkungan.

Formulir data umum bangunan gedung atau bangunan prasarana yang

akan dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum

dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.

Dokumen RTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit

memuat:

a. spesifikasi teknis sistem struktur bangunan gedung;

b. tata cara dan metodologi pembongkaran bangunan gedung yang
memenuhi prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

c. jadwal pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung; dan

d. pengelolaan limbah hasil pembongkaran bangunan gedung.

Bagian Kelima

Tata Cara Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung

Pasal 184
Tata cara persetujuan pembongkaran bangunan gedung meliputi:
a. tata cara persetujuan pembongkaran bangunan gedung selain rumah
tinggal atas dasar permohonan pemilik; dan
b. tata cara penerbitan perintah pembongkaran oleh Dinas PUPR.
Tata cara persetujuan pembongkaran bangunan gedung selain rumah
tinggal atas dasar permohonan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi tahapan:
a. proses pra permohonan persetujuan pembongkaran;
b. proses permohonan persetujuan pembongkaran; dan

c. proses penerbitan persetujuan pembongkaran.



(3) Tata cara penerbitan perintah pembongkaran oleh Dinas PUPR
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tahapan:
a. proses identifikasi dan penetapan bangunan gedung yang diduga
perlu dibongkar;
b. proses pengkajian RTB; dan

c. proses penerbitan persetujuan pembongkaran

Bagian Keenam
Tata Cara Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung Selain Rumah

Tinggal Atas Dasar Permohonan Pemilik

Pasal 185
Tata cara persetujuan pembongkaran bangunan gedung selain rumah tinggal
atas dasar permohonan pemilik meliputi tahapan:
a. proses pra permohonan persetujuan pembongkaran;
b. proses permohonan persetujuan pembongkaran; dan

c. proses penerbitan persetujuan pembongkaran.

Pasal 186

Proses pra permohonan persetujuan pembongkaran bangunan gedung selain

rumah tinggal atas dasar permohonan pemilik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 185 huruf a, meliputi:

a. Pemilik bangunan gedung menyiapkan persyaratan administratif
pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
181 dan persyaratan teknis pembongkaran bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183;

b. Dalam hal pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung selain rumah
tinggal yang dapat menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan
umum dan lingkungan, pemilik bangunan gedung harus membuat
dokumen RTB atas bangunan gedung yang akan dibongkar; dan

c. Pembuatan dokumen RTB sebagaimana dimaksud pada huruf b

dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan teknis.

Pasal 187
Proses permohonan persetujuan pembongkaran bangunan gedung selain
rumah tinggal atas dasar permohonan pemilik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 185 huruf b, meliputi:



(1)

Pemohon mengajukan surat permohonan persetujuan pembongkaran
kepada kepala Dinas PUPR dengan melampirkan dokumen persyaratan
administratif dan teknis;

Dinas PUPR melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan
administratif dan persyaratan teknis;

Dalam hal dokumen persyaratan administratif dan teknis dinyatakan
tidak lengkap, berkas permohonan persetujuan pembongkaran
dikembalikan ke pemilik untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki;
Pengembalian  berkas  permohonan  persetujuan  pembongkaran
sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi surat pemberitahuan
kelengkapan dokumen persyaratan; dan

Dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis dinyatakan

lengkap, dilanjutkan dalam proses penerbitan persetujuan pembongkaran.

Pasal 188

Proses penerbitan persetujuan pembongkaran bangunan gedung selain

rumah tinggal atas dasar permohonan pemilik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 185 huruf c, meliputi:

a. Dalam hal terdapat dokumen RTB, Tim Teknis Dinas PUPR
melakukan pemeriksaan dokumen RTB;

b. Tim Teknis Dinas PUPR melakukan pemeriksaan dokumen RTB
terhadap pemenuhan persyaratan teknis pembongkaran bangunan
gedung sesuai kaidah-kaidah pembongkaran secara umum,
pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

c. Dalam hal dokumen RTB dinyatakan belum memenuhi persyaratan
teknis pembongkaran, berkas permohonan persetujuan
pembongkaran dikembalikan kepada pemohon dengan dilengkapi
keterangan perbaikan RTB dan surat pemberitahuan hasil
pemeriksaan dokumen RTB;

d. Dalam hal dokumen RTB dinyatakan telah memenuhi persyaratan
teknis, Tim Teknis Dinas PUPR memberikan persetujuan secara
tertulis;

e. Persetujuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d
meliputi paraf pada setiap lembar dokumen RTB dan surat
persetujuan dokumen RTB; dan

f.  Dinas PUPR menerbitkan surat persetujuan pembongkaran

bangunan gedung.
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Dalam hal Dinas PUPR memandang perlu proses pemeriksaan dokumen

RTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan TABG.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Penerbitan Perintah Pembongkaran oleh Dinas PUPR

Pasal 189

Proses identifikasi bangunan gedung yang diduga perlu dibongkar

meliputi:

a. Dinas PUPR mengidentifikasi bangunan gedung yang akan ditetapkan
untuk dibongkar berdasarkan hasil pengawasan dan/atau laporan
masyarakat; dan

b. Dinas PUPR menyampaikan hasil identifikasi bangunan gedung
kepada pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung melalui surat
pemberitahuan.

Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. identifikasi terhadap pemenuhan persyaratan administratif yaitu
status hak atas tanah, kepemilkan bangunan gedung, dan
kepemilikan IMB; dan

b. pemeriksaan awal secara visual terhadap pemenuhan persyaratan
teknis bangunan gedung.

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat

berupa:

a. pemberitahuan bahwa hasil identifikasi menyatakan bangunan gedung
tidak perlu dibongkar;

b. pemberitahuan bahwa hasil identifikasi menunjukan bahwa bangunan
gedung tidak memenuhi persyaratan administratif;

c. pemberitahuan bahwa hasil identifikasi menyatakan bangunan gedung
diduga atau dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis;

d. pemberitahuan bahwa hasil identifikasi menyatakan bangunan gedung
dibangun tidak sesuai dengan IMB; dan/atau

e. pemberitahuan bahwa hasil identifikasi menyatakan bangunan gedung
dibangun tidak memiliki IMB.

Dalam hal pemberitahuan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud ayat

(3) huruf b menyatakan bahwa bangunan gedung tidak memenuhi

persyaratan status hak atas tanah dan/atau kepemilikan bangunan

gedung, Dinas PUPR menerbitkan perintah pembongkaran.

Dalam hal pemberitahuan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud ayat

(3) huruf c dinyatakan bahwa bangunan gedung tidak memiliki IMB,



(6)

Dinas PUPR menerbitkan perintah kepada pemilik bangunan gedung
untuk segera mengurus IMB dan SLF bangunan gedungnya dengan
mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai
dengan Pasal 74.

Dalam hal pemberitahuan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud ayat
(3) huruf c dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak
mendapatkan IMB dan dapat membahayakan penghuni dan/atau
masyarakat, Dinas PUPR membuat surat usulan pembongkaran yang ke
Walikota untuk penetapan atau persetujuan untuk menerbitkan perintah

pembongkaran.

Pasal 190

Proses pengkajian RTB meliputi:

a.

(1)

Dalam hal Dinas PUPR menerbitkan perintah pembongkaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 189 ayat (4) dan ayat (6) dan pelaksanaan
pembongkarannya dapat menimbulkan dampak luas terhadap
keselamatan umum dan lingkungan, pemilik bangunan gedung harus
menyiapkan dokumen RTB;

Pembuatan dokumen RTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh penyedia jasa perencanaan teknis;

Pemilik bangunan gedung selain rumah tinggal menyapaikan kelengkapan
persyaratan administratif dan teknis permohonan pembongkaran
bangunan gedung kepada Dinas PUPR;

Dinas PUPR melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan
administratif dan persyaratan teknis;

Dalam hal dokumen persyaratan administratif dan teknis dinyatakan
tidak lengkap, berkas permohonan persetujuan RTB dikembalikan ke
pemilik untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki;

Pengembalian berkas permohonan persetujuan RTB sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan
dokumen persyaratan; dan

Dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis dinyatakan

lengkap, dilanjutkan dalam proses penerbitan persetujuan pembongkaran.

Pasal 191
Proses penerbitan persetujuan pembongkaran bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 huruf g, meliputi:
a. Tim Teknis Dinas PUPR melakukan pemeriksaan dokumen RTB

terhadap pemenuhan persyaratan teknis pembongkaran bangunan
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gedung sesuai kaidah-kaidah pembongkaran secara umum,
pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. Dalam hal dokumen RTB dinyatakan belum memenuhi persyaratan
teknis pembongkaran, berkas permohonan persetujuan
pembongkaran dikembalikan kepada pemohon dengan dilengkapi
keterangan perbaikan RTB dan surat pemberitahuan hasil
pemeriksaan dokumen RTB;

c. Dalam hal dokumen RTB dinyatakan telah memenuhi persyaratan
teknis, Tim Teknis Dinas PUPR memberikan persetujuan secara
tertulis;

d. Persetujuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d
meliputi paraf pada setiap lembar dokumen RTB dan surat
persetujuan dokumen RTB; dan

e. Dinas PUPR menerbitkan surat pembongkaran bangunan gedung
setelah disetujui oleh Walikota.

Dalam hal Dinas PUPR memandang perlu proses pemeriksaan dokumen

RTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan TABG.

Bagian Kedelapan
Batas Waktu Pembongkaran Bangunan Gedung

Pasal 192
Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang mengajukan
permohonan pembongkaran bangunan gedung dan telah mendapatkan
surat persetujuan pembongkaran harus melaksanakan pembongkaran
dalam batas waktu yang ditetapkan.
Batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam surat persetujuan pembongkaran.
Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dinas
PUPR berdasarkan pertimbangan kompleksitas pembongkaran bangunan
gedung.
Dalam hal pembongkaran tidak dilaksanakan dalam batas waktu yang

ditetapkan, surat persetujuan pembongkaran dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 193
Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang mendapatkan surat
perintah pembongkaran bangunan gedung harus melaksanakan

pembongkaran dalam batas waktu yang ditetapkan.
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Batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam surat perintah pembongkaran.

Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dinas
PUPR berdasarkan pertimbangan kompleksitas pembongkaran bangunan
gedung dan potensi dampak terhadap keselamatan umum dan
lingkungan.

Dalam hal pemilik bangunan gedung tidak melaksanakan pembongkaran
dalam batas waktu yang telah ditentukan, pembongkaran bangunan
gedung dilakukan oleh Dinas PUPR dan/atau Satpol PP.

Pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung yang dilakukan oleh Dinas
PUPR dan/atau Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
menunjuk penyedia jasa pembongkaran bangunan gedung.

Biaya pembongkaran bangunan gedung yang dilakukan oleh Dinas PUPR
dan/atau Satpol PP, dibebankan kepada pemilik bangunan gedung,
kecuali bagi pemilik rumah tinggal yang tidak mampu maka biaya

pembongkaran bangunan gedung dibebankan kepada APBD.

Bagian Kesembilan

Pelaksanaan Pembongkaran

Pasal 194

Pembongkaran bangunan gedung yang dilakukan oleh pemilik dan/atau

pengguna bangunan gedung dapat menggunakan penyedia jasa

pembongkaran bangunan gedung.

Pembongkaran bangunan gedung harus dilaksanakan oleh penyedia jasa

pembongkaran bangunan gedung apabila:

a. pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung dapat menimbulkan
dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan;
dan/atau

b. pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung menggunakan
peralatan berat dan/atau bahan peledak.

Pengawasan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) harus dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi.

Hasil pengawasan pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara berkala kepada

Dinas PUPR.

Dinas PUPR melakukan pengawasan secara berkala atas kesesuaian

laporan pelaksanaan pembongkaran dengan RTB.
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BAB VIII
KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 195
Pendataan bangunan gedung dilakukan terhadap seluruh bangunan
gedung di Kota Bukittinggi untuk keperluan tertib pembangunan dan
pemanfaatan bangunan gedung serta sistem informasi bangunan gedung.
Pendataan bangunan gedung dapat dilakukan secara bersama dengan
proses penyelenggaraan bangunan gedung yaitu:
a. perencanaan teknis saat permohonan dan penerbitan IMB;
b. pemanfaatan saat permohonan dan penerbitan SLF atau
perpanjangan SLF; dan
c. pembongkaran bangunan gedung.
Pendataan bangunan gedung dapat dilakukan di luar proses sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dengan cara mendata dan mendaftarkan
bangunan gedung eksisting.
Pendataan bangunan gedung dilakukan secara terkomputerisasi
menggunakan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung.
Hasil pendataan bangunan gedung dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah
Kota Bukittinggi dan masyarakat antara lain untuk:
a. menemukan fakta kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan serta
riwayat bangunan gedung dan tanabh;
b. mengetahui informasi/perkembangan mengenai proses
penyelenggaraan bangunan gedung yang sedang berjalan;
c. mengetahui kekayaan aset dan pendapatan Kota Bukittinggi;
d. keperluan perencanaan dan pengembangan tata ruang wilayah; dan
e. mengetahui batas waktu masa berlakunya IMB dan SLF.
Proses penyelenggaraan bangunan gedung yang sedang berjalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b antara lain berupa proses
IMB, SLF, atau perpanjangan SLF.
Pemuktahiran pendataan bangunan gedung dilakukan secara berkala
dengan ketentuan:
a. setiap 5 (lima) tahun untuk bangunan gedung selain fungsi hunian;
dan

b. setiap 10 (sepuluh) tahun untuk bangunan gedung fungsi hunian.



(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

Bagian Kedua

Organisasi dan Tata Cara Pelaksanaan Pendataan Bangunan Gedung

Paragraf 1

Organisasi Pendataan Bangunan Gedung

Pasal 196

Pelaksanaan pendataan bangunan gedung dilakukan oleh:
a. DPMPTSPPTK,; dan
b. Dinas PUPR.
Pendataan bangunan gedung oleh DPMPTSPPTK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan pada saat permohonan dan penerbitan
IMB.
Pendataan bangunan gedung oleh Dinas PUPR sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan pada saat:
a. permohonan dan penerbitan SLF atau perpanjangan SLF;
b. pembongkaran bangunan gedung; dan
c. mendata serta mendaftarkan bangunan gedung eksisting.
Struktur organisasi pelaksana pendataan bangunan gedung meliputi:
a. penentu atau pengambil keputusan/kebijakan pendataan bangunan

gedung; dan
b. petugas pelaksana pendataan bangunan gedung.
Penentu atau pengambil keputusan/kebijakan pendataan bangunan
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah:
a. Kepala DPMPTSPPTK; dan
b. Kepala Dinas PUPR.
Penentu atau pengambil keputusan/kebijakan pendataan bangunan
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki wewenang dalam
pengambilan keputusan yang sifatnya strategis, menentukan hasil
keluaran dan indikator yang ingin didapat dari data bangunan gedung
yang ada dan mampu menentukan arah dan tujuan serta pengembangan
dari kegiatan pendataan bangunan gedung.
Petugas pelaksana pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b meliputi:
a. petugas pemasukan data; dan
b. administrator sistem (programmer).
Petugas pemasukan data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a

merupakan petugas yang:
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a. bertanggungjawab sebagai pelaksana kegiatan pendataan bangunan
gedung dalam pendataan dan pendaftaran bangunan gedung
eksisting;

b. bertugas mencatat dan memasukan data dokumen persyaratan yang
diterima dari masyarakat ke dalam basis data pada setiap proses
penyelenggaraan bangunan gedung;

c. dapat berhubungan langsung dengan masyarakat selaku
pemilik/pengguna bangunan gedung pada saat permohonan
perizinan bangunan gedung; dan

d. tidak memiliki wewenang dalam setiap pengambilan keputusan yang
berhubungan dengan pendataan bangunan gedung ataupun
keputusan yang sifatnya strategis.

Administrator sistem/programmer sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

huruf b merupakan petugas yang bertugas menyiapkan, memelihara, dan

mengevaluasi sistem informasi yang digunakan dalam proses pendataan

bangunan gedung.

Paragraf 2

Tata Cara Pelaksanaan Pendataan Bangunan Gedung

Pasal 197

Pendataan bangunan gedung pada permohonan dan penerbitan IMB

dilakukan dengan tata cara:

a. pendataan pertama dilakukan oleh petugas pemasukan data setelah
berkas permohonan IMB dinyatakan lengkap;

b. berkas IMB diberi penomoran sesuai dengan Sistem Informasi
Manajemen Bangunan Gedung dan dimasukan ke dalam basis data;
dan

c. basis data dimutakhirkan setelah dilakukan proses penilaian
dokumen rencana teknis, pengesahan dokumen rencana teknis, dan
penerbitan IMB.

Tata cara pelaksanaan pendataan bangunan gedung pada permohonan

dan penerbitan IMB tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 198
Pendataan bangunan gedung pada saat permohonan dan penerbitan SLF

atau perpanjangan SLF dilakukan dengan tata cara:



(2)

(1)

(2)

(1)

a. pendataan pertama dilakukan oleh petugas pemasukan data setelah
berkas permohonan SLF atau perpanjangan SLF dinyatakan lengkap;

b. berkas permohonan SLF atau perpanjangan SLF diberikan
penomoran sesuai dengan Sistem Informasi Manajemen Bangunan
Gedung dan dimasukan ke dalam basis data;

c. Dbasis data dimutakhirkan setelah SLF atau perpanjangan SLF terbit;
dan

d. penerbitan atau perpanjangan SLF untuk bangunan gedung
sederhana dilakukan oleh DPMPTSPPTK dan untuk SLF atau
perpanjangan SLF bangunan gedung lainnya dilakukan oleh Dinas
PUPR.

Tata cara pelaksanaan pendataan bangunan gedung pada saat

permohonan dan penerbitan SLF atau perpanjangan SLF tercantum dalam

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.

Pasal 199

Pendataan bangunan gedung pada saat pembongkaran bangunan gedung

dilakukan dengan tata cara:

a. pendataan pertama dilakukan oleh petugas pemasukan data setelah
berkas permohonan pembongkaran dinyatakan lengkap;

b. berkas permohonan pembongkaran diberikan penomoran sesuai
dengan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung dan
dimasukan ke dalam basis data; dan

c. basis data dimutakhirkan setelah rencana teknis pembongkaran
(RTB) bangunan gedung disetujui Dinas PUPR dan pembongkaran
bangunan gedung dilaksanakan;

Tata cara pelaksanaan pendataan bangunan gedung pada saat

pembongkaran tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 200

Pendataan bangunan gedung eksisting dilakukan dengan ketentuan:

a. petugas pemasukan data menyiapkan daftar simak data umum, data
teknis bangunan gedung, dan data status bangunan gedung sebagai
instrumen survei pendataan bangunan gedung;

b. pemilik bangunan gedung menyiapkan kelengkapan isian daftar

simak sebagaimana dimaksud pada huruf a;



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

c. petugas pemasukan data melakukan pengisian daftar simak untuk
dimaksukkan ke dalam basis data; dan

d. dalam hal diterbitkan IMB dan/atau SLF untuk bangunan gedung
eksisting, petugas pemasukan data melakukan pemutakhiran basis
data.

Tata cara pelaksanaan pendataan bangunan gedung eksisting tercantum

dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.

Pasal 201

Pendaftaran bangunan gedung eksisting dilakukan dengan ketentuan:

a. pemilik/pengguna bangunan gedung menyiapkan kelengkapan
dokumen untuk pendaftaran bangunan gedung (dokumen
administrasi dan teknis) untuk disampaikan kepada petugas
pemasukan data;

b. petugas pemasukan data melakukan pengisian data administrasi dan
teknis ke dalam basis data; dan

c. dalam hal diterbitkan IMB dan/atau SLF untuk bangunan gedung
eksisting, petugas pemasukan data melakukan pemutakhiran basis
data.

Tata cara pelaksanaan pendaftaran bangunan gedung eksisting tercantum

dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu

Pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung

Paragraf 1

Umum

Pasal 202
Dinas PUPR melakukan pengawasan dan penertiban pelaksanaan
konstruksi bangunan gedung.
Dalam melakukan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Dinas PUPR dapat melibatkan instansi lain yang terkait.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Paragraf 2

Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung

Pasal 203
Pemilik bangunan gedung harus menyampaikan jadwal pelaksanaan
konstruksi secara tertulis kepada Kepala DPMPTSPPTK sebelum
dimulainya pelaksanaan konstruksi bangunan gedung.
Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus menerapkan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan
Kerja.
Selama pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, pemilik bangunan
gedung bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan
bangunan gedung dan lingkungan.
Pemilik bangunan gedung harus menyediakan prasarana umum
sementara apabila terdapat prasarana umum yang terganggu selama

pelaksanaan konstruksi bangunan gedung.

Pasal 204

DPMPTSPPTK menyampaikan kepada Dinas PUPR daftar pelaksanaan

konstruksi bangunan gedung yang akan diawasi.

Dinas PUPR melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan

gedung paling sedikit 1 (satu) kali selama masa pelaksanaan konstruksi.

Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dilaksanakan oleh

petugas yang dilengkapi dengan tanda bukti diri berupa kartu tanda

pengenal dan/atau surat tugas.

Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:

a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan
bangunan gedung setiap saat;

b. memeriksa bahan bangunan yang digunakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

c. memerintahkan untuk menyingkirkan bahan-bahan bangunan yang
dilarang untuk digunakan dan/atau alat-alat yang dianggap
mengganggu dan/atau membahayakan keselamatan umum;

d. memberikan Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Konstruksi,
apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui pelaksanaan
pekerjaan tidak memiliki IMB dan tidak sesuai dengan ketentuan di

dalam IMB; dan



e. melaksanakan pemanggilan dan/atau penyidikan terhadap
pelanggaran pelaksanaan mendirikan bangunan gedung, untuk
diproses lebih lanjut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(5) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan
pelaksanaan  konstruksi bangunan gedung dengan membawa
perlengkapan:

a. dokumen rencana teknis yang telah disahkan;

b. formulir Berita Acara Pengawasan;

c. Daftar Simak Kesesuaian Rencana Teknis dan Hasil Konstruksi; dan

d. Daftar Simak Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

(6) Format formulir berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf b sesuai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(7) Daftar Simak Kesesuaian Rencana Teknis dan Hasil Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf ¢ sesuai dengan Lampiran VI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(8) Daftar Simak Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d sesuai dengan Lampiran VI

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3

Penertiban Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung

Pasal 205
Penertiban pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dilakukan terhadap

bangunan gedung yang dibangun tanpa IMB atau tidak sesuai dengan IMB.

Pasal 206
(1) Penertiban bangunan gedung yang dibangun tanpa IMB sebagaimana
dimaksud pasal 205 pada tahap pembangunan, dilakukan dengan
tahapan:
a. Peringatan  tertulis atau  penyegelan untuk = penghentian
pembangunan sampai diperolehnya IMB;
b. Penghentian pembangunan dilakukan dengan 1 (satu) kali peringatan
tertulis atau penyegelan bangunan gedung;

c. perintah pembongkaran bangunan gedung.



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

Dalam hal Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a diterbitkan oleh Dinas PUPR dan ditembuskan ke DPMPTSPPTK dan
Satpol PP.

Perintah pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dilakukan terhadap bangunan gedung yang tidak
memiliki/mendapatkan IMB.

Perintah pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan dengan Surat Perintah Pembongkaran Bangunan

Gedung yang diterbitkan atau disetujui oleh Walikota.

Pasal 207
Penertiban bangunan gedung yang dibangun tidak sesuai dengan IMB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 dilakukan dengan tahapan:
a. peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing selama
7 (tujuh) hari kalender;
b. pembatasan pekerjaan konstruksi;
c. penghentian sementara pekerjaan konstruksi dan pembekuan IMB;
dan
d. penghentian tetap pekerjaan konstruksi, pencabutan IMB dan
perintah pembongkaran bangunan gedung.
Masa waktu 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dalam ayat (1) huruf a
dikecualikan dan dapat dipercepat jika pemilik bangunan tetap
melaksanakan pembangunan terhadap substansi yang dilanggar dalam
peringatan tertulis;
Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diterbitkan oleh Dinas PUPR dan ditembuskan ke DPMPTSPPTK dan
Satpol PP.
Pembatasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melaksanakan
ketentuan yang tercantum di dalam surat peringatan yang ketiga.
Pembatasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan dengan Surat Perintah Pembatasan Pekerjaan
Konstruksi yang diterbitkan oleh Dinas PUPR dan ditembuskan ke
DPMPTSPPTK dan Satpol PP.
Pemilik bangunan gedung harus melakukan pembatasan pekerjaan
konstruksi bangunan gedung sesuai ketentuan di dalam Surat Perintah

Pembatasan Pekerjaaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).



(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(1)

Penghentian sementara pekerjaan konstruksi dan pembekuan IMB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila pemilik
bangunan gedung tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam
jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak dikeluarkannya Surat
Perintah Pembatasan Pekerjaaan Konstruksi.

Penghentian sementara pekerjaan konstruksi dan pembekuan IMB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan Surat
Perintah Penghentian Sementara Pekerjaan Konstruksi dan Surat
Pembekuan IMB yang diterbitkan oleh Dinas PUPR dan ditembuskan ke
DPMPTSPPTK dan Satpol PP.

Pemilik bangunan gedung harus menghentikan pekerjaan konstruksi
bangunan gedung apabila telah menerima Surat Perintah Penghentian
Sementara Pekerjaaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
Penghentian tetap pekerjaan konstruksi, pencabutan IMB dan perintah
pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melakukan
perbaikan atas pelanggaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
kalender sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Sementara
Pekerjaaan Konstruksi.

Penghentian tetap pekerjaan konstruksi, pencabutan IMB dan perintah
pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dilakukan dengan Surat Perintah Penghentian Tetap Pekerjaan
Konstruksi, Surat Pencabutan IMB, dan Surat Perintah Pembongkaran
Bangunan Gedung yang diterbitkan oleh Dinas PUPR dan ditembuskan ke
DPMPTSPPTK dan Satpol PP.

Jika dalam masa peringatan tertulis dan/atau masa pembatasan
pekerjaan dan/atau masa penghentian sementara pekerjaan kontruksi,
didapat bahwa bangunan telah selesai dilaksanakan dan atau telah
dimanfaatkan tanpa ada perbaikan atas pelanggaran yang dilakukan
maka dilakukan dengan sanksi Pencabutan IMB dan SLF dan Surat
penghentian pemanfaatan bangunan gedung serta Surat Perintah

Pembongkaran Bangunan Gedung.

Pasal 208
Dalam jangka waktu 3 (tiga hari) hari kalender sejak dikeluarkannya
Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung pemilik bangunan
gedung tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 206 ayat (4), pembongkaran bangunan gedung dilakukan oleh
Satpol PP atas biaya pemilik bangunan gedung.



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)
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(1)

(2)

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya
Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung pemilik bangunan
gedung tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 207 ayat (11), pembongkaran bangunan gedung dilakukan oleh
Satpol PP atas biaya pemilik bangunan gedung.

Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Satpol PP, pemilik bangunan
gedung juga dikenakan denda administratif yang besarnya ditentukan
berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan dan dapat

mendapat pertimbangan dari TABG.

Pasal 209
Format Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206
ayat (2) huruf dan dan ayat (3) huruf a serta Pasal 207 ayat (2) sesuai
dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.
Format Surat Perintah Pembatasan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 207 ayat (5) sesuai dengan Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Format Surat Perintah Penghentian Sementara Pekerjaaan Konstruksi dan
Surat Pembekuan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (8)
sesuai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.
Format Surat Perintah Penghentian Tetap Pekerjaaan Konstruksi dan
Surat Pencabutan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (11)
sesuai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.
Format Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 206 ayat (4) dan Pasal 207 ayat (11) sesuai dengan
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.

Pasal 210
Selama pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, pemilik bangunan
gedung bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan
bangunan gedung dan lingkungan.
Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan

kerja.



(3) Pemilik bangunan gedung harus menyediakan prasarana umum
sementara apabila terdapat prasarana umum yang terganggu selama

pelaksanaan konstruksi bangunan gedung.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Bangunan Gedung

Paragraf 1

Umum

Pasal 211
(1) Dinas PUPR melakukan pengawasan dan penertiban terhadap
pemanfaatan bangunan gedung yang dibangun tanpa IMB dan tidak
sesuai dengan IMB serta paska diterbitkannya SLF.
(2) Dalam melakukan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Dinas PUPR dapat melibatkan instansi lain yang terkait.

Paragraf 2

Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung

Pasal 212
(1) Pengawasan pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh:
a. Dinas PUPR;
b. instansi teknis;
c. kecamatan; dan
d. masyarakat.

(2) Pengawasan oleh Dinas PUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dilaksanakan secara umum terhadap:

a. kepemilikan IMB bangunan gedung;

b. kepemilikan SLF bangunan gedung;

c. batas waktu berakhirnya SLF; dan

d. batas waktu perbaikan bangunan gedung sesuai jaminan tertulis
pemilik bangunan gedung saat penerbitan atau perpanjangan SLF.

(3) Pengawasan oleh instansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilaksanakan sesuai kewenangan masing-masing antara lain
terhadap:

a. kesesuaian peruntukan dan intensitas bangunan gedung;
b. pemenuhan persyaratan proteksi kebakaran;

c. pemenuhan persyaratan dampak lingkungan; dan



(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

d. pemenuhan persyaratan perlindungan bagi keselamatan pekerja
dan/atau pengguna dalam bangunan gedung.

Pengawasan oleh kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilaksanakan sesuai kewenangannya terhadap pemanfaatan bangunan
gedung di wilayah kecamatan bersangkutan.

Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d dilaksanakan dengan cara menyampaikan laporan indikasi pelanggaran
pemanfaatan bangunan gedung kepada kecamatan, instansi teknis
dan/atau Dinas PUPR.

Paragraf 3
Penertiban Pemanfaatan Bangunan Gedung
Pasal 213

Penertiban pemanfaatan bangunan gedung dilakukan terhadap indikasi

pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas

PUPR, instansi teknis, kecamatan, dan/atau laporan masyarakat.

Penertiban pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat 1

dilakukan terhadap :

a. bangunan yang dibangun tanpa IMB;
b. bangunan yang dibangun tidak sesuai dengan IMB;
C. bangunan paska diterbitkannya SLF.

Penertiban pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh Dinas PUPR dan Satpol PP.

Penertiban bangunan gedung yang dibangun tanpa IMB pada tahap

pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dilakukan

dengan tahapan:

a. peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing selama
7 (tujuh) hari kalender untuk memperoleh IMB;

b. untuk bangunan gedung yang dibangun yang diyakini tidak akan
mendapatkan IMB berdasarkan Rencana Tata Ruang dilakukan
dengan peringatan tertulis sebanyak 1 (satu) kali; dan

c. perintah pembongkaran bangunan gedung terhadap bangunan
gedung yang tidak memiliki/mendapatkan IMB.

Penertiban bangunan gedung yang dibangun tidak sesuai dengan IMB

pada tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dilakukan dengan tahapan:

a. peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing selama
7 (tujuh) hari kalender;

b. penghentian sementara pemanfaatan bangunan gedung dan
Pembekuan IMB;



(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

c. penghentian tetap pemanfaatan bangunan gedung dan Pencabutan
IMB; dan

d. perintah pembongkaran bangunan gedung terhadap bahagian
bangunan gedung yang tidak sesuai dengan IMB.

Penertiban bangunan gedung paska diterbitkannya SLF sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan tahapan:

a. peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing selama
7 (tujuh) hari kalender;

b. penghentian sementara pemanfaatan bangunan gedung dan
pembekuan SLF; dan

c. penghentian tetap pemanfaatan bangunan gedung dan pencabutan
SLF.

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, ayat (5)

huruf a dan ayat (6) huruf a  diterbitkan oleh Dinas PUPR dan

ditembuskan ke DPMPTSPPTK dan Satpol PP.

Penghentian sementara pemanfaatan bangunan gedung dan pembekuan

SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan ayat (6) huruf b

dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melaksanakan

ketentuan yang tercantum di dalam surat peringatan yang ketiga.

Penghentian sementara kegiatan pemanfaatan bangunan gedung dan

pembekuan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan ayat (6)

huruf b dilakukan dengan Surat Penghentian Sementara Pemanfaatan

Bangunan Gedung dan Surat Pembekuan SLF yang diterbitkan oleh Dinas

PUPR dan ditembuskan ke DPMPTSPPTK dan Satpol PP.

Penghentian tetap pemanfaatan bangunan gedung dan pencabutan SLF

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf ¢ dan ayat (6) huruf c

dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melakukan perbaikan

atas pelanggaran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak

dikeluarkannya Surat Penghentian Sementara Pemanfaatan Bangunan

Gedung dan Surat Pembekuan SLF.

Penghentian tetap pemanfaatan bangunan gedung dan pencabutan SLF

dilakukan dengan Surat Penghentian Tetap Pemanfaatan Bangunan

Gedung dan Surat Pencabutan SLF yang diterbitkan oleh Dinas PUPR dan

ditembuskan ke DPMPTSPPTK dan Satpol PP.

Perintah pembongkaran bangunan gedung terhadap bangunan gedung

yang tidak memiliki/mendapatkan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf c dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak

mendapatkan IMB dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak

dikeluarkannya Surat Peringatan Tertulis terakhir.



(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(1)

(2)

(3)

Perintah pembongkaran bangunan gedung terhadap bahagian bangunan
gedung yang tidak sesuai dengan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf d dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melakukan
perbaikan atas pelanggaran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari
kalender sejak dikeluarkannya Surat Penghentian Tetap Pemanfaatan
Bangunan Gedung .

Format Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat ayat
(4) huruf a, ayat (5) huruf a dan ayat (6) huruf a sesuai dengan Lampiran
VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Format Surat Penghentian Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung
dan Surat Pembekuan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b
dan ayat (6) huruf b sesuai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Format Surat Penghentian Tetap Pemanfaatan Bangunan Gedung dan
Surat Pencabutan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf ¢ dan
ayat (6) huruf ¢ sesuai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Format Surat perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf c dan ayat (5) huruf d sesuai dengan Lampiran VI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 214
Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi dengan IMB sebelum Peraturan
Walikota ini berlaku, dan IMB yang dimiliki sudah sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, IMB yang dimilikinya dinyatakan
tetap berlaku.
Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi IMB sebelum Peraturan
Walikota ini berlaku, namun IMB yang dimiliki tidak sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, Pemilik Bangunan Gedung wajib
mengajukan permohonan IMB baru.
Bangunan Gedung yang sudah memiliki IMB sebelum Peraturan Walikota
ini berlaku, namun dalam proses pembangunannya tidak sesuai dengan
ketentuan dan persyaratan dalam IMB, Pemilik Bangunan Gedung wajib
mengajukan permohonan IMB baru atau melakukan perbaikan

(retrofitting) secara bertahap.



(4)

()

(6)

(7)

(8)

()

(10)

(11)

Permohonan IMB yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya
Peraturan Walikota ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan
dalam Peraturan Walikota ini.

Bangunan Gedung yang pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini

belum dilengkapi IMB, Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan

permohonan IMB.

Bangunan Gedung pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini belum

dilengkapi SLF, pemilik/Pengguna Bangunan Gedung wajib mengajukan

permohonan SLF.

Permohonan SLF yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya

Peraturan Walikota ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan

dalam Peraturan Walikota ini.

Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan

Walikota ini berlaku, namun SLF yang dimiliki tidak sesuai dengan

ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, pemilik/Pengguna Bangunan

Gedung wajib mengajukan permohonan SLF baru.

Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan

Walikota ini berlaku, namun kondisi Bangunan Gedung tidak laik fungsi,

pemilik/Pengguna Bangunan Gedung wajib melakukan perbaikan

(retrofitting) secara bertahap.

Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan

Walikota ini berlaku, dan SLF yang dimiliki sudah sesuai dengan

ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, SLF yang dimilikinya dinyatakan

tetap berlaku.

Dinas PUPR melaksanakan penertiban kepemilikan IMB dan SLF dengan

ketentuan pentahapan sebagai berikut :

a. untuk bangunan gedung untuk kepentingan umum, penertiban
kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan selambat-
lambatnya 3 (tiga) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Walikota
ini;

b. untuk bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum dengan
kompleksitas tidak sederhana, penertiban kepemilikan IMB dan SLF
harus sudah dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak
diberlakukannya Peraturan Walikota ini; dan

c. untuk Bangunan Gedung bukan untuk kepentingan umum dengan
kompleksitas sederhana, penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus
sudah dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) tahun sejak

diberlakukannya Peraturan Walikota ini.



Pasal 215
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua peraturan walikota
yang berkaitan dengan bangunan gedung dinyatakan masih tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 216
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 4 Mei 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,
dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 4 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,
dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 NOMOR 7



Bagian - A
Bagian - B

Bagian - C
Bagian - D
Bagian - E
Bagian - F
Bagian - G
Bagian - H
Bagian - |

Bagian - J
Bagian - K

Bagian - L

LAMPIRAN 1

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG BANGUNAN GEDUNG

KELENGKAPAN PENYELENGGARAAN IMB

FORMAT PERSYARATAN ADMINISTRATIF

FORMAT FORMULIR DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG DAN
BANGUNAN PRASARANA

DESAIN PROTOTIPE

PERSYARATAN POKOK TAHAN GEMPA

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA
BERLAKU IMB

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KELENGKAPAN
PERSYARATAN PERMOHONAN PENERBITAN IMB

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PENILAIAN
DOKUMEN RENCANA TEKNIS

FORMAT SURAT PERSETUJUAN DOKUMEN RENCANA TEKNIS
BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB

FORMAT DOKUMEN IMB

SURAT PERNYATAAN PEMILIK BANGUNAN GEDUNG AKAN
MELAKSANAKAN KONSTRUKSI DENGAN BERPEDOMAN PADA
PERSYARATAN POKOK TAHAN GEMPA

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI YANG
TERSISA



A.l
A2

A3

A4

A.5

A.6

A7

A.8

A9

Bagian - A
FORMAT PERSYARATAN ADMINISTRATIF

FORMULIR PERMOHONAN IMB
SURAT PERNYATAAN UNTUK MENGIKUTI KETENTUAN DALAM KRK

SURAT PERNYATAAN BAHWA TANAH TIDAK DALAM STATUS
SENGKETA

SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PERSYARATAN POKOK
TAHAN GEMPA

SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN DESAIN PROTOTIPE

SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PERENCANA KONSTRUKSI
BERSERTIFIKAT

SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PELAKSANA KONSTRUKSI
BERSERTIFIKAT

SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PENGAWAS/MANAJEMEN
KONSTRUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PEMOHON

SURAT PERMOHONAN KRK



A.1. FORMULIR PERMOHONAN IMB

Kepada

Yth. Walikota
Bukittinggi

cq. Kepala DPMPTSPPTK

di Bukittinggi

Nomor D e,

Perihal : Permohonan IMB

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Bentuk Usaha : Perseorangan/BadanUsaha/
Badan Hukum?)
2. Nama Pemohon D ettt eeneaeeeeaaaaaaanan
3. Alamat Pemohon L ettt ettt eeneaeeereareaaaaanan
4. Nomor Telepon / HP P
S. Email L e e eeieeteeiereeiteeteeieetearearaaaan
6. Nomor KTP/SIM /Paspor T e
7. Jabatan dalam Perusahaamn : ........ccccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieieieeees
8. Nama Perusahaan O
9. Alamat Perusahaan Ot
10. No Telepon Perusahan P

11. Lokasi Bangunan yang diajukan IMB

Alamat L e,
Kelurahan L e,
Kecamatan e

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan
Gedung IMB) untuk* :

o Mendirikan Bangunan Gedung Baru

o Mengubah Bangunan Gedung

0o Memperluas Bangunan Gedung

o Mengurangi Luas Bangunan Gedung

0 Merawat Bangunan Gedung

oBangunan Gedung Eksisting Belum Ber-IMB



Keterangan

1. Detail Bangunan Gedung :

a. Fungsi Bangunan®* :

o Fungsi Hunian

0 Fungsi Keagamaan
o Fungsi Usaha
0o Fungsi Sosial Budaya .

Luas Bangunan SN m?
c. Tinggi Bangunan/ D e m/ ......... Lantai
Lantai
2. Tanah
a. Total Luas tanah e m”

b. Bukti Hak Atas Tanah

Jeni Nomor Dan Luas
NO Dolfurr?en Tahun Kelurahan Tanah Atas Nama
Dokumen (M2)
1
2
3

(untuk “Jdenis Dokumen” pilih sertifikat hak atas tanah, akte
jual beli, girik, petuk, dan/atau bukti kepemilikan tanah
lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
bidang pertanahan.

3. Dokumen Rencana Teknis*:
o Dibuat oleh Penyedia Jasa Perencana Konstruksi

0 Menggunakan Desain Prototipe
o Desain Sendiri oleh Pemohon

4. Rencana waktu pelaksanaan konstruksi :.........ccocoiiiiiiiiiiiiiiiiinnn,

Demikian permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) ini
kami ajukan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang
berlaku.

*) beri tanda || pada kotak yang sesuai



A.2.

SURAT PERNYATAAN UNTUK MENGIKUTI KETENTUAN DALAM KRK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama L ettt e,
Nomor KTP/SIM /Paspor P
Nomor Permohonan IMB SN

dengan ini menyatakan bahwa:

1.

Pembangunan vang akan dilakukan pada
lokasi / lahan yang direncanakan akan mengikuti seluruh
ketentuan yang ada di dalam Keterangan Rencana Kota

(KRK) dengan NOmMOT o e
Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa saya tidak
mengikuti seluruh ketentuan yang ada di dalam
Keterangan Rencana Kota (KRK), maka saya bersedia
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya,
tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.

Pemilik bangunan
gedung,



A.3. SURAT PERNYATAAN BAHWA TANAH TIDAK DALAM STATUS
SENGKETA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama N
No. KTP/SIM /Paspor P PP PPt

Alamat Tttt ettt

Selaku pemilik tanah pada surat permohonan IMB yang berlokasi :

Alamat S P
Kelurahan T e et aeas
Kecamatan L ettt
Status Kepemilikan Tanah @ ...
Nomor Bukti Kepemilikan T ettt eeeeteeiteeaeeeneeeaaaeaa

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tanah dan bangunan
gedung di lokasi tersebut tidak dalam sengketa/perkara.

Oleh karena itu apabila permohonan Izin Mendirikan Bangunan
Gedung (IMB) ini disetujui dan di kemudian hari ternyata terjadi
sengketa atas tanah dan bangunan, maka kami setuju Izin
Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) yang diberikan untuk
dibatalkan tanpa menuntut penggantian atas seluruh biaya yang
telah dikeluarkan.

Bukittinggi, ....ccoooveviiiiiiiinin.. 20...

Yang

Mengetahui, menyatakan,

Lurah



AA4.

SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PERSYARATAN POKOK
TAHAN GEMPA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama e
Nomor KTP/SIM /Paspor ettt eeae

Nomor Permohonan IMB S

dengan ini menyatakan bahwa:

1.

Saya bersedia memenuhi persyaratan pokok tahan gempa
yvang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-
dokumen yang telah saya berikan tidak benar dan sah, maka
saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya,

tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.

Pemilik bangunan
gedung,



A.S.

SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN DESAIN PROTOTIPE

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama e
Nomor KTP/SIM /Paspor et eeans

Nomor Permohonan IMB e,

dengan ini menyatakan bahwa:

1.

Saya bersedia menggunakan desain prototipe yang
disediakan oleh DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi sebagai
rencana teknis permohonan IMB yang saya ajukan.

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-
dokumen yang telah saya berikan tidak benar dan sah, maka
saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya,

tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.

Pemilik bangunan
gedung,



A.6. SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PERENCANA KONSTRUKSI
BERSERTIFIKAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama D s
Nomor KTP/SIM/Paspor PP

Nomor Permohonamn IM B i o e

dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menggunakan
penyedia jasa perencana konstruksi bersertifikat dengan data
sebagai berikut:

a. Nama perusahaan e
b. Alamat e
c. Nama Penanggungjawab perusahaan ..o,

d. Perencana arsitektur

- Nama penanggungjawab PP
- Nomor sertifikat keahlian Tt
- Nomor ijin bekerja perencana .........cooiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiaaiaaanns

e. Perencana struktur

- Nama penanggungjawab T
- Nomor sertifikat keahlian e e e
- Nomor ijin bekerja perencCamna ....c..coceeeviiiiiniiiiiiiiiieeneneenanans

f. Perencana utilitas (mekanikal/elektrikal)

- Nama penanggungjawab PPt
- Nomor sertifikat keahlian e
- Nomor ijin bekerja perencana :...........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya,
tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.

Pemilik bangunan
gedung,



A.7. SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PELAKSANA
BERSERTIFIKAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama P
Nomor KTP/SIM /Paspor e

Nomor Permohonan IMB 1 oo

dengan ini menyatakan bahwa:

KONSTRUKSI

1. Saya Dbersedia menggunakan penyedia jasa pelaksana

konstruksi bersertifikat dengan data sebagai berikut:

a0 o P

Nama penanggung jawab pelaksana
- Pelaksana konstruksi
- Nomor sertifikat keahlian

- Nomor ijin bekerja pelaksana

Nama perusahaan D e
Alamat D

Nama penanggung jawab perusahaan : ...........

2. Saya akan melaksanakan konstruksi bangunan gedung sesuai

dengan dokumen rencana teknis yang telah disahkan.

3. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan ini adalah

benar dan sah.

4. Apabila di kemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen

yang telah saya berikan tidak benar dan sah, maka saya

bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan

sebenarnya,

tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.

Pemilik bangunan

gedung,



A.8.

SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PENGAWAS/MANAJEMEN
KONSTRUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PEMOHON

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama ettt e aans
Nomor KTP/SIM /Paspor D et

Nomor Permohonan IMB e,

dengan ini menyatakan bahwa:

1

. saya bersedia menggunakan penyedia jasa pengawas dengan data

sebagai berikut:

a. Nama perusahaan e
b. Alamat L e
c. Nama Penanggungjawab perusahaan : .........c.ccceeveviiiiiiiiininenenn..

Pengawas ini bertanggung jawab penuh terhadap
pembangunan dan/atau bangunan yang berdiri baik
menyangkut kekuatan kontruksi, kekokohan dan kualitas
struktur bangunan serta keselamatan umum di lingkungan
sekitarnya dalam pelaksanaan pembangunan.

Pengawas  ini bertanggung jawab kepada saya selaku
penyewa jasa terhadap pengawasan yang dilakukan.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen-
dokumen yang telah saya berikan tidak benar dan sah, maka
saya bersedia dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya,

tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.

Pemilik bangunan
gedung,



A.9. SURAT PERMOHONAN KRK

Kepada
Yth. Walikota Bukittinggi
cq. Kepala Dinas PUPR

di Bukittinggi

Nomor D e

Perihal : Permohonan Keterangan Rencana Kota (KRK)

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Pemohon L e
2. Alamat Pemohon e
3. Nomor KTP/ SIM / PasSPDOr & ittt ees
4. Nomor Telepon / HP T ettt eeeeeeteeateeateeate et
5. Jabatan dalam L e
Perusahaan
6. Nama Perusahaan L ettt e e
7. Alamat Perusahaan L ettt ettt ettt ettt aaas
8. No Telepon Perusahan L et

Dengan ini mengajukan permohonan Keterangan Rencana Kota
(KRK) untuk lokasilahan:

Alamat P
Kelurahan L e
Kecamatan L e
Nomor Blok/Persil P
Nomor Sertifikat PP
Koordinat GPS P

Demikian surat permohonan ini kami ajukan untuk dapat

diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

................... 21 T

Pemohon,



Bagian - B

FORMAT FORMULIR DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN
PRASARANA

B.1. FORMAT FORMULIR DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG
B.2. FORMAT FORMULIR DATA UMUM BANGUNAN PRASARANA



o P

o o

5 o0a T O

[y

. FORMAT FORMULIR DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG

DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG

Nama bangunan gedung

Alamat lokasi bangunan gedung
Fungsi bangunan gedung
Klasifikasi bangunan gedung
Jumlah lantai bangunan gedung

Ketinggian bangunan gedung

Luas lantai dasar bangunan gedung :

. Total luas lantai bangunan gedung

Luas basement

Jumlah lantai basement

Posisi/koordinat bangunan gedung :

(berdasarkan informasi Global
Positioning System (GPS) yang
diambil di titik tengah bangunan
gedung)

Demikian data umum bangunan
sebenarnya.

gedung ini dibuat

Pemohon,

dengan



B.2. FORMAT FORMULIR DATA UMUM BANGUNAN PRASARANA

DATA UMUM BANGUNAN PRASARANA

(kolam / reservoir bawah tanah, menara, monument,
instalasi / gardu, dan reklame / papan nama)

a. Nama bangunan prasarana PP PPN
b. Alamat lokasi bangunan prasarana L ettt

c. Fungsi bangunan prasarana PP PP
d. Klasifikasi bangunan prasarana L e
e. Ketinggian bangunan prasarana e
f. Posisi/koordinat bangunan prasarana ettt

(berdasarkan informasi Global
Positioning System (GPS) yang
diambil di titik tengah bangunan

prasarana)

Demikian data umum bangunan prasarana ini dibuat dengan
sebenarnya.

Pemohon,
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Bagian - C
DESAIN PROTOTIPE BANGUNAN GEDUNG 1 (SATU) LANTAI



DESAIN PROTOTIPE BANGUNAN GEDUNG 1 (SATU) LANTAI

Untuk desain prototipe bangunan gedung 1

(satu) lantai yang lebih lengkap, terdapat di Lampiran

II dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor O05/PRT/M /2016
tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
750
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b JARAK SELIMUT BETON DARI SIS| LUAR- GAMBAR PROTOTIPE TIPE 36
BEGEL 15MM KUDA-KUDA KAYU
| ATAP SENG GELOMBANG /
1 MORTAR 20mm KOLOM FIBER SEMEN
BATU BATA 11 x 22 x 55cm ~SBATU BATA Wit x L22 x T5.5¢n 120 SKALA 1: 10 ¢
MORTAR 20mm NAMA AR
E E
EE: :EE’. KOLOM : 15cm x 15cm 8 §§ " RING BALOK 12cmx15cm 4@10 BEGEL #8-150 DENAH
-3 o -
= = 2 SRR T
[+ 4 o
[=] o AR
= = © RING BALOK e eavERR
| DETAIL KOLOM @ m@ A-1-01
Halaman 1 Dari 3
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CATATAN

. =
| se— | = &
UKURAN MODUL : 3x 3
TAMPAK DEPAN TAMPAK SAMPING KANAN
SKALA 1: 100 SKALA 1: 100
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Tipe - 36
=.
GAMBAR PROTOTIPE TIPE 38
KUDA-KUDA KAYU
ATAP SENG GELOMBANG /
FIBER SEMEN
NAMA GAMIBAR
TAMPAK BELAKANG TAMPAK SAMPING KIRI TAMPAK
SKALA 1: 100 SKALA 1: 100
SKALA 1100
NO._GAMBAR
A-1-02

Halaman 2 Dari 3
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|+ 4,380

BUBUNGAN SENG GELOMBANG / FIBER SEMEN

GORDING 60/120 = 900
KUDA-XUDA KAYU 607120

PAS BATA 1pc - & ps {l KIRAMIC 3)tn x Mien H
SLOCF 150/200 (210 BEGEL 08-150 — b il ot R
+ 0,000 0 9 L : TANAH URUG £ 0
- 0,300 | T f
=eh T
- 0,900 e -
T =100 " ] freeseseds jissssaey
4060/ 1060, 4060/
3.00 | 3.00
6.00
KUDA-XUDA BETCN
BUBUNGAN SENG GELOMBANG / FIBER SEMEN
SENG GELOMBANG / FIRER SEMEN
GORDING 60/120 = 900
o+ 4,380 [~ KATAN ANGN [~ KUDA-KUDA KAYU 600120 |
ol =
L+ 3,000 = =1~ =
1 | - - - - - - —h
|§;
f - u ) H
! KERAMK 30cw x 30en ||
MORTAR 3tn il
PASE PASANG S tn
= 0,000 10 TANAH URUG
L | (-
,—Ojoq,gdﬂﬂn (AU RE RIS R NI AN
- 0,900 !
2 4ressesi
21,100 T
3.00 L 3.00
6.00

SENG GELOMBANG 7 FIBER SEMEN

KETINGCIAN ATAP

BALOK RING 120/150 4#% BECEL 08.150

POTONGAN AA’

SKALA 1: 100

MUKA LANTAI
MUKA TANAH

KETINGGIAN ATAP

¢ BALOK RING 120/150 4@ BECEL 08.150

POTONGAN BB’
SKALA 1: 100

MUKA LANTA)
MUKA TANAH

CATATAN

_2\

UKURAN MODUL : 3x 3

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tipe - 36

GAMBAR PROTOTIPE TIPE 36
KUDA-KUDA KAYU
ATAP SENG GELOMBANG /
FIBER SEMEN

NAMA AR

POTONGAN

BRALA 1100

NC_GAMBAR

A-1-03

Halaman 3 Dari 3
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6.00 o0 CATATAN
3.00 300 . PAS. BATA 1pc: & ps KERAMIK 30cmx30cm
: - B’ : ¢ SLOOF 15emx20em 4@12 BEGEL @B8-150 MORTAR SPESI 3cm
-0.16 TRASRAM 30cm PASIR PASANG Scm
TERAS + 0,00 RUG (DIPADATKAN) Jl
-0.02 ATAP L
1 v
x , ,_J - 0,30
|/ | [we l: FONDASI
Kamar 1005 ¢33 TANAH URUG
=] . PAS. PONDAS! BATU KALI 1pc : & ps '11
e 1;[3:(.3..“. [ T AANSTAMPING 15-20cm
090 PAS. PASIR 5cm
/’ ) - UKURAN MODUL : 3x 3
- 110 DAL
|1so|
A \ A’ 300
; 600
Kamar Ruang
8. 8 Tidur 2 Makan FONDASI
® o semesbess oo nanis TiT SKALA 1: 30
|E§ SLOOF 15cmx20cm 4910 BEGEL #8-150 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
§ JARAK ANTAR BEGEL 15CM DAN PERUMAHAN RAKYAT
\ 45 JARAK SELIMUT BETON 15CM
8 Kamar Ruang o1 Pe.
) Tidur 1 Tamu
o PR hemsessss BALOK SLOOF
s SKALA 1: 10 @ .
A 150 Tipe - 54
l'
TERAS
002 DENAH KOLOM 15cmx1Scm 4910 BEGEL @8-150-
el 3 15 JARAK ANTAR BEGEL 15CM.
1 SKALA 1: 100 JARAK SELIMUT BETON DARI SISI LUAR- GAMBAR PROTOTYPE TIPE 54
B’ BEGEL 15MM KUDA-KUDA KAYU
| im ATAP SENG GELOMBANG /
] MORTAR 20mm KOLOM ¢ FIBER SEMEN
BATU BATA 11 x 22 x 55tm \LBATU BATA W11 x L22 x T5,5¢m 120 SKALA 1: 10
MORTAR 20mm NAMA AR
= [
§ § KOLOM : $5em x 15em ,3_ 5 RING BALOK 12cmx15cm 4910 BEGEL @8-150 DENAH
[+ '4 o
= = \=¥ SRALA 1100
[+ 4 [+ 4
2l |2 o RING BALOK 4o cavere
SKALA 1: 10 C-1-01

DETAIL KOLOM @_

Halaman 1 Dari 3
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TAMPAK DEPAN
SKALA 1: 100

CATATAN

UKURAN MODUL : 3 x 3

TAMPAK SAMPING KIRI
SKALA 1: 100

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tipe - 54

GAMBAR PROTOTYPE TIPE 54
KUDA-KUDA KAYU
ATAP SENG GELOMBANG /

TAMPAK BELAKANG
SKALA 1: 100

TAMPAK SAMPING KANAN
SKALA 1: 100

im

FIBER SEMEN
MNANA AR
TAMPAK
ALK T
NO._GAMBAR
C-1-02

Halaman 2 Dari 3
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—BUMBUNGAN SENG GELOMBANG/FIBER SEMEN
SO0AKUSA KAYV 60/129
&+ 6,400 o0 4 5 0,gy —— SENG GELOMBANGIFISER SEMEN KETINGGAN ATAP

- * 3,000 BALOK RING 120/150 4010 BEGEL #8-150
H 5
E i POTONGAN AA'
H SKALA 1: 100
H -
PAS BATA 1pc & KERAMIC 30cw x Mem | |
SLOOF 150/200 4810 BEGEL 98- Fde MORTAR Xn H
Y PASR PASANG 5 on 0 7| 0
+ 0,000 TANAH URUG £° 1 | MUKA LANTA!
0,300 ¥ Tt
s ' T‘ Ul L MUKA TANAH
- 0,900 1 PONDAS| BATU KAL!
4 ooy PASANGAN BATU KOSONG
T =100 ,0.60, ,0.60] 1060, PASANGAN PASIR
gy Gt 3.00 i | 3.00 "3
) 6.00 1
== SENG GELOMBANG / FIBER SEMEN
—BALOK NOK 60/120
- KUDA-KUDA XAYU 60/120
— GORDING 60/120 - 900 S0P3-S0P
4+ L,L00 3 T IMATAN ANEN KETINGGIAN ATAP
1 1
b — — . - —a+ . 1
& +3,000 | = - | BALOK RING 1207150 4810 BEGEL 96-150
POTONGAN BB’
SKALA 1: 100
P - KERAMK 3cn x 30cn
PAS. BATA 1pc: & ps KERAMK 30om x 3cn NORTAR 3cm
SLOOF 150/200 48% BEGEL #8-150 VORTAR Jn PASIR PASANG § cn
PASIR PASANG 5 ¢v, £ {o TANAH URLG
+ 0,000 URUS HUKA LANTAI
© = A T———— ——
= 0,300

CATATAN

]

UKURAN MODUL : 3 x 3

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tipe - 54

- 0,500 ey £l PONDAS! BATU KALI
>4 1351007+ S ¢ 101941, arenres: PASANGAN BATU KOSONG
Y2100 \ PASANGAN PASR

10.60, ,0.60, 0.60. 10.60,
) 3.00 1 3.00 ! 300 ]
9.00
im

GAMBAR PROTOTYPE TIPE 54
KUDA-KUDA KAYU
ATAP SENG GELOMBANG /
FIBER SEMEN
NAMA AR
POTONGAN
SKALA 1100
NO_GAMBAR
C-1-03

Halaman 3 Dari 3
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12.00

3.00

3.00

3.00

3.00

N

Kamar
Tidur 1

4.
e N

6.00
3.00 3.00
B’
-0,16
Teras
002
O
Ruang
Makan
|
Kamar
Tidur 2 m

e

oy

prossnns

-0,02

0,16

PAS. BATA 1pc: & ps JF
SLOOF 15¢cmx20cm 4912 BEGEL 8-150 —
TRASRAM 30cm — |

T

ATAP . 0,30
FONDASI

o= 050

1= 1.10

DENAH
SKALA 1: 100 @

—— KERAMIK 30cmx30cm
— MORTAR SPESI 3cm

PASIR PASANG 5cm
TANAH URUG [DIPADATKAN)

150

150

m

600

150

150

TANAH URUG

PAS. PONDASI BATU KALI 1 pc - & ps
AANSTAMPING 15-20cm

PAS. PASIR Scm

FONDASI @
SKALA 1: 30

—— SLOOF 15cmx20cm 49%0 BEGEL @8-150

JARAK ANTAR BEGEL 15CM
JARAK SELIMUT BETON 15CM

BALOK SLOOF Q
SKALA 1: 10

15 JARAK ANTAR BEGEL 15CM.
JARAK SELIMUT BETON DARI SIS! LUAR-
BEGEL 1SMM

KOLOM @
SKALA 1: 10

RING BALOK 12cmx15cm 4910 BEGEL 28-150

10

@»— KOLOM 15cmx15¢m 4910 BEGEL 98-150-
120 I
=

RING BALOK @
SKALA 1: 10

CATATAN

P

UKURAN MODUL : 3x 3

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tipe - 72

GAMBAR PROTOTYPE TIPE 72
KUDA-KUDA KAYU
ATAP SENG GELOMBANG /

FIBER SEMEN

MAMA AR

DENAH

NC_GAMBAR

H-1-01

Halaman 1 Dari 4
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TAMPAK DEPAN
SKALA 1: 100

0 0 0 O

TAMPAK SAMPING KANAN
SKALA 1: 100

CATATAN

1

UKURAN MODUL :3x 3

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tipe - 72

GAMBAR PROTOTYPE TIPE 72
KUDA-KUDA KAYU
ATAP SENG GELOMBANG /
FIBER SEMEN

NAMA GAMBAR

TAMPAK

SRALA 1100

im

NO. GAMBAR

H-1-02

Halaman 2 Dari 4
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TAMPAK BELAKANG
SKALA 1: 100

uf

TAMPAK SAMPING KIRI
SKALA 1: 100

CATATAN

s

UKURAN MODUL : 3 x3

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tipe - 72

GAMBAR PROTOTYPE TIPE 72
KUDA-KUDA KAYU
ATAP SENG GELOMBANG /
FIBER SEMEN

NAMA AR

TAMPAK

BKALA 1.100

im

NO_GAMBAR

H-1-03

Halaman 3 Dari 4
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TAMPAK BELAKANG
SKALA 1: 100

0 0

TAMPAK SAMPING KIRI
SKALA 1: 100

CATATAN

S~

UKURAN MODUL : 3x 3

KEMENTERIAN PEKERJAAN UNMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tipe - 72

GAMBAR PROTOTYPE TIPE 72
KUDA-KUDA KAYU
ATAP SENG GELOMBANG /

im

FIBER SEMEN
NAMA GAMBAR
TAMPAK
AR TT00
NO. GAMBAR
H-1-03

Halaman 3 Dari 4
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Bagian - D
PERSYARATAN POKOK TAHAN GEMPA

Persyaratan Pokok Tahan Gempa merujuk kepada Lampiran
II dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor OS5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan
Gedung.
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Bagian - E

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA BERLAKU IMB

Kepada
Yth. Walikota Bukittinggi
cq. Kepala DPMPTSPPTK

di Tempat

Nomor Do,
Perihal : Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku IMB

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Pemohon L ettt et aaeeaan

2. Alamat Pemohon S

3. Nomor L e ettt
KTP/SIM /Paspor

4. Nomor Telepon / HP L e

Sebagai pemilik bangunan gedung atau yang diberi kuasa oleh

pemilik bangunan gedung* dengan data sebagai berikut:

Nomor IMB PN
Tanggal Penerbitan IMB L e
Fungsi Bangunan Gedung PP PP

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku

IMB.

Demikian permohonan perpanjangan masa berlaku IMB ini kami
ajukan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang

berlaku.

.................. et eee e 20,

Pemohon,
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Bagian - F

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KELENGKAPAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PENERBITAN IMB

KOP SURAT DPMPTSPPTK

Kota Bukittinggi, .......ccccoevviiinaa.. 20...

Nomor e

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Pemohon Izin Mendirikan Bangunan Gedung
(IMB)

di-

tempat

Perihal : Pemberitahuan Kelengkapan Persyaratan Permohonan IMB

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan
permohonan IMB yang diajukan, perlu kami beritahukan bahwa
dokumen yang Saudara ajukan tersebut perlu dilengkapi (daftar
kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis
terlampir).

Dengan demikian pengajuan permohonan IMB Saudara
dikembalikan untuk dilengkapi.

Saudara dapat mengajukan kembali permohonan IMB setelah
melengkapi persyaratan administratif dan/atau  persyaratan
teknis.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas
perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala
DPMPTSPPTK,
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Lampiran I : Status Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Administratif

DATA PEMOHON

NO URAIAN KETERSEDIAAN CATATAN

1 |Isian formulir permohonan o Ada
IMB o Tidak Ada

2 |Fotokopi KTP pemohon o Ada
atau identitas lainnya o Tidak Ada

3 | Fotokopi dokumen |0 Ada
legalitas badan hukum (bila |0 Tidak Ada
pemohon adalah badan
hukum)

4 |Surat kuasa dari pemilik |oAda
bangunan  (bila pemohon |[oTidak Ada
bukan pemilik bangunan)

S | Surat bukti status hak atas |gAda
tanah o Tidak Ada

6 |[Fotokopi tanda bukti lunas
Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) tahun berjalan

7 | Surat pernyataan bahwa |0 Ada
tanah tidak dalam status |oTidak Ada
sengketa

® Sgrl;la;nfaatan PerJaI;ltl:E b Ada
b *Y |5 Tidak Ada
penggunaan tanah (bila
pemilik bangunan gedung
bukan pemegang hak atas
tanah)

9 |Data kondisi atau situasi |oAda
tanah o Tidak Ada

10 | Fotokopi Keterangan [0 Ada
Rencana o Tidak Ada
Kota (KRK)

11 | Surat pernyataan |oAda
untuk mengikuti ketentuan |oTidak Ada
dalam KRK

Keterangan : beri tanda ¥ pada kotak Ada atau Tidak Ada

berdasarkan hasil pemeriksaan

dokumen
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DOKUMEN / SURAT TERKAIT

NO URAIAN KETERSEDIAN CATATAN
Data perencana konstruksi o Ada
o Tidak Ada
Surat pernyataan o Ada

menggunakan desain prototipe |oTidak Ada

Surat pernyataan 0 Ada
menggunakan persyaratan o Tidak Ada
pokok tahan gempa

Surat pernyataan |0 Ada
menggunakan pelaksana |o Tidak Ada
konstruksi bersertifikat

Surat pernyataan
menggunakan
pengawas/manajemen
konstruksi yang bertanggung
jawab kepada pemohon

o Ada
o Tidak Ada

Data pengkaji teknis o Ada
o Tidak Ada

Keterangan :

beri tanda pada kotak Ada atau Tidak Ada berdasarkan
hasil pemeriksaan dokumen

nomor 1, 4, dan 5 untuk bangunan gedung baru dengan
kompleksitas sederhana yang dokumen rencana teknisnya
dibuat oleh perencana konstruksi, bangunan gedung baru
dengan kompleksitas tidak sederhana dan kompleksitas
khusus, bangunan gedung kolektif, bangunan prasarana,
dan bangunan gedung eksisting yang dimohonkan IMB
untuk  mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau

merawat bangunan gedung

Nomor 2 untuk bangunan gedung baru dengan
kompleksitas sederhana yang dokumen rencana teknisnya
menggunakan desain prototipe

Nomor 3 untuk bangunan gedung baru dengan
kompleksitas sederhana yang dokumen rencana teknisnya

dibuat sendiri oleh pemohon

Nomor 6, untuk bangunan gedung eksisting yang belum memiliki
IMB
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Lampiran II : Status Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Teknis

1. DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG

NO URAIAN KESESUAIAN CATATAN

1 | Kesesuaian fungsi/klasifikasi |0 Sesuai
bangunan gedung terhadap |oTidak Sesuai
peruntukan lokasi

2 Kesesuaian luas lantai dasar |gSesuai
bangunan gedung terhadap |oTidak Sesuai
KDB maksimum

3 Kesesuaian total luas lantai |o Sesuai
bangunan gedung terhadap |oTidak Sesuai
KLB maksimum

4 | Kesesuaian total luas [0 Sesuai
daerah hijau terhadap |[oTidak Sesuai
persyaratan minimum

S5 | Luas lantai basement o Sesuai
terhadap o Tidak Sesuai
KTB maksimum
Keterangan : beri tanda pada kotak Sesuai atau Tidak
Sesuai berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen

persyaratan teknis.



-33 -
2. RENCANA ARSITEKTUR

NO URAIAN KETERSEDIAAN CATATAN
Data Penyedia Jasa o Ada
1 | Perencanaan Arsitektur o Tidak Ada
oAda
2 | Gambar Situasi (Site Plan) o Tidak Ada
o Ada
3 | Gambar Denah o Tidak Ada
oAda
4 | Gambar Tampak o Tidak Ada
o Ada
5 | Gambar Potongan o Tidak Ada
o Ada
6 |Gambar Detail Arsitektur o Tidak Ada
e . o Ada
Spesifikasi Umum .
v Perampungan Bangunan Gedung 0 Tidak Ada
Keterangan : beri tanda pada kotak Ada atau Tidak Ada

berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan
teknis
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RENCANA STRUKTUR

NO URAIAN KETERSEDIAAN CATATAN

1 | Data Penyedia o Ada
Jasa Perencanaan Struktur |oTidak Ada

2 |Perhitungan Struktur [oAda
(Untuk Bangunan Gedung > 2 |oTidak Ada
Lt dan/atau Bentang
Struktur >6 m)

3 |Hasil Penyelidikan Tanah|o Ada
(Untuk Bangunan Gedung > 2|oTidak Ada
Lantai)

4 | Gambar Rencana Struktur [oAda
Bawah (Pondasi), termasuk |[oTidak Ada
detailnya

5 |Gambar Rencana |oAda
Struktur Atas (Kolom, Balok & |oTidak Ada
Plat), termasuk detailnya

6 |Gambar Rencana Struktur |oAda
Atap (Rangka & Penutup), |oTidak Ada
termasuk detailnya

7 | Spesifikasi Umum Struktur o Ada

o Tidak Ada

8 | Spesifikasi Khusus o Ada

Struktur (jika ada) o Tidak Ada

*Keterangan: beri tanda pada kotak Ada atau Tidak
Ada berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan
teknis
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RENCANA UTILITAS

NO URAIAN KETERSEDIAAN CATATAN

1 | Data Penyedia o Ada
Jasa o Tidak Ada
Perencanaan Utilitas

2 | Perhitungan Utilitas
(termasuk Kebutuhan Air, |oAda
Listrik, Limbah Cair & Padat, |oTidak Ada
Beban Kelola Air Hujan
dan Pemilihan Sistem)

3 | Gambar Sistem Sanitasi (Air [oAda
Bersih, Air Kotor, Limbah [oTidak Ada
Cair, Limbah Padat,
Persampahan)

4 | Gambar Jaringan Listrik

3 o Ada
(Sumber, Jaringan, .
o Tidak Ada
Pencahayaan dan
Penghawaan Buatan
S5 | Gambar Sistem Proteksi
. . o Ada
Kebakaran (Disesuaikan .
. .. o Tidak Ada
dengan tingkat risiko
kebakaran)
6 | Gambar Sistem Proteksi Petir |oAda
o Tidak Ada

7 | Gambar Pengelolaan Air |0 Ada
Hujan dan Sistem Drainase [oTidak Ada
dalam Tapak

8 | Spesifikasi Umum Utilitas |o Ada
Bangunan Gedung o Tidak Ada

*Keterangan: beri tanda pada kotak Ada atau Tidak
Ada berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan
teknis
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Bagian - G

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PENILAIAN DOKUMEN
RENCANA TEKNIS

KOP SURAT DPMPTSPPTK

Kota Bukittinggi, ...........oovnnaae 20.

Nomor e
Lampiran : 1 (satu) berkas
Kepada Yth.
Pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
di-

Tempat
Perihal : Pemberitahuan Hasil Penilaian Dokumen Rencana Teknis

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil penilaian dokumen rencana teknis pada
permohonan IMB yang Saudara ajukan, perlu kami
beritahukan bahwa dokumen rencana teknis tersebut belum
memenuhi kesesuaian dengan persyaratan teknis bangunan
gedung (daftar kesesuaian terlampir).

Dengan demikian pengajuan permohonan IMB Saudara
dikembalikan untuk diperbaiki.

Saudara dapat mengajukan kembali permohonan IMB setelah
memperbaiki dokumen rencana teknis sesuai dengan hasil evaluasi
dari kami.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas
perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala
DPMPTSPPTK,




1.

Lampiran I : Status Penilaian Dokumen Rencana Teknis

RENCANA ARSITEKTUR

-37 -

NO URAIAN KESESUAIAN CATATAN

. 0 Sesuai

Data Penyedia Jasa . .

1 Perencanaan Arsitektur |- Tidak Sesuai

5 Gambar Situasi / D?%Siais .

Rencana Tapak 0 lida esuat
0 Sesuai

3 | Gambar Denah o Tidak Sesuai
0 Sesuai

4 | Gambar Tampak o Tidak Sesuai
o0 Sesuai

5 | Gambar Potongan o Tidak Sesuai
0 Sesuai

6 | Gambar Detail Arsitektur|o Tidak Sesuai
Spesifikasi Umum 0 Sesuai

7 | Perampungan o Tidak Sesuai

Bangunan Gedung
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RENCANA STRUKTUR

NO URAIAN KESESUAIAN CATATAN
Data Penyedia Jasa o Sesual

1 Perencanaan Struktur 0 Tidak Sesuai
Perhitungan Struktur o Sesuai

2 (Untuk Bangunan Gedung > 2Lt |o Tidak Sesuai
dan/atau Bentang
Struktur >6 m)
Hasil Penyelidikan Tanah o Sesuai

3 (Untuk Bangunan Gedung o Tidak Sesuai
> 2 Lantai)
Gambar Rencana Struktur [oSesuai

4 Bawah (Pondasi), termasuk |oTidak Sesuai
detailnya
Gambar Rencana Struktur |oSesuai

5 Atas (Kolom, Balok & Plat), |oTidak Sesuai
termasuk detailnya
Gambar Rencana Struktur [oSesuai

6 |Atap (Rangka & Penutup), o Tidak Sesuai
termasuk detailnya

0 Sesuai

7 Spesifikasi Umum Struktur [oTidak Sesuai
Spesifikasi Khusus 0 Sesuai

8 b o Tidak Sesuai

Struktur (jika ada)

CATATAN:
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3. RENCANA UTILITAS

NO URAIAN KESESUAIAN CATATAN
1 |Perhitungan utilitas yang terdiri
dari perhitungan kebutuhan air )
bersih, kebutuhan listrik, [ S.esua1 .
penampungan dan pengolahan o Tidak Sesuai
limbah cair dan padat, dan beban
kelola air hujan
2 |Perhitungan tingkat kebisingan [0 Sesuai
dan/atau getaran o Tidak Sesuai
3 | Gambar sistem sanitasi yang .
.. - . . . .2 |o Sesuai
terdiri dari sistem air bersih, air Tidak S i
kotor, limbah cair, limbah . a esua
padat, dan persampahan
4 |[Gambar sistem pengelolaan air [0 Sesuai
hujan dan drainase dalam tapak |oTidak Sesuai
S5 [Gambar sistem instalasi listrik .
ang terdiri dari gambar sumber 0 Sesual
yane ar o Tidak Sesuai
listrik, jaringan, dan
pencahayaan
6 |Gambar sistem proteksi o Sesuai
kebakaran yang disesuaikan o Tidak Sesuai
dengan tingkat risiko kebakaran
7 | Gambar sistem penghawaan/ o0 Sesuai
ventilasi alami dan buatan o Tidak Sesuai
8 | Gambar sistem transportasi o Sesuai
vertikal o Tidak Sesuai
9 | Gambar sistem transportasi 0 Sesuai
horizontal o Tidak Sesuai
10 | Gambar sistem komunikasi 0 Sesuai
internal dan eksternal o Tidak Sesuai
11 | Gambar sistem o Sesuai
penangkal /proteksi petir o Tidak Sesuai
12 | Spesifikasi umum utilitas o Sesuai
bangunan gedung o Tidak Sesuai

CATATAN:
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Bagian - H

FORMAT SURAT PERSETUJUAN DOKUMEN RENCANA
TEKNIS

KOP SURAT DPMPTSPPTK

Kota Bukittinggi, ........cccoovviiiiaian 20....
Nomor E
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Persetujuan Dokumen Rencana Teknis

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil penilaian dokumen rencana teknis
pada permohonan

IMB yang diajukan oleh:
1. Nama Pemohon

2. Nomor KTP

.......................................................

3. Lokasi Bangunan yang diajukan IMB
0 Alamat

[0 Kelurahan

[1 Kecamatan

4. Nomor Permohonan
IMB

perlu kami beritahukan bahwa dokumen rencana teknis
tersebut telah memenuhi kesesuaian dengan persyaratan
teknis bangunan gedung dan disetujui (daftar kesesuaian
terlampir).

Demikian surat persetujuan ini kami sampaikan. Atas
perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Teknis
DPMPTSP,
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Lampiran : Status Penilaian Dokumen Rencana Teknis

1.

RENCANA ARSITEKTUR

NO URAIAN KESESUAIAN CATATAN
) Data Penyedia Jasa O Sesuai
P Arsitekt
erencanaan Arsitektur | Tidak Sesuai
Gambar Situasi / D Sesuai
2 |Rencana Tapak . .
O Tidak Sesuai
0O Sesuai
3 |Gambar Denah
O Tidak Sesuai
[0 Sesuai
4 | Gambar Tampak
O Tidak Sesuai
[0 Sesuai
5 | Gambar Potongan
O Tidak Sesuai
O Sesuai
6 | Gambar Detail Arsitektur
O Tidak Sesuai
Spesifikasi Umum [0 Sesuai
7 | Perampungan
Bangunan Gedung O Tidak Sesuai
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(jika ada)

2. RENCANA STRUKTUR
NO URAIAN KESESUAIAN CATATAN
Data Penyedia Jasa [ Sesuai
Lip Strukt
erencanaan Struktur 00 Tidak Sesuai
Perhitungan Struktur (Untuk |g gesuai
2 |Bangunan Gedung > 2 Lt
dan/atau Bentang Struktur |U Tidak Sesuai
>6 m)
Hasil Penyelidikan Tanah 0 Sesuai
3 |[(Untuk Bangunan Gedung >
2 Lantai) O Tidak Sesuai
Gambar Rencana Struktur 0 Sesuai
4 |Bawah (Pondasi), termasuk
Gambar Rencana Struktur 0 Sesuai
5 |Atas (Kolom, Balok & Plat),
termasuk detailnya O Tidak Sesuai
Gambar Rencana Struktur 0 Sesuai
6 |Atap (Rangka & Penutup),
termasuk detailnya O Tidak Sesuai
[0 Sesuai
7 | Spesifikasi Umum Struktur
O Tidak Sesuai
s Spesifikasi Khusus Struktur |UJ Sesuai
O

Tidak Sesuai

CATATAN:
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3. RENCANA UTILITAS
NO URAIAN KESESUAIAN CATATAN
1 | Perhitungan utilitas yang
terdiri dari perhitungan
kebutuhan air bersih, [0 Sesuai
kebutuhan listrik, [0 Tidak Sesuai
penampungan dan
pengolahan limbah cair dan
padat, dan beban kelola air
hujan
2 |Perhitungan tingkat 0 Sesuai
kebisingan dan/atau
getaran O Tidak Sesuai
3 | Gambar sistem sanitasi yang
terdiri dari sistem air bersih, [ Sesuai
air kotor, limbah cair, limbah 0 Tidak Sesuai
padat, dan persampahan
4 |Gambar sistem pengelolaan air |4 gegquai
hujan dan drainase dalam
tapak O Tidak Sesuai
S |[Gambar sistem instalasi listrik
yang terdiri dari gambar O Sesuai
sumber listrik, jaringan, dan [0 Tidak Sesuai
pencahayaan
6 |[|Gambar sistem proteksi .
kebakaran yang disesuaikan H Sesuai
dengan tingkat risiko O Tidak Sesuai
kebakaran
7 | Gambar sistem penghawaan/ 0 Sesuai
ventilasi alami dan buatan
O Tidak Sesuai
8 | Gambar sist.em ' O Sesuai
transportasi vertikal
O Tidak Sesuai
9 [Gambar sispem . O Sesuai
transportasi horizontal
O Tidak Sesuai
10 Gambalr sis-t(?m 0 Sesuai
komunikasi internal dan
eksternal 0 Tidak Sesuai
11| Gambar sistem . 0 Sesuai
penangkal /proteksi
petir 0 Tidak Sesuai
12 | Spesifikasi umum utilitas [0 Sesuai
bangunan gedung
O Tidak Sesuai




I.1.

[.2.

I.3.

I.4.

I.5.

I.6.

I.7.

[.8.

[.9.

I.10.
I.11.

I.12.

I.13.
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Bagian - I

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN
GEDUNG SEDERHANA YANG DOKUMEN RENCANA TEKNISNYA
DIBUAT OLEH PERENCANA KONSTRUKSI ATAU
BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA BUKAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN

GEDUNG SEDERHANA YANG MENGGUNAKAN DESAIN
PROTOTIPE
BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN
GEDUNG SEDERHANA 1 (SATU) LANTAI YANG
DOKUMEN RENCANA TEKNISNYA DIBUAT SENDIRI OLEH
PEMOHON

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN
GEDUNG SEDERHANA UNTUK KEPENTINGAN UMUM

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN
GEDUNG TIDAK SEDERHANA UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN
BANGUNAN GEDUNG KHUSUS

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN
GEDUNG SEDERHANA EKSISTING

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN
GEDUNG TIDAK SEDERHANA DAN BANGUNAN GEDUNG
KHUSUS EKSISTING

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB UNTUK
MENGUBAH, MEMPERLUAS, MENGURANGI, DAN/ATAU
MERAWAT BANGUNAN GEDUNG BUKAN UNTUK KEPENTINGAN
UMUM

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB UNTUK
MENGUBAH, MEMPERLUAS, MENGURANGI, DAN/ATAU
MERAWAT BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN UMUM

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BERTAHAP

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN
GEDUNG BUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SECARA
KOLEKTIF

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN
GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN UMUM SECARA KOLEKTIF

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB
BANGUNAN PRASARANA
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[.1. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA YANG DOKUMEN RENCANA TEKNISNYA
TIDAK SEDERHANA BUKAN UNTUK

DIBUAT OLEH PERENCANA KONSTRUKSI ATAU BANGUNAN GEDUNG
KEPENTINGAN UMUM
Dikembalikan (—}Tidak L
Permohonan Pemberian i
! KRKdan KRK dan Peritbiatn i \A Pemeriksaan Penilaian
}| penyerahan penyampai- Denl‘( . Kelengkapan dan Penyerahan Buki Penerbitan IMB
| surat an informasi R° umen : : | Pengajuan Persyaratan | asistensi Perestiim Pembayaran oleh
{| pernyataan persyaratan > :n:a_n 2 [p{ Permohonan {3/ Administratif | Tidak ~>| perbaikan > 1o tuiis Retribusi IMB > DPMPTSPPTK/
untuk administratif S HE IMB & Teknis Lengkap dokumen Kecamatan*
mengikuti & teknis e - - rencana
ketentuan Dilengkapi teknis N
KRK HE Persyaratan
i & | Administratif & Penetapan Nilai
Teknis Retribusi IMB PenerimaanIMB
oleh Pemohon
\4
Pemberitahuan PeggaRmeal‘lan
Nilai Retribusi Panib
IMB embayaran
Retribusi IMB
< e
P Oleh DPUPPR
ehPemohon | | ppyprspprk | | O'"Pemohon |1 ol Pemohon Oleh DPMPTSPPTK atau didelegasikan ke Kecamatan Oleh Pemohon
Di Kantor DPMPTSPPTK Di Kantor DPMPTSPPTK / Kecamatan
Proses
Prapermohonan IMB Proses Permohonan IMB Proses Penerbitan IMB




[.2.

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN

PROTOTIPE

- 46 -

GEDUNG SEDERHANA YANG MENGGUNAKAN DESAIN

Dikembalikan

Tidak Lengkap

—

Permohonan Pemberian KRK
dan penyampai- Pengajuan
KRK dan : 2
penyerahan aninformasi |::| Permohonan Pemeriksa-an Lenaka/
stirat persyaratan | IMB 1> { Keleng-kapan LS T'g kp
pernyataan administraifs,  : : Sy - el b, L l 7(
Uik teknis, dan Dllengkapl Adminlsﬁ:a-tif engkap Penyerahan B ukti Penerbitan IMB
mengikuti pilihan desain e & Isknis : Pembayaran oleh DPMPTSP
ketentuan KRK prototipe Administratif & Konfirmasi Persetujuan Retribusi IMB > PTK/
Teknis Desain Prototipe Kecamatan*
Lengkap ke pemohon Tertulis
Penetapan Nilai
Retribusi IMB Penerimaan IMB
oleh Pemohon

\1/ Pengambilan

Pemberitahuan Pe?r'l(bRaI;afan

Nilai Retribusi | —3| Retribusi IMB

IMB
( )
Oleh Pemohon Oleh DPMPTSPPTK atau didelegasikan ke Kecamatan Oleh Pemohon

Oleh Pemohon

| Oleh DPUPR/

DiKantor DPUPR/ DPMPTSPPTK

| |

Di Kantor DPMPTSPPTK / Kecamatan

Proses
Prapermohonan IMB

Proses Permohonan IMB

Proses Penerbitan IMB
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Di Kantor DPMPTSPPTK

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA 1 (SATU) LANTAI YANG
DOKUMEN RENCANA TEKNISNYA DIBUAT SENDIRI OLEH PEMOHON
Dikembalikan jg—noak Lengkap
Permohonan Pemberian £
KRK dan KRK dan Pembuatan il \ 7 Pemeriksaan Penilaian
penyerahan penyampai- De ":( i Kelengkapan dan Penyerahan Bukii Penerbitan IMB
surat an informasi Rznl::?:: : 1| Pengajuan Persyaratan asistensi FerestiiE Pembayaran A
pernyataan persyaratan > ot =>> Permohonan 3| Administratif perbaikan [—>| Tertulis Retribusi IMB DPMPTSPPTK/
untuk administratif o HE IMB & Teknis : | dokumen Kecamatan*
mengikuti & teknis = : : | rencana
:| ketentuan Dilengkapi 1| teknis y, N
: KRK Persyaratan -
: Administratif & : Penetapan Nilai
E Teknis Retribusi IMB PenerimaanIMB
: \1’ oleh Pemohon
Pemberitahuan Pe;gaRgbsi‘lan
Nilai Retribusi
. . IMB Pembayaran
: Retribusi IMB
< Yaur
Oleh DPUPPR
Oleh Pemohon | | poypreppry | | OlehPemohon | | 516 pemohon Oleh DPMPTSPPTK atau didelegasikan ke Kecamatan Oleh Pemohon

Di Kantor DPMPTSPPTK / Kecamatan

Proses

Prapermohonan IMB

Proses Permohonan IMB

Proses Penerbitan IMB




L.4.
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BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN

GEDUNG SEDERHANA UNTUK KEPENTINGAN UMUM

EEEEEEEEE NSNS EE NSNS NN NN NN NS SN NN NN EEEE TN NN NI NN NN NN NN A I NN SN NN NN NI NN NN NN NN NN NN SN NN NN ENEEEEEEEEEEEE)

DiKantor DPUPR & DPMPTSPPTK

: L L L [ ]
[ L Lo ]
: 2 Dikembalikan e :
. b~ . =
Permohonan Pemberian ‘L E Pengajuan . =
| KRKdan KRK dan % |Permohonan| | pemeriksaan - Tidak Sesuai .
:| penyerahan | | penyampaian Perlu \(usk |Pembuatan | —MB__{ | Kelengkapan :
suratt ‘ informatsi perizinan/ Dokumen |& ng:;zgz; Ili’grsiyara'rta::f . .
.| pernyataan P persyaratan Rencana ministrafi - i :
| untuk administratif o " |3 |administratf& i : ] :
. o asilain? Teknis |« ; . | Tidak .
:| mengikuti & teknis ~ teknis . Sesual Sesuai :
=| ketentuan » . o Penerbitan | :
- KRK A - . Penetapan Nilai pegxfnrgg;g rg:ku N IMB oleh :
- . - Retribusi IM8 Retribusi IMB DPMPTSP | :
. b . T PTK :
" - . @
: Ya . Lengka l
E E 3 P Pe;l:::;l:ok. \ 4 Pengambilan :
= - Teknis S Pemberitahuan > SKRD & Penerimaan | -
: \ 4 - e;se;:{;.lsal Nilai Retribusi Pembayaran IMBoleh | -
Pengurusan Perizinan E yrm— (TABG IMB Retribusi IMB Pemohon
. dan/ atau rekomendasi - o memberikan .
- sesuai ketentuan * - i= | pertimbangan -
- - . teknis) .
: 2 :: :
;---llllll-l--l-ll-lllll-llllllll--l-llll--l|lllllll\-ll-llll-ll-lll-l-Illll-lll-l"""""""""""""""""""""""""""""""""""""
< 1 hari > < 2 hari > < 2hari >
Oleh Pemohon géaﬂgggﬁﬁ(ﬂ Oleh Pemohon pegg;na Oleh Pemohon|| Oleh DPMPTSPPTK | | Oleh Tim Teknis DPMPTSPPTK & TABG Oleh DPMPTSPPTK| [ Oleh Pemohon

DiKantor DPMPTSPPTK

Proses Prapermohonan IMB

Proses Permohonan IMB

Proses Penerbitan IMB




[.5. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN
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DAN BANGUNAN GEDUNG KHUSUS

GEDUNG TIDAK SEDERHANA UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Dikembalikan

v

Di Kantor DPUPR & DPMPTSPPTK

[] : E
; . :
[] : :
: Pemberian % | Pengajuan
B KRK dan - Permohonan Pemeriksaan Tidak Sesuai .
;| penyerahan | |penyampaian Perlu sk |Pembuatan | = |—IMB__ Kelengkapan :
E surat \ informasi perizinan/ Dokuman "; Dilengkapi Persyaratan .
«| pernyataan B2 persyaratan rekomend Rencana [ Persyaratan Administratif :
. untuk administratif ; = |administratif & i .
. . asi lain? Teknis | u . .
=| mengikuti & teknis ~ teknis .
=| ketentuan ~ — Penerbitan | =
. KRK A - Penetapan Nilai Pegyerghan Bukti IMB oleh )
= - embayaran -
: 3 Retribusi IMB Retribusi INB DPMPTSP | :
: E Lengkap/ PTK :
: - Tidak ¢ :
. - Lengka - ilai - -
: 3 ‘? y - Pe;::::un?k Pengambilan :
E E S Persetuiumn Pemberitahuan 9 SKRD & Penerimaan :
: 5 J Nilai Retribusi Pembayaran IMBoleh | -
E Pengurusan Perizinan E Lengkp  a® (TABG L [ Retribusi IMB | Pemohon
. dan/ atau rekomendasi - - memberikan .
. sesuai ketentuan * - s+ | pertimbangan :
: - i teknis) :
. - . .
N NN NI EEE NI EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEssdEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEuet iR EEEE NN NN NN NN NN NN NN EEEEE NN NN NN EEEEENEEEEEEEEEEEEEEEEY
1 hari 1-8Lt. : 8 hari 1-8LL. : 2 hari m
< > < >8Lt. : 25 hari >8 Lt. : 3 hari > -
Oleh Pemohon | [OLEHDPUPR § Oleh Pemohon Oleh Oleh Pemohon | |Oleh DPMPTSPPTKPTK | | Oleh Tim Teknis DPMPTSPPTK & TABG | | OlehDPMPTSPPTK | | Oleh Pemohon
DPMPTSPPTK perencana

Di Kantor DPMPTSPPTK

Proses Prapermohonan IMB

Proses Permohonan IMB

Proses Penerbitan IMB
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BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA EKSISTING

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

perbaikan rekomendasi perbaikan
: dan/atau  |:: i dan/atau
pe:Lgubahsuaia\ € bpengubahsn;:lan
: angunan  |:: ; e angunan gedung
: gedung  |i: Dikembalikan |e—- ook -engkap i
Pemeriksaan
: \ 4
: Kelengkapan Pengkajian ;
y :: [ Pengajuan Fersyaraton teknis BG Kondisi Tk PenyerahanBukti | | Ppenerbitan IMB
: d n;(eny apt ;::dt +>| Permohonan > Administratif dalam gangan Persetujuan Pembayaran dan SLF oleh
[ sngan - IMB & Teknis rangka - Tertulls RetribusiIMB [ DPMPTSPPTK
enerbitan pemenuhan
; b;:gt:nmg“ Dilengkapi P SLF \L
eksisting Per§y.arata.n :
- Administratif & i Penetapan Nilai
: Teknis tH Retribusi IMB
h PenerimaanIMB
: dan SLF oleh
\1/ Pemohon
Pemberitahuan RSy
: Nilai Retribusi SR &
- IMB —>| Pembayaran
Retribusi IMB
( 1 hari ) Luas BG's.d 100m2 =7 hari
Luas BG s.d 500 m2 =10 hari
Oleh Pemohon G Rendhon Oleh DPMPTSPPTK Oleh Tim Teknis DAMPTSPPTK | | Oleh DPMPTSPPTK Oleh Pemohon

Di Kantor DPMPTSPPTK

Proses
Prapermohonan IMB Proses Permohonan IMB Proses Penerbitan IMB
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BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA DAN BANGUNAN GEDUNG KHUSUS

EKSISTING
T ORI U AR R R
: perbaikan | : rekomendasi perbaikan :

danfatau | &: sie dan/atau :
pengubahsuaian ) i pengubahsuaian
bangunan . i bangunan gedung
iy Dikembalkan |e— ook -engkp
Pemeriksaan
s v Kelengkapan Pengkajian
i+y| Pengajuan Persyaratan teknis BG kondisi fisik Verlfikasi O\ Sesuai [TRERGRETIEI Penyerahan Bukd Penerbitan IMB
Permohonan [ Administratif —> dalam i > dokiimen éan croMnoncas Persetujuan Pembayaran N dan SLF oleh
Pemohon IMB & Teknis rangka > Cinieiian aoandin penerbslta:"‘B& —> Tertulis Retribusi IMB DPMPTSPPTK
i penerbitan pemenuhan pang L
d n;enylapke:: . Dilengkapi SLF
0 :men torkak Persyaratan \ 4 A
b engan Administratif & Penetapan Nilai
&duar:l g::;gti Teknis Retribusi IMB
& g » PenerimaanIMB
dan SLF oleh
SuratPernyataan | | \/ Pemohon
: Laik Fungsi Pemberitahuan Pegg;fgbsl.lan
: Nilai Retribusi > Pembayaran
= Retribusi IMB
C w ) ( )
Oleh Pemohon : = ; : :
Oleh Pemohon Oleh DPMPTSPPTK Oleh Penyedia Jasa Pengkaji Teknis Oleh Tim Teknis DPMPTSPPTK Oleh DPMPTSPPTK Oleh Pemohon
DiKantor DPMPTSPPTK |
Proses
Prapermohonan IMB Proses Permohonan IMB Proses Penerbitan IMB
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[.8 BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB UNTUK MENGUBAH, MEMPERLUAS, MENGURANGI, DAN/ATAU MERAWAT
BANGUNAN GEDUNG BUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

: — Dikembalikan & - E
: \1, . Tidak H .
Pembuatan | &= S : :
: Dokumen | =2 Pengajuan ¥ Penerbitan | *
= | Permohonan Pemberian Rencana Teknis Parrchomr : . Pemberitahuan Penyera.han IMB oleh
«[ KRKdan KRK dan dengan o : Pemeriksaan Lengkap \ & * Nilal Retribusi I Bukti .
. : timbang| *:| Dilengkapi || y . Dok. DPMPTSP | -
*| penyerahan penyampaian | | mempertimbang/ , - Kelengkapan | Tidak > IMB Pembayaran PTK ;
: surat informasi [ kanhasil 5 Persyaratan | | persyaratan Lengkap /" t5réien| Tk Retribusi IMB :
*| pernyataan persyaratan pengkajian | . Administraf& | | Agministratf .t cunis T :
| untuk administraif & | | teknis bangunan| 3| Teknis & Teknis i ‘l’ :
»| mengikuti teknis gedung " _ . Penetapan .
+ \ketentuan KRK eksisting " T Nilai Retribusi Pengambilan -
. P "y Penerimaan | .
: 25 - L 5 SKRD& IMBoleh |
: : ¥ Is ':?: a'i iy Pemooh:n :
: ¥ b1\ sesuai // Tk Sesu Retribusi IMB .
T Sesual o |Persetujuan :
: . :; tuli :
‘lllllllllllllllIlIIlllllllllIlllllIIllIIIIl:.lllllllllllllIIIIIllllllllllllllllllllll‘ 'llllIlIIlllllllllllllIlIllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:
o )
OLEH DPUPR &
Oleh Pemohon DPYETSORTK Oleh perencana Oleh Pemohon Oleh DPMPTSPPTK Oleh Pemohon
Di Kantor DPUPR &DPMPTSPPTK Di Kantor DPPMPTSPPTK
Proses Prapermohonan IMB Proses Permohonan IMB Proses Penerbitan IMB
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[.9. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB UNTUK MENGUBAH, MEMPERLUAS, MENGURANGI, DAN/ATAU MERAWAT
BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN UMUM

IIIIIIIIIIIlllllllllIIIIIIlllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:ﬁ'-'-'---"------"--"'.----I;IIIIIIIlllllIIIIIIIIIIIIIIIllllIIIIIIIIllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.
: ,L - Dikembalikan " -
E Pembuatan ' E
. Dokumen |[:* :
= [Permohonan| | Pemberian Rencana |::| Pengajuan :
*| KRKdan KRK dan Teknis |- :|Permohonan| | pemeriksaan Tidak Sesuai .
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BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BERTAHAP
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[.11. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG BUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SECARA KOLEKTIF
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[.12. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN UMUM SECARA KOLEKTIF
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.13. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN PRASARANA
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Bagian - J

FORMAT DOKUMEN IMB

WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
WALIKOTA BUKITTINGGI,

Membaca Permohonan Izin Mendirikan Bangunan
Nomor e
Nama pemohon / Pemilik T e
bangunan gedung
Alamat PPt
Untuk : Membangun baru/mengubah/ memperluas/
mengurangi/ merawat bangunan gedung
Fungsi bangunan gedung PPN
Jenis bangunan gedung PPN
Nama bangunan gedung L e
Luas bangunan gedung PPN
Di atas tanah PP
Luas tanah L e
Atas nama/Pemilik tanah T e
Terletak di L e
Menimbang Bahwa  setelah memeriksa (mencatat/meneliti, mengkaji dan
menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan
gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka
terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang dimaksud
dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam
lampiran Keputusan ini.
Mengingat 1. | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

2. | Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

3. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

4. | Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;

5. | Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 — 2030
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2017;

6. | Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Bangunan Gedung;
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Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,;

(lain-lain)

Memperhatikan :

Pertimbangan dari :

ocukrwhr

Instansi teknis pembina tata ruang/tata ruang nomor....... tanggal .....
Instansi teknis pembina pertahanan nomor....... tanggal......

Pejabat Pembuat Akte Tanah nomor....... tanggal......

Instansi terkait lainnya nomor.......... tanggal......

Hasil dengar pendapat publik, tanggal...............

Pertimbangan teknis Tim Ahli Bangunan Gedung nomor...... tanggal...

Menetapkan

MEMUTUSKAN

1. Pemberi Izin Mendirikan Bangunan Gedung kepada :

Nama pemohon
Atas nama pemilik
Bangunan gedung

Alamat :

Untuk : Membangun baru/mengubah/
memperluas/ mengurangi/merawat
bangunan gedung sebagaimana

dijelaskan dalam gambar situasi
Lampiran A dan rencana teknis, meliputi
gambar arsitektur, gambar kostruksi
bangunan gedung, dan gambar utilitas
(mekanikal dan elektrikal), pembekuan
dan pencabutan IMB lampiran C, dan
penghitungan besarnya retribusi IMB
Lampiran Keputusan ini;

2. Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebagaimana

dimaksud dalam lampiran D, Keputusan ini sebesar :

a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan P Rpec
Bangunan gedung.

b. Retribusi administrasi IMB.*) CRpec

c. Retribusi penyediaan formulir *Rpeceeeiiiien +
Jumlah ... Rp.ioiiiie
(Terbilamng. ..cocouieeieie e )

*) Untuk perubahan IMB atas nama permintaan pemilik.

. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

. Hal — hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan
kemudian;

. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan.

. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal

KEPALA DPMPTSPPTK KOTA BUKITTINGGI
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Lampiran A
Keputusan Walikota Bukittinggi
[\[o]17[o] tanggal ..........ccccvvvvieeennnn.

FUNGSI DAN KLASIFIKAS| BANGUNAN GEDUNG

Fungs: bangunan gedung @ S05AL DAN BUDAYA

Jenis bangunan gedung . ¢ RUMAR SAHKIT

Mzama bangunan gedung . RUMAH SAKIT TULANG HOLIHOL!

Atas nama/Pemilik o YAYASAN RIRASHIPAS

Indeks

1000 BANGUNAN GEDUNG
1100 LINGKUP PEMBANGUNAN
1110 Pembangunan baru 1,00
1200 FUNGSI
1240  Sosal dan Budaya ! Rumah Sakil 1,00
1300 KLASIFIKASI
1310 Kompleksitas 0,25
1313 Khusus 1.00
1320 Permanensi 0,20
1323 Permansn 1.00
1330 Risiko kebakaran 0,15
1332 Sedang 0,70
1340 Zonasi gempa 0,15
1343 Zona lll / sedang 0,70
1350 Lokasi (kepadatan bangunan gedung)} 0,10
1352  Sedang 0.70
1360 Ketinggian bangunan gedung 0,10
1362 Sedang 0,70
1370 Kepemilikan 0,05
1373 Badan Usaha 1,00

1400 WAKTU PENGGUNAAN
1430 Tetap 1,00
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Lampiran B
Keputusan Walikota Bukittinggi
NOmor ......ccveeen. tanggal .......occvevieiiiinnnnn,

GAMBAR SITUASI
PETA SITUASE SKALA 1: 1000
RT/RK/RWN : PERMOHONAN DARI
KELURAHAMDESA : LOKASI
KECAMATAN LLIAS TANAH
KARUPATENIKOTA ROMOR/STATL S HAK ATAS TANAH
NOMOR BERKAS
LOKASH YANG OIFENCANAKAN

PETA IKHTISAR SKALA | © 20.000

INSTANSI TEKNIS PENMBINA TATA RUANG / TATAKOTA
FROVINS! | KABUPATEN [ KOTA oo
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Lampiran C
Keputusan Walikota Bukittinggi

PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

1. Syarat-syarat :

a. IMB dibekukan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak
peringatan ketiga atas pelanggaran, pemilik bangunan gedung tidak melakukan
perbaikan.

b. IMB dicabut jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak
dikenakan sanksi atas pelanggaran, pemilik bangunan gedung tidak melakukan
perbaikan dan/atau penyelesaian atas sangksi yang dikenakan.

2. Catatan Perkembangan IMB :

Dibekukan pada tanggal
Dicabut pada tanggal
Dipecahkan pada
Lain-lain

paoop

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

KEPALA DINAS DPMPTSPPTK KOTA BUKITTINGGI

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth,:
1. Walikota Bukittinggi
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Bagian - K

SURAT PERNYATAAN PEMILIK BANGUNAN GEDUNG AKAN
MELAKSANAKAN KONSTRUKSI DENGAN BERPEDOMAN
PADA PERSYARATAN POKOK TAHAN GEMPA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama ettt ettt e,
Nomor KTP/SIM /Paspor P
Nomor IMB L ettt ettt e eaaan

dengan ini menyatakan bahwa:

1.

Adalah benar bahwa saya adalah pemilik bangunan
gedung sesuai keterangan di dalam dokumen IMB.

2. Saya akan melaksanakan konstruksi bangunan gedung
sesuai dengan dokumen rencana teknis yang telah
disahkan.

3. Saya akan melaksanakan konstruksi bangunan
gedung dengan berpedoman pada persyaratan pokok
tahan gempa.

4. Saya bersedia bila pengkaji teknis dari DPMPTSPPTK
melakukan pengkajian teknis atas bangunan gedung
milik saya pada saat pelaksanaan dan paska
konstruksi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan

sebenarnya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak

manapun juga.

Pemilik Bangunan
Gedung,



- 64 -

Bagian - L
SURAT PERNYATAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI YANG TERSISA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama L
No. KTP/SIM /Paspor PP
No. Permohonan IMB e

Selaku pemilik bangunan gedung :

Alamat L
Kelurahan LS
Kecamatan L ettt ettt eeeeiiiieeereeneneraaaaas
Status Kepemilikan Tanah L e
Nomor Bukti Kepemilikan PP
Nama Pemilik Tanah e

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya Dbertanggungjawab penuh terhadap pembangunan
pondasi dan bangunan yang berdiri.

2. Saya mengetahui bahwa setelah saya memperoleh IMB
Pondasi, maka saya memiliki kewajiban membayar retribusi IMB
Pondasi berdasarkan sebagian nilai retribusi yang dihitung
sementara oleh pemerintah daerah.

3. Saya akan membayar nilai retribusi IMB tersisa sesuai
perhitungan terakhir paling lambat 1 bulan setelah penerbitan
dan pemberitahuan penetapan nilai retribusi terbaru (Surat
Keterangan Retribusi Daerah) yang disampaikan kepada saya.

4. Jika saya tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan,
maka saya bersedia dikenakan sanksi:

a. Membayar denda sebesar 10% dari total nilai retribusi IMB
yang ditetapkan.

b. Mengurus kembali IMB dengan prosedur dan persyaratan
awal, setelah masa berlaku pembayaran retribusi IMB
telah habis (1 bulan).

c. Dimasukkan ke daftar hitam pemohon IMB untuk jangka
waktu 1 tahun.

WALIKOTA BUKITTINGGI,
dto

M. RAMLAN NURMATIAS
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Bagian - B

Bagian - C
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Bagian - E
Bagian - F

Bagian - G
Bagian - H
Bagian - I

Bagian - J
Bagian - K
Bagian - L
Bagian - M

Bagian - N

Bagian - O

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG BANGUNAN
GEDUNG

KELENGKAPAN PENYELENGGARAAN TABG

BERKAS UNDANGAN

FORMAT NASKAH KODE ETIK TABG

FORMAT SURAT PERMOHONAN USULAN NAMA CALON
ANGGOTA TABG UNSUR DINAS PUPR DAN INSTANSI TEKNIS
TERKAIT

FORMAT SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TABG

FORMAT UNDANGAN CALON TABG

FORMAT SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN
ANGGOTA TABG

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR TENTANG
PENUGASAN RUTIN TAHUNAN ANGGOTA TABG

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR TENTANG
PENUGASAN INSIDENTAL ANGGOTA TABG

DAFTAR SIMAK PENGKAJIAN PEMENUHAN PERSYARATAN
TEKNIS

FORMAT JADWAL SIDANG TABG

FORMAT SANKSI TEGURAN BAGI ANGGOTA TABG

FORMAT SANKSI PERINGATAN BAGI ANGGOTA TABG

FORMAT SANKSI PEMBERHENTIAN BAGI ANGGOTA TABG
FORMAT SANKSI PEMBERHENTIAN DAN DIKELUARKAN DARI
BASIS DATA BAGI ANGGOTA TABG

FORMAT BASIS DATA AHLI BANGUNAN GEDUNG

TENTANG



A.l

A.2

Bagian - A

BERKAS UNDANGAN

FORMAT SURAT UNDANGAN SEBAGAI
KABUPATEN/KOTA LAIN DI INDONESIA

NARASUMBER KEPADA TABG

FORMAT SURAT UNDANGAN PEREKRUTAN KEPADA TABG

KABUPATEN/KOTA LAIN DI INDONESIA



Bagian - A
BERKAS UNDANGAN

A. 1 FORMAT SURAT UNDANGAN SEBAGAI NARASUMBER KEPADA TABG
KABUPATEN/KOTA LAIN DI INDONESIA

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

Bukittinggi, .......cceeeennnne.
Nomor
Lampiran
Kepada Yth.

(undangan terlampir)

di-

tempat
Perihal : Permohonan menjadi narasumber Tim Ahli Bangunan Gedung

Kota Bukittinggi

Sehubungan akan diselenggarakannya sidang TABG bangunan gedung untuk
kepentingan umum dengan fungsi bangunan.............c.coceeveiene.. di Kota
Bukittinggi, @maka dengan ini kami  bermaksud mengundang
Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi narasumber pada sidang tersebut yang
akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal
Tempat
Waktu

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian, dukungan dan kesediaan
Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Bukittinggi, .....cocovvviviiiiiniinen.
WALIKOTA BUKITTINGGI,

Tembusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah

2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



A.2 FORMAT SURAT UNDANGAN PEREKRUTAN KEPADA TABG
KABUPATEN/KOTA LAIN DI INDONESIA

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

Bukittinggi, ........ccocveenens
Nomor
Lampiran
Kepada
Yth. Bupati/Walikota.................
Di
Perihal : Perekrutan Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Bukittinggi

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung, dan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun
2015 tentang Bangunan Gedung, dengan ini menyampaikan kebutuhan Tim
Ahli Bangunan Gedung yang dibutuhkan dari basis data Kota Bukittinggi,
serta memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung
Kota Bukittinggi Tahun ..... melalui proses pembentukan yang
diselenggarakan oleh Panitia yang ditunjuk dengan Keputusan Walikota

Bukittinggi Nomor ............. Tanggal .........ccoooeiiiiiiin.

Adapun penjelasan, persyaratan, dan ahli bangunan yang dibutuhkan adalah

sebagaimana pada lampiran surat ini :
1. Dokumen Penjelasan terdiri dari :

a. Leaflet Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung.

b. Persyaratan Calon Anggota TABG sesuai dengan persyaratan teknis

keprofesian/kepakaran TABG.

2. Daftar kebutuhan TABG Kota Bukittinggi



3. Pengisian formulir terdiri dari :

a. Formulir Surat Permohonan untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan

Gedung.
b. Formulir Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae).
4. Mendaftar dan memasukkan Dokumen Pendaftaran.
5. Mengikuti proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung.

Jadwal kegiatan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. (tanggal) - (tanggal) Penyampaian Surat Dokumen
Pendaftaran oleh Panitia

2. TR Pendaftaran dan pemasukan Dokumen
Pendaftaran

3 _ Proses penilaian oleh Panitia.

4 _ Penetapan nama-nama anggota Tim Ahli

Bangunan Gedung.

Penjelasan lebih lanjut dapat diperoleh di:
SEKRETARIAT PANITIA PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG KOTA BUKITTINGGI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi
J1l. Ombilin No. 169 Belakang Balok
Telepon. 0752 ............
Penyampaian usulan nama-nama agar selambat-lambatnya kami terima pada

tanggal ........cooevenianin. melalui sekretariat Panitia tersebut di atas.

Demikian agar yang berminat dapat mengikuti

Bukittinggi, ........c.c.......
WALIKOTA BUKITTINGGI,

Tembusan disampaikan kepada:
1. Sekretaris Daerah
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Lampiran II
Surat Walikota Bukittinggi

NOomoOr @ cvviiiiiiiiiiiieeen, Tanggal .....c.coveviiiiiiiiiiial. Tentang ..................

DAFTAR KEBUTUHAN TABG KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN ..........

NO UNSUR TABG BIDANG KEAHLIAN DAN PENDIDIKAN
PENGALAMAN KERJA TERAKHIR




Lampiran III.A
Surat Walikota Bukittinggi

NOomoOr @ cvviiiiiiiiiiiieeen, Tanggal ......c.ccveveiiiiiiiinial. Tentang ..................

SURAT PERMOHONAN
UNTUK MENJADI
ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama
Tempat dan tanggal lahir

Alamat rumah

mewakili unsur (beri tanda v)

Perguruan Tinggi
Asosiasi profesi
Masyarakat ahli
Masyarakat adat

ol s
Oooano

Menyatakan memiliki keahlian di bidang (beri tanda v):

Arsitektur bangunan gedung

Struktur dan konstruksi

Utilitas (mekanikal dan elektrikal)
Planologi/perencanaan wilayah dan kota
Pertamanan/Lansekap

Tata ruang-dalam/interior

Bangunan gedung adat

Nuklir

Teknologi informasi

10, e

CoOoNoah b=
Oo0O0OgOoooOod

dengan ini memohon untuk menjadi anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Kota
Bukittinggi

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan, saya melampirkan dokumen-
dokumen sesuai dengan persyaratan administratif sebagai berikut:

Surat Permohonan untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.
Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae).

Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP).

Fotokopi ijjazah pendidikan terakhir.

Ak L=

Surat Penugasan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan
Perumahan dan/atau pejabat lainnya yang terkait (khusus bagi Pejabat
Fungsional dan/atau pejabat lainnya yang terkait).

6. Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) perseorangan.

7. Surat keterangan domisili.



8. Surat keterangan sehat.
9. Surat keterangan bebas narkoba.
10. Pasfoto 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Setuju untuk mengikuti proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung
Kota Bukittinggi Tahun ..........

2. Bersedia diangkat menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung apabila
telah lulus dan terdaftar dalam Daftar Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.

......................... PR R

(Materai tempel Rp. 6.000,-)

(Nama lengkap)

Lampiran III.B



Surat Walikota Bukittinggi

NOomoOr @ v, Tanggal .......cooeveviiinininii.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

(Curriculum Vitae)

1. UMUM
(Pengisian wajib menggunakan huruf cetak)

Nama
Tempat tanggal lahir
Alamat rumah

Nomor Telepon Rumah/ HP
Nomor Fax

E-mail

Pendidikan terakhir

2. PENGALAMAN KERJA

(Tuliskan nama instansi/ perusahaan, jabatan, lama bekerja atau dari tahun

berapa ke tahun berapa, dan uraian singkat tentang tugas/ fungsi dan

tanggung jawab).
1.

Pasfoto ukuran3cmx4cm 0 L.l

(Nama lengkap)

CATATAN: Apabila halaman ini tidak cukup, dapat menambahkan di lembar

tambahan

Lembar tambahan untuk Pengalaman Kerja




Bagian - B



FORMAT NASKAH KODE ETIK TABG

Nomor: ...............
Tentang
KODE ETIK TABG

Menyadari profesi yang luhur, TABG dalam melaksanakan tugas untuk

terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, andal, dan efisien, serta

sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat, dengan dituntun hati
nurani yang dalam, anggota tim ahli bangunan gedung berjanji:

1. Melaksanakan tugas secara profesional dengan keilmuan yang didasari
ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial, budaya, dan ekonomi serta
menghargai kearifan lokal,;

2. Melaksanakan tugas secara independen, objektif, dan tanpa terdapat
konflik kepentingan; dan

3. Melayani masyarakat senantiasa terbuka dan mempertanggungjawabkan
hasil kerja.

Ditetapkan di .....c.ccveveniiviniiiinininn.n.

Tanggal ...c.ooveveniiiiiiiiiiiien
Ketua L e
Wakil Ketua: .cooovviiiiiiiiiiiiieanne.
SeKRIetariS & iiiiiiii s
Anggota N
TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
Ttd Ttd
...................... K etua Sekretans

Bagian - C

FORMAT SURAT PERMOHONAN USULAN NAMA CALON ANGGOTA TABG
UNSUR DINAS PUPR DAN INSTANSI TEKNIS TERKAIT




PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

Bukittinggi, .....ocoovvviiiiiiiiiiinieen,
Nomor
Lampiran
Kepada Yth :

1. Kepala Dinas..................

2. Kepala Dinas..................

3. (instansi terkait lainnya)

di -

Bukittinggi

Perihal : Usulan pejabat untuk duduk sebagai Tim Ahli Bangunan

Gedung Kota Bukittinggi Tahun .......................

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung, dan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Bangunan Gedung, dengan ini kami minta kepada Saudara untuk duduk
atau menugaskan pejabat dari instansi Saudara/ Dinas................ sebagai
anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Bukittinggi Tahun................

Penyampaian usulan pejabat agar selambat-lambatnya kami terima pada
tanggal............coeennts melalui Sekretariat Panitia Pembentukan Tim Ahli
Bangunan Gedung Kota Bukittinggi dengan alamat Jalan Ombilin No. 169 Kota
Bukittinggi.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Tembusan kepada Yth.:

Bagian - D



FORMAT SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TABG

WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR ....... TAHUN .......

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

Menimbang

Mengingat

b.

KOTA BUKITTINGGI TAHUN.............
WALIKOTA BUKITTINGGI,

bahwa dalam rangka tindak lanjut dari Peraturan
Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Bangunan Gedung, untuk membantu pelaksanaan tugas
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bangunan
Gedung, diperlukan adanya Tim Ahli Bangunan Gedung
sehingga perlu dibentuk Panitia Seleksi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Walikota tentang Pembentukan Panitia Seleksi Tim Ahli
Bangunan Gedung Kota Bukittinggi Tahun .......

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang

Bangunan Gedung;

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

S.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

26/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli
Bangunan Gedung;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun
2015 tentang Bangunan Gedung;

7.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor .... Tahun ....
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran .....

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA SELEKSI TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG KOTA
BUKITTINGGI TAHUN.............

Membentuk Panitia Seleksi Tim Ahli Bangunan Gedung
Kota Bukittinggi dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu
mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah bertugas memberikan arahan dan pedoman
pelaksanaan proses pembentukan Tim Ahli Bangunan
Gedung;

2. Pelaksana bertugas melakukan penyiapan persyaratan,
materi, dan proses pembentukan Tim Ahli Bangunan
Gedung, hingga tersusunnya Daftar Anggota Tim Ahli
Bangunan Gedung;

3. Sekretariat bertugas untuk membantu tugas-tugas
Pelaksana baik berupa dukungan administratif maupun
kelengkapannya;

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Alokasi Pos Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan
dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah 60 (enam
puluh) hari kalender atau terhitung sejak tanggal
tersusunnya Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Bukittinggi

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal .........

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Keputusan ini disampaikan kepada :

1.

2.
3.
4.

Sekretaris Daerah
Inspektur

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Para Anggota Panitia yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR
TENTANG

PANITIA SELEKSI TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

KOTA BUKITTINGGI TAHUN

NO

NAMA

JABATAN

KEDUDUKAN DALAM
PANITIA

2

3

4

PENGARAH

Ketua merangkap
anggota

Wakil ketua
merangkap anggota

Anggota

II.

PELAKSANA

Ketua merangkap
anggota

Wakil ketua
merangkap anggota

Anggota

Anggota

Anggota

II1.

SEKRETARIAT

Ketua merangkap
anggota

Wakil ketua
merangkap anggota

Anggota

Anggota

Anggota

WALIKOTA BUKITTINGGI,




Bagian - E
FORMAT UNDANGAN CALON TABG

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

Bukittinggi, .......cceeeeeennne.
Nomor
Lampiran
Kepada Yth.
Asosiasi Profesi/Perguruan Tinggi/
Masyarakat Ahli/Masyarakat Adat
............... (nama lembaga)...............
Di
Perihal : Usulan nama untuk pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung

Kota Bukittinggi Tahun.........c.cccovveiiiiiininnn..

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung, dan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun
2015 tentang Bangunan Gedung, dengan ini diberikan kesempatan kepada
masyarakat meliputi anggota asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat
ahli, termasuk masyarakat adat, yang memenuhi syarat untuk menjadi
Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Bukittinggi Tahun ........ melalui
proses pembentukan yang diselenggarakan oleh Panitia yang ditunjuk dengan

Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor ............. Tanggal ......c.ccovveviininnnnnn..

Adapun penjelasan, dan persyaratan yang harus dipenuhi adalah
sebagaimana pada lampiran surat ini :

1. Dokumen Penjelasan terdiri dari :

a. Leaflet Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung.



b. Persyaratan Calon Anggota TABG sesuai dengan persyaratan teknis
keprofesian /kepakaran TABG.

2. Pengisian formulir terdiri dari :

a. Formulir Surat Permohonan untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan
Gedung.

b. Formulir Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae).
3. Mendaftar dan memasukkan Dokumen Pendaftaran.
4. Mengikuti proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung.

Jadwal kegiatan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. (tanggal)

(tanggal) Penyampaian Surat Dokuemn
Pendaftaran pleh Panitia

2. TR Pendaftaran dan pemasukan Dokumen
Pendaftaran

3 _ Proses penilaian oleh Panitia.

4 _ Penetapan nama-nama anggota Tim Ahli

Bangunan Gedung.

Penjelasan lebih lanjut dapat diperoleh di:

SEKRETARIAT PANITIA PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG KOTA BUKITTINGGI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi
J1l. Ombilin No. 169 Belakang Balok
Telepon. 0752 .......c..e.......

Penyampaian usulan nama-nama agar selambat-lambatnya kami terima pada

tanggal .......cccoeiiiiinl melalui sekretariat Panitia tersebut di atas.

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Tembusan disampaikan kepada:
1. Sekretaris Daerah
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Lampiran II.A

SURAT WALIKOTA BUKITTINGGI

Nomor

SURAT PERMOHONAN
UNTUK MENJADI

ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

Tempat dan tanggal lahir

Alamat rumah

mewakili unsur (beri tanda v)

el

Menyatakan memiliki keahlian di bidang (besi tanda v):

OOk b=

Perguruan Tinggi
Asosiasi profesi
Masyarakat ahli
Masyarakat adat

Arsitektur bangunan gedung

Struktur dan konstruksi

Utilitas (Mekanikal dan elektrikal)
Planologi/perencanaan wilayah dan kota
Pertamanan/Lanskap

Tata ruang-dalam/interior

Bangunan gedung adat

Nuklir

Teknologi informasi

100

tanggal

ooood

OO0O0OgOO0O0OoOnd

dengan ini memohon untuk menjadi anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Kota

Bukittinggi.

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan, saya melampirkan dokumen-

dokumen sesuai dengan persyaratan administratif sebagai berikut:

b=

Surat Permohonan untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.

Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae).
Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP).
Fotokopi ijazah pendidikan terakhir.



6.
7.
8
9.

Surat Penugasan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan
Perumahan dan/atau pejabat lainnya yang terkait (khusus bagi Pejabat
Fungsional dan/atau pejabat lainnya yang terkait).

Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) perseorangan.

Surat keterangan domisili.

Surat keterangan sehat.

Surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah.

10. Pasfoto 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Setuju untuk mengikuti proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung

Kota Bukittinggi Tahun ................

2. Bersedia diangkat menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung apabila

telah lulus dan terdaftar dalam Daftar Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.

......................... P R R

(Materai tempel Rp. 6.000,-)

(Nama lengkap)



Lampiran II.B.

SURAT WALIKOTA BUKITTINGGI

Nomor L

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

(Curriculum Vitae)

tanggal

1. UMUM
(Pengisian wajib menggunakan huruf cetak)

Nama
Tempat tanggal lahir
Alamat rumah

Nomor Telepon Rumah/ HP
Nomor fax

e-mail

pendidikan terakhir

2. PENGALAMAN KERJA

(Tuliskan nama instansi/ perusahaan, jabatan, lama bekerja atau dari tahun

berapa ke tahun berapa, dan uraian singkat tentang tugas/ fungsi dan

tanggung jawab).
1.

Pasfoto ukuran 3cmx4cm . yeeneereeneanaaaaans

(Nama lengkap)

CATATAN: Apabila halaman ini tidak cukup, dapat menambahkan di lembar

tambahan



Lembar tambahan untuk Pengalaman Kerja




Bagian -F

FORMAT SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA TABG

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI

TENTANG

TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

KOTA BUKITTINGGI TAHUN ......ccoveeninnnnenes

WALIKOTA BUKITTINGGI,

. bahwa dalam rangka tindak lanjut dari Peraturan

Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Bangunan Gedung, untuk membantu pelaksanaan tugas
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bangunan
Gedung, diperlukan adanya Tim Ahli Bangunan Gedung;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Walikota tentang Tim Ahli Bangunan Gedung Kota
Bukittinggi Tahun .......

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang

Bangunan Gedung;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan;

.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

26/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli
Bangunan Gedung;



Memperhatikan:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

7.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun
2015 tentang Bangunan Gedung;

8.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor .... Tahun ....
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran .....

10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor ... Tahun
tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi
Tahun Anggaran .....

11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor ... Tahun
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran .....

1. Surat asosiasi profesi..................... Nomor : ................
tanggal......c.cccoeeiiinl. tentang Usulan nama-nama calon
anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun.....................

2. Surat dari perguruan tinggi.............. Nomor :.........
............. tanggal.........................tentang Usulan nama

calon anggota Tim  Ahli Bangunan  Gedung

3. Surat dari masyarakat ahli............... Nomor :.......ceveuenenen
tanggal........c.c........ tentang wusulan nama-nama calon
anggota Tim Ahli Bangunan Gedung
Tahun.......cooceeevennenen.

4. Surat dari masyarakat adat................... Nomor : .........
............. tanggal......................tentang Usulan nama-
nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung
Tahun...................

5. Surat dari instansSi.........c.coccceeiiieane. Nomor : .........
............. tanggal............................tentang Usulan nama-
nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung
Tahun......cccoooiiiiiiii

6. Hasil penilaian Panitia Seleksi Tim Ahli Bangunan
Gedung Kota  Bukittinggi Nomor  :..................

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM AHLI BANGUNAN
GEDUNG KOTA BUKITTINGGI TAHUN ........ccceivienanen..

Menetapkan Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Bukittinggi
Tahun ... sebagaimana yang tercantum dalam lampiran
Keputusan ini.

Anggota Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu
ditugaskan dan diangkat untuk membantu Pemerintah
Daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung sesuai
dengan kebutuhan.

Anggota Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dapat
gugur dan dihapus dari Database Anggota Tim Ahli
Bangunan Gedung apabila yang bersangkutan telah



memenuhi syarat untuk gugur berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT :  Kepada masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud

Diktum Kesatu diberikan honorarium.

KELIMA . Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Alokasi Pos Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan ...... Nomor
Rekening ......

KEENAM :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal ..................

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Tembusan disampaikan kepada:

cUuRrOb -

Sekretaris Daerah

Inspektur

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Kepala Badan Keuangan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Yang bersangkutan



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR

TENTANG

NAMA-NAMA ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

KOTA BUKITTINGGI TAHUN

UNSUR
DATA UMUM (e Perguruan IJAZAH
v Tempac | T TR
NO LENGKAP e Tanggal Profesi BIDANG Perguruan
DAN GELAR : KEAHLIAN .o
AKADEMIS Lahir e Masyarakat Tinggi
e Alamat Ahli e Nama Lembaga,
Rumah e Masyarakat dsb.
Adat
2 3 4 5 6

WALIKOTA BUKITTINGGI
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Bagian - G

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR TENTANG PENUGASAN
RUTIN TAHUNAN ANGGOTA TABG

m PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

\‘-“—*\!,/ DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Ombilin No. 169 Belakang Balok Telp. 0752 22214

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI

NOMOR ......... TAHUN ......
TENTANG

PENUGASAN RUTIN TAHUNAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG KOTA
BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN ......

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,

Menimbang : a. bahwa telah terbentuk Tim Ahli Bangunan Gedung Kota
Bukittinggi Tahun Anggaran ..... sehingga perlu
penugasan rutin tahunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
tentang Penugasan Rutin Tahunan Tim Ahli Bangunan
Gedung Kota Bukittinggi Tahun Anggaran ....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M /2007
Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan
Gedung;

7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Bangunan Gedung;

8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

07 -

9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor .... Tahun ....
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran .....

10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 61 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang;

11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor ... Tahun
tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi
Tahun Anggaran .....

12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor ... Tahun
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran .....

13. Keputusan Walikota Nomor .... Tahun .... tentang Tim
Ahli Bangunan Gedung Kota Bukittinggi Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG TENTANG PENUGASAN RUTIN
TAHUNAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG KOTA
BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN ......

Menugaskan Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Bukittinggi
Tahun ...sebagaimana yang tercantum dalam lampiran
Keputusan ini.

Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;

a. Pengarah bertugas melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung;

b. Ketua bertugas melakukan koordinasi atas seluruh
proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung,
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

c. Wakil Ketua bertugas membantu Ketua melakukan
koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas Tim
Ahli Bangunan Gedung, dan bertanggung jawab kepada
Ketua;

d. Sekretaris bertugas melakukan dukungan administratif
dan kelengkapan dalam proses pelaksanaan tugas Tim
Ahli Bangunan Gedung;

e. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur
Pemerintah Daerah/ Pemerintah yang terkait bertugas
memberikan masukan untuk  mengkordinasikan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi masing-
masing terhadap dokumen rencana teknis bangunan
gedung tertentu yang dinilai;

f. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur asosiasi
profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli termasuk
masyarakat adat, dan Pejabat Fungsional bertugas
memberikan masukan teknis professional sesuai dengan
bidang keahlian masing-masing.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN :
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Pembagian tugas Tim Ahli Bangunan Gedung berdasarkan
kualifikasi Sertifikat Keahlian (SKA), yaitu:

a. Tim Ahli Bangunan Gedung dengan SKA tingkat Muda
untuk bangunan gedung dengan jumlah lantai antara 1 —
3 lantai dengan luas bangunan kurang dari 5000 (lima
ribu) meter persegi;

b. Tim Ahli Bangunan Gedung dengan SKA tingkat Madya
untuk bangunan gedung dengan jumlah lantai antara 4 -
8 lantai dengan luas bangunan kurang dari 5000 (lima
ribu) meter persegi;

c. Tim Ahli Bangunan Gedung dengan SKA tingkat Utama
untuk bangunan gedung dengan jumlah lantai lebih dari
8 lantai dengan luas bangunan diatas 5000 (lima ribu)
meter persegi;

Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan
ditetapkan 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya
Keputusan ini;

Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan
dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun dan maksimal 2
(dua) kali perpanjangan, apabila ada pertimbangan/alasan
yang dapat diterima untuk menunjang pelaksanaan tugas.
Dalam hal ketersediaan ahli terkait bidang bangunan gedung
terbatas, perpanjangan masa kerja TABG selama 2 (dua)
tahun dapat dikecualikan;

Keanggotaan dapat gugur sebelum berakhirnya masa tugas
apabila ada bukti yang menyatakan yang bersangkutan telah
memenuhi syarat untuk gugurnya keanggotaan;

Setiap anggota Tim Ahli Bangunan Gedung terikat pada
Kode Etik Tim Ahli Bangunan Gedung yang diikrarkan pada
saat pelantikan;

Kepada Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu
diberikan honorarium yang ditentukan pembayarannya
berdasarkan kasus per kasus yang besarnya ditetapkan
sebagai berikut :

1. Pengarah Rp.......
2. Ketua Rp.......
3. Wakil Ketua Rp.......
4. Sekretaris Rp.......
5. Anggota Rp.......

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Bukittinggi Alokasi Pos Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kegiatan..... Nomor Rekening...;
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KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bukittinggi

pada tanggal ...l
KEPALA DINAS PUPR,

.....................................

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota
2. Sekretaris Daerah
3. Para Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.
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Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang

DAFTAR NAMA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

KOTA BUKITTINGGI TAHUN .....

UNSUR/ BIDANG KEDUDUKAN | PENUGASAN
NO NAMA INSTANSI KEAHLIAN/ DALAM KE-
TUPOKSI TIM
1 2 3 4
1 Pengarah
2 Ketua (ex
officio)
3 Wakil Ketua
(ex officio)
4 Sekretaris (ex
officio)
dst Anggota

KEPALA DINAS PUPR,
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Bagian -H
FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR TENTANG PENUGASAN
INSIDENTAL ANGGOTA TABG

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

“““““““““ ‘ Jalan Ombilin No. 169 Belakang Balok Telp. 0752 22214

\

t

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI

NOMOR ......... TAHUN ......
TENTANG

PENUGASAN INSIDENTAL TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG KOTA
BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN ......

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,

Menimbang : a. bahwa telah terbentuk Tim Ahli Bangunan Gedung Kota
Bukittinggi Tahun Anggaran ..... sehingga perlu
penugasan rutin tahunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
tentang Penugasan Insidental Tim Ahli Bangunan Gedung
Kota Bukittinggi Tahun Anggaran ....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M /2007
Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan
Gedung;

7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Bangunan Gedung;



Menetapkan

KESATU

KEDUA
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8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor .... Tahun ....
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran .....

10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 61 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang;

11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor ... Tahun
tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi
Tahun Anggaran .....

12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor ... Tahun
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran .....

13. Keputusan Walikota Nomor .... Tahun .... tentang Tim
Ahli Bangunan Gedung Kota Bukittinggi Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG TENTANG PENUGASAN INSIDENTAL
TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG KOTA BUKITTINGGI TAHUN
ANGGARAN ......

Menugaskan Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Bukittinggi
Tahun ...sebagaimana yang tercantum dalam lampiran
Keputusan ini.

Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;

a. Pengarah bertugas melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung;

b. Ketua bertugas melakukan koordinasi atas seluruh
proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung,
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

c. Wakil Ketua bertugas membantu Ketua melakukan
koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas Tim
Ahli Bangunan Gedung, dan bertanggung jawab kepada
Ketua;

d. Sekretaris bertugas melakukan dukungan administratif
dan kelengkapan dalam proses pelaksanaan tugas Tim
Ahli Bangunan Gedung;

e. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur
Pemerintah Daerah/ Pemerintah yang terkait bertugas
memberikan masukan untuk  mengkordinasikan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi masing-
masing terhadap dokumen rencana teknis bangunan
gedung tertentu yang dinilai;

f. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur asosiasi
profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli termasuk
masyarakat adat, dan Pejabat Fungsional bertugas
memberikan masukan teknis professional sesuai dengan
bidang keahlian masing-masing.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN :
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Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan
ditetapkan 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya
Keputusan ini;

Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan
dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun dan maksimal 2
(dua) kali perpanjangan, apabila ada pertimbangan/alasan
yang dapat diterima untuk menunjang pelaksanaan tugas.
Dalam hal ketersediaan ahli terkait bidang bangunan gedung
terbatas, perpanjangan masa kerja TABG selama 2 (dua)
tahun dapat dikecualikan;

Keanggotaan dapat gugur sebelum berakhirnya masa tugas
apabila ada bukti yang menyatakan yang bersangkutan telah
memenuhi syarat untuk gugurnya keanggotaan;

Setiap anggota Tim Ahli Bangunan Gedung terikat pada
Kode Etik Tim Ahli Bangunan Gedung yang diikrarkan pada
saat pelantikan;

Kepada Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu
diberikan honorarium yang ditentukan pembayarannya
berdasarkan kasus per kasus yang besarnya ditetapkan
sebagai berikut :

1. Pengarah Rp.......
2. Ketua Rp.......
3. Wakil Ketua Rp.......
4. Sekretaris Rp.......
5. Anggota Rp.......

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Bukittinggi Alokasi Pos Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kegiatan..... Nomor Rekening...;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bukittinggi

pada tanggal ...l
KEPALA DINAS PUPR,

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota
2. Sekretaris Daerah

3. Para Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.
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Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang

DAFTAR NAMA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

KOTA BUKITTINGGI TAHUN

UNSUR/ BIDANG KEDUDUKAN | PENUGASAN
NO | NAMA INSTANSI KEAHLIAN/ DALAM KE-
TUPOKSI TIM
1 2 3 4
1 Pengarah
2 Ketua (ex
officio)
3 Wakil Ketua
(ex officio)
4 Sekretaris (ex
officio)
dst Anggota

KEPALA DINAS PUPR,




Bagian -1

DAFTAR SIMAK PENGKAJIAN PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS

| BUKITTINGGI |

*
PEMERIKSAAN DOKUMEN PERENCANAAN

W #ff] sanGunaN GEDUNG

S DiNas Terkait ..o..cooeeueiieiee e eeeees

Nama Bangunan

Nama Pemilik/pemohon

Lokasi

No. Pendaftaran

Tanggal Pemerikaan
Penanggung-Jawah Perencanaan
No. Lisensi Kerja / No. SKA

DOKUMEN PERENCANAAN ARSITEKTUR

FORM:ARS 1

No. Item Persyaratan Dokumen Dokumen yang diajukan Kesesuaian Catatan
Pemeriksaan Dokumen Sesuai Tidak
2 3 4 6 7 8
I Administrasi
1. Pertanahan
1.1. | Status hak atas tanah 1. Keabsahan status hak atas tanah Status tanah: O O
1. CHak milik
2. [JHak guna bangunan
3. [JHak guna usaha
4. [JHak sewa
5. [ Hak lainnya, ...
1.2. | Kondisi Tanah 2. Data kondisi/situasi tanah | O
1.3. | Bebas Sengketa 3. Ada pernyataan bahwa tanah tersebut tidak dalam status sengketa Dokumen Pernyataan No. ... Yang O O
1.4. Kesesuaian pemilik tanah dan 4. Pemilik tanah dan pemilik bangunan berbeda, harus ada dokumen perjanjian Pemilik tanah : ... O O
bangunan tertulis Pemilik bangunan : ....Perjanjian




- 36 -

FORM:ARS 1

i Catatan
No. Item Persyaratan Dokumen Dokumen yang diajukan Kf!sesuala'm
Pemeriksaan Dokumen Sesuai Tidak
2 3 4 6 7 8
2. Bangunan
2.1. | Bukti kepemilikan bangunan Dokumen kepemilikan bangunan No. Dokumen : ....Bentuk dokumen O [l
2.2 Data pemilik Data Pemilik, meliputi: Nama: ..., Alamat : ..., tempat O O
1. Nama: tanggal lahir : ...., Pekerjaan: ..., No.
2. Alamat: KTP: ...,
3. Tempat tanggal lahir : Foto copy KTP : [ ada [ tidak ada.
4. Pekerjaan :
5. No.KTP:
6. Foto Copy KTP
3. Keterangan Rencana Kabupaten Keterangan Rencana Kabupaten/Kota No. Dokumen : O O
[Kota
4. Cagar Budaya
4.1 Keberadaan Bangunan Terdapat bangunan cagar budaya di atas site Bila jawabannya point 2.b. maka harus Od O
4.2. [ Arahan Tim Cagar Budaya Dokumen Arahan Tim Cagar Budaya (bila ada) No. Dokumen: ... O d
Tahun terbit .....,
Yang menetapkan: ...
1. DOKUMEN PERENCANAAN
1. Laporan Perencanaan Menjelaskan peruntukan dan intensitas bangunan (KDB, KLB, KDH) Peruntukan :............ KDB:
KLB:.oveeveees KDH
2. Pra Rencana
2.1. Gambar peta situasi Menjelaskan batas-batas site, titik duga, arah mata angin (orintasi site), garis Batas lahan : ..., karakteritik kontur | O
kontur, ketinggian site terhadap muka air laut (DPL), keserasian dengan bangunan site : ... Kemeringan kontur : ....%,
sekitar, arah drainase, jalur lalu lintas sekitar site. jalur lalu lantas: ..
2.2 Gambar rencana tapak Memperlihatkan hubungan ruang luar dengan ruang dalam, untuk pengguna O O
bangunan, servis, kedaraan, dsb.
Memperlihatkan garis sempada bangunan (depan, belakang, sampin),
Memperlihatkan karakter bahan bangunan untuk penutupan permukaan site.
Memperluhatkan lebar jalur jalan utama menuju bangunan
2.3. | Gambar block plan Memperlihatkan komposisi masa bangunan terhadap masa bangunan O [}
sekitarnya. Memperlihatkan kesinambungan masa bangunan dengan masa
sekitarnya Memperlihatkan orientasi bangunan
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FORM : ARS 1

No. Item Persyaratan Dokumen Dokumen yang diajukan Kesesuaian Catatan
Pemeriksaan Dokumen Sesuai Tidak
2 3 4 6 7 8
3. DED
3.1 Gambar denah-denah Gambar denah-denah dengan skala 1 : 50, atau 1 :100, atau 1 : 200. Jumlah lantai : ... O |
1. Denah lantai dasar O O
2. Denah lantai Satu 0 0
3. Denah lantai tipikal (bila tipikal, bila tidak tipikal harus disiapkan denah setiap 0 0
lantai)
4. Denah atap
O O
3.2 |Gambar Potongan
3.2.1 | Potongan Potongan harus memperlihatkan karakteristik setiap blok bangunan ke arah Tinggi bangunan : ..., Jarak antara O O
melintang maupun memanjang, minimal dua buah potongan, informasi yang bangunan: ...
diperlukan dalam gambar potongan meliputi:
1. Perbedaan Ketinggian lantai dasar terhadap lingkungan sekitar
2. Perbedaan Ketinggian lantai dasar 0 0
3. Perbedaan Ketinggian antara lantai
4. Ketinggian bangunan keseluruhan
5. Kedalaman pondasi o 0
6. Jarak antara bangunan o o
7. Kesesuaian terhadap tampak bangunan H E
3.2.2 | Potongan prinsip Harus memerlihatkan bagian-bagian yang memberikan pengaruh terhadap facade O O
bangunan
3.2.3 | Potongan site Memperlihatkan perbedaan ketinggian site dan bangunan O O
3.3. Tampak bangunan Tampak harus memperlihatkan kesesuaian dengan lingkungan, aspek O ]
pembayangan bangunan teradap lingkungan, ketinggian bangunan, jarak antara
bangunan, proporsi bangunan.
Minimal jumlah gambar tampak 4 buah, mempelihatkan masing-masing sisi
bangunan
3.4, Denah rencana lantai Denah-denah untuk setiap lantai, Meliputi:
1. Denah rencana lantai skala 1 : 50, atau 1 : 100, atau 1: 200, O O
memperlihatkan pola lantai, jenis lantai/bahan
2. Detail kontruksi lantai, 1 : 5, atau 1 : 10, atau 1 :20, memperlihatkan kontruksi
lantai/lapisan bahan, ketinggian lantai.
3.5. Denah rencana dinding Denah-denah untuk setiap lantai, Meliputi:
1. Denah rencana dinding skala 1 : 50, atau 1: 100, atau 1: 200, memperlihatkan O O
pola dinding, jenis dinding/bahan
2. Detail kontruksilantai, 1:5, atau 1: 10, atau 1 :20, memperlihatkan kontruksi O O
dinding/lapisan bahan, finshing dinding.
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FORM : ARS 1

No. Item Persyaratan Dokumen Dokumen yang diajukan Kesesuaian Catatan
Pemeriksaan Dokumen Sesuai Tidak
2 3 4 6 7 8
3.6. Rencana tangga Meliputi;
1. Gambarisometri atau gambar menunjukkan denah, tampak dan potongan O O
tangga, 1: 20 ataul: 50
2. Gambar harus mempelihatkan ukuran lebar tangga, tinggi injakan, lebar O O
injakan, lebar bordes, tinggi tangga keseluruhan. Skala 1: 5, atau 1: 10,
atau 1:20, atau1:50 O O
3. Gambar harus memperlihatkan konstruksi railing tangga, dan jenis bahan
yang digunakan, deng dilengkapi ukuran, skala 1:5atau 1:10, atau1:20
3.7. [Gambar rencana ruang utilitas ] O
3.8 Gambar rencana prasana di luar 1. Gambar rencana Pagar O O
bangunan 2. Gambar rencana pos jaga ] 0
3. Gambar rencana pedestrian O O
4. Gambar rencana jalur aksesibilitas O O
5. Gambar gerbang | m
6. Gambar bangunan genset O O
7. Gambar bangunan reseroir | m
8. Gambar tiang bendera O O

HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PERENCANAAN ARSITEKTUR BANGUNAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen, dengan ini dinyatakan bahwa dokumen perencanaan dan perancangan bangunan di atas dinyatakan Choose an item., untuk selanjutnya TIDAK

DAPAT dilanjutkan untuk pemeriksaan lainnya oleh Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota.

Catatan:

Demikian pemeriksaan dokumen ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan profesional,

Sekretariat,

Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota

20......
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Nama Bangunan

Nama Pemilik/pemohon
Lokasi

No. Pendaftaran

Tanggal Pemerikaan U

Penanggung-Jawab Perencanaan

No. Lisensi Kerja / No. SKA [
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PEMERIKSAAN DOKUMEN PERENCANAAN
BANGUNAN GEDUNG

Dinas Terkait

FORM : ARS 2

No. ltem Persyaratan Dokumen Data Rencana Bangunan Kejsesua.ian Catatan
Pemeriksaan Dokumen Sesuai| Tidak
1 2 3 4 6 7 8
I PERUNTUKAN
Rujukan: Lokasi Perencanaan: O [1 |Fungsijalan:arteri,
[0 RTRWK Kabupaten/Kota..........20...-20...... 1. ALAMAL e kolektor.
[0 RDTRK Kabupaten/Kota.............coc.ovvrevenn 2. FungsiJalan......ccoeovecunenne. Lokal/lingkungan
[ Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota............cccococenncnne E T
a. Peta Zonasi
b. Aturan Zonasi
c. Matrik Kegiatan
1. Kegiatan 1) Zona:i......... Rencana Kegiatan:................ O O
2) Ketentuan kegiatan yang diusulkan dalam RTRWK/RDTRK/Peraturan Rencana kegiatan termasuk dalam O O
Zonasi: daftar kegiatan yang diperbolehkan.
[J Diperbolehkan (1)
[J Diperbolehkan Terbatas (T) Bila bersyarat/terbatas: Rencana O 0
Batas:......... pemenuhan Batasan:............
[J Diperbolehkan bersyarat (B)
Syarat:........ Rencana pemenuhan persyaratan:... O O
] Dllarang
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FORM : ARS 2

No.

Item

Pemeriksaan Dokumen

Persyaratan Dokumen

Dokumen yang diajukan

Kesesuaian

Sesuai Tidak

Catatan

2

i

6

7

Aturan Khusus

Rujukan:
[ Peraturan Zonasi:
a. Peta Zonasi
b. Aturan Zonasi
c. Matrik Kegiatan
= Ketentuan aturan zoning:.........

Deskripsi rencana kegiatan.........

Overlay Zoning

Klasifikasi Overlay Zoning:

[ Zona Overlay 1: KKOP

[ Zona Overlay 2: Kawasan Cagar Budaya
[ Zona Overlay 3: Zona Kritis Air Tanah
[ Zona Overlay 4:.

= Ketentuan KKOP:

Tinggi Bangunan maksimum rekomendasi dari bandara.......: ...

Rencana Tinggi Bangunan......m

= Ketentuan Kawasan Cagar Budaya:

Karakteristik Kawasan Cagar budaya........
Ketentuan dalam Kawasan Cagar Budaya.......
Golongan Bangunan Cagar Budaya...........
Rekomendasi dari Tim Cagar Budaya..........

Rencana perubahan bangunan dan
pelestarian bangunan.........

Rencana Pemenuhan kebutuhan air......

Rencana pengambilan air tanah dalam....

Ketentuan Zona Overlay 5:..............

Rencana perubahan bangunan

Luas Tapak dan Lantai Bangunan

Batas luas tapak dan luas lantai untuk fungsi yang dimohon:

Luas tapak permohonan:....m
Luas tapak pada gambar:...m2

- - 7
Luas lantai maksimum:..m

Luas Lantai Bangunan:...m
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FORM : ARS 2

No. Item Persyaratan Dokumen Dokumen yang diajukan Kesesuaian Catatan
Pemeriksaan Dokumen Sesuai Tidak
2 3 4 6 7 8
1. INTENSITAS
Rujukan: = Luas Tapak: ... O O
[0 RTRWK Kabupaten/Kota.......... 20...-20...... = Jumlah KK: ... O O
O RDTRK Kabupaten/Kota.. ... weceererrreenns * Jumlah Penduduk: ...jiwa | g
0 Peraturan Zonasi = Jumlah unit: ...unit O O
O Peraturan Bangunan " Fungsi jalan: ... U .
® Lebar rumija: ... O a
= Lebar GSB minimum: ...m O O
1. Kepadatan Penduduk 1) Kepadatan penduduk maksimum:.....jiwa/ha Kepadatan penduduk:....jiwa/ha Od O
Kepadatan Bangunan 2) Kepadatan bangunan maksimum:.....unit/ha Kepadatan bangunan:....unit/ha O O
Koefisien Dasar Bangunan(KDB) 3) KDB Maksimum:.......% = Luas lantai bangunan pada
permohonan....m” O O
= Luas lantai dasar bangunan hasil
perhitungan pada gambar:...m’ O O
= KDB pada permohonan:......% O O
= KDB pada gambar:.........% O O
4, [Koefisien Dasar Hijau 4)  KDH minimum:........... » Luas RTH pada permohonan....m’ O O
® Luas RTH pada gambar:..m’ O O
= KDH pada permohonan:......% O O
= KDH pada gambar:.......... % O O
5. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 5)  KLB maksimum:......... = Luas lantai total bangunan pada
permohonan....m* Od O
= Luas lantai dasar bangunan hasil
perhitungan pada gambar:...m* O O
= KLB pada permohonan:......% O O
» KLB pada gambar:..........% O |
6. Koefisien Tapak Basemen (KTB) 6) KTB maksimum 2/3 dari luas persil:....m " Luas lantai basemen total pada
7) Batasan luas total basemen terhadap luas total bangunan:......% permohonan....m2 O O
= Luas lantai basemen total hasil
perhitungan pada gambar:...m* Od O
= KTB pada permohonan....... O O
= KTB pada gambar:.......... Od O
= Proporsi luas lantai total basemen
terhadap luas lantai bangunan:.....% Od O
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FORM : ARS 2

No. Item Persyaratan Dokumen Dokumen yang diajukan Kesesuaian Catatan
Pemeriksaan Dokumen Sesuai Tidak
1 2 3 4 6 7 8
1. TATA MASSA BANGUNAN
1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Rujukan:
[J Peraturan Zonasi
[J Peraturan Bangunan
1.1 Garis Sempadan Depan Bangunan | 1) GSB depan minimum:......m = Lebar Rumija....m O OJ
(GSB Depan) Luas kapling minimum:....m* " Luas kapling:...m” 0 0O
Lebar kapling minimum:...m = Lebar kapling:......m O O
Kedalaman kapling minimum:......m = Kedalaman kapling:......m O O
= Lebar GSB pada permohonan:.....m O O
= Lebar GSB depan hasil perhitungan
pada gambar:....m O 0
1.2 Garis Sempadan Samping 2)  GSB Samping Minimum: = Lebar GSb samping pada
Bangunan Kiri lantai dasar:....m permohonan:..m O O
Kiri lantai atas:......m = Lebar GSB samping hasil perhitungan
Kanan lantai dasar:...m pada gambar:.....m O O
Kanan lantai atas:......m
1.3 Garis Sempadan Belakang 3) GSB belakang minimum: = Lebar GSB belakang pada O O
Bangunan (GSB belakang) Lantai dasar: permohonan:...m
Lantai atas... = Lebar GSb belakang hasil perhitungan O O
pada gambar:....m
2. Jarak Bebas Bangunan 4)  Jarak bebas bangunan minimum lantai dasar:...... = Jarak bebas bangunan pada
permohonan:....m O O
= Jarak bebas bangunan hasil
perhitungan pada gambar:.....m O O
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FORM : ARS 2

Item

No. Persyaratan Dokumen Dokumen yang diajukan Kesesuaian Catatan
Pemeriksaan Dokumen Sesuai Tidak
1 2 3 4 6 7 8
3. Tinggi Bangunan 5) Ketentuan Tinggi Bangunan Maksimum: " Tinggi bangunan permohonan:....m O O
Lebar Rumija:....m = Tinggi Bangunan perhitungan pada
Lebar GSB muka-1:..m gambar:...m O O
Lebar GSb muka-2:.....m * Tinggi Bangunan pada
Tinggi bangunan maksimum 1.5 (Rumija+GSB-1+GSB-2).....m,...lantai permohonan:......lantai O O
Tinggi Bangunan maksimum berdasarkan pertimbangan KKOP pada materi " Tinggi bangunan pada perhitungan
Overlay:....m gambar:......lantai O O
4. Setback Bangunan 6) Ketentuan Setback Bangunan minimum:....... m " Setback Bangunan pada
permohonan:...m
= Setback bangunan perhitungan pada
gambar:...... m
5. Panjang dan Lebar Bangunan (jika [Rujukan: " Panjang bangunan pada
ada) O Peraturan Zonasi permohonan:...m
[0 Peraturan Bangunan ® Lebar bangunan pada
7)  Ketentuan panjang bangunan maksimum:....... permohonan:...m
8) Ketentuan lebar bangunan maksimum:....... ® Panjang perhitungan pada
permohonan:.....m
" Lebar bangunan pada
perhitungan:.....m
2. Jarak Bebas Bangunan 9) Jarak bebas bangunan minimum lantai dasar:.....m " Jarak bebas bangunan pada
permohonan:....m
= Jarak bebas bangunan hasil
perhitungan pada gambar:.....m
V. PRASARANA PERSIL
1. Parkir

Rujukan:

[0 Peraturan Zonasi

[0 Peraturan Bangunan

[ Standar Parkir Lain
- Ukuran parkir kendaraan penumpangroda4=2,5mx5m
- Ukuran parkir kendaraan bis=3mx 10 m
- Ukuran parkir kendaraanroda2=1mx2m
- Standar luas 1 SRP kendaraan roda 4 kotor : 25 m*/kendaraan
- Standar luas 1 SRP kendaraan roda 2 kotor : 2 m*/kendaraan
- Standar luas 1 SRP kendaraan bis : 70 mzlkendaraan




- 44 -

FORM : ARS 2

No. ltem Persyaratan Dokumen Dokumen yang diajukan Kesesuaian Catatan
Pemeriksaan Dokumen Sesuai Tidak
1 2 3 4 6 7 8
1.1 Jumlah Satuan Ruang Parkir (SRP) [Standar kebutuhan ruang parkir kendaraan roda 4: = Jumlah parkir roda 4:....SRP O O

Kendaraan roda 4.

a) Hunian Bersusun:
= Luas > 90 m*: 1 mobil per unit
= Luas 70 < x < 90 m%: 1 mobil per 2 unit
* Luas < 70 m’: 1 mobil per 5 unit.
b) Hunian tidak bersusun
= 1 mobil per rumah, di luar ROW
c) Industri:
= Pabrik atau pergudangan

- Luas sampai dengan 2000 m? setiap 200 m? lantai bruto : 1 parkir truk

- Luas 2000 < x < 5000 : minimal 10 truk
- Luas > 5000, : minimal 17 truk
= Perkantoran setiap 100 m’ lantai bruto : 1 mobil.
= Pertokoan/perdagangan, setiap 60 m? lantai bruto : 1 mobil
= Apotik, setiap 20 m?: 1 mobil
= Praktek dokter 20 s.d 60 m” lantai : 1 mobil
d) Hotel
» Bintang 5 dan 4, setiap 5 kamar : 1 mobil
= Bintang 3 dan 2, setiap 7 kamar : 1 mobil
* Bintang 1 ke bawah, setiap 10 kamar : 1 mobil
e) Theater
= Klas A-l, setiap 7 kursi : 1 mobil
= Klas A-ll, setiap 10 kursi : 1 mobil
= Klas B, setiap 15 kursi : 1 mobil
f) Rumah Makan/Hiburan
® Klas I, setiap 10 m? lantai bruto : 1 mobil
= Klas Il, setiap 20 m? lantai bruto : 1 mobil
g) Perdagangan/Pasar
= Tingkat kota, setiap 100 m?: 1 mobil
= Tingkat wilayah, setiap 200 m?: 1 mobil
» Tingkat lingkungan setiap 400 m?: 1 mobil dengan 3 parkir Pick up
h) Rumah Sakit
= VIP, setiap 1 tempat tidur : 1 mobil
= Klas I, setiap 5 kamar tidur : 1 mobil

= Klas Il, setiap 10 tempat tidur : 1 mobil

= Bentuk bangunan parkir roda 4....
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FORM : ARS 2

No. Item Persyaratan Dokumen Dokumen yang diajukan Kesesuaian Catatan
Pemeriksaan Dokumen Sesuai Tidak
1 2 3 4 6 7 8

i) Convention Hall:

= Padat, setiap 4 m” lantai bruto : 1 mobil.

= Tidak padat, setiap 10 m? lantai bruto : 1 mobil
j) Gelanggang olahraga

= Setiap 15 kursi : 1 mobil
k) Perguruan tinggi:

= Setiap 200 m’ lantai bruto : 1 mobil
I) Pendidikan dasar menengah

= Setiap 100 m’ lantai bruto : 1 mobil
Perhitungan kebutuhan parkir kendaraan roda 4:

a) Hunian bersusun = irveeereereene . SRP
b) Hunian tidak bersusun = rvvveneeeennnnSRP
c) Industri = rvevreeeeieeene . SRP

a. Pabrik atau per gudangan
b. Perkantoran setiap 100 m’ lantai bruto : 1 mobil

d. Apotik, setiap 20 m?: 1 mobil
e. Praktek dokter 20 s.d 60 m” lantai : 1 mobil

c. Pertokoan/perdagangan, setiap 60 m? lantai bruto : 1 mobil

d) Hotel LU 1 +{ -
e) Theater T rerereeereeeenerene SRP
) Rumah Makan/Hiburan = ivereinieeeen . SRP
g) Perdagangan/Pasar O SRP
h) Rumah Sakit TP 131 4
i) Convention Hall SRR 1 {
i) Gelanggang Olahraga I SUUOURR. 1 {
k) Perguruan Tinggi = vvveerereeeneenn . SRP
1) Pendidikan Dasar dan Menengah =.......................5RP

TOTAL = e SRP
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FORM : ARS 2

No. Item Persyaratan Dokumen Dokumen yang diajukan Kesesuaian Catatan
Pemeriksaan Dokumen Sesuai Tidak
1 2 3 4 6 7 8
2. Bongkar Muat
2.1 Lokasi 1) Ketentuan lokasi Bongkar Muat:....... Rencana lokasi bongkar muat:.........
2.2 Luas 2) Standar Bongkar muat:....... m’ per kendaraan = Jumlah parkir kendaraan barang:...SRP O O
Luas parkir kendaraan barang:...m”
= Bentuk parkir kendaraan barang:.....
3. Prasarana lain
31 Air Bersih Ketentuan penyediaan air bersih: = Kebutuhan air bersih per hari:...m° O O
- Standar Air Bersih:.....I/org/hari = Kebutuhan debit air....|/detik
- Batas pengambilan air tanah dalam berdasarkan zona pengambilan air = Kapasitas penampungan air......... m?’
tanah:....I/det. = Rencana penyediaan air bersih:......
3.2 Sampah Ketentuan pengolahan sampah:........... = VVolume sampah per hari:...m’ O O
Kapasitas penampungan :;a\mpah....m3
= Rencana pengolahan sampah:.
= Rencana pengangkutan sampah:......
33 Pengolahan limbah dan B3 Ketentuan pengolahan limbah dan B3: ® Volume limbah per hari:....m>
= Kapasitas penampungan limbah:..... m’
= Rencana pengolahan limbah:.....
34 Lain-lain Ketentuan prasarana lainnya: = Hasil 1 analisis:.......

2. VCR atau LOS jalan
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HASIL PEMERIKSAAN KESESUAIAN DENGAN RENCANA TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI

Berdasarkan hasil pemeriksaan kesesuaian dengan standar teknis, maka ;

a. Memenubhi/tidak memenuhi persyaratan fungsi bangunan,

b. Memenuhi/tidak memenuhi persyaratan intensitas bangunan,

c. Memenuhi/tidak memenuhi persyaratan tata massa bangunan,

d. Memenuhi/tidak memenuhi persyaratan prasarana persil/bangunan.

Keterangan:*) coret yang tidak perlu
Catatan:
Berdasarkan hasil pemeriksaan terkait tata ruang dan rencana pembangunan melalui dokumen perencanaan dan perancangan, dengan ini dinyatakan bahwa dokumen perencanaan dan perancangan bangunan
di atas dinyatakan MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*) ketentuan rencana tata ruang, untuk selanjutnya Choose an item. Dilanjutkan untuk pemeriksaan Form ARS 3 yaitu pemeriksaan kehandalan bangunan.
Demikian pemeriksaan dokumen ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan profesional,

Kabupaten/Kota, .... [ F——
Pemeriksa,
Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota
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PEMERIKSAAN DOKUMEN PERENCANAAN
BANGUNAN GEDUNG

Dinas Terkait ......oviiiiiiieiiiiiee e

FORM : ARS-03

No. ITEM PEMERIKSAAN RUJUKAN DATA USULAN KESESUAIAN CATATAN
Sesuai Tidak
1 2 3 4 6 7 8
l. SITE PLAN
1. | parkir
1.1.| Rasio Parkir 1) Hunian bersusun Fungsi: ... O |
a. Rusun umum (mendapat fasilitas dari pemerintah) : 1 SRP untuk setiap sarusun Klas/Tipe : ...

b. Rusun komersial :

i. 1 SRP untuk setiap 2 sarusun dengan luas <30m’
ii. 2 SRP untuk setiap 3 sarusun dengan luas 30m’-70m’
iii. 2 SRP untuk setiap 1 sarusun dengan luas >70m?
2) Hunian tidak bersusun
a. 1 mobil per rumah, di luar ROW
3) Industri
a. Pabrik atau per gudangan
iv.  Luas sampai dengan 2000 m? setiap 200 m? lantai bruto : 1 parkir truk
Luas 2000 < x < 5000, : minimal 10 truk
vi. Luas > 5000,: minimal 17 truk
b. Perkantoran setiap 100 m?’ lantai bruto: 1 mobil
c. Pertokoan/Perdagangan, setiap 60 m? lantai bruto : 1 mobil,

d. Apotik, setiap 20 m® : 1 mobil Praktek Dokter 20 s.d 60 m? lantai : 1 mobil

Luas bruto : ..m
Unit : ...

Jumlah parkir :

...mobil, parkir di luar
Site tidak
diperhitungkan
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FORM : ARS-03

No. ITEM PEMERIKSAAN RUJUKAN DATA USULAN KESESUAIAN CATATAN
Sesuai Tidak
1 2 3 4 6 7 8
4) Hotel
a. Bintang 5 dan 4, setiap 5 kamar : 1 mobil
b. Bintang 3 dan 2, setiap 7 kamar : 1 mobil
c. Bintang 1 ke bawah, setiap 10 kamar : 1 mobil
5) Theater
a. Klas A-l, setiap 7 kursi : 1 mobil
b. Klas A-ll, setiap 10 kursi : 1 mobil
c. Klas B, setiap 15 kursi : 1 mobil
6) Rumah Makan/Hiburan
a. Klas|, setiap 10 m? lantai bruto : 1 mobil
b. Klasll, setiap 20 m? lantai bruto : 1 mobil.
7) Perdagangan/Pasar
a. Tingkat kota, setiap 100 m” : 1 mobil
b. Tingkat wilayah, setiap 200 m” : 1 mobil
c. Tingkat lingkungan setiap 400 m” : 1 mobil dan 3 parkir pick up.
8) Rumah Sakit
a. VIP, setiap 1 tempat tidur : 1 mobil
b. Klas |, setiap 5 tempat tidur : 1 mobil
c. Klas ll, setiap 10 teempat tidur : 1 mobil
9) Convention Hall
a. Padat, setiap 4 m? lantai bruto : 1 mobil
b. Tdk padat, setiap 10 m? lantai bruto : 1 mobil
10) Gelanggang Olah Raga
a. Setiap 15 kursi : 1 mobil
11) Perguruan Tinggi
a. Setiap 200 m’ lantai bruto : 1 mobil
12) Pendidikan Dasar dan Menengah
a. Setiap 100 m? lantai bruto : 1 mobil
1.2. | Parkir difabel 1) Rasio parkir difabel minimal 2% dari total Rasio parkir .....%, jarak [ [
2) Jarak parkir terhadap ruang lobi maksimal 60 m ...meter
2. | Akses Kebakaran
2.1.| Jalan sekeliling Alur akses berdasarkan volume bangunan gedung Volume bangunan : O O
1) >7.100 m’, minimal 1/6 keliling bangunan
2) >28.000 m?, minimal % keliling bangunan,
3) >56.800 mg, minimal % keliling bangunan,
4)  >85.200 m®, minimal % keliling bangunan,
5) >113.600 m3, sekeliling bangunan.
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FORM : ARS-03

No. ITEM PEMERIKSAAN RUJUKAN DATA USULAN KESESUAIAN CATATAN
Sesuai Tidak
1 2 3 4 6 7 8
2.2. | Akses 1) Tinggi bebas pada jalur mobil masuk pemadam kebakaran tidak boleh kurang dari 4.50 meter, Tinggi gerbang bila ada O O
2) Lebar jalan akses kebakaran minimum 4.00 meter, ...meter, Lebar jalan :
3) Radius putar akses pemadam kebakaran minimum 9,50 meter. ...meter
Radius putar : ...meter
2.3. | Lapis perkerasan 4) Ketinggian bangunan > 10 meter, dipersyaratkan adanya Lapis Perkerasan (hard standing) Tinggi bangunan : O O
a. Ukuran lapis perkerasan minimum 6.00m x 15.00 m, ...meter Mengikuti
b. Posisi Lapis Perkerasan 2 < x > 10 meter dari pusat posisi akses pemadam kriteria 1) / 2)
kebakaran, Bila 1), maka
c. Lapis Perkerasan pada bangunan lebih tinggi dari 24 meter, harus mampu Lebar perkerasan :
menopang beban sebesar 44 ton, dengan beban plat kaki (jack), ...meter dan
d. Kemiringan Lapis Perkerasan 1: 8,3, panjang minimum
e. Panjang Lapis Perkerasan lebih dari 46 meter, harus disiapkan fasilitas belokan ...meter:
(memutar kendaraan).
5) Ketinggian < 10 meter, harus ada area operasi lebar 4 meter pada bukaan akses, dengan jarak
45 meter dari jalur akses mobil pemadam kebakaran.
2.4 | Jarak antara Jarak antara bangunan Jarak antara O 0
bangunan 1) Tinggi <8 m jarak minimal 3 meter, bangunan : ..M,
2) Tinggi 8 < x <14, jarak 3 < x <6 meter, tinggi bangunan: ..m
3) Tinggi 14 < x < 40, jarak 6 < x < 8 meter,
4)  Tinggi > 40, jarak > 8 m.
2.5 | Hidran site 1)
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FORM : ARS-03

No. ITEM PEMERIKSAAN RUJUKAN Data usulan PENILAIAN CATATAN
Ya Tidak
1 2 3 4 6 7 8
1. KESELAMATAN DAN
KEMUDAHAN
AKSES
1. Akses petugas 1) Harus tersedia akses masuk bagi petugas pemadam kebakaran, siap dibuka dan bebas Ketinggian O O
kebakaran hambatan, ukuran bukaan min 85 cm lebar x bangunan...meter, luas
100 cm tinggi, posisi max 100 cm dari lantai, lantai ...meter per segi
2) Jumlah bukaan akses minimal 2, atau setiap luas lantai 620 m? harus ada 1 bukaan, O O
3) Letak bukaan akses sedemikian tidak berdekatan (min 30 m) dan harus berlawanan arah. Od O
2. Saf Kebakaran Bila jumlah lantai bangunan lebih dari dua lantai sampai dengan terpenuhinya kedua kriteria pada
point 2.1 terpenuhi, maka; point 1. Menjadi tidak dipersyaratkan, dan point 2. Menjadi
dipersyaratkan.
2.1. | Saf kebakaran 1) ketinggian bangunan > 20 meter dilengkapi Ketinggian O O ...Bila Ya, maka
bangunan atas dengan lif petugas atau, bangunan...meter, luas cek point 2
2) luas per lantai > 600 meter persegi atau lantai ... meter per segi
dengan ketinggian 7,5 meter terdapat pada bangunan, lif petugas tidak diwajibkan,
3) lantai basemen dengan luas lebih dari 900 m?
(atau luas setiap lantai lebih dari 500 mz),
dengan jumah lantai lebih atau sama dengan dua lantai, maka harus memiliki saf kebakaran
yang tidak dipersyaratkan dengan lif petugas.
2.2. | Jumlah Saf 1)  Luas lantai <3900 m? minimal 1 buah saf, Luas bangunan ..m O O
Jumlah saf bangunan . . .
berdasarkan luas 2)  Luas lantai 900 m* < luas < 2000 m* minimal 2 buah saf, ,
layanan, 3) Tambah 1 buah saf pada setiap penambahan luas 1500 m".
2.3. | Jarak antar saf Masing-masih saf memiliki wilayah layanan dengan radius maksimal 38 meter. Jarak layanan saf O O
2.4. | Letak saf 1) Posisi berada pada pusat bangunan dari setiap lantai, O |
2) Tidak lebih dari 60 meter dari lobi,
3) Jarak layanan tidak lebih dari 38 meter.
2.5. | Persyaratan teknis saf 1) Saf memiliki ketentuan TKA dinding 2 jam, TKA ...Jam O
2) Lebar tangga minimal 1.20 meter (bersih), Lebar tangga [} |
3) Pintu eksit saf lantai dasar membuka keluar, ....meter O
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2.6.| Saf Basemen Apakah salah satu dari kedalaman basemen bangunan > 10 meter atau luas lantai basement Kedalaman basemen
> 500 meter persegi ada, maka; ...meter;
1) Jumlah saf basemen, memenubhi syarat, luas lantai basemen
2) Jarak antara saf basemen, memenuhi syarat. ...meter persegi O O
2.7.| Persyaratan teknis saf 1) Saf memiliki ketentuan TKA dinding 2 jam, luas lantai O O
basemen 2) Lebar tangga minimal 1.20 meter (bersih), basemen ...meter O O
3) Terdapat lif kebakaran dalam saf, persegi O O
4) Pintu eksit saf lantai dasar membuka keluar > 500 meter persegi ada, maka; O O
1) Jumlah saf basemen, memenuhi syarat,
2) Jarak antara saf basemen, memenubhi syarat.
2.7.| Persyaratan teknis saf 1) Saf memiliki ketentuan TKA dinding 2 jam, O O
basemen 2) Lebar tangga minimal 1.20 meter (bersih), O O
3) Terdapat lif kebakaran dalam saf, O O
4) Pintu eksit saf lantai dasar membuka keluar. O O
2.8.| Tangga kebakaran 1) Seluruh dinding tangga kebakaran harus mempunyai tingkat ketahanan api 2 jam kecuali bagian Tingkat ketahanan api O [}
sisi terluar minimal mempunyai TKA 1 jam, .Jam
2) Terdapat tanda /petunjuk yang standar pada tangga kebakaran serta fungsi dan indikasi O O
lantainya,
3) Jalan terusan eksit harus terlindung dengan sistim sprinkler otomatis atau mempunyai Kondisi petunjuk O O
tingkat ketahanan api minimal sama dengan tangga kebakaran, tersedian dan ... O O
4) Gedung setinggi > 20 m atau memiliki basemen sedalam > 10 m harus memiliki saf tangga
kebakaran yang dilengkapi dengan lif kebakaran,
5) Komplek perbelanjaan harus dilengkapi dengan saf tangga untuk pemadam kebakaran, O O
6) Bangunan tidak bersprinkler harus memiliki 1 saf tangga kebakaran untuk setiap luas 900 mZ dari
luas lantai bangunan dengan tinggi > 20 m, y Tinggi bangunan O ]
7) Bangunan bersprinkler harus memiliki min 1 saf kebakaran untuk luas < 900 m , dan 2 saf untuk ...meter Kedalaman
luas > 900 mL sd 200 mL. Selanjutnya 1 saf lantai basemen O O
2 ...meter
setiap penambahan 1500 m , O O
8) Penempatan saf tangga kebakaran max 60 m diukur dari pintu masuk ke lobi pemadam
kebakaran,
9) Tangga kebakaran harus mempunyai 2 pegangan (hand rail), untuk
dewasa dan anak- anak dengan ketinggian 60 cm,
10) Lebar tangga kebakaran minimal 120 cm bersih,
11) Tinggi anak tangga maksimal 18 cm. O O
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3. Sarana evakuasi 1) Pintu keluar darurat dapat dilihat dengan jendela, O O
rumah tinggal dan 2) Tersedianya jalur evakuasi, O O
rumah deret 3) Tersedianya kelengkapan tanda arah (mudah dan jelas), O O
4) Manajemen penanggulanan bencana/darurat. O i
4. Lif kebakaran 1) Sumber daya untuk motor lif harus dihubungkan dengan genset, Sumber daya ... O O
2) Seluruh dinding saf harus memiliki tingkat ketahanan api min 2 jam, Tingkat ketahan O O
api ...
5. Hubungan
horizontal
5.1. | Akses eksit koridor Bangunan berpenghuni lebih dari 30 orang : Jumlah penghuni
1) Harus memiliki tangga eksit dan koridor eksit dengan tingkat ketahanan api minimal 1 jam, ...orang O O
2) Bila bangunan lebih dari 3 lantai maka koridor eksit harus mempunyai TKA minimal 2 jam, TKA ...jam ] O
3) Bila ruang dengan beban hunian s.d 50 atau lebih pintu eksit harus membuka ke arah luar, O t
4) Pintu yang membuka ke arah koridor eksit tidak boleh melebihi setengah lebar koridor yang u o
disyaratkan (120 cm), O Od
5) Pintu eksit harus mudah dibuka dari sisi dalam.
5.2 Bukaan penyelamat 1) Tersedia minimal dua buah bukaan penyelamat O
2) Jarak antara bukaan penyelamat kurang dari 30 meter panjang lurus dari sisi-sisi dinding luar, O O
3) Apakah persyaratan teknis bukaan penyelamat memenuhi syarat teknis, dengan jarak masing- O
masing % jarak diagonal ruang.
5.3 Kapasitas dan Jumlah 1) Kapasitas total sarana jalan keluar untuk setiap lantai harus cukup untuk beban huniannya yang O |
sarana jalan keluar mengacu pada faktor beban hunian,
2) Jumlah dan lebar tangga eksit dihitung berdasarkan faktor beban hunian dan faktor O Od
kapasitas,
3) Lebar minimum koridor /sarana jalan keluar adalah 91,5 cm, O [l
4) Bukaan pintu untuk sarana jalan ke luar harus O O
sedikitnya memiliki lebar bersih 80 cm (32 inci),
5) Jumlah sarana jalan keluar min 2 buah. O O
6) Untuk beban hunian 500 org sd 1000 org min 3 buah, untuk beban hunian lebih dari 1000 orang O O
min 4 buah sarana jalan keluar.
5.4 | Jarak tempuh ke eksit 1) Lintasan bersama, ujung buntu dan batas jarak tempuh sesuai Tabel 1.5. dimana batas jarak O Od
tempuh max 45 m jika tidak bersprinkler dan max 76 m jika ruangan bersprinkler,
2) Jarak ujung buntu adalah max 6,1 m jika tidak O 0O
bersprinkler dan max 15 m jika bersprinkler disesuaikan dengan fungsi bangunannya.
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5.5 Koridor buntu Ketentuan koridor buntu; Terdapat koridor/jalan O O
buntu dengan jarak
Batas Jalan Buntu ....meter
Fungsi Bangunan Keterangan
[~ Tanpa | Dengan |
springkler springkler
Bangunan Pertemuan 6,10 m 6,10 m | Ujung buntu koridor
dan gang
Bangunan Pendidikan 6,10 m 15,00 m
Bangunan Kesehatan 6,10 m 15,00 m
Bangunan Perdagangan 6,10 m 15,00 m
Bangunan Perkantoran 6,10 m 15,00 m
Bangunan Hotel 10,70 m 15,00 m
Bangunan Apartemen 10,70 m 15,00 m
5.6. Pintu Ruang dengan daya tampung lebih dari 50 orang, pintu harus membuka ke arah luar. Jumlah penggunaan O O
ruang di atas 50 orang,
terdiri dari;
R.1...Arah buka ...
57 Lebar pintu a) Lebar pintu utama minimal 90 cm, Lebar pintu O O
b) Lebar bebas pintu lainnya minimal 80 cm, utama...meter O O
c) Bila pintu terdiri dari dua pintu salah satu pintu harus memiliki lebar minimal 80 cm, d) Pintu O O
bebas hambatan.
5.8 Eksit Jumlah eksit bangunan berdasarkan jumlah penghuni/pengguna, Jumlah penghuni O O
a) Jumlah penghuni lantai < 500 minimal 2 buah eksit, berdasarkan lantai
b) Jumlah penghuni 500 < penghuni < 1000 minimal 3 buah eksit, ...orang
¢) Jumlah penghuni > 1000 minimal 4 buah eksit. Jumlah eksit ...buah
5.9 Jarak pintu eksit Apabila dipersyaratkan dua buah pintu eksit maka jarak kedua pintu eksit tersebut minimal % jarak Jarak diagonal ruang O U
diagonal ruang, ...meter, jarak antara
pintu ...meter.
5.10 | Jarak layanan pintu jarak layanan setiap pintu eksit maksimum adalah Jarak terjauh layanan O O
eksit 38 m atau luas layanan maksimum 930 m * pintu eksit ...meter,
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6. Hubungan vertikal di
bawah 5 lantai
6.1 Jenis dan kapasitas Lif 1) Kapasitas lif untuk bangunan rendah dibawah 6 lantai : Kapasitas min 6 orang (300 kg) sd 9 orang | Kapasitas lif ... O |
(600 kg) dan kapasitas 15 orang (1000 kg),
2) Kapasitas lif untuk bangunan menengah 6-20 O
lantai : Kapasitas min 9 orang (600 kg) sd kapasitas 18 orang (1250 kg),
3) Kapasitas lif untuk bangunan menengah tinggi
20- 30 lantai : Kapasitas min kapasitas 17 orang
(1150 kg) sd 26 orang (1800 kg),
4) Kapasitas lif untuk bangunan di atas 20 lantai
(majemuk atau multi purpose) : Kapasitas min
20 orang (1350 kg) sd 24 orang (1650 kg),
5) Bangunan bertingkat menengah di bawah 20 lantai tanpa express lif (semua lantai dilayani), 0 0
6) Bangunan tinggi di atas 20 lantai menggunakan express lif,
7) Untuk bangunan hotel jumlah lif servis min 1 buah untuk tiap 2 lif penumpang, atau 0 0O
setiap 150 kamar yg dilayani, 0O 0
8) Untuk bangunan kantor setiap luas 1500 M2 atau bangunan dibawah 20 lantai jumlah lif 0 0
servis min 1 buah.
9) Untuk bangunan kantor diatas 20 lantai diianjurkan menyediakan 2 lif service O 0
6.2 Tangga 1) Lebar tangga min 90 cm bersih, dan min 120 cm bersih untuk bangunan umum, Lebar tangga ...cm, O O
2) Tinggi anak tangga min 10 cm max 18 cm. lebar anak tangga min 28 cm, tinggi anak tangga O |
3) Lebar bodes min selebar tangga, ...cm, lebar anak
4) Tinggi bersih area tangga min 200 cm, tangga ..., lebar O O
5) Jarak antar tangga untuk eksit radius max 25 m untuk bangunan tidak bersprinkler, dan radius bordes ...cm Od O
max 40 m untuk bangunan bersprinkler. O O
7. Hubungan vertikal di
atas 5 lantai :
7.1 Tangga 1) Lebar tangga minimal 120 cm bersih, Lebar ...m, O O
2) Kecuali untuk hunian kurang dari 50 orang, lebar minimum adalah 90 cm, Tinggi anak tangga ..m O O
3) Tinggi anak tangga 10 s.d. 18 cm, Kedalam anak tangga Od O
4)  Minimum kedalaman anak tangga 28 cm, ....cm, tinggi ruang Od O
5) Tinggi minimum ruang tangga 2.00 m, tangga ...m, tinggi rel Od O
6) Ketinggian maksimum antara bordes 3.70 m, pegangan tangga Od O
7) Tinggi rel pegangan tangga 86 s.d. 96 cm, ...Cm, lebar bordes Od Od
8) Lebar bordes > dari lebar tangga. ..cm O O
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7.2 | LUf 1) bangunan lebih dari 4 lantai minimal 1 bh Iif, Jumlah lif ...bh, lebar O d
2) lebar lobi lif minimal 185 cm, lobi lif ...cm, ukuran O O
3) ukuran minimal ruang lif 1,40 x 1,40 cm. ruang lif ...cm ] O
7.3. Ram 1) lebar ram minimum 120 cm bersih, Lebar ram ...cm, O O
2) kemiringan ram; kemringan ram O O
a. Ram di dalam bangunan1:8 (7U), % O O
b. Ram diluar bangunan 1:10(6 ), O O
c. Kemiringan ram arah lebar 1: 12, O O
d. Lebar ram difabel minimal 80 cm, O O
e. Lebar perputaran 180 ram minimal 120 cm
f. Ramkendaraan1:7.
Il KESEHATAN
1. Sistem Penghawaan (indikator Permen PU No. 29/PRT/M/2006, SNI 03-
6390-2000, SNI 03-6572-2001)
Penilaian dilakukan terhadap kualitas udara dalam ruangan, yang meliputi perencanaan dari pada
parameter; kelembaban udara relatif 40% s.d. 60%,
suhu udara 20,5°C s.d 27,1°C, dan kandungan CO ,
kecepatan aliran udara maksimum 0,25 m/dtk.
1.1. Bukaan ventilasi 1) Jumlah bukaan ventilasi tidak kurang dari 5% luas ruang yang membutuhkan ventilasi, Rasio bukaan ... O O
2) Ruang dapur memiliki cerobong asap ke luar, O O
B) Bangunan parkir memiliki sistem ventilasi mekanik minimal 2/3 volume udara ruang pada O O
ketinggian maksimal 60 cm dari lantai, O O
) Gas buang parkir basemen tidak mengganggu udara bersih pada lantai/ruang di atasnya,
5) Jumlah bukaan ventilasi tidak kurang dari 5% luas ruang yang membutuhkan ventilasi, O O
6) Ruang dapur memiliki cerobong asap ke luar, O O
7) Bangunan parkir memiliki sistem ventilasi mekanik minimal 2/3 volume udara ruang pada O O
ketinggian maksimal 60 cm dari lantai, O O
8) Gas buang parkir basemen tidak mengganggu udara bersih pada lantai/ruang diatasnya,
2. | Sistem Pencahayaan (indikator SNI 03-6197-2000 Konservasi energi pada sistem pencahayaan, SNI 03-6197-2000, SNI 03-
2396-2001, SNI 03-6575-2001)
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2.1, Perencanaan 2) Koridor mendapat cahaya langit sekurang- kurangnya 0,30 m’ untuk setiap panjang lorong Besarnya cahaya langit O O
pencahayaan alami dan 5 meter yang masuk
besarnya iluminasi, ! diperkirakan ...
Mencakup 3) Tangga umum sekurang-kuranya mendapat cahaya 0,75 m” untuk setiap % tinggi lantai. O O
pemeriksaan terhadap
perencanaan tingkat
pencahayaan sesuai
dengan aktivitas yang
dikerjakan dalam ruangan
dan jalur sirkulasi pada
bangunan gedung.
2.2, Bukaan Pastikan untuk bangunan hunian, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bangunan pelayanan Hasil Periksa O O
umum harus memiliki bukaan untuk pencahayaan alami. bukaan ...
2.3, Pencahayaan 1) Tingkat iluminasi sesuai dengan persyaratan teknis, Tingkat ilmunisai: ... | O
2) Konsumsi energi sesuai dengan persyaratan teknis, Konsumsi energi ... O O
3) Perencanaan sistem pencahayaan, Daya listrik ..., jenis | OJ
4) Daya maksimum, lampu yang digunakan O d
5) Penggunaan lampu, ..., daya lampu di luar O O
6) Daya maksimum yang diijinkan, bangunan ... O O
7) Daya pencahayaan buatan di luar bangunan. ] ]
3. Sistem Sanitasi (indikator Permen PU No. 29/PRT/M/2006, Permenkes Rl. 492/Menkes/Per/VI/2010) Periksa
gambar sistem plambing, apakah sesuai
dengan SNI 03-6481-2000, Sistem plambing 2000 dan SNI 03-7065-2005, Tata cara perencanaan
sistem plumbing mulai dari sumber air minum darimana, dan perpipaan serta peralatan plambing
yang digunakan.
3.1. | Air Limbah Periksa gambar sistem plambing, apakah sesuai O O
dengan SNI 03-7065-2005, Tata cara perencanaan sistem plambing mengenai sistem plambing air
limbah, terpisah atau tercampur.
1) Sistem pengaliran atau pembuangan.
3.2. | Sampah 1) Kapasitas pewadahan atau tempat penampungan sementara, O O
2) Bentuk penyediaan tempat penampungan sampah, O O
3) Bentuk penempatan pewadahan dan atau pengolahan. O O
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3.3. Air hujan Periksa penyaluran air hujan dari atap dengan ukuran didasarkan SNI 03-6481-2000.
Periksa ketertersediaan sumur/bidang resapan dan
apakah sesuai dengan SNI1.03-2459-1991 dan SNI 03-
2453-1991 tentang Spesifikasi dan Tata Cara Perencanaan Sumur Resapan air hujan di lahan
pekarangan, untuk jarak SR terhadap bangunan lain dapat; 0 O
1) Sistem penyaluran air hujan bila drainase kota tersedia, 0 0
2) Sistem penyaluran air hujan bila drainase kota tidak tersedia.
4. Sistem Air Bersih
1) Sumber air bersih, [} |
2) Sistem distribusi. [} Ol
5. Bahan Bangunan
5.1. Tidak mengandung Tidak mengandung bahan berbahaya/beracun, Mencakup pemeriksaan terhadap kondisi fisik dan (] |
racun kandungan bahan beracun dan berbahaya yang mungkin ada dalam bahan bangunan yang akan
digunakan, cek dokumen spesifikasi teknis.
5.2. Aman Aman bagi pengguna bangunan (] O
5.3. Tidak berdampak 1) Tidak menimbulkan efek silau terhadap lingkungan, ] |
terhadap lingkungan 2) Tidak menimbulkan efek peningkatan suhu lingkungan sekitar, O O
3) mempertimbangkan prinsip-prinsip konservasi energi, (] |
4) Mewujudkan bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungan. O O
5.4. Bahan Bangunan Lokal 1) Sesuai dengan kebutuhan, (] |
2) Memperhatikan kelestarian lingkungan, | O
1. KENYAMANAN
1. Kenyamanan Gerak (indikator Bangunan Kantor Pemerintah : Permendagri no 7/2006, Bangunan Rumah Tinggal O Ol
Kepmen PU no 306/KPTS/1989)
1) Kecukupan luasan ruang per jiwa untuk beraktivitas pokok dalam fungsi bangunan, [} O
2) Kecukupan luasan sirkulasi untuk beraktivitas dalam fungsi bangunan; (] |
a. Pertimbangan fungsi ruang, b. Jumlah pengguna, O O
c. Perabot/peralaan, O |
d. Aksesibilitas ruang.
2. Hubungan antar (indikator SNI 03-1735-2000, SNI 03-1746-2000, SN!
Ruang 03-6573-2001)
1) Pertimbangan fungsi ruang, [} O
2) Jumlah pengguna, ] |
3) Perabot/peralaan, O O
4) Aksesibilitas ruang, O O
5) Sirkulasi antar ruang horizontal dan vertikal. O ]
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Hubungan antar
Ruang

(indikator SNI 03-1735-2000, SNI 03-1746-2000, SNI
03-6573-2001)

1) Pertimbangan fungsi ruang,

2) Jumlah pengguna,

3) Perabot/peralaan,

4) Aksesibilitas ruang,

5) Sirkulasi antar ruang horizontal dan vertikal.

Kenyamanan Udara
Alami

(indikator SNI 03-6390-2000, SNI 03-6572-2001)
Mencakup pemeriksaan perencanaan Suhu udara (T,), Kelembaban udara (RH), dan Kecepatan angin
(v,), pada setiap ruang yang direncanakan.

O ooOooo

O ooood

Kenyamanan
Pengkondisiaan
Udara

(indikator SNI 03-6390-2000, SN 03-6196-200, SNI
03-6572-2001)

Mencakup pemeriksaan perencanaan Suhu udara
(T,), Kelembaban udara (RH), dan Kecepatan angin

(v,), pada setiap ruang yang direncanakan.
1) Sistem pengkondisian udara,

2) Prinsip penghematan energi,

3) Prinsip kelestarian lingkungan,

4) Perkiraan beban pendingin.

oogoo

oooo

Kenyamanan Visual

(indikator SNI 03-6573-2000)

5.1.

Dari dalam ke luar

=

Gubahan masa bangunan,

Rancangan bukaan,

Tata ruang dalam,

Tata ruang luar,

Bentuk luar bangunan,

Pemanfaatan potensi ruang luar bangunan(RTH),
Pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar.

W

5.2

Dari luar ke dalam

Gubahan masa bangunan,

Rancangan bukaan,

Tata ruang dalam,

Tata ruang luar,

Bentuk luar bangunan,

Keberadaan bangunan yang ada dan atau yang akan ada di sekitar bangunan.

W
—_— o= =

o un

Oooooojcbooboooo

ogoooogooooood
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6. Kenyamanan Getaran

1) Sumber getaran, Od O
2) Baku tingkat getaran, O O
3) Dampak getaran terhadap lingkungan. O O

7. Kenyamanan Audial

1) Sumber kebisingan,
2) Tingkat baku kebisingan,
3) Dampak kebisingan terhadap lingkungan.

ogoo
ogo

HASIL PEMERIKSAAN KEHANDALAN BANGUNAN
Kesesuaian dengan standar teknis, maka;

a. [ memenubhi, persyaratan site dan lingkungan,
b. [0 memenuhi, Persyaratan teknis keselamatan dan kemudahan akses bangunan,
¢. [0 memenuhi, Persyaratan teknis kesehatan bangunan,

d. [ memenubhi, Persyaratan teknis kenyamanan bangunan,

Catatan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan melalui dokumen perencanaan dan perancangan, dengan ini dinyatakan bahwa dokumen perencanaan dan perancangan bangunan di atas dinyatakan MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI*) ketentuan keandalan bangunan gedung, untuk selanjutnya Choose an item.
Demikian pemeriksaan dokumen ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan profesional,

Kabupaten/Kota, ... 20,
Pemeriksa,
Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota
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PEMERIKSAAN DOKUMEN PERENCANAAN

“‘}jjﬂm STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG

Nama Bangunan

Nama Pemilik/pemohon

Lokasi
No. Pendaftaran
Tanggal Pemeriksaan

Penanggunjawab Perencanaan

Paraf pemeriksa dokumen:

No. Lisensi Bekerja / No. SKA
1 2 3 | a 5 6
ITEM PEMERIKSAAN il METODE PEMERIKSAAN CATATAN

PEMERIKSAAN

A. STRUKTUR ATAS ADA TIDAK

1. Perhitungan struktur atas (] L]

2.Gambar struktur atas

Daftar gambar struktur atas dan bawah 1. Cek pada kelengkapan berkas apakah
dokumen sudah ada atau tidak.

] ] 2. Sesuaikan dengan permohonan dan
tipe struktur untuk ke tersediaan
gambar *)

Gambar denah lantai (termasuk notasi plat

L] L]

dan balok)

Gambar denah lantai basemen (termasuk O O
notasi plat dan balok)

Gambar denah kolom dan shearwall ] ]
Gambar denah pile cap dan tie-beam ] ]
Gambar detail struktur balok ] J
Gambar detail struktur plat ] L]
Gambar detail struktur kolom [ O
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1 2 3 | a4 5 6
ITEM PEMERIKSAAN HASIL METODE PEMERIKSAAN CATATAN
PEMERIKSAAN
A. STRUKTUR ATAS ADA TIDAK
Gambar detail hubungan balok-kolom O O
Gambar detail struktur shearwall* ] ]
Gambar detail pile cap dan tie beam ] ]
Gambar struktur tangga [] ]
Gambar detail sambungan baja* L] ]
Gambar detail retaining wall* [ [
Gambar struktur ramp* ] ]
3. Executive summary struktur atas L] ]
4. Kesesuaian gambar struktur dengan gambar arsitek yang
telah disetujui TABG Arsitektur
Site plan [l ] Cek kesesuaian gambar struktur
dengan gambar arsitek yang telah
Denah lantai bangunan ] disetujui oleh penilai arsitek
Cek kesesuaian site plan khususnya
Kesesuaian void O untuk metode galian yang akan
digunakan apakah batas galian masih
Elevasi lantai pada area yar?g dimohon.
Cek kesesuaian denah  struktur
terhadap gambar arsitek meliputi :
Kesesuaian jarak as, Kesesuaian
L] ] void,Kesesuaian letak tangga dan lift,
kesesuaian bentuk denah dan elevasi
lantai
5. Peraturan perencanaan yang digunakan
I SNI 2847:2013 Persyaratan beton c
struktural untuk bangunan gedung
I SNI 1729:201x Spesifikasi untuk bangunan 0
gedung baja struktural (1729:2002)
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2

3

| 4

5

6

ITEM PEMERIKSAAN

HASIL

PEMERIKSAAN

METODE PEMERIKSAAN

CATATAN

A. STRUKTUR ATAS

ADA

TIDAK

SNI 1726:2012 Tata cara perencanaan
ketahanan gempa untuk struktur
bangunan gedung

O

O

SNI.1727:2013 Beban minimum untuk
perancangan bangunan gedung dan
struktur lain

SNI/ Peraturan lainnya

6. Soft copy

Perhitungan struktur atas

Gambar struktur atas

o o

B. STRUKTUR BAWAH

gooof o

A

TIDAK

1. Cek pada kelengkapan berkas apakah
dokumen sudah ada atau tidak.

2. Sesuaikan dengan permohonan dan
tipe fondasi struktur untuk
ketersediaan gambar *)

1. Perhitungan struktur bawah

2. Laporan penyelidikan tanah

3. Gambar struktur bawah

e Gambar denah pondasi

Gambar denah dan metode galian

e Gambar detail pondasi

e Gambar detail DPT*

e Gambar soldier pile*

e Gambar dinding basemen*

e Gambar rencana dewatering™

4. Soft copy

Perhitungan struktur bawah

Gambar struktur bawah

(I I (Y (Y Y ()

CHO OO ey ooy e
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HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PERENCANAAN STRUKTUR BANGUNAN
Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen, dengan ini dinyatakan bahwa dokumen perencanaan dan perancangan bangunan di atas dinyatakan Choose an

item., untuk selanjutnya TIDAK DAPAT dilanjutkan untuk pemeriksaan lainnya oleh Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota.

Catatan :
Demikian pemeriksaan dokumen ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan profesional,

Sekretariat,
Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota..................



| BUKITTINGGI
*
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L‘,, PEMERIKSAAN PERHITUNGAN PERENCANAAN
e o] STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG

e

Nama Bangunan

Nama Pemilik/pemohon
Lokasi

No. Pendaftaran

Tanggal Pemeriksaan
Penanggunjawab Perencanaan
No. Lisensi Bekerja / No. SKA

Paraf pemeriksa struktur atas:

Paraf pemeriksa struktur bawah:

1 2 [ 3 4 5
ITEM PEMERIKSAAN HASIL PEMERIKSAAN METODE PEMERIKSAAN CATATAN
A. STRUKTUR ATAS
1. Peraturan perencanaan yang digunakan [] Sesuai | [ Tidak Perhitungan berdasarkan SNI
P :
enggunaan Cek beban hidup dominan sesuai dengan peruntukan yang
digunakan pada permodelan.SNI 1727:2013, Tabel 4.1
2. Beban hidup sesuai dengan penggunaan Beban hidup: Contoh : untuk kantor digunakan beban hidup : 2,4 kN/mA (240
2
[] Sesuai [ ] Tidak ke/m")
3. Bentuk bangunan Beraturan J
Tidak beraturan [
Analisis riwayat waktu: Cek sesuai dengan persyaratan pada SNI gempa pasal 4.2.1
[ Di tk o
isyaratkan
Y Tidak
4. Kesesuaian mutu beton dengan asumsi [] Sesuai ] Tidak 1. Cek kesamaan mutu beton yang digunakan pada buku
dan pemodelan balok .....MPa perencanaan dengan mutu beton pada input software
kolom .....MPa perhitungan
plat ...MPa | 2. Cek juga terhadap gambar struktur yang dilampirkan
hearwall MP 3. Konversi dari Fc' ke K-...
shearwa - Vira K-300 > Fc' = (0,83x 300 kg/cm2)/10 = 24,9MPa
5. Kesesuaian mutu baja dengan asumsi [] Sesuai I (] Tidak 1. Cek kesamaan mutu baja yang digunakan pada buku
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dan pemodelan

Baja tulangan

perencanaan dengan mutu baja pada input software

Balok ivveeenen . MPa perhitungan
Kolom 2. Cek juga terhadap gambar struktur yang dilampirkan
Plat
Shearwall
Sengkang
[ Sesuai | [] Tidak
Profilbaja ... MPa
6. Perhitungan gempa pada kombinasi 1. Cek kombinasi pembebanan yang sudah digunakan
pembebanan terutama untuk kombinasi dengan beban gempa. SNI
. . 1726 :2012
[ Sesuai  Tidak 2. Cekjuga pada input program perhitungan (ETABS, SAP,
dll) untuk kombinasi lainnya.
3. SNI2847:2013
7. Wilayah gempa dan parameter gempa Wilayah gempa:
yang digunakan [] Sesuai | [ Tidak 1. Cek wilayah gempa dan parameter yg digunakan pada
Parameter: perhitungan
L] Sesuai | L] Tidak
8. Waktu getar alami fundamental ) .
. 1. Cek periode getar yang pada perhitungan struktur dan
Trencana = ... detik .
output program perhitungan
T bat detik 2. Apakah T masih memenubhi kriteria sesuai SNI Gempa. SNI
atasan e eti : 1726:2012
[ ] Sesuai | [ ] Tidak
9. Gerakan mode dominan | 1. Cek gerak mode 1 dan 2 pada permodelan struktur
Gerak dominan: apakah masih berprilaku translasi
a. Mode 1 lateral Gerak dominan: 2. 2.Sesuai SNI Gempa Mode 1 dan 2 harus berprilaku
translasi tidak boleh rotasi
[ sesuai [ Tidak 3. Cek pada output program perhitungan.
b. Mode 2 lateral 4.  SNI1726:2012
10. Modal participating mass ratio | % 1. Cek pada output program nilainya harus melebihi 90 %.
L] Memenubhi [ L] Tidak 2. SNI 1726:2012
0,
11. Kemampuan frame menahan gaya geser A : SNI 1726:2012
>25% L] Memenubhi | L] Tidak
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12, Cek kinerja batas layan

e Simpangan antar lantai maksimum

e  Simpangan batas: 0,03/R x tinggi
tingkat

verereneeeMM <30 mMm

O Memenuhi

[ Tidak

1. Cek pada tabel kinerja batas layan bangunan apakah ada
simpangan yang melebihi syarat maksimum
2. Ceksimpangan maksimum pada lantai bangunan dan

bandingkan dengan syarat simpangan yang diperbolehkan
3. Batasan simpangan maksimum yaitu yang terkecil dari

nilai 0,03/R x Tinggi lantai atau maksimum 30 mm
4. SNI1726:2012

13. Cek kinerja batas ultimate

e Simpangan antar lantai maksimum

e Simpangan batas: 0,02 x tinggi

rerreneee.MM < 30 MM

1. Cek pada tabel kinerja batas ultimate bangunan apakah
ada simpangan yang melebihi syarat maksimum
2. Ceksimpangan batas pada lantai bangunan dan

tingkat bandingkan dengan syarat simpangan yang diperbolehkan
3. Batasan simpangan maksimum yaitu yang terkecil dari
L1 Memenubhi L] Tidak nilai 0,02 x Tinggi lantai
4, SNI1726:2012
14. Cek rekapitulasi luas/jumlah tulangan
terhadap: Cek rekapitulasi tulangan terpasang terhadap kebutuhan
e  minimum 1 Memenubhi [ Tidak tulangan, tulangan minimum dan tulangan maksimum dan
e  maximum O Memenubhi [J Tidak kesesuaian pada gambar.
e Kesesuaian dengan gambar tulangan Sesuai L] Tidak
15. Wind tunnel test
Ketinggian bangunan........... m o o ) )
Apabila tinggi bangunan melebihi 200 meter diperlukan wind
X Disyaratkan [J Tidak tunnel test
(] Ada [ Tidak
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1 2 [ 3 4 5
ITEM PEMERIKSAAN HASIL PEMERIKSAAN METODE PEMERIKSAAN CATATAN
B. STRUKTUR BAWAH
1. g::::vc:"—’r;'afso?;i:"hrtungan struktur [ Sesuai [ Tidak 1. Referensi yang digunakan
2. Penyelidikan tanah 1. Cek bor log yang dilaporkan pada laporan penyelidikan
e Persyaratan minimal titik bor log dan PR 1 1] tanah
sondir ] Memenuhi | [ Tidak 2. Persyaratan bor logminimal 3 titiksedalam 30 meter atau
. Kedalaman bor log UPPURNY o o sedalam panjang tiang fondasi ditambah 6 meter
O Memenuhi | [ Tidak 3. Diisi dengan jenis tanah yang digunakan sesuai dengan
® Rangkuman hasil pengujian lapangan hasil penyelidikan tanah
dan laboratorium 4. Diisi sesuai hasil penyelidikan tanah
. Profil/ kontur tanah
. Muka air tanah .. m
¢ Parameter tanah untuk perencanaan
daya dukung fondasi, settlement,
galian/ timbunan
3. Loading tes 1. Angka kemanan sesuai dengan ketentuan
e Angka aman (SF) fondasi 2. Diisi sesuai dengan fondasi yang digunakan
3. Perhitungan faktor efektifitas group pile untuk daya

Pelaksanaan loading tes

ClDisyaratkan | OTidak

Tidak disyaratkan jika SF > 4 dan
beban kerja fondasi < 70% daya
dukung ijin

Jumlah titik yang harus dilaksanakan

Jenis fondasi .........
Axial load tes:

weeeeenenen.Cm Titik load tes:.......

wevereeenee.Cm Titik load tes:.......
weeeeeneeneee.CM Titik load tes:.......
Dst.
Lateral load tes:

. Jumlah lantai

basemen.....ccccveeinnene

. Daya dukung lateral system
fondasi/SF.........

. Beban lateral yg
bekerja.............

dukun kelompok tiang

Bor pile:
Axial load tes:
eereeeeee.Cm Titik load tes:.......
.....cm Titik load tes:.......

1. Sesuai dengan ketentuan tiang bor,axial test dilakukan

sebanyak 1/75 tiang dan untuk tiang panjang 1/100 tiang
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Dst.

Dst.
4. Tes khusus sesuai dengan keadaan Jumlah lantai atas:... Sesuai persyatan untuk jenis tanah khusus, reklamasi atau
bangunan Jenis tanah:...... bangunan dengan ketinggian lantai lebih dari 50 lantai
e  Tes seismic downhole [Disyaratkan [ Tidak
s Analisis site specific response [(IDisyaratkan O Tidak
L] Ada U Tidak
5. Tipe dan daya dukung fondasi 1. Diisi sesuai dengan buku perhitungan dan dilakukan
e Tipepondasi | .. perbandingan apakah beban rencana masih dapat di
s  Dayadukungijn |} . tahan fondasi
[ Beban rencanagayagravitasi | ...
e Bebanlateral  } .
L] Memenuhi | L] Tidak
2. Perhitungan penurunan/ settlement | ... cm. Batas maks 15 cm 1. Cek angka penurunan rencana pada buku perencanaan
untuk perencanaan galian
[J Memenuhi J Tidak 2. Sesuai kan dengan nilai batasminimum pada peraturan
yang ada
3. Metode dan perhitungan galian 1. lenis galian yang digunakan : open cut, soldier pile, Dwall,
e Jenis galian dll
2. Cek angka keamanan pada buku perencanaan untuk
e Angka keamanan DPT ............. [J Memenuhi J Tidak perencanaan galian
e  Stabilitas lereng J Memenuhi O Tidak 3. Sesuaikan dengan nilai minimum pada peraturan yang
e  Stabilitas galian/ timbunan (I Memenuhi ] Tidak ada
4. Perhitungan dewatering ] Memenuhi U Tidak
5. Perhitungan keamanan terhadap J Memenuhi [ Tidak
bangunan/ fasilitas sekitar
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HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PERENCANAAN STRUKTUR BANGUNAN
Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen, dengan ini dinyatakan bahwa dokumen perencanaan dan perancangan bangunan di atas dinyatakan Choose an
item., untuk selanjutnya TIDAK DAPAT dilanjutkan untuk pemeriksaan lainnya oleh Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota.

Catatan :
Demikian pemeriksaan dokumen ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan profesional,

20,
Sekretariat,
Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota..................
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FORM UTILITAS 01

 BUKITTINGGI

PEMERIKSAAN DOKUMEN
——=aa-_ PERENCANAAN BANGUNAN GEDUNG

[T [ ——— TABGE sidang uniLmas-orc

I. KELENGKAPAN ADMINISTRATIF DOKUMEN YANG DIAJUKAN UNTUK DIPERIKSA

Penilaian
No. Persyaratan Dokumen Dokumen yang diajukan Sesuai | Tidak Catatan
1 2 3 4 5 6
1. | Dokumen Laporan Perencanaan dalam format kertas A4 (bila ada lampiran [JAda / (CDKurang lengkap / (JTidak ada O O
berukuran A3 dilipat menjadi format A4)
2. | Dokumen gambar-gambar perencanaan dengan skala 1:100 (denah) atau [JAda / CIKurang lengkap / CJTidak ada O O

1:50/1:20 (detail) dalam format A2/A1/A0 yang dilipat menjadi format A4

3. Semua lembar gambar sudah dilengkapi identitas berikut ini :
a. Nama Bangunan Gedung / Nama Proyek.

b. Nama Pemilik dan Alamat Pemilik bangunan gedung.

c. Nama Perusahaan Konsultan (kecuali untuk perorangan). Sudah lengkap [ / Belum lengkap ] O O
d. Nama Perencana penanggung jawab bidang.

e. Nomor Lisensi Kerja/SKA Madya dari Penanggung jawab Perencanaan.

4. Dokumen Laporan sudah di tanda-tangani Perencana, dengan tanda tangan
basah. Dilengkapi dengan fotokopi Lisensi Bekerja atau SKA Madya yang Sudah [/ Belum O O O
ditandatangan basah oleh pemegang Lisensi Kerja atau SKA Madya yang
sesuai bidang perencanaan.

5. Dokumen Gambar sudah di tanda-tangani Perencana, dengan tanda tangan

basah. Tanda tangan basah di halaman depan dan terakhir, paraf basah Sudah [/ Belum O
pada semua halaman lainnya :
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FORM UTL 02

 BUKITTINGGI
*
u PEMERIKSAAN DOKUMEN PERENCANAAN
_——aa=_ BANGUNAN GEDUNG

‘\W” [ L =T 2 )

St gaio

]—ABG Bidang UTILITAS-DTC

1. I PANDUAN UNTUK KELENGKAPAN TEKNIS DOKUMEN PERENCANAAN UTILITAS

No. Bidang Dokumen yang diajukan Kelengkapan isi dokumen

1 2 3 4

1. SISTEM TATA LINGKUP PEMERIKSAAN
UDARA GEDUNG 1. Sistem Air Conditioning dan Distribusi Udara. 1. Sistem pemipaan air-sejuk (chilled-water), untuk sistem dengan air-sejuk (chilled-water).
(Sistem 2. Sistem pemipaan refrijeran, untuk sistem DX (Direct Expansion Remote Condenser; Split AC; Variable Refrigerant Flow - VRF).
Penghawaan) 3. Pemipaan Air Kondenser, untuk sistem dengan kondenser yang didinginkan air.
kode: TUG 4. Pemipaan Air Kondensat.

5. Sistem Distribusi Udara.

Sistem distribusi udara.

Sistem ventilasi udara segar dan exhaust untuk area parkir kendaraan.
Sistem pengamanan terhadap gas CO.

Sistem pengamanan terhadap gas CO2.

Sistem Ventilasi/AC/Exhaust Khusus.

2. Sistem Pembuangan Udara/Exhaust, termasuk
Exhaust Toilet dan Ventilasi Ruang Parkir
kendaraan yang tertutup dan/atau sistem
ventilasi/AC/Exhaust untuk ruang-ruang khusus
lainnya.

Sistem Tekanan Udara Saf Pemadam Kebakaran dan Tangga Darurat.
Sistem Pengendalian Asap kebakaran.

3. Sistem pengamanan terhadap bahaya asap
dalam keadaan darurat kebakaran

NRlo s W e

PERATURAN, STANDARD / TATA CARA PERENCANAAN & LITERATUR / BAHAN BACAAN

1. Peraturan yang harus ditaati 1. Undang-undang Rep. Indonesia No. 28 th. 2002 Tentang Bangunan Gedung.

2. Peraturan Menteri PU No. 26/PRT/M/2008 th. 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan.

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 th. 2010 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Walikota Bandung tentang Bangunan Gedung ( sedang dalam proses penyusunan ).

Peraturan Walikota Bandung tentang Gedung Hijau ( sedang dalam proses penyusunan ).

2. Standar yang menjadi acuan tata cara SNI 03-6572 Tata cara perencanaan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung.

perencanaan SNI 03-6571 Sistem Pengendalian Asap Kebakaran pada Bangunan Gedung.

SNI 03-6390 Konservasi Energi Sistem Tata Udara Bangunan Gedung.

SNI 03-6389 Konservasi Energi Selubung Bangunan Pada Bangunan Gedung.

il Eadl Bl N el Bl Bl

RSNI T-04-2005 Pembuangan asap dan panas akibat kebakaran.
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Bidang

Dokumen yang diajukan

Kelengkapan isi dokumen

3

4

Catatan: Penggunaan standar asing seperti ASHRAE Standard, British Standard dan/atau lainnya hanya diperbolehkan bilamana Standar
Nasional Indonesia belum mencakup hal-hal tersebut.

3.

Literatur dan bahan bacaan yang disarankan

1. ASHRAE Handbook; Fundamental, Application, Refrigeration, Equipment.

2. Carrier; Handbook of Air Conditioning System design.

3. Kementrian ESDM; Pedoman Energi Efisiensi untuk Desain Bangunan Gedung di Indonesia, Buku 1,2 & 3.

KELENGKAPAN TEKNIS DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIAJUKAN UNTUK DIPERIKSA TABG

1. Laporan Kriteria Perencanaan

Peraturan, Standar dan Literatur sebagai pernyataan bahwa perencanaan mengikuti ketentuan tersebut.

Data Bangunan Gedung yang menjelaskan kepadatan hunian di setiap ruangan di setiap lapis lantai.

Analisis pemilihan sistem.

Uraian tentang penerapan konsep Konservasi Enersi pada bangunan gedung ini.

Kondisi udara luar untuk perencanaan (outdoor design conditions).

Kondisi udara ruangan yang direncanakan (indoor design conditions).

Batas kecepatan udara dalam cerobong (duct).

Batas kecepatan air dalam pipa pada sistem dengan air sejuk (chilled water).

Bl el Il o Bl Bl Bl I

Batas kerugian tekanan dalam pipa refrijeran pada sistem DX.

-
o

Jenis Refrigeran yang digunakan oleh mesin AC.

=
[

Persyaratan laju aliran udara segar atau pertukaran udara (air change rate).

=
N

Uraian cara kerja Sistem Tata Udara pada keadaan normal dan pada keadaan darurat dan hubungan dengan sistem BMS/BAS.

[
w

Sistem pengamanan terhadap bahaya asap kebakaran:

a. Tekanan dalam saf pemadam kebakaran dan/atau tangga darurat kebakaran.
b.  Kecepatan udara pada pintu saf kebakaran.

c. Uraian tentang cara kerja sistem yang digunakan.

14. Uraian tentang tingkat kebisingan (design noise criteria) dan cara penanggulangannya.

15. Sistem Alarm gas-gas berbahaya :
a. Detektor dan alarm gas CO.
b. Detektor dan alarm gas CO2.

16. Penjelasan lain-lain yang relevan berupa salinan/copy dari literatur atau standar atau technical leaflet — cukup dilampirkan lembar yang
berkaitan dengan persoalan yang hendak dijelaskan saja.

2. Lampiran Perhitungan

=

Prakiraan beban pendingin ( cukup typical floor), dilengkapi dengan Analisis Psikrometri.

bl

Prakiraan beban pendingin ruang yang menimbulkan beban laten relatif besar, seperti restoran, ruang kebugaran dan lain-lain,
dilengkapi dengan Analisis Psikrometri.

Perhitungan kerugian tekanan pipa air-sejuk (chilled-water) maupun pipa air kondenser untuk menentukan tekanan (head) pompa.

Analisis dan penentuan kapasitas dan tekanan pompa air-sejuk (chilled-water) dan pompa air kondenser (kalau ada).

Penentuan kapasitas dan tekanan fan-penekan (pressurization fan) untuk Saf Pemadam Kebakaran.

Penentuan diameter pipa refrijeran untuk yang terpanjang/terbesar kerugiannya.

Perhitungan kerugian tekanan cerobong-udara (duct) yang utama.

Analisis penentuan kapasitas fan pada AHU / FCU / Exhaust Fan dan peredaman kebisingan fan.

wleN|o s s e

Analisis dan perhitungan ventilasi udara luar / AC untuk pendinginan peralatan yang menimbulkan panas dan pengendalian pencemaran
udara dan bau (Rg. Parkir Kendaraan, Rg. Genset, Rg. Trafo, Rg. Mesin lift, Rg. Batere, Rg. Sampah, dll).

Apabila perhitungan menggunakan computer software :
1. Software yang digunakan harus yang telah disepakati di Asosiasi Profesi dan/atau dipergunakan di Perguruan Tinggi.
2.  Lampirkan printout weather data dan data entry.
3. Lampirkan printout space cooling load dan zone cooling load.
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No. Bidang Dokumen yang diajukan Kelengkapan isi dokumen
1 2 3 4
3. Gambar-Gambar Perencanaan 1. Daftar gambar.
2.  Daftar Simbol dan Singkatan
3. Diagram Sistem Tata Udara Gedung meliputi :
a.  Sistem distribusi udara, intake fresh-air, room supply-air dan room exhaust-air.
b.  Sistem air-sejuk (chilled-water), pemipaan refrijeran, dan pemipaan air kondenser.
c.  Sistem pembuangan asap.
d. Sistem tekanan saf kebakaran.
4. Gambar denah tata letak saluran udara [ducting] pada setiap lantai dengan gambar dua garis yang menyatakan lebar cerobong udara.
Catatan: Pembagian zona harus dinyatakan dengan jelas apabila direncanakan lebih dari satu zona pada lantai tersebut.
5. Gambar denah ruang mesin dan peralatannya (plant room), serta detil dan potongan yang perlu untuk menjelaskan perencanaan.
6.  Data teknis mesin dan peralatannya (equipment schedule).
2. SISTEM TRANSPOR- | LINGKUP PEMERIKSAAN
TASI VERTIKAL 1. Lif (elevator) Penumpang : 1. Lif Penumpang (Passanger Elevator) — Electric dan/atau Hidrolik.
DALAM GEDUNG 2.  Lif Service (Service Elevator).
(Sarana Hubungan 3.  Lif Petugas Pemadam Kebakaran (Firemen Service Elevator).
Vertikal Dalam 4. Lif Pasien (Hospital Bed Elevator).
Gedung) 2. Lantai-jalan/travelator (moving walk)
kode: TDG 3. Tangga-jalan / eskalator (escalator)
4. Lif Pelayanan (dumbwaiter)
5. Lif Beban (Freight Elevator)
6. Gondola gantung (maintenance hoist)
7. Alat Pengangkat/Pengungkit lainnya.

PERATURAN, STANDARD / TATA CARA PERENCANAAN & LITERATUR / BAHAN BACAAN

1. Peraturan yang harus ditaati 1. Undang-undang Rep. Indonesia No. 28 th. 2002 Tentang Bangunan Gedung.

2. Peraturan Menteri PU No. 26/PRT/M/2008 th. 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan.

3. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 th. 2010 tentang Bangunan Gedung.
4.  Peraturan Walikota Bandung tentang Bangunan Gedung ( sedang dalam proses penyusunan ).
5. Peraturan Walikota Bandung tentang Gedung Hijau ( sedang dalam proses penyusunan ).

2. Standar yang menjadi acuan tata cara 1. SNI03-6573 Tata Cara Perencanaan Sistem Transportasi Vertikal Dalam Gedung ( LIF ).

perencanaan 2. SNI03-2190 Konstruksi Lift Penumpang dengan Motor Traksi.

3. SNI03-2190.1 Konstruksi Lift Hidrolis.
4.  SNI03-2190.2 Konstruksi Lift Pelayan (dumbwaiter).
5. SNI03-6247.1 Konstruksi Lift Pasien.
6. SNI03-6248 Konstruksi Eskalator.
7. SNI05-7052 Syarat-syarat umum konstruksi lift penumpang yang dijalankan dengan motor traksi tanpa kamar mesin.
8. SNI03-1735 Tata Cara Perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung.
9. SNI03-1746 Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sarana Jalan Keluar untuk Penyelamatan Terhadap Bahaya Kebakaran.

Catatan: Penggunaan standar asing seperti ANSI/ASME, British Standard dan/atau lainnya hanya diperbolehkan bilamana Standar Nasional
Indonesia belum mencakup hal-hal tersebut.
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KELENGKAPAN TEKNIS DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIAJUKAN UNTUK DIPERIKSA TABG

1.

Laporan Kriteria Perencanaan

1.

Peraturan, Standar dan Literatur sebagai pernyataan bahwa perencanaan mengikuti ketentuan tersebut.

2.

Data Bangunan Gedung yang menjelaskan kepadatan hunian di setiap lapis lantai.

3.

Skematik/Bagan pola traffic (Traffic Pattern) di dalam bangunan gedung yang menerangkan tentang :

a. Zonasi traffic.

b.  Jam Puncak (Rush-Peak Hour) dan jumlah pengguna Lif Penumpang, Eskalator & Travelator pada jam itu.
c.  Kriteria PHC, Waiting Time / Interval untuk Lif.

Uraian cara kerja sistem, meliputi penjelasan tentang sistem penggerak mesin, sistem keamanan operasi, sistem operasi dalam keadaan
normal dan keadaan darurat, sistem catu daya listrik pada keadaan normal dan keadaan darurat, sistem komunikasi dalam keadaan
darurat. Di uraian penjelasan harus dijelaskan Lif yang mana yang berfungsi sebagai Lif Petugas PK.

Penjelasan lain-lain yang relevan berupa salinan/copy dari literatur atau standar atau technical leaflet — cukup dilampirkan lembar yang
berkaitan dengan persoalan yang hendak dijelaskan saja.

2.

Lampiran Perhitungan

Analisis traffic (Traffic Analysis) untuk Lif Penumpang, Eskalator dan Travelator.

Analisis waktu tempuh Lif PK dari lobby utama sampai ke atap.

Perhitungan kekuatan kabel baja penarik kereta Lif.

Perhitungan kekuatan rem, Beban Penyeimbang pada kereta Lif dan Peredam Kejut.

Analisis dan perhitungan waktu pembersihan dengan menggunakan gondola.

Analisis gaya-gaya pada rel gondola dan perhitungan momen puntir.

3.

Gambar-Gambar Perencanaan

Daftar Gambar.

Daftar Simbol dan Singkatan.
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Sistem Lif, Eskalator dan Travelator :

1)  Diagram sistem Lif, Escalator dan Travelator.

2)  Gambar tapak bangunan yang menunjukan lokasi gedung dalam tapak dengan rencana jalur lalu lintas pada keadaan normal
maupun darurat kebakaran, khususnya untuk jalur evakuasi penghuni, jalur Petugas PK dan jalur Kendaraan PK (Pemadam
Kebakaran).

3)  Gambar lantai tipikal yang menunjukkan lokasi dan sistem lalu-lintas (traffic) penumpang, barang maupun jalur Petugas Pemadam
Kebakaran pada lantai tipikal bangunan.

4)  Gambar potongan ruang luncur (hoistway) yang menunjukan ruang mesin, kereta, sumuran (pit), beban pengimbang, balok
pemisah, jarak antar lantai.

wul

Gambar ruang mesin meliputi denah ruang mesin, tata letak peralatan, titik-titik beban-beban.

)]

Gambar detail yang menunjukan letak pintu, detil pintu, letak firemen emergency switch.

Gambar detil untuk guide rail, hoisting hook, separator beam, dll.

00|~

Gambar kereta, sistem daya listrik, sistem kontrol dan pengaman.

Sistem Gondola :

1)  Gambar denah dan jalur gondola.

2)  Gambar sistem rel dan penambatannya dan gambar Sistem penggantung.

3) Gambar detail gondola, detail platform/kereta, sistem daya listrik, sistem kontrol dan pengaman.

SISTEM PLAMBING
dan PERSAMPAH-
AN

kode: PLP

SISTEM PLAMBING ( Air Bersih, Air Panas, Air Kotor & Air Kotoran, Ven, Drainase & Talang Air Hujan )

LINGKUP PEMERIKSAAN

1.

Sistem Air Bersih

2.
3.

Sistem Plambing distribusi Air (Air bersih dan Air sekunder).
Sistem Distribusi Air Daur Ulang (Recycling Water).
Instalasi Pengolahan Air Baku (bila ada).
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4

2.  Sistem Air Panas

Sistem Pembangkit Air Panas.
Sistem Plambing distribusi Air Panas.

3.  Sistem Air Kotor/Limbah, Air Kotoran dan Ven
(pipa pelepas udara)

Sistem Plambing Air Kotor & Kotoran.

Sistem Pemipaan Ven (Pemipaan Pelepas Udara).
Sistem Pengolahan Air Kotor & Kotoran.

Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL ).

Sistem Pendauran Ulang Air Limbah.

4.  Sistem Drainase & Talang Air Hujan

Sistem Talang Air Hujan.

Sistem Drainase Gedung.

Sistem Bidang Resapan / Sumur Resapan.
Sistem Pendauran Ulang Air Hujan.

5.  Sistem Persampahan

Sistem Pengelolaan Sampah dan Tempat Penampungan Sementara.
Sampah domestik organik dan anorganik.
Sampah B3.

woplrevelobswNRIve

PERATURAN, STANDARD / TATA CARA PERENCANAAN & LITERATUR / BAHAN BACAAN

1. Peraturan yang harus ditaati

Undang-undang Rl No. 28 th. 2002 Tentang Bangunan Gedung.

KepMenKes No 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

KepMenLH Nomor Kep-52/ MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel.

KepMenLH Nomor Kep-112 th. 2003 tentang Baku Mutu Limbah Air Limbah Domestik.

Peraturan Pemerintah No. 74 th 2001 tentang Pengelolaan B3.

Peraturan Pemerintah Rl No. 18 th. 1999 tentang Pengelolalan Limbah B3 jo PP Nomor 85 Th 1999.

Peraturan Pemerintah Rl No. 82 th. 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 th. 2010 tentang Bangunan Gedung.

el Bl il S Bl Bl Pl I [

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 3 th. 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah.

ey
o

. Peraturan Walikota Bandung tentang Bangunan Gedung ( sedang dalam proses penyusunan ).

[N

. Peraturan Walikota Bandung tentang Gedung Hijau ( sedang dalam proses penyusunan ).

2. Standar yang menjadi acuan tata cara
perencanaan

SNI 19-6786-2002 Spesifikasi Simbol Gambar Sistem Penyediaan Air dan Sistem Drainase.

SNI 03-6481 Sistem Plambing.

SNI 03-7065 Tata cara perencanaan sistem Plumbing.

SNI 06-6373-2000 Tata Cara Pemilihan dan Pemasangan Ven Pada Sistem Plambing.

SNI 6773:2008 Spesifikasi Unit Paket Instalasi Pengolahan Air.

SNI 6774-2008 Tata cara perencanaan unit paket Instalasi Pengolahan Air.

SNI 03-2453-2002 Tata cara perencanaan sumur resapan untuk lahan pekarangan.

SNI 19-6410-2000 Tata Cara PenimbunanTanah Untuk Bidang Resapan Pada Pengolahan Air.
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SNI 19-6466-2000 Tata Cara Evaluasi Lapangan Untuk Sistem Peresapan Pembuangan Air.

Catatan: Penggunaan standar asing seperti ANSI/National Plumbing Code, British Standard dan/atau lainnya hanya diperbolehkan bilamana
Standar Nasional Indonesia belum mencakup hal-hal tersebut.
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KELENGKAPAN TEKNIS DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIAJUKAN UNTUK DIPERIKSA TABG

1. Laporan Kriteria Perencanaan

A. Peraturan, Standar dan Literatur sebagai pernyataan bahwa perencanaan mengikuti ketentuan tersebut.
B.  Sistem Air Bersih :
1 Penjelasan tentang sistem penyedian Air Bersih/Minum dan distribusinya dalam bangunan.
2 Sumber air dan kapasitas pengambilan air per menit.
3 Kebutuhan air bersih per orang per hari.
4 Neraca Penggunaan Air, meliputi semua penggunaan air di bangunan gedung ini.
5.  Kualitas air untuk peruntukan yang disyaratkan.
6 Volume, jenis dan peruntukan tanki/bak penampung air (air bersih dan air sekunder).
7 Batas kecepatan dalam pipa.
8 Sisa tekanan pada alat plambing.
9 Jenis dan bahan pipa yang digunakan.
C. _ Sistem Air Panas:
1 Penjelasan tentang sistem penyediaan air panas dan distribusinya dalam bangunan.
2 Kebutuhan air panas per orang per hari.
3 Suhu Air panas.
4,  Sisa tekanan pada alat plambing.
5 Jenis dan bahan pipa yang digunakan.
6 Penjelasan tentang sistem pembangkit air panas.
7 Uraian cara kerja sistem termasuk cara pengaturan suhu air panas.
D. Sistem Air Kotor/Limbah, Air Kotoran dan Ven (pipa pelepas udara) :
1 Uraian / penjelasan sistem.
2 Jenis-jenis Air buangan dan sumber asal Air buangan.
3 Volume air kotoran/kotor per kapita atau equivalentnya.
4.  Kecepatan aliran dalam pipa pengumpul.
5 Jenis dan bahan pipa yang digunakan.
6 Kemiringan Pipa.
E. Sistem Drainase & Talang Air Hujan :
1. Intensitas curah hujan yang digunakan dalam perencanaan dan penjelasan sumber data yang digunakan.
2 Taraf (“peil”) banjir bangunan dan titik sambungan saluran kota penerima.
3 Kecepatan aliran maksimum dan minimum yang diizinkan.
4,  Jumlah dan dimensi sumur resapan.
5 Jenis bahan pipa yang digunakan.
F. Instalasi Pengolahan Air Baku (bila ada) :

1. Kualitas air yang akan diolah dan kualitas hasil pengolahan.
2.  Dasar pemilihan proses dan uraian penjelasan sistem pengolahan.
3. Faktor-faktor yang digunakan dalam perencanaan pada bagian utama dari pengolahan seperti prasedimentasi, aerasi, koagulasi,

flokulasi, filtrasi, desinfeksi dan unit proses lain yang dianggap penting.
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Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) :

1.

Dasar pemilihan proses dan sistem pengolahan.

Besaran parameter-parameter pengolahan dan kualitas air hasil olahan yang ditetapkan.

Uraian penjelasan pengolahan primer.

Uraian penjelasan pengolahan sekunder.

Uraian penjelasan pengolahan tersier.
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Uraian penjelasan tentang rencana pemanfaatan air hasil dari proses pendauran ulang air limbah.

Sistem Persampahan :

Uraian penjelasan jenis-jenis sampah buangan dan pengelolaannya, termasuk sampah B3 (bila ada).

Kriteria timbulan sampah per kapita per hari untuk setiap jenis klasifikasi sampah.

Perhitungan volume sampah perhari.

Penjelasan lokasi dan jenis konstruksi termasuk sistem drainase dan perhitungan dimensi tempat pengumpulan sementara.

Uraian penjelasan tentang pewadahan sementara, lokasi Tempat Pengumpulan Sementara dan sistem drainasenya.

Penjelasan akses dan manuver kendaraan pengangkut sampah ke tempat pengumpulan sementara.
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Penjelasan ritasi pengambilan sampah mingguan atau waktu yang periodik lainnya.

2. Lampiran Perhitungan

Sistem Air Bersih :

Analisis dan perhitungan kebutuhan air bersih keseluruhan per hari.

Analisis / Neraca Penggunaan Air.

Analisis dan perhitungan kapasitas tanki-tanki penyimpanan air.

Perhitungan laju air bersih berdasarkan UBAP untuk penentuan ukuran-ukuran pipa.

Penentuan ukuran pipa-pipa utama dan perhitungan kehilangan tekanan pada pipa utama dan jalur distribusi kritis.

IS Bl Bl Bl B

Analisis pemilihan pompa meliputi perhitungan dan pemeriksaan NPSH dan perhitungan tanki tekan bila digunakan. Lengkapi
dengan kurva sistem dan kurva pompa dengan menggunakan kurva dari fabrikan pompa (brand-name dan/atau merk harus
dihapus).

Perhitungan water hammer.

Perhitungan untuk hal-hal yang khusus (bila ada).

Sistem Air Panas :

Penjelasan tentang sistem pembangkit air panas.

Suhu desain air panas supply dan return.

Kriteria kebutuhan air panas per kapita per hari.

Suhu desain air panas supply dan return.

Batas kecepatan dalam pipa.

Ketentuan sisa tekanan pada alat-alat plambing/alat-alat sanitair.

Jenis dan bahan pipa yang digunakan.

1
2
3
4
5.
6
7
8

Jenis isolasi pipa yang digunakan.

Sistem Air Kotor/Limbah, Air Kotoran dan Ven (pipa pelepas udara) :

1.  Penjelasan tentang sistem air kotor, air kotoran dan ven.
2. Penjelasan jenis-jenis air buangan dan sumber asal air buangan.
3. Beban air kotoran dan air kotor per kapita.
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1 2 3 4
4.  Jenis dan kelas pipa yang digunakan.
5. Kriteria kemiringan Pipa.
6.  Analisis Pendauran Ulang Air termasuk pemanfaatan air daur ulang.

Sistem Drainase & Talang Air Hujan :

1.  Perhitungan kebutuhan talang air hujan — diameter talang dan jumlah talang.

2. Perhitungan diameter pipa dan atau dimensi saluran terbuka di luar bangunan (drainase halaman) sampai dengan penyambungan
ke badan air penerima atau sumur resapan.

3. Penjelasan dan perhitungan penggunaan material sintetik peresapan air hujan (bila digunakan).

4.  Analisis dan perhitungan jumlah sumur resapan yang diperlukan, perhitungan dimensi sumur resapan.

Instalasi Pengolahan Air Baku (bila ada) :

1.

Analisis dan perhitungan proses dan hidrolika sesuai dengan urutan unit-unit pengolah.

2.

Perhitungan kebutuhan daya listrik untuk seluruh instalasi.

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) :

1.  Penjelasan pembebanan sistem pengolahan air limbah : Beban BOD SS, Hidrolis.

2. Kriteria desain keluaran BOD dan SS.

3. Analisis dan perhitungan proses dan hidrolika sesuai dengan urutan unit-unit pengolah.
4 Perhitungan kebutuhan daya listrik untuk seluruh instalasi.

Sistem Persampahan :

1.

Perhitungan volume sampah-sampah perhari.

2.

Perhitungan kebutuhan Tempat Penampungan Sampah Sementara.

3. Gambar-Gambar Perencanaan

Daftar Gambar.

Daftar simbol & singkatan.

Sistem Plambing :

1)

Diagram Sistem Air Bersih.

2)

Diagram Sistem Air Panas (bila ada).

3)

Diagram Sistem Air Kotor, Air Kotoran & Ven.

4)

Diagram Sistem Talang Air Hujan.

5)

Gambar Tapak yang menunjukkan Jalur dan Jaringan PDAM, Sistem Air Bersih, Air Kotor & Kotoran, Air Hujan, lokasi sumur dalam
(bila ada).

6)

Gambar Denah Toilet dilengkapi dengan gambar Isometri (untuk toilet tipikal cukup dibuat 1 saja).

7)

Gambar Detail Ruang Pompa Air Bersih dan Ground Water Tank.

8)

Gambar Detail Roof Tank dan Pompa Booster (bila ada).

9)

Gambar Building Trap.

10) Gambar Sistem Instalasi Pengolahan Air Baku/Air Bersih (bila ada).

11) Gambar Sistem IPAL lengkap berikut gambar denah, potongan dan instalasi recyclingnya (bila ada).

12) Gambar Sistem Penampungan Pengolahan Air Hujan berikut gambar denah, potongan dan detail instalasinya (bila ada).

13)

Gambar Sumur Resapan.

Sistem Persampahan :
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1) Diagram skematik sistem pengangkutan sampah,termasuk trash chute dalam gedung (bila ada).
2) Gambar tapak yang menunjukkan TPS di luar gedung.
3) Gambar detail TPS di dalam gedung, serta persyaratan temperatur dan ventilasi.
4) Gambar tata letak peralatan.
5) Gambar-gambar lain sesuai kebutuhan.
4. SISTEM LINGKUP PEMERIKSAAN
PEMADAMAN 1. Sistem Pipa Tegak Hidran (Standpipe and Hose System)
KEBAKARAN AKTIF 2. Sistem Sprinkler Otomatis (Automatic Sprinkler)
(Sistem-sistem 3. Sistem Pompa Kebakaran (Firepumps Set)
Proteksi Kebakaran | 4. Sistem APAR (Portable Extinguisher)
Aktif) 5. Sistem Pemadaman Otomatis dengan bahan/zat aktif lainnya (bila ada)
kode: PKA

PERATURAN, STANDARD / TATA CARA PERENCANAAN & LITERATUR / BAHAN BACAAN

1.

Peraturan yang harus ditaati

1.

Undang-undang Rep. Indonesia No. 28 th. 2002 Tentang Bangunan Gedung.

2.

Peraturan Menteri PU No. 26/PRT/M/2008 th. 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan.

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 th. 2010 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Walikota Bandung tentang Bangunan Gedung ( sedang dalam proses penyusunan ).

Regulasi/Ketentuan yang berkenaan dengan unit Pemadam Kebakaran Kota Bandung dan DEPNAKER.

2.

Standar yang menjadi acuan tata cara
perencanaan

SNI03-1735 Tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung.

SNI03-1736 Tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung.
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SNI03-1745 Tata cara perencanaan dan pemasangan sistem pipa tegak dan slang untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan
rumah dan gedung.

SNI03-3989 Tata cara perencanaan dan pemasangan sistem Springkler Otomatik untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan
gedung.

SNI03-1746 Tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan ke luar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada
bangunan gedung.

6.

SNI03-6570-2001 Instalasi Pompa Yang Dipasang Tetap Untuk Proteksi Kebakaran.

7.

SNI 03-1746-1989, Metoda Pemasangan Pemadam Api Ringan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangun Rumah dan Gedung.

8.

SNI dan/atau standar lainnya, sesuai dengan kebutuhan sistem pemadaman kebakran pada gedung ini.

Catatan: Penggunaan standar asing seperti NFPA, British Standard dan/atau lainnya hanya diperbolehkan bilamana Standar Nasional
Indonesia belum mencakup hal-hal tersebut.

3.

Literatur dan bahan bacaan yang disarankan

1.

NFPA-13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems.

NFPA-14 Standard for the Installation of Standpipe, Private Hydrant and Hose Systems.

NFPA-20 Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection.

NFPA-10 Standard for Portable Fire Extinguisher.

BSI-9999 Code of Practice for fire safety in the design, management and use of buildings.

Soekartono Soewarno, “Pemahaman Terhadap Instalasi Pemadam Kebakaran Berbasis Air”, BK-Mesin, PIl, 2011.

Mahoney, Eugene F., Fire Departments Hydraulics.
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Crane Co., Flow of Fluids Through Valves, Fittings and Pipe.

KELENGKAPAN TEKNIS DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIAJUKAN UNTUK DIPERIKSA TABG

1

Laporan Kriteria Perencanaan

| A

Peraturan, Standar dan Literatur sebagai pernyataan bahwa perencanaan mengikuti ketentuan tersebut.
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Sistem Pipa Tegak Hidran :

1.

Analisis Hidran & Siamesse, dilengkapi gambar penjelas yang diberi lingkaran-lingkaran untuk menjelaskan jarak/jangkauan,
meliputi :

a. Jarak maksimum Hidran kota terdekat ke pemberhentian mobil PK.

b.  Jarak maksimum lokasi pemberhentian mobil PK ke siamesse.

c. Penambahan hidran halaman bila diperlukan sesuai ketentuan di Permen PU dan /atau SNI.

d.  Sumber Air Hidran Halaman.

Pemeriksaan jarak antar katup landing dilengkapi gambar penjelas yang diberi lingkaran-lingkaran untuk menjelaskan jangkauan
luas (coverage area) dan kompartemensi (berlaku untuk seluruh lantai, sedangkan untuk lantai tipikal cukup 1 gambar).

Analisis Kelas Pelayanan dan Sistem Pipa Tegak & Slang yang dipilih :
a. Kelas Pelayanan.

b.  Jenis Pipa Tegak yang dipasang.

c. Diameter pipa tegak.

Batas-batas tekanan yang harus dipenuhi :

a. Tekanan untuk katup 1,5 inch dan tekanan untuk katup landing 2,5 inch.
b.  Tekanan maksimum yang diijinkan pada pipa tegak.

[ Tekanan maksimum yang diiinkan pada sistem.

Laju Pasokan Air yang disyaratkan untuk pipa Tegak pertama dan tambahan setiap 1 pipa tegak.

Uraian penjelasan tentang sistem Pipa Tegak dan Slang mencakup rujukan, tekanan, jumlah pipa tegak, sistem pompa, pasokan air,
KSSK, dIl.

Jenis dan bahan dan kelas kekuatan pipa dan asesoriesnya.

Sistem Sprinkler Otomatis :

1. Klasifikasi Kelas/Sifat Bahaya Kebakaran pada Gedung.
2.  Analisis penentuan Sistem Sprinkler yang akan dipasang pada bangunan gedung ini.
3.  Kriteria penempatan kepala sprinkler, meliputi :

Luas lingkup per kepala sprinkler sesuai ketentuan SNI.
Tekanan Air pada kepala sprinkler.

Maksimum S x D.

Ukuran kepala sprinkler.

Kepadatan pancaran air.

Jenis/spesifikasi kepala sprinkler.
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Sistem Pompa Kebakaran ( Firepumps Set)

1,  Skema instalasi Pompa Kebakaran sesuai rujukan perencanaan lengkap dengan pipa test dll.
2. Analisis set pompa kebakaran yang dipasang tetap :

a.  Suction type.

b.  Jumlah Pompa Utama.

c. Jenis Pompa Utama.

d. Jenis Pompa Jockey.

e. Instrumentasi dan kontrol.

f. Sistem Operasi otomatis.
3.  Analisis dan bagan catu daya listrik untuk pompa kebakaran.
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Sistem APAR:

1. Uraian sistem APAR meliputi penjelasan berikut ini :
a. Slfat bahaya kebakaran, jenis APAR dan ukurannya.
b.  Kriteria jumlah APAR.
C. Jarak pemasangan antar APAR.

Sistem Pemadam Kebakaran dengan Bahan/Zat Aktif lainnya :

1.  Uraian penjelasan tentang bahan/zat aktif yang digunakan dan alasan penggunaannya.

Uraian penjelasan cara pelepasannya.

Pembagian zona dan batas ruang yang dilindungi.

2

3

4. Kriteria tekanan desain pada nozzle pelepasan.

5 Referensi tata cara perencanaan yang digunakan.

2.

Lampiran Perhitungan

Sistem Pipa Tegak Hidran :

1.  Analisis perhitungan jarak-jarak untuk pilar hidran kota dan/atau pilar hidran halaman.

Analisis perhitungan jumlah pipa tegak gedung berdasarkan fungsi, klasifikasi dan luas per lantai gedung.

2

3.  Analisis penempatan katup sambungan pemadam kebakaran (siamesse connection).

4 Analisis jenis saf kebakaran yang harus tersedia : smoke vestibule, lift dan tangga berdasarkan dalamnya basemen paling bawah
dan/atau tinggi gedung.

Analisis jangkauan luas (coverage area) katup landing di saf kebakaran.

Analisis cadangan air meliputi kapasitas cadangan air dan lokasi tanki penyimpannya.

Analisis dan perhitungan alat-alat penurun tekanan (pressure reducing valve dan/atau orifice plate).

5
6
7.  Analisis dan perhitungan penentuan dimensi pipa tegak (secara hidrolik atau secara skedul pipa).
8
9

Analisis dan perhitungan tekanan (head) pompa Kebakaran (fire pumps).

10. Kelengkapan Kotak KSSK (Katup Sambungan Selang Kebakaran) Gedung ( Fire Hose Cabinet ).

11. Spesifikasi Sambungan dengan Petugas Pemadam Kebakaran pada katup landing dan siamesse.

Sistem Sprinkler Otomatis :

1.  Perhitungan hidrolik pipa dilengkapi dengan sketsa pemipaan.

2. Analisis Jarak antar kepala sprinkler sesuai dengan tingkat bahaya dilengkapi dengan sketsa jangkauan area (coverage area)
sprinkler.

3.  Analisis dan perhitungan untuk penentuan ukuran pipa pembagi utama, pipa pembagi, pipa cabang.

b

Analisis dan perhitungan alat-alat penurun tekanan (pressure reducing valve dan/atau orifice plate).

5. Analisis dan perhitungan tekanan (head) yang diperlukan.

Sistem Pompa Pemadam Kebakaran (Fire pumps set) :

1.  Pemilihan Pompa Kebakaran dan Pompa Jockey yang dilengkapi dengan kurva Pompa yang menjelaskan Kondisi Desain, Churn
Pressure, Extended Flow - lengkapi dengan sketsa menggunakan kurva dari fabrikan pompa (brand-name dan/atau merk harus
dihapus).

2. Analisis dan perhitungan kebutuhan penyediaan daya listrik untuk pompa kebakaran.

Sistem Pemadam Kebakaran dengan Bahan/Zat Aktif lainnya :

1.  Analisis dan perhitungan kebutuhan bahan/zak aktif.
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2.  Perhitungan sisa volume bahan/zat aktif pada pipa.
3.  Perhitungan penentuan ukuran pipa.
4.  Perhitungan kehilangan tekanan pada pipa.

3. Gambar-Gambar Perencanaan

Daftar Gambar.

Daftar simbol & singkatan.

Sistem Pipa Tegak Hidran, Sprinkler Otomatis dan APAR:

1. Diagram Sistem Pipa Tegak Hidran (dan sprinkler — bila menerapkan sistem kombinasi).
2.  Diagram Sistem Sprinkler Otomatis (tidak perlu dibuat terpisah — bila menerapkan sistem kombinasi).
3. Skedul pompa kebakaran.
4 Gambar tapak yang menunjukkan :

a. Jalur jalan/lintasan mobil PK

b.  Posisi Pillar Hidran kota

[ Posisi Pillar Hidran halaman (bila diperlukan)

d. Posisi parkir mobil PK

e. Indikasi Jarak mobil PK ke Pillar Hidran

f. Indikasi Jarak mobil PK ke Siamesse

g. Jaringan pemipaan di tapak
5. Gambar-gambar denah yang menunjukkan :

a. Posisi Katup Landing 2,5 Inch

b Posisi Kotak Sambungan Selang Kebakaran 1,5 Inch

c. Posisi Peletakan APAR.

d Katup Kendali Cabang sprinkler

Catatan :
i. Masing-masing dilengkapi dengan lingkaran-lingkaran coverage area.
ii. Berlaku untuk seluruh lantai, untuk lantai tipikal cukup 1 gambar.
6. Gambar Lantai Dasar yang menunjukkan jalur-jalur evakuasi dan akses Petugas PK.
7. Gambar Ruang Pompa dilengkapi skematik sistem pompa, sistem pengaman tekanan, skema kontrol operasi otomatis, catu daya
listrik, dan lain-lain yang relevan.
8. Gambar Kotak Sambungan Selang Kebakaran dan detail posisi pemasangannya.
9. Tata Letak Pompa PK di Ruang Pompa, dilengkapi dengan detail.
10. Diagram Sistem Catu Daya Listrik Pompa PK.
11. Diagram Sistem Deluge Spinkler dan/atau PreAction Sprinkler (bila menerapkan sistem ini).
12. Tata Letak Sistem tersebut di atas.
13. Gambar-gambar lainnya sesuai kebutuhan untuk menjelaskan sistem ini .
APAR :
1. Tata Letak Penempatan APAR di setiap lantai (untuk lantai tipikal cukup 1 buah gambar) dilengkapi dengan lingkaran-lingkaran
coverage area.

2.  Detail Pemasangan APAR.

Sistem Pemadam dengan bahan/zat aktif lainnya :

1.  Diagram Sistem.

2.  Tata Letak Sistem.

3. Diagram Sistem Kontrol Operasi dan Sistem Pengamanannya.

4. Gambar-gambar lainnya sesuai kebutuhan untuk menjelaskan sistem PK.
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5. | SISTEM LISTRIK LINGKUP PEMERIKSAAN

ARUS KUAT DAN
PENANGKAL PETIR
kode: LAK

1.  Sistem Catu Daya Listrik

Sumber Daya meliputi Sumber Daya Utama dan Sumber Daya Cadangan.

Sistem Distribusi Tegangan Menengah.

Sistem Distribusi Tegangan Rendah termasuk Sistem Distribusi Daya dalam dan luar gedung.

Sistem UPS dan Distribusi Daya Listrik UPS.

2.  Sistem Pencahayaan buatan

Sistem Pencahayaan dalam gedung termasuk Pencahayaan dekorasi, Pencahayaan luar gedung dan pencahayaan rambu udara.
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Sistem Pencahayaan dalam keadaan darurat.

3.  Sistem Pembumian

Meliputi : Instalasi Pembumian sistem disribusi daya dan pembumian pengaman.

4.  Sistem penangkal Petir

Meliputi : Instalasi Penangkap, Penghantar dan Pembumian.

PERATURAN, STANDARD / TATA CARA PERENCANAAN & LITERATUR / BAHAN BACAAN

1. Peraturan yang harus ditaati

1. Undang-undang Rep. Indonesia No. 28 th. 2002 Tentang Bangunan Gedung.

2. Peraturan Menteri PU No. 26/PRT/M/2008 th. 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan.

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 th. 2010 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Walikota Bandung tentang Bangunan Gedung ( sedang dalam proses penyusunan ).

Peraturan Walikota Bandung tentang Gedung Hijau ( sedang dalam proses penyusunan ).

Regulasi/Ketentuan yang berkenaan dengan PLN, unit Pemadam Kebakaran Bandung dan DEPNAKER.

2. Standar yang menjadi acuan tata cara
perencanaan

SNI 04-0255 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL).

SNI 03-7013 Sistem Proteksi Petir Pada Bangunan Gedung.

SNI 03-6575 Tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung.
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. SNI03-6197 Konservasi Energi Sistem Pencahayaan Pada Bangunan Gedung.

Catatan: Penggunaan standar asing hanya diperbolehkan bilamana Standar Nasional Indonesia belum mencakup hal-hal tersebut.

KELENGKAPAN TEKNIS DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIAJUKAN UNTUK DIPERIKSA TABG

1.  Laporan Kriteria Perencanaan

A. Peraturan, Standar dan Literatur sebagai pernyataan bahwa perencanaan mengikuti ketentuan tersebut.

B.  Sistem Catu Daya listrik :

1.  Uraian Penjelasan tentang Sistem Penyediaan Listrik, meliputi :
Sumber Daya Utama, Sumber Daya Cadangan, Sumber Daya Darurat dan Sumber Daya UPS.
Konsep peralihan dari Sumber Daya Utama ke Sumber Daya Cadangan.
Rumabh trafo (power house).
Konsep pengendalian Faktor Daya.
Jenis-jenis beban & prioritas layanannya.
Implementasi sistem supervisi/ monitoring yang diterapkan.

raian penjelasan sistem Distribusi Tegangan Menegah [TM], meliputi :
Sistem dan jenis Instalasi yang diterapkan.
Jenis Pemutus Daya yang dipilih untuk Incoming, Metering, Beban & Outgoing.
Sistem penghubung antara Pemutus Daya ke unit Transformer.

a
b
(x
d
e
f.
g.  Karakteristik sumber daya yang disyaratkan : Persyaratan tegangan, frekuensi dan keandalan.
u
a
b
c
d Penjelasan tentang rumah gardu berikut Instalasi Panel Tegangan Menengah.
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4

Uraian penjelasan sistem Distribusi Tegangan Rendah [TR], meliputi :

Sistem dan jenis Instalasi yang diterapkan.

Jenis peralatan pemutus daya yang dipilih untuk Incoming, Metering, Beban & Outgoing.

Sistem penghubung antara Trafo Distribusi ke Pemutus Daya di Panel Induk Tegangan Rendah.
Sistem penghubung antara Pemutus Daya di Panel Induk Tegangan Rendah ke sub panel distribusi.
Penjelasan tentang ruang Panel Tegangan Rendah.

Implementasi sistem supervisi/ monitoring yang diterapkan.

S0 o0 oTo

Sistem Pencahayaan :

1. Uraian penjelasan tentang kriteria tingkat kuat cahaya yang dipilih untuk tiap jenis ruangan.
2. Uraian tentang konsep pencahayaan alami & konsep pencahayaan buatan.
3. Uraian konsep penghematan enersi, meliputi :
a. Penentuan jenis-jenis lampu berikut armaturnya yang dipilih berikut uraian kuat cahayanya.
b. Pola grouping dan penyalaan lampu.
[ Implementasi sistem penyalaan lampu dengan sensor gerak.
4. Uraian sistem Pencahayaan Darurat, meliputi :
a.  Sistem yang diterapkan, sentral atau individual.

b. Konsep aktivasi/penyalaan lampu darurat dalam keadaan emergeny.
c.  Titik-titik pencahayaan darurat sesuai dengan konsep evakuasi dalam keadaan darurat.

Sistem Pembumian :

1.  Penerapan konsep titik pembumian (grounding) untuk penyaluran :
a. Arus Gangguan Hubung Singkat, Arus Bocor dan Residu Muatan.
b.  Arus petir sambaran tak langsung.
c. Noise akibat harmonisa atau penyebab lainnya (untuk keadaan yang tertentu dan yang khusus).
2. Konsep titik pembumian (grounding) dan penyamaan tegangan (equipotential bonding) terkait dengan tegangan sentuh dan

tegangan langkah.

Sistem Penangkal Petir :

1. Uraian penjelasan tentang konsep proteksi petir yang diterapkan.
2. Penetapan proteksi sambaran langsung & tidak langsung.

3. Jenis teknologi yang dipilih.

4.  Alasan dari pemilihan teknologi yang dimaksud.

2.

Lampiran Perhitungan

Sistem Catu Daya listrik :

1.  Perhitungan kebutuhan daya listrik di bangunan gedung meliputi :
a. Beban normal.
b. Beban gangguan.
c.  Beban keadaan darurat.
2.  Neraca penggunaan daya & analisis dan perhitungan Faktor Daya.
3. Penentuan kapasitas sumber daya meliputi :

a. Sumber daya listrik utama.
b.  Sumber daya listrik cadangan.
C. Sumber daya listrik dalam keadaan darurat.
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4,  Analisis dan perhitungan penghantaran listrik pada instalasi sumber daya, meliputi :
a. Perhitungan susut tegangan.
b.  Perhitungan untuk penentuan ukuran penghantar.
c. Perhitungan arus hubung singkat.

Beban maksimum di setiap peralatan pemutus daya (sisi TM dan TR).

Kemampuan hantar arus konduktor dan penetapan ukuran diameter kabel (sisi TM dan TR).

Kemampuan hantar arus dan penetapan ukuran penampang Busbar (sisi TM dan TR).
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Arus hubung singkat fasa ke fasa dan fasa ke tanah.

Sistem Pencahayaan :

1. Jumlah titik lampu per ruangan sesuai dengan kriteria kuat penerangan di ruangan tersebut.

2. Jumlah kebutuhan penggunaan daya untuk kebutuhan pencahayaan.

3. Kekuatan batere untuk pencahayaan darurat.

Sistem Pembumian :

1. Tahanan pembumian yang diperlukan untuk pengaman terhadap tegangan sentuh dan tegangan langkah.

2. Perhitungan jumlah titik pembumian & ukuran penghantar untuk penyaluran arus gangguan pada Instalasi peralatan TM &
Instalasi peralatan TR.

3. Perhitungan untuk penentuan ukuran penghantar & titik pembumian untuk peralatan khusus.

4.  Perhitungan untuk penentuan ukuran Penghantar untuk penyamaan tegangan (equipotential bonding) antar badan peralatan.

Sistem Penangkal Petir :

1. Penentuan Probabilitas arus Petir.

Penetapan Manajemen Resiko dan penetapan konsep Lightning Protection Zone (LPZ) dari adanya bahaya petir.

2.
3, Perhitungan arus gangguan petir & penentuan jumlah titik pembumian.
4, Penetapan ukuran & jenis hantaran penyalur petir.

3

Gambar-Gambar Perencanaan

Daftar Gambar.

Daftar simbol & singkatan.

Sistem Catu Daya listrik :

1. Diagram Sistem Sumber Daya Listrik mencakup Tegangan Menengah dan Tegangan Rendah.

2. Riser Diagram Sistem Distribusi Daya Listrik di bangunan gedung.

3.  Gambar tapak yang menunjukkan posisi Gardu PLN, Jalur Kabel, posisi Power House untuk Tegangan Menengah & Tegangan
Rendah.

4,  Gambar Denah Penyediaan Daya Listrik di setiap lantai (untuk lantai tipikal cukup 1 denah).

5. Gambar Tabel Beban PHB untuk daya dan penerangan.

Sistem Pencahayaan :

1. Denah/Tata Letak Lampu-lampu di setiap lantai, termasuk indikasi titik-titik Lampu Penerangan Darurat dan jalur evakuasi keadaan

darurat (untuk lantai tipikal cukup 1 denah).

2.  Diagram Instalasi Pencahayaan & Pencahayaan Darurat (untuk lantai tipikal cukup 1 denah).

Sistem Pembumian :

1. Diagram Sistem Pembumian.

2. Gambar tapak yang menunjukkan titik-titik pembumian.
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3. Detail Pembumian.
D. Sistem Penangkal Petir :

1. Diagram Sistem Penangkal Petir.
2. Gambar Instalasi Penangkal Petir untuk menjelaskan jalur penghantar menuju titik pembumian.
3. Detail Penangkap, Titik Pembumian dan Penempatan kabel penghantar.

6. SISTEM LISTRIK LINGKUP PEMERIKSAAN

ARUS LEMAH
kode: LAL

Pusat kontrol dari Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran.
Instalasi Sistem deteksi dan Alarm Kebakaran.
Peranan Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran dalam keadaan darurat.

1.  Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran

Pusat kontrol dari Sistem Tata Suara.
Sistem distribusi suara,
Sistem tata suara dalam keadaan darurat.

2. Sistem Tata Suara

Sistem PABX yang digunakan (bila ada).
Sistem distribusi saluran ke pesawat telepon.
Sistem telpon nirkabel bila ada.

3. Sistem Telepon

Pusat kontrol dari Sistem CCTV dan Sekuriti.
Sistem Kamera dan Deteksi Sekuriti dan instalasinya.
Peranan Sistem CCTV dalam keadaan darurat.

4.  Sistem CCTV dan Security

Pusat kontrol BAS.
Titik-titik monitor dan kendali BAS.
Peranan Sistem BAS dalam keadaan darurat.

5. Sistem Building Automation
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PERATURAN, STANDARD / TATA CARA PERENCANAAN & LITERATUR / BAHAN BACAAN

1.  Peraturanyang harus ditaati 1. Undang-undang Rep. Indonesia No. 28 th. 2002 Tentang Bangunan Gedung.
2. Peraturan Menteri PU No. 26/PRT/M/2008 th. 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan.
3. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 th. 2010 tentang Bangunan Gedung.
4, Peraturan Walikota Bandung tentang Bangunan Gedung ( sedang dalam proses penyusunan ).
5. Peraturan Walikota Bandung tentang Gedung Hijau ( sedang dalam proses penyusunan ).
6.  Peraturan perundangan tentang Telekomnikasi.
7. Regulasi/Ketentuan yang berkenaan dengan Unit Pemadam Kebakaran Bandung dan TELKOM.
2, Standar yang menjadi acuan tata cara 1. SNI03-3985 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pemasangan, Pengujian Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran untuk pencegahan bahaya

perencanaan kebakaran pada bangunan gedung.

Catatan: Penggunaan standar asing hanya diperbolehkan bilamana Standar Nasional Indonesia belum mencakup hal-hal tersebut.

KELENGKAPAN TEKNIS DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIAJUKAN UNTUK DIPERIKSA TABG

1.  Laporan Kriteria Perencanaan A.  Peraturan, Standar dan Literatur sebagai pernyataan bahwa perencanaan mengikuti ketentuan tersebut.

B.  Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran :

1.  Uraian tentang dasar pemilihan sistem, antara lain : Pemilihan sistem deteksi (konvensional atau addressable), Pemilihan jenis
alat deteksi (deteksi asap, temperatur atau laju kenaikan temperatur), Penentuan alat panggil manual, Penentuan jenis Alarm
Audio dan Visual termasuk penjelasan tentang sumber daya untuk peralatan.

2. Dasar perhitungan dan asumsi-asumsi yang dipergunakan, antara lain jarak antar titik deteksi, luas zona alarm kebakaran,
penentuan kuat sinyal audibel dan visual, Kapasitas catu daya dan perkabelan.
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3. Detail Pembumian.

Sistem Penangkal Petir :

1. Diagram Sistem Penangkal Petir.

2.  Gambar Instalasi Penangkal Petir untuk menjelaskan jalur penghantar menuju titik pembumian.

3.  Detail Penangkap, Titik Pembumian dan Penempatan kabel penghantar.

SISTEM LISTRIK
ARUS LEMAH

kode: LAL

LINGKUP PEMERIKSAAN

1.

Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran

Pusat kontrol dari Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran.
Instalasi Sistem deteksi dan Alarm Kebakaran.
Peranan Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran dalam keadaan darurat.

Sistem Tata Suara

Pusat kontrol dari Sistem Tata Suara.
Sistem distribusi suara.
Sistem tata suara dalam keadaan darurat.

Sistem Telepon

Sistem PABX yang digunakan (bila ada).
Sistem distribusi saluran ke pesawat telepon.
Sistem telpon nirkabel bila ada.

Sistem CCTV dan Security

Pusat kontrol dari Sistem CCTV dan Sekuriti.
Sistem Kamera dan Deteksi Sekuriti dan instalasinya.
Peranan Sistem CCTV dalam keadaan darurat.

Sistem Building Automation
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Pusat kontrol BAS.
Titik-titik monitor dan kendali BAS.
Peranan Sistem BAS dalam keadaan darurat.

PERATURAN, STANDARD / TATA CARA PERENCANAAN & LITERATUR / BAHAN BACAAN

1.

Peraturan yang harus ditaati

1.

Undang-undang Rep. Indonesia No. 28 th. 2002 Tentang Bangunan Gedung.

2.

Peraturan Menteri PU No. 26/PRT/M/2008 th. 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan.

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 th. 2010 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Walikota Bandung tentang Bangunan Gedung ( sedang dalam proses penyusunan ).

Peraturan Walikota Bandung tentang Gedung Hijau ( sedang dalam proses penyusunan ).

Peraturan perundangan tentang Telekomnikasi.

Regulasi/Ketentuan yang berkenaan dengan Unit Pemadam Kebakaran dan TELKOM.

2.

Standar yang menjadi acuan tata cara
perencanaan
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SNI03-3985 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pemasangan, Pengujian Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran untuk pencegahan bahaya
kebakaran pada bangunan gedung.

Catatan: Penggunaan standar asing hanya diperbolehkan bilamana Standar Nasional Indonesia belum mencakup hal-hal tersebut.

KELENGKAPAN TEKNIS DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIAJUKAN UNTUK DIPERIKSA TABG

1.

Laporan Kriteria Perencanaan

A.

Peraturan, Standar dan Literatur sebagai pernyataan bahwa perencanaan mengikuti ketentuan tersebut.

B.

Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran :

1.  Uraian tentang dasar pemilihan sistem, antara lain : Pemilihan sistem deteksi (konvensional atau addressable), Pemilihan jenis
alat deteksi (deteksi asap, temperatur atau laju kenaikan temperatur), Penentuan alat panggil manual, Penentuan jenis Alarm
Audio dan Visual termasuk penjelasan tentang sumber daya untuk peralatan.

2.  Dasar perhitungan dan asumsi-asumsi yang dipergunakan, antara lain jarak antar titik deteksi, luas zona alarm kebakaran,
penentuan kuat sinyal audibel dan visual, Kapasitas catu daya dan perkabelan.
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3. Uraian cara kerja sistem, meliputi penjelasan tentang bagian-bagian yang bekerja secara manual dan otomatis termasuk integrasi
dengan sistem-sistem lainnya antara lain :
a.  Sinyal ke Pos PK terdekat.
b.  Aktivasi Fan Penekan Saf PK.
c. Aktivasi Sistem Darurat Kebakaran Sistem Elevator.
d.  Aktivasi Sistem Tata Udara dan Ventilasi darurat kebakaran.
e. Konsep pemadaman Catu Davya Listrik ketika terjadi kebakaran.
f. Bila gedung dilengkapi dengan sistem security (seperti Access Control System dan CCTV System) harus diuraikan
keterkaitannya dengan fungsi sistem security serta titik-titik deteksi yang dimonitor oleh sistem security.
g. Bila dipasang BAS (Building Automation System) harus diuraikan fungsi sistem deteksi yang dimonitor atau dikendalikan oleh
BAS.
h. Konsep komunikasi Voice yang diterapkan ketika terjadi kebakaran.
4. Jenis kabel dan peralatan yang dipergunakan.

Sistem Tata Suara :

1.  Uraian penjelasan sistem yang dipasang meliputi Public Address System, Car Call dan Tata Suara Khusus.
2. Uraian cara kerja Sistem Tata Suara dalam keadaan operasi normal maupun keadaan darurat kebakaran.
3.  Dasar pemilihan & penentuan jenis-jenis Speaker yang dipasang.

Sistem Telepon :

Uraian penjelasan sistem komunikasi telepon yang diterapkan.

Uraian cara kerja Sistem Telepon dalam keadaan operasi normal maupun darurat kebakaran.

Asumsi-asumsi untuk digunakan dalam perhitungan.

Jenis-jenis telepon extension yang akan dipasang.

Fungsi-fungsi tambahan (features) yang disediakan di PABX.

i Bl Bl Bl Bl [

Uraian tentang sistem telekomunikasi nirkabel yang disediakan (bila ada).

Sistem Closed Circuit Television (CCTV) & Security :

1.

Uraian penjelasan sistem CCTV dan Sekuriti yang direncanakan baik dalam keadaan operasi normal maupun operasi saat terjadi
kebakaran.

Uraian penjelasan ruangan-ruangan yang dilengkapi dengan kamera CCTV dan detektor sekuriti.

Jenis-jenis kamera dan detektor yang digunakan sesuai fungsi dan jenis ruangnya.

Penetapan Video Analytic yang diterapkan dalam perekaman data melalui sistem CCTV

Bl Bl Bl I

Penetapan teknik kompresi, teknik perekaman dan dasar penetapan lama perekaman data yang direncanakan untuk dasar
perhitungan kapasitas Video Storage.

Sistem BUILDING AUTOMATION (BAS) :

1.  Uraian penjelasan sistem otomasi yang akan diterapkan di gedung ini.
2. Uraian tentang protokol komunikasi intern sistem BAS dan komunikasi dengan sistem-sistem lainnya.
3. Uraian kerja BAS mencakup hubungannya dengan sistem-sistem lainnya, temasuk hierarki dari BAS dalam hal integrasi dengan

sistem-sistem lain yang terhubung dengan BAS, baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan darurat, terutama sistem
Catu Daya Listrik, Sistem PK, Sistem VAC dan Sistem Transportasi Vertikal.

2.

Lampiran Perhitu ngan

Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran :




-90 -

No.

Bidang

Dokumen yang diajukan

Kelengkapan isi dokumen

3

4

1. Penentuan luas zona deteksi/loop.
2. Kapasitas catu daya dan pengkabelan.
3.  Penentuan kuat suara sinyal alarm.
4, Penempatan panel utama dan panel pembantu serta letak ruang Pusat Kendali Kebakaran (FCC).
B. Sistem Tata Suara :
1.  Analisis Penentuan Noise Level ruangan, Kuat Suara & Daya speaker dan Distribusi Suara.
2. Perhitungan kebutuhan Daya Amplifier di sentral tata suara.
3. Perhitungan kapasitas catu daya, Kebutuhan baterei backup dan pengkabelan.
C.  Sistem Telepon :
1.  Analisis traffic telekomunikasi dan perhitungan jumlah sambungan TELKOM.
2. Perhitungan jumlah extension dan kapasitas sentral telepon yang diperlukan.
D. Sistem Closed Circuit Television (CCTV) & Security :
1. Penetapan fokus per lensa yang dipilih.
2. Perhitungan jumlah kamera yang diperlukan dilengkapi dengan penetapan Field of View dan Depth of Field dari kamera yang
dipilih serta kuat penerangan minimal dari obyek/area yang dipantau.
3.  Perhitungan kapasitas sistem penyimpanan data sesuai teknik kompresi dan teknik perekaman yang ditetapkan.
E. Sistem BUILDING AUTOMATION (BAS) :
1.  Perhitungan kebutuhan besaran kapasitas peralatan catu daya, bateri & perkabelan BAS.
2.  Perhitungan (tabel) jumlah titik monitor dan titik kontrol dari BAS.
3. Gambar-Gambar Perencanaan 1. Daftar Gambar.
2.  Daftar simbol & singkatan.
A. Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran :
1. Diagram skematik dan Riser Diagram sistem deteksi kebakaran, termasuk sistem pasokan daya listrik serta pengamannya.
2. Gambar tapak bangunan untuk menjelaskan integrasi dengan sistem-sistem lain yang berkaitan dan menunukkan posisi/lokasi
Ruang Kendali Kebakaran (FCC: Fire Command Control) dan lokasi Ruang Pusat Peralatan Utama Sistem Deteksi Alarm Kebakaran.
3. Gambar tata letak titik deteksi dan alarm tiap lantai (untuk lantai tipikal cukup satu gambar).
4.  Gambar pengkawatan (wiring diagram) peralatan sentral deteksi & alarm kebakaran
5. Gambar tata letak panel pengendali utama dan panel bantu, serta lokasi elektrode pembumiannya.
B.  Sistem Tata Suara:
1. Diagram Sistem Tata Suara dan Riser Diagram sistem Tata Suara.
2 Gambar tapak bangunan untuk menjelaskan hubungan dengan instalasi lainnya yang berkaitan.
3. Gambar tata letak titik Speaker tiap lantai (untuk lantai tipikal cukup satu gambar).
4 Gambar pengkawatan (wiring diagram) peralatan sentral Tata Suara dan panel bantu (terminal box) sebagai sarana antar muka
Sentral Tata Suara dengan titik Speaker.
C. Sistem Telepon :

1.  Diagram Sistem Telepon dan Riser Diagram sistem Telepon.

2.  Gambar tapak bangunan untuk menjelaskan hubungan dengan instalasi lainnya yang berkaitan.

3. Gambar tata letak titik Telepon tiap lantai (untuk lantai tipikal cukup satu gambar).
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4,  Gambar pengkawatan (wiring diagram) peralatan sentral Telepon dan panel bantu (terminal box) sebagai sarana antar muka
Sentral Telepon dengan titik telepon.
D. Sistem Closed Circuit Television (CCTV) & Security :
1.  Diagram Sistem CCTV & Sekuriti yang mencantumkan jenis, tipe, kapasitas berikut konfigurasi yang diterapkan.
2. Gambar tapak bangunan untuk menjelaskan hubungan dengan instalasi lainnya yang berkaitan.
3. Gambar tata letak kamera dan detektor tiap lantai (untuk lantai tipikal cukup satu gambar).
E. Sistem BUILDING AUTOMATION (BAS) :
1.  Diagram BAS dan Riser Diagram BAS yang mencantumkan jumlah titik-titik kontrol, monitor dan alarm berikut konfigurasi BAS
master control yang diterapkan.
2. Gambar tata letak titik-titik monitor dan kontrol BAS tiap lantai (untuk lantai tipikal cukup satu gambar).
6. SISTEM GAS MEDIK | LINGKUP PEMERIKSAAN
DAN GAS BAKAR 1. Instalasi Gas Medis Sistem Gas Oksigen
kode: GAS Sistem Gas Nitrous Oxyde N20

Sistem Vacuum/Suction
Sistem Gas lainnya

2.

Instalasi Gas Bakar

Sistem Gas Kota (CNG-Compressed natural gas)
Sistem Gas Elpiji (LPG-Liquefied petroleum gas)

[l Eol ol

PERATURAN, STANDARD / TATA CARA PERENCANAAN

& LITERATUR / BAHAN BACAAN

1.  Peraturan yang harus ditaati Undang-undang Rep. Indonesia No. 28 th. 2002 Tentang Bangunan Gedung.
2. Peraturan Menteri PU No. 26/PRT/M/2008 th. 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan.
3.  Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 th. 2010 tentang Bangunan Gedung.
4.  Peraturan Walikota Bandung tentang Bangunan Gedung ( sedang dalam proses penyusunan ).
5. Regulasi/Ketentuan yang berkenaan dengan Unit Pemadam Kebakaran Bandung, PN Gas dan Depnaker.
2. Standar yang menjadi acuan tata cara 1. SNI 16-6357-2000 Draft Pedoman Teknis Sistem Gas Medik dan Vakum Medik Rumah Sakit.
2

perencanaan

. PN Gas: Petunjuk Instalasi Pipa Gas di Industri dan Komersil.

Catatan: Penggunaan standar asing hanya diperbolehkan bilamana Standar Nasional Indonesia belum mencakup hal-hal tersebut.

KELENGKAPAN TEKNIS DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIAJUKAN UNTUK DIPERIKSA TABG

1. Laporan Kriteria Perencanaan dan perhitungan

teknik.

A.  Peraturan, Standar dan Literatur sebagai pernyataan bahwa perencanaan mengikuti ketentuan tersebut.

B.  Sistem GAS MEDIK

1. Sistem penyediaan gas, uraian penjelasan cara kerja dan instalasinya.

2. Uraian penjelasan sistem pengamanan ruang penyimpanan gas terhadap bahaya kebakaran dan/atau ledakan meliputi Sistem
Pengamanan Pasif dan Sistem Pengamanan Aktif.

Kriteria tekanan tanki penvim_pan/tabung, tekanan distribusi dan tekanan di Point of Use,

Perhitungan kebutuhan gas.

Bahan pipa distribusi dan uraian sistem instalasinya termasuk metoda penyambungan pipa.

Perhitungan kehilangan tekanan pada titik terjauh.

Nlo|n)s |

Perhitungan laju penguapan cairan dalam tanki gas terhadap kebutuhan gas di point of use.

C.  Sistem GAS BAKAR

1. Sistem penyediaan gas, uraian penjelasan cara kerja dan instalasinya.
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2. Uraian penjelasan sistem langganan dan penempatan meter-meter gas (bila menggunakan gas kota).
3. Uraian penjelasan sistem pengamanan ruang penyimpanan gas terhadap bahaya kebakaran dan/atau ledakan meliputi Sistem
Pengamanan Pasif dan Sistem Pengamanan Aktif.
4.  Kriteria tekanan tanki penyimpan/tabung, tekanan distribusi dan tekanan di Point of Use.
5.  Perhitungan kebutuhan gas.
6. Bahan pipa distribusi dan uraian sistem instalasinya termasuk metoda penyambungan pipa.
7. Perhitungan kehilangan tekanan pada titik terjauh.
8.  Perhitungan laju penguapan cairan dalam tanki gas terhadap kebutuhan gas di point of use.
2. Gambar-Gambar Perencanaan 1.  Daftar Gambar.

2. Daftar Simbol/Singkatan.

A. _ Sistem GAS MEDIK.
1. Diagram Sistem Penyediaan dan Distribusi gas.
2. Gambar tapak yang menunjukkan lokasi ruang gas dan jalur akses pengisian tanki gas dan/atau penggantian botol gas.
3. Gambar denah pemipaan distribusi gas dalam gedung (untuk lantai tipikal cukup satu denah).
4.  Gambar denah ruang simpan gas.
5. Gambar-gambar isometri dan lainnya.
6. Gambar detail sistem instalasi manifolding atau sistem Bulk Sotrage Tank (tergantung mana yang digunakan).
7. Gambar detail Point of Use.
8.  Gambar Sistem Deteksi dan Alarm kebocoran dan Sistem Pengamanannya.
9.  Detail tipikal pemasangan pipa gas.

B.  Sistem GAS BAKAR.
1. Diagram Sistem Penyediaan dan Distribusi gas.
2. Gambar tapak yang menunjukkan lokasi ruang gas dan jalur akses pengisian tanki gas dan/atau penggantian botol gas.
3. Gambar denah pemipaan distribui gas dalam gedung (untuk lantai tipikal cukup satu denah).
4.  Gambar denah ruang simpan gas.
5. Gambar-gambar isometri dan lainnya.
6. Gambar detail sistem instalasi manifolding atau sistem Bulk Sotrage Tank (tergantung mana yang digunakan).
7.  Gambar detail Point of Use.
8. Gambar Sistem Deteksi dan Alarm kebocoran dan Sistem Pengamanannya.
9. Detail tipikal pemasangan pipa gas.

6. SISTEM2 LAINNYA LINGKUP PEMERIKSAAN
kode: MEP 1. Sistem Genset 1. Sisi Mekanikal.

2. Sisi Elektrikal.

3. Aliran Udara Intake dan Exhaust untuk Ventilasi, Radiator dan Pernapasan Mesin.

4. Peredaman Suara Ruang Genset,

5.  Sistem Penyediaan Minyak Bakar..

2. Sistem Boiler (bila ada) 1.  Sistem Boiler dan Kelengkapan Instalasinya al. Flue Gas Chimney, Safety Valve, dll.
2. Sistem Penyediaan Minyak Bakar.

PERATURAN, STANDARD / TATA CARA PERENCANAAN & LITERATUR / BAHAN BACAAN

1.  Peraturan yang harus ditaati | 1. Undang-undang Rep. Indonesia No. 28 th. 2002 Tentang Bangunan Gedung.
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Peraturan Menteri PU No. 26/PRT/M/2008 th. 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan.

3.  Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 th. 2010 tentang Bangunan Gedung.
4. Peraturan Walikota Bandung tentang Bangunan Gedung ( sedang dalam proses penyusunan ).
5. Regulasi/Ketentuan yang berkenaan dengan Unit Pemadam Kebakaran Bandung, PERTAMINA dan Depnaker.
2. Standar yang menjadi acuan tata cara 1.  SNI04-0255 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL).
perencanaan 2.  Pedoman Tanki Bahan Bakar untuk Generator Darurat dan Boiler.

Catatan: Penggunaan standar asing hanya diperbolehkan bilamana Standar Nasional Indonesia belum mencakup hal-hal tersebut.

KELENGKAPAN TEKNIS DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIAJUKAN UNTUK DIPERIKSA TABG

1. Laporan Kriteria Perencanaan A.  Sistem GENSET

1.  Uraian penjelasan sistem Genset, kapasitas, karakteristik pembebanan, rating dan kapasitas Genset.

Uraian penjelasan sistem ventilasi dan sistem exhaust yang diterapkan pada saat non-operasi, saat operasi maupun pasca operasi.

Uraian penjelasan konsep pengendalian limbah dan drainase dalam ruang genset.

]
J
Uraian penjelasan konsep pengendalian kebisingan dan getaran yang diterapkan.
J
]

Uraian penjelasan konsep pencegahan kebakaran.

il B Bl

Uraian penjelasan sistem catu daya listrik sistem genset meliputi penjelasan Paraleling & Synchronizing genset, Automatic Starting,
Automatic Load Transfer, dll.

7. Uraian penjelasan konfigurasi sistem proteksi dan sistem supervisi & monitoring yang direncanakan.

B.  Sistem BOILER

Uraian penjelasan sistem Boiler, kapasitas, karakeristik dan jenis bahan bakar yang dipilih.

Uraian penjelasan sistem ventilasi dan sistem exhaust yang diterapkan.

Uraian penjelasan konfigurasi sistem distribusi air panas, distribusi uap (untuk jenis ketel uap).

Uraian penjelasan konsep pengendalian limbah dan drainase dalam ruang Boiler.

Uraian penjelasan konsep pencegahan kebakaran.

Njo|u s |w N ]E
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]
]
Uraian penjelasan konsep pengendalian kebisingan dan getaran yang diterapkan.
]
J
]

Uraian penjelasan konfigurasi sistem proteksi dan sistem supervisi & monitoring yang direncanakan.

2. Lampiran Perhitungan A. Sistem GENSET

1.  Sisi Mekanikal :

a.  Analisis karakteristik pembebanan dan perhitungan penentuan Rating Sistem Genset.

b. Perhitungan konsumsi bahan bakar dan penentuan kapasitas tanki-tanki bahan bakar.

2. Sisi Elektrikal :

a. Analisa arus hubung singkat untuk gangguan fasa- fasa atau fasa tanah.

b.  Pemilihan setting koordinasi dalam sistem proteksi yang diterapkan.

B.  Sistem BOILER

1.  Analisis karakteristik pembebanan dan perhitungan penentuan Rating Sistem Boiler.

2. Perhitungan konsumsi bahan bakar dan penentuan kapasitas tanki-tanki bahan bakar.

3. Gambar-Gambar Perencanaan 1.  Daftar Gambar.

2. Daftar Simbol/Singkatan.
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Sistem GENSET

Tata Letak Sistem Genset dan Sistem Kontrol Operasi Otomatis dan Daya.

Gambar sistem peredaman suara pada ruang genset.

Gambar saluran udara pendingin radiator dan detail saluran gas buang dan peredam suaranya.

Gambar instalasi tanki bahan bakar harian dan mingguan.

Gambar sistem dudukan peredam getaran mesin genset.

Gambar sistem penanganan limbah dan drainase dalam ruang Genset.

Gambar diagram Panel-Panel Kontrol dan Panel Listrik sistem Genset.

QIND R =

Gambar diagram Sistem Supervisi/ monitoring Genset.

Sistem BOILER

Tata Letak Sistem Boiler dan Sistem Kontrol Operasi.

Gambar Sistem saluran udara/ventilasi dan saluran gas buang.

Gambar Sistem bahan bakar harian dan mingguan.

Gambar Blow Down Pit.

bl Bl Bl Ead B

Gambar diagram instalasi tanki dan pemipaan air dingin, air panas, distribusi uap di ruang Boiler.

HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PERENCANAAN UTILITAS BANGUNAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen, dengan ini dinyatakan bahwa dokumen perencanaan dan perancangan bangunan di atas dinyatakan Choose an item., untuk selanjutnya
TIDAK DAPAT dilanjutkan persetujuan dokumen rencana teknis oleh Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota.

Catatan :

Demikian pemeriksaan dokumen ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan profesional,

Sekretariat,

Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota..........oonee
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FORMAT JADWAL SIDANG TABG

JADWAL SIDANG TABG KOTA BUKITTINGGI

BANGUNAN GEDUNG WAKTU PELAKSANAAN SIDANG TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
CATATAN
TANPA
No | NOMOR PERENCANA UNSUR UNSUR UNSUR CATATAN PERBAIKAN

PENDAFTARAN KONSTRUKSI JUMLAH HARI/ JAM sipang | FUPR/INS | ASOSIA UNSUR MASYARAKAT | pERBAIKAN (Centang
FUNGSI KLASIFIKASI LANTAI TANGGAL/ SIDANG KE TANSI SI PERGURUAN AHLI/ apabila tidak
TAHUN TEKNIS PROFE TINGGI MASYARAKAT ada perbaikan)

TERKAIT SI ADAT
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Bagian -K
FORMAT SANKSI TEGURAN BAGI ANGGOTA TABG

/ PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
\ g

|
\@‘-—*7 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Ombilin No. 169 Belakang Balok Telp. 0752 22214

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
BUKITTINGGI

NOMOR ......... TAHUN ......

TENTANG
SANKSI TEGURAN BAGI ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
KOTA BUKITTINGGI

Membaca : 1. Laporan dari......... tanggal...... tentang pelanggaran disiplin
yang dilakukan oleh Sdr.....ccceenene. TABG
Ahli........ooooienil. tanggal.................. ;

2. Hasil pemeriksaan tanggal............... ;

Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.
............... sebagai TABG ahli..........tidak melaksanakan
tugas selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan
tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal 132 ayat 3 Peraturan Walikota
Bukittinggi Nomor........... Tahun.............. Tentang Izin
Mendirikan Bangunan, Sertifikat Laik Fungsi, TABG dan
Pendataan BG;

c. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan
hukum disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurup a, b, dan c¢ perlu menetapkan keputusan
tentang penjatuhan hukuman disiplin teguran secara lisan
dalam periode masa penugasannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20)
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

1.

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4532);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007
Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 1 );

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11);
Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 61 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang;

Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor Tahun 2018
tentang  Penyelenggaraan Bangunan  Gedung (izin
Mendirikan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Tim
Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, Pembongkaran,
Pendataan Bangunan Gedung dan Pengawasan dan
Penertiban).



Menetapkan :
KESATU

KEDUA
KETIGA

Tembusan:

- 08 -

MEMUTUSKAN :

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa teguran secara lisan
kepada:
Nama P
Bidang Keahlian e
Unsur P
Jabatan e
Waktu Penugasan PP
Karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas selama 1
(satu) bulan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang dapat
dipertanggungjawabkan, terhitung dari mulai tanggal

.......................... sampai dengan tanggal..............telah melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 132 ayat 3 Peraturan
Walikota  Bukittinggi Nomor ......... Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Bangunan Gedung (izin Mendirikan Bangunan
Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Tim Ahli Bangunan Gedung,
Pengkaji Teknis, Pembongkaran, Pendataan Bangunan Gedung dan

Pengawasan dan Penertiban).

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
melaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.........
Pada tanggal..................

Kepala Dinas PUPR
Kota Bukittinggi

1. Walikota Bukittinggi
2. Kepada yang bersangkutan



- 990 -

Bagian -L
FORMAT SANKSI PERINGATAN BAGI ANGGOTA TABG
@ PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
{\“‘-@—#/ DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
e Jalan Ombilin No. 169 Belakang Balok Telp. 0752 22214

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI

TENTANG

SANKSI PERINGATAN BAGI .................. ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN
GEDUNG KOTA BUKITTINGGI TAHUN .....

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,

Membaca : 1. Laporan dari......... tanggal...... tentang pelanggaran disiplin
yang dilakukan oleh Sdr......cceeeenee. TABG
Ahli.....cooooiiiinnin. tanggal.................. ;

2. Hasil pemeriksaan tanggal............... ;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.
............... sebagai TABG ahli..........tidak melaksanakan
tugas selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa alasan
tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal 124 ayat 4 Peraturan Walikota
Bukittinggi Nomor ......... Tahun 2018 tentang Petunjuk
Teknis Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Bangunan Gedung.

c. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan
hukum disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang tentang Sanksi Peringatan Bagi ......
Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Bukittinggi

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;



Menetapkan
KESATU
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M /2007
Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan
Gedung;

6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Bangunan Gedung;

7. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 61 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang;

8. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor ...... Tahun 2018
tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung.

MEMUTUSKAN :

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa peringatan secara
tertulis kepada:

Nama et
Bidang Keahlian ettt
Unsur e e
Jabatan ettt ean

Waktu Penugasan ettt

Karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas selama 2
(dua) bulan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang dapat
dipertanggungjawabkan, terhitung dari mulai tanggal
.......................... sampai dengan tanggal .............. telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 124 ayat
4 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor ...... Tahun 2018 tentang
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Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Bangunan Gedung.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal..................
Kepala Dinas PUPR Kota Bukittinggi

Tembusan:
1. Walikota Bukittinggi
2. Kepada yang bersangkutan
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Bagian -M
FORMAT SANKSI PEMBERHENTIAN BAGI ANGGOTA TABG

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Ombilin No. 169 Belakang Balok Telp. 0752 22214

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI

TENTANG

SANKSI PEMBERHENTIAN BAGI ......cccceeee.... ANGGOTA TIM AHLI
BANGUNAN GEDUNG KOTA BUKITTINGGI TAHUN .....

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,

Membaca : 1. Laporan dari......... tanggal...... tentang pelanggaran disiplin
yang dilakukan oleh Sdr.....cocveenene. TABG
Ahli.....coooieiennin. tanggal.................. ;

2. Hasil pemeriksaan tanggal............... ;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.
............... sebagai TABG ahli..........tidak melaksanakan
tugas selama 6 (enam) bulan dan/ atau 3 (tiga) kali
pertemuan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang
dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal 124 ayat 5 Peraturan Walikota
Bukittinggi Nomor  ...... Tahun 2017  tentang
Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Izin Mendirikan
Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Tim Ahli
Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, Pembongkaran,
Pendataan Bangunan Gedung dan Pengawasan dan
Penertiban);

c. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan
hukum disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
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menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang tentang Sanksi Pemberhentian Bagi
..... Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Bukittinggi
Tahun ....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung;

S. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M /2007
Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan
Gedung;

6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Bangunan Gedung;

7. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 61 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang;

8. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor ...... Tahun 2018
tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian
kepada:

Nama P
Bidang Keahlian ettt
Unsur e et
Jabatan ettt

Waktu Penugasan ettt



KEDUA

Tembusan:
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Karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas selama 6
(enam) bulan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang dapat
dipertanggungjawabkan, terhitung dari mulai tanggal ..............

sampai dengan tanggal .......... telah melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan Pasal 124 ayat 5 Peraturan Walikota
Bukittinggi Nomor ...... Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Bangunan

Gedung.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal..................
Kepala Dinas PUPR Kota Bukittinggi

1. Walikota Bukittinggi
2. Kepada yang bersangkutan
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Bagian -N

FORMAT SANKSI PEMBERHENTIAN DAN DIKELUARKAN DARI BASIS DATA
BAGI ANGGOTA TABG

Res] PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Ombilin No. 169 Belakang Balok Telp. 0752 22214

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI

TENTANG
SANKSI PEMBERHENTIAN DAN DIKELUARKAN DARI BASIS DATA BAGI

Membaca : 1. Laporan dari......... tanggal...... tentang pelanggaran disiplin
yang dilakukan oleh Sdr.....coveenene. TABG
Ahli.......cooeiinai. tanggal.................. ;

2. Hasil pemeriksaan tanggal............... ;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.
............... sebagai TABG ahli..........dalam masa
penugasannya: terbukti menggunakan narkoba, terbukti
melakukan tindak kriminal, mendapatkan hukum dalam
putusan pengadilan, melakukan malpraktek, dan/ atau
melanggar kode etik;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal 124 ayat 6 Peraturan Walikota
Bukittinggi Nomor ...... Tahun 2018 tentang Petunjuk
Teknis Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Bangunan Gedung;

c. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan
hukum disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukan;



Mengingat

Menetapkan

KESATU

10.

11.

12.

13.

14.
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang tentang Sanksi Pemberhentian
sebagai TABG dan dikeluarkan dari basis data ahli
bangunan gedung;

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 /PRT/M/2007
Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan
Gedung;

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Bangunan Gedung;

Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 61 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang;

Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor ...... Tahun 2018
tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung.

MEMUTUSKAN :

Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian

sebagai TABG dan dikeluarkan dari basis data ahli
bangunan gedung kepada:

Nama

Unsur

Bidang Keahlian ettt



KEDUA

Tembusan:
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Jabatan PP
Waktu Penugasan ettt

Karena yang bersangkutan dalam masa penugasannya terbukti
menggunakan narkoba, terbukti melakukan tindak kriminal,
mendapatkan hukum dalam putusan pengadilan, melakukan
malpraktek, dan/ atau melanggar kode etik, dianggap telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 132 ayat
S Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor ....... Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (izin Mendirikan
Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Tim Ahli Bangunan
Gedung, Pengkaji Teknis, Pembongkaran, Pendataan Bangunan

Gedung dan Pengawasan dan Penertiban).

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal..................
Kepala Dinas PUPR Kota Bukittinggi

1. Walikota Bukittinggi
2. Kepada yang bersangkutan



Bagian -O

FORMAT BASIS DATA AHLI BANGUNAN GEDUNG

TABEL BASIS DATA AHLI BANGUNAN GEDUNG DAN AHLI BANGUNAN GEDUNG

Provinsi Status tanggal
Kota : penaggung jawab
NO | NAMA DAN |DATA UNSUR BIDANG DITETAPKAN
GELAR UMUM e Perguruan KEAHLIAN DAN }EJE{}RZQII{_IHIR SEBAGAI TABG STATUS
AKADEMIS |e Tempat Tinggi PENGALAMAN o N PENUGASAN PEMBERHENTIAN
Lahir « Asosiasi KERJA P;fgiman * Tanggal SEBAGAI TABG | DARI TABG
o E:ﬁigal . lli/i"ofem ot Tinggi e Tanggal o Tzlanggal
Rumah e Masyarakat zzglbaga,
Adat ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9

CATATAN: * Untuk anggota dari masyarakat adat, dapat berupa piagam, atau bentuk penghargaan lainnya

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS




Bagian - A
Bagian - B

Bagian - C

Bagian - D

LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG BANGUNAN
GEDUNG

KELENGKAPAN PENYELENGGARAAN SLF

FORMAT PERSYARATAN ADMINISTRATIF PERMOHONAN SLF
FORMAT PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN PENERBITAN
SLF BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA

FORMAT PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN PENERBITAN
SLF BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA DAN KHUSUS
FORMAT PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN PENERBITAN
SLF BANGUNAN PRASARANA



Bagian - A
FORMAT PERSYARATAN ADMINISTRATIF PERMOHONAN SLF

Bukittinggi, ..o 20....
Nomor : Kepada Yth.:
Lamp :
Perihal : Permohonan Sertifikat Kepala DPMPTSPPTKPTK
Laik Fungsi
di.

BUKITTINGGI

Dengan Hormat,
Bersama ini saya mengajukan permohonan

( ) SLF Pertama ( ) SLF Perpanjangan)

DATA PEMOHON

Nama Pemohon

(Nama Perusahaan Bila Merupakan Badan Hukum)
Alamat Pemohon

(Alamat Perusahaan Bila Merupakan Badan Hukum)
No. Telepon / HP

dan saya lampirkan persyaratan permohonan Sertifikat Laik

Fungsi (SLF) yaitu: I. PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. | ) Surat Permohonan di atas kop instansi/ perusahaan bagi
badan wusaha yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab
Instansi / Perusahaan (Materai 6000);

) Surat Kuasa dan Fotokopi KTP yang dikuasakan

) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

) Fotokopi Akte Perusahaan bagi badan usaha,;

) Fotokopi Surat Bukti Status Hak Atas Tanah,

) Fotokopi Tanda Bukti Lunas PBB Tahun Berjalan;

) Fotokopi Surat Perjanjian Pemanfaatan atau Penggunaan Tanah;

) Surat Pernyataan Bangunan sudah Laik Fungsi dari Pengawas/ Manajemen
Konstruksi/ Pengkaji Teknis;

( ) Data Penyedia Jasa Perencana,;

( ) Data Penyedia Jasa Pelaksana;

12. ( ) Data Penyedia Jasa Pengawas/ Manajemen Konstruksi

( ) Data Penyedia Jasa Pengkaji Teknis

RN hwd

II. PERSYARATAN TEKNIS

14. ( ) Data Umum Bangunan Gedung/ Prasarana;

15. ( ) Fotokopi IMB bagi SLF pertama; ( ) Fotokopi IMB dan SLF awal bagi SLFn?*)
16. ( ) Dokumen Pemeliharaan dan Perawatan?*)

17. () 1 (satu) set Gambar Arsitektur lampiran IMB dan Perizinan yang terakhir terbit
18. ( ) Gambar (As built drawing) hasil pelaksanaan;

19. ( ) Laporan Pengawas yang bersertifikasi / Pengawas yang ditunjuk DPMPTSPPTK;
20. () Laporan Testing Commisioning/ Kajian Teknis oleh Pengkaji Teknis yang

bersertifikasi;

Demikian permohonan ini saya ajukan dengan sebenarnya, atas
perhatiannya diucapkan terima kasih

Hormat saya,
Pemohon



KOTA : BUKITTINGGI

No
Tanggal
Formulir
PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN SLF

NO DOKUMEN ADA | TIDAK KETERANGAN

1 Surat Permohonan di atas kop
instansi atau perusahaan bagi
yang berbadan usaha yang
ditandatangani oleh Penanggung
Jawab Instansi/ Perusahaan
(Materai 6000)

2 Surat Kuasa dan Fotokopi KTP yang
dikuasakan

3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
(KTP) Pemohon

4 | Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)

S5 | Fotokopi Akte Perusahaan bagi
badan usaha

6 | Fotokopi Surat Bukti Status Hak
Atas Tanah

7 | Fotokopi Tanda Bukti Lunas PBB
Tahun Berjalan;

8 | Fotokopi Surat Perjanjian
Pemanfaatan atau Penggunaan
Tanah;

) Surat Pernyataan Bangunan sudah
Laik Fungsi dari Pengawas /
Manajemen Konstruksi/ Pengkaji
Teknis

10 | Data Penyedia Jasa Perencana;

11 | Data Penyedia Jasa Pelaksana;

12 | Data Penyedia Jasa Pengawas /
Manajemen Konstruksi

13 | Data Penyedia Jasa Pengkaji Teknis

CATATAN:

Pemeriksa




KOTA : BUKITTINGGI

No
Tanggal

FORMULIR
SURAT PERNYATAAN PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG

Pada hari ini,.................... tanggal............... bulan..................
tahun .............. , yang bertanda tangan di bawah ini,
Penyedia jasa Pengawasan / MK/ instansi teknis

pembina penyelenggaraan bangunan gedung
1. Nama penanggung jawab
2. Nama perusahaan / instansi teknis*

telah melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan
gedung pada:

A. Bangunan gedung

Fungsi utama

Fungsi tambahan

Jenis bangunan gedung

Nama bangunan gedung

Nomor pendaftaran bangunan gedung
B. Lokas1 bangunan gedung

U‘:P@!\Dt‘

1. Alamat lokasi terletak di
2. Kelurahan
3. Kecamatan
4. kota
5. Provinsi
C. Permohonan
( ) Penerbitan SLF ( ) Perpanjangan SLF ke:
Dengan ini menyatakan bahwa
1. Persyaratan administratif ( ) Terpenuhi ( ) Tidak Terpenuhi
Catatan:
2. Persyaratan teknis ( ) Terpenuhi ( ) Tidak Terpenuhi
Catatan: ......
3. Kesesuaian fungsi bangunan () sesuai () tidak sesuai
4. Kesesuaian peruntukan lahan () sesuai () tidak sesuai

5. Tata bangunan sudah memenuhi aspek keselamatan,
kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bangunan

() Sudah memenuhi () Belum memenuhi
Catatan: .....
6. Kelaikan fungsi bangunan gedung dinyatakan : Laik fungsi

seluruhnya / Tidak laik fungsi* sesuai dengan kesimpulan
berdasarkan analisis terhadap Daftar Simak Pemeriksaan
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung terlampir.



Dengan pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung ini,
Penyedia Jasa Pengawasan / MK menyatakan ikut bertanggung
jawab atas kegagalan bangunan gedung dalam jangka waktu
yang ditentukan sesuai dengan umur konstruksi.

Surat pernyataan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan
yang dilakukan oleh pemilik / pengguna. Selanjutnya
pemilik / pengguna bangunan gedung dapat mengurus
permohonan penerbitan SLF.

Disetujui oleh : Penyedia Jasa
pengawasan/MK/Petugas Pemda*
Selaku Penanggung Jawab

(Materai, stempel)

............................................................................................




Bagian - B

FORMAT PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN PENERBITAN SLF
BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA

KOTA : BUKITTINGGI

No

Tanggal

Formulir

PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN SLF/SLFn*
BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA

NO DOKUMEN ADA| TIDAK| KETERANGAN
1 Data Umum Bangunan Gedung
2 Fotokopi IMB
Fotokopi IMB dan SLF*
3 Dokumen Pemeliharaan dan
Perawatan*
4 1 (satu) set Gambar Arsitektur
lampiran IMB
dan Perizinan yang terakhir terbit
S | Gambar (As built drawing) hasil
pelaksanaan;
6 | Laporan Pengawas yang
bersertifikasi /
Pengawas yang ditunjuk
DPMPTSPPTK;
7 | Laporan Testing Commisioning /
Kajian Teknis oleh Pengkaji Teknis
yang bersertifikasi
CATATAN:
Pemeriksa




Bagian - C

FORMAT PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN PENERBITAN SLF
BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA DAN KHUSUS

KOTA : BUKITTINGGI

No

Tanggal

Formulir

PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN SLF / SLFn* BANGUNAN

GEDUNG TIDAK SEDERHANA DAN KHUSUS

NO DOKUMEN ADA | TIDAK| KETERANGAN
1 Data Umum Bangunan Gedung
2 Fotokopi IMB
Fotokopi IMB dan SLF*
3 Dokumen Pemeliharaan dan
Perawatan*
4 1 (satu) set Gambar Arsitektur
lampiran IMB dan Perizinan yang
terakhir terbit
) Gambar (As built drawing) hasil
pelaksanaan;
6 Laporan Pengawas yang
bersertifikasi / Pengawas yang
ditunjuk DPMPTSPPTK;
7 | Dokumen Pemeriksaan Kelaikan
Fungsi
CATATAN:
Pemeriksa




Bagian - D

FORMAT PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN PENERBITAN SLF
BANGUNAN PRASARANA

KOTA
No

: BUKITTINGGI

Tanggal

Formulir

PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN SLF/SLFn*
BANGUNAN PRASARANA

NO DOKUMEN ADA | TIDAK| KETERANGA
1 Data Umum Bangunan Gedung
2 Fotokopi IMB
Fotokopi IMB dan SLF*
3 | Dokumen Pemeliharaan dan
Perawatan*
4 1 (satu) set Gambar Arsitektur
lampiran IMB
S | Gambar (As built drawing) hasil
pelaksanaan;
6 | Laporan Pengawas yang
bersertifikasi / Pengawas yang
ditunjuk DPMPTSPPTK;
7 | Laporan Testing Commisioning /
Kajian Teknis oleh Pengkaji Teknis
yang bersertifikasi
CATATAN:
Pemeriksa

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS




LAMPIRAN IV

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG BANGUNAN
GEDUNG

KELENGKAPAN PENYELENGGARAAN PENGKAJI TEKNIS

Bagian - A
Bagian - B

Bagian — C

Bagian — D

BAGIAN - E

FORMAT DOKUMEN IKATAN HUBUNGAN KERJA

KETENTUAN INSPEKSI SEDERHANA SAAT
PELAKSANAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG
KETENTUAN PENGISIAN DAFTAR SIMAK

PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI

KETENTUAN PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG SECARA VISUAL
KETENTUAN PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG MENGGUNAKAN
PERALATAN NON-DESTRUKTIF



Bagian - A
FORMAT DOKUMEN IKATAN HUBUNGAN KERJA
IKATAN HUBUNGAN KERJA NO. .ottt
Pada hari ini ....... , tanggal, ..... bulan ............. , tahun ................ , kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
I. Nama P
NIP D e,

Jabatan e

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

II. Nama : (nama Pengkaji Teknis)
Tempat tgl. Lahir : (Nama kota, tanggal bulan tahun lahir)
Pendidikan : (Pendidikan terakhir)
Alamat : (Alamat tempat tinggal)
SKA : (Nomor SKA dan bidang keahlian)

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dan
selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan
perjanjian kontrak kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berikut:

Pasal 1
JENIS KERJA SAMA

Pihak Pertama sepakat menerima Pihak Kedua untuk ditetapkan
sebagai tenaga Pengkaji Teknis,.....ccooeiiiiiiia... untuk
melaksanakan tugas pengkajian teknis terhadap bangunan
dan memberikan rekomendasi teknis terkait kelaikan fungsi dari
suatu bangunan gedung.

Pasal 2
LINGKUP TUGAS PENGKAJI TEKNIS

Pihak Kedua memiliki tugas melaksanakan pengkajian teknis
bangunan terkait pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan
gedung untuk keperluan SLF, pemeriksaan berkala
bangunan gedung dan atau pemeriksaan kelaikan fungsi
bangunan gedung untuk keperluan perpanjangan SLF

Pasal 3
DURASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada pasal 1 (satu) di
atas akan dilaksanakan dalam waktu ............ (P )
hari terhitung sejak diterima dan ditandatanganinya
perjanjian kerja sama ini.

Pasal 4
REMUNERASI

Pihak Kedua menjalankan tugas dalam masa perjanjian kontrak
kerja akan diberikan oleh Pihak Pertama :



a. Remunerasi sebesar Rp.  ........ ,-  per bulan yang akan
dibayarkan pada akhir bulan paling lambat tanggal 7 (tujuh)
bulan berikutnya;

b. Uang makan sebesar Rp.  ....... ,- per hari kerja sesuai
kehadiran;

c. Biaya yang timbul dalam perjanjian kontrak kerja ini
dibebankan pada Pihak Pertama.

Pasal 4

Pihak kedua mempunyai kewajiban kepada Pihak Pertama :
a. Mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan

b. Mengisi presensi setiap hari kerja yaitu saat datang dan saat
akan pulang sesuai ketentuan ...............
c. Melaksanakan semua tugas atau perlntah kerja dan petunjuk

atau
d. instruksi yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau
pemilik............. , baik secara lisan dan tertulis dalam hal urusan

kedinasan dengan sebaik- baiknya dan penuh tanggung jawab
serta melaporkan hasilnya kepada atasannya;

Pasal 5

Pihak Kedua dalam menjalankan tugas sehari-hari diawasi dan
dievaluasi oleh Pihak Pertama atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Pihak Pertama dapat memberikan penghargaan berupa
bantuan kesejahteraan lainnya apabila Pihak Kedua yang
dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pasal 7

Pihak Pertama dapat menjatuhkan sanksi berupa pemutusan

hubungan kerja secara sepihak kepada Pihak Kedua apabila :

a. Tidak melaksanakan tugas selama S5 (lima) hari secara
akumulasi dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;

b. Melakukan pelanggaran terhadap tanggung jawab dan
kewajibanya serta menyalahi persyaratan yang telah
disepakati;

c. Telah mendapatkan peringatan secara lisan maupun tertulis
selama masa kontrak kerja berlangsung, secara berurutan;

d. Melakukan tindak kriminal sehingga Pihak Kedua patut
diduga untuk dihukum selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Pasal 8

Kedua belah pihak memilih tempat tinggal tetap dan umum
(domisili) mengenai perjanjian kontrak kerja ini dan segala
akibat-akibatnya di Pengadilan Negeri Bukittinggi.

Pasal 9

Perjanjian kontrak kerja ini berlaku mulai tanggal
...................... sampai dengan tanggal ...

Pasal 10

Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian
kontrak kerja ini, akan diatur lebih lanjut dengan



berpedoman pada peraturan yang berlaku di lingkungan

Pasal 11

Demikian perjanjian kontrak kerja ini dibuat dan ditandatangi
oleh kedua belah pihak di atas kertas bermeterai cukup
dalam rangkap 4 (empat) dengan kekuatan pembuktian yang
sama dan didistribusikan kepada :

Lembar pertama untuk Pihak Pertama

Lembar kedua untuk Pihak Kedua;

Lembar ketiga untuk Subbag Keuangan dan Kepegawaian

Bukittinggi,......c.coceeuenin. , 20...
Pihak Kedua Pihak Pertama




Bagian - B
KETENTUAN INSPEKSI SEDERHANA SAAT PELAKSANAAN KONSTRUKSI
BANGUNAN GEDUNG

PEKERJAAN |NO DESKRIPSI ILUSTRASI HASIL INSPEKSI
Agregat 1 [Matetial butran atau buatan aam, yang )
- 2 1 Sesuai
dipakaibersama-sama dengan suatu
media pengkatuntuk membentuk "] Tdak Sesual
suatu beton Agregat divzgi atas
agregathalus (pasirjdan agregat kasar
(kerikilatau betu pecah)
Pasir 2 |Agreyal Ialus, pasit alern sebayai lasi
disinfagrasialami batuan atau pasir B
yang dihasilkan oleh industn pemeceh 7] Tdak Sesuai
baw dan mempunyal ukuran busr
teroesar 5.0mm
Semen 3 |Untuk elemen stukturd cigunakar ”
setara dengar Ssmen Partland fipe | - Resinl
| Tdak Sesual
Kerikil atau | 4 [Agregatkasar, Kenkil sebagai hasi ~
Batu Pecah disintegrasi alami darn batuan atau Bl
kerupa batu pecah vang diperoleh ceri s L Tidsk Sesual
industri pemacah hats dan mempunyaj '
ukurar butir antara 5 mm sampai 40
mm dengan gradasi yang balk
BatuBesar | O |Batu yanyg berukuran 25 cm atau lebin :
|1 Sasuai

] Tidak Sesual




PEKERJAAN' |NO DESKRIPSI ILUSTRAS! HASIL INSPEKSI
Campuran | 9 |Rancangan campuran mortar harus t S
; Sesual
lortar mergacu kepada peraturan yang ’
berlaku (1 semen 4pasir; ar [ Tidak Sesuai
secukupnya) I
Kayu 10 |Kayd yang digunakan haruslah % B | ;
. : o 2 1 Sesual
herkualitas haik, k=ras_kenng, i
berwamagelap, tidak ada “etak dan L1 lidak Sesual
lurus l
Tanpa Bahan | 11 [Memastikan tdak menggunakan bahan “ ik
} uJal
Bangunan bangunar yang berbahaya begl
Berhahaya kesehatan (misalnya penggunazn Tidak Sesuai
asbes, dil . '
|
ANCAM NYAWA ANDA
PEKERJAAN |NO DESKRIFSI ILUSTRASI HASIL INSPEKSI
Pondasi | 11 |Memastikan ukuran minimum LA
p =2 || Sesuai
pordesiadalah tinggi 60 cm,
lebar bawah 60 cm, lebar atas ] Tidsk Sesuai
30 em. Gunakan batu yang
kerasbatu sungai yang keras
12 [Memastikan bahwa camp.iran
F » || Sesuai
beton acalah 1: 4 isemen: . . '
pasir dan air secukupnya| dan + wiwmew | Tidak Sesuai
menghasilkan campuran vang o
hbaik
Parangkaian | 13 [Memastikan bahwa dimensi e .
, || Sesuai
Tulangan minemum adalah 15 cm x 20
Balok em dengan 4 tulangan 20 cn 1 Tidak Sesuai
Pengixat memanjang. Dlameter
(Shoaf) tulangan memanjang adalah
10 mm yang ditermpatkan 1%
dengzn sengkang diameter 3
mm jarak 15 em.




PEKERJAAN' | NO DESKRIPSI ILUSTRASI HASIL INSFEKS!
14 |Sengkang harus cibengkokkan  Sesiini
memnbentuk sudut 1357 S

Panjang minimum kaitan
sengkang adaial 5x O
(diamaler ulangan sengkang )
(Gom).

[T Tidak Sesuzi

15 [Menastkar bahwe ]
pengangkuran balok pengikat L Shea
dan condasi menggunakan | Tidak Sesusi
tulengan diamster 10 mm.
Jarak ma<simum angkur
adalah 1,.0m
Pangecaran | 16 [Memastkan bacisting kuat dan .
Balok toiek bozor FErH
Penghas [ Tidak Sesuai
(Termasuk
Bekisting)
PEKERJAAN |NO DESKRIPSI HASIL INSPEKSI
|17 |Memastkan bahwa selimt e |
beton adalah 15 mm 2 S
1 lidak s2sual
20 cm
18 |Memastkan bahwa desain
] Sasual
campuran bztor adalah
123 (seman: pasr: kerkll) ] Tidak Sesuai
+ % ail
19 [Memastkan bahwa campuran

heton yang dihas kan nalk dan
EEERE]

] S2sudi

] Tidak Sz3uai




PEKERJAAN" |NO DESKRIPSI ILUSTRASI HASIL INSPEKSI
Perangkaian | 20 |Memastikan bahwa dimens 1 casuai
Tulangan minimum acalah 15 ¢cm x 15 i
Kolom cmdengan 4 fulangan 15an [ Tidak Sesual
memanjang. Diameter
Lilanygan meran jany adalal -
“0Omm yang ditempatican 15
dengan senjkarg diameter 8 =
mm jaralk 15 em,
21 |Sengkena harus dibengkok<an
memoentuk sudut 135° it i
Panjang minimum Kziten yops i Lol  S——— = Tidak Sesual
sengkanc adalah 6 x D A% a':-..;. *mam::; s
(diamater tulangan sengkang | > e —
5em) -
22 |Memastkan bahwa ENATIIS S
Peagangkuran balok pengikat TGR——— i o c- e
dan pondas mengaunzkan e H - Tidak Sseaal
Lifangean diemeter 10 mim. Sewte- =S
Jarak maksimum angkur """ [ Wy
adaleh 1.0 1. A
FEKERJAAN' NO] DESKRIPSI ILUSTRASI HASIL INSPEKSI
233 ‘Memasﬁkan bahwa panjang S Ll O
'sambungan lewatan antara . g Ils
kolom den o@lok memiiki A E-!? g O] Tidak Sesuai
panjang minirum 40 x D - f.'l‘i::f'.
(ciameter tulangan) 40 cm). o
\
Pengecoran | 24 Memaslikan bekisting kual dan ‘; ;
Kolom tidak bocor eoa
(Termasuk ‘

Bakisting)

s [0 Tidak Sesuai




PEKERJAAN' [NO DESKRIPSI ILUSTRAS! HASIL INSPEKS|
25 |Memastikan bahwa selimut 1,5¢em s
teton acalah 15 mm 1,5 om s i #
. 4
15 em ] |idak Sestal
»
1Scm
26 |Memastikan bahwa desan I Sesi
campuen betor adalah ‘ N> + e » =
1:2: 3 semen; pasir ; kerikil) . * k1 Tidak Sesuai
% air . e
27 |Memastikan bahwa campuran = —
Eeton vang dihasilkan balk dan : > 8
songem ) Tidak Sesual
Conatrusting Selsmic
Resi Masonry Housing in Ind a
Teddy Bown, 2000
PEKERJAAN'INO| ~ DESKRIPSI | ILUSTRASI | HASIL INSPEKSI
Takaran 282 [Memastikar bahwa campuran < ) Sasusi
- esy
Mortar mortar adalah 1: 4 (semen ‘ E o2l s .
pasir] dar ar secukupnya !_ . ST I Tidek Sesual
23 | Memasfikan bahwa nampiiran 1 Sestai
esuy
mertar yang dhasilkan balg '
dar szracam [T Tidak Sesual
Lapisan Bata | 30 [Memastikar bahwa pasangan

bata bener. Tebal apizan
moftar adalan 15 cm.

7] Sesuai

] Tidak Sesual




PEKERJAAN" [ NO DESKRIPSI ILUSTRASI HASIL INSPEKSI
Anghkur 31 |Memastikan kahwa hubungan Arghar iy, @ 10 miT 1 Secual
Panjang 2 %0 tm esla
Pangekang antara dinding dan «clom /—’ o aimbonr i
benar. Beja tulangan 1arus ; _’ [ Tidak Sesuai
diangkur sefiap G lapisan bata Pasangan V: bata s Banyin A
sapanjang 10cm Tukargan Utama
PALANG baja © 10 men
Foto partemuan dinding
dengen Kolom
PEKERJAAN' [NC DESKRIPSI ILUSTRASI HASIL INSPEKSI
Parangkaian | 22 |Memasti<ar bahwa dimensi minimum
Tulangan adalah 12 cm x 15 cm dengan 4 L Sesuai
Balok Ring tulangan memenjang. Diameter 1 Tidak Sesuai
tulangan memenjang adzlah 10 mm
yang ditempatkan dergan sengkang
diameter & mm jarak ‘5 cm.
33 |Sengkarg harus dibengkokkan
membentul sudut 135, Panjang I Sesual
minimum ksitan sengkanyg adalah € x D
(diarrater tdangan sengkang) (5 em). it 5 G S Tidak: Sesual
34 |Memasti<ar bahwa hubungan antara G
alemen structur utama (baja tulangan [ Sesuai
direrpanjang ke dalam balok -
1] Tidak Sesua
ring/keliling mirimum 40 cm| :
36 |Memasti<ar terdapat sarjang
1 Sesual

sambungan lewaten menghubungkan
balok ringkeliling dan knlom

I Tidak Sesuai




PEKERJAAN' |NO DESKRIPSI ILUSTRAS| HASIL INSPEKSI
Pengecoran | 36 |Memastikan bekisting kuat dan tidak
] Sesual
Balck Ring boco”
(Termasuk 1 Tidak Sesual
Bakieting)
37 |Memastikan bahwa selimu; beton e H Sesuai
adalah 10 mm e gl 1w
g ] Tidak Sesudi
20m
28 [Memastikan bahwa desain campursn s
Sl : . N > | Sesuai
beton adalah 1:2:3 semen: pasir: . - kS 2 4
karikil) + % air e o = - | Tidak Sesuai
29 [Memastikan bahwa camauran keton "
: : [ Sesual
yang dinasilkan baik dan seragan
] Tidak Sesuai
Constructine Ssismic
Resistant Masonry Housing in Indenesia
Teddy Roan, 2006
PEKERJAAN' |[NO DESKRIPSI ILUSTRASI HASIL INSPEKSI
Panjang 40 |Panjang mnimuarm perpanjangan W & —
adeldh 40 x D (diaimeler = [ Sesuai

Lewatan Pada

tLlangan ' (40 em)

Samhuingan [0 Tdak Sesuai
Gunung- |41 |Vemastikan behwa ukuran 1em )
Gt rinimum Kuca-kuda baton i —— [ Sesuai

9_ adzlah 12 cm x 15 cm (sama ,
(Perangkaian dangar balok rng). seiimut & [0 T dak Sesual
Tulangan) bator 10 mm " =
42 |Wemastikan behwa panjang s 1108 ey e

angkurkolom kuda-kudz belon
adeloh 40 cm setiap 6 lapisen
bata gunung-gununc.
Wemastikan bshwa kuda kuda
bztor menggunakan wiengan
baja diamezer ‘0 mm.

Panjany lewatan antara balck
dar kolom adaah 40 x

diameter tulangas (40 cm).

O
Agtir few e 0 eey
S e L =

R e e R
———

g §
tomgw wtanaiterge
Wormta rup e b

e Raxt

1, 3 . - "
Housing in ndoresia, Teddy Boen, 2006

Ca

) Sesual

1 Tdak Sesuai




PEKERJAAN |NO DESKRIPSI ILUSTRASI HASIL INSPEKSI
Kuda-Kuda | 43 |Menastikan bahwe kuda-kuda
Dan lkatan kayu diangkur ke kolem:balok e
Angmn rng menggunakan wilangan I Tidak Sesual
hajz diameter 10 mm
44 |Mermastikan babwe ukuran reinmom | sesual
Kuda-kuda kayu 8 cmx 1Zcm
- Tidek Sesuai
45 [mMemastikan bahwe Ikatan angin - ssia
adaal kayu dengan ukuran miniorom
G x 1Z2em I Tidak Sesuai
46 | Memastikan kualitas kayu
untuk kuda-kude dan ikatan e
angn adalah kualitas yang I Tidak Sesual
balk.
PEKERJAAN"|NO DESKRIPSI ILUSTRASI HASIL INSPEKSI
Jarak Tangki | 43 | Memastikar jarak tang<i septik dengan .
Septik dengan surrbe” alr minam dat sumur minimal 10 Meler (5 Sosud
Sumber Air 10meter. Apahila tidzk cimungkinkan O Ticak Sesusi
minum dari karenakslerbatzsan uas tanah, maka
sumur digunasan tangki septik siofiler.

Luas ventilasi| 44

Memastikar Lias ventilasl (bukaan)
minimal 10% dari luas “Lang.

] Sasuai

|| Ticdak Sesuai




Bagian - C

KETENTUAN PENGISIAN DAFTAR SIMAK PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI

KOTA : BUKITTINGGI
No
Tanggal
Formulir

PEMERIKSAAN/PENGUJIAN PERSYARATAN TEKNIS KELAIKAN FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG

A. DATA UMUM

No | DATA PEMILIK BANGUNAN

1. Nama Pemilik

2. Alamat

Tempat/Tanggal
Lahir

Pekerjaan

No. KTP/ SIM

DATA BANGUNAN

Fungsi Bangunan

Status Tanah

6
7
8. | Alamat
9

Kecamatan

10. | Kota

11. | Provinsi

12. | Jumlah Lantai Di atas Tanah : Di bawah Tanah :

13. | Luas Lantai BG Luas lantai dasar Luas total lantai
bangunan: bangunan:

14. | Kondisi Lokasi Datar/Berbukit/ Tepi Sungai / Lainnya .......c.c..c.........

15. | No. IMB

16. | Rencana Teknis () Prototipe () Non Prototipe

17. | Masa Pembangunan | Tanggal Mulai dibangun: Tanggal Selesai dibangun:




B.1. PEMERIKSAAN ASPEK ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG

HASIL PEMERIKSAAN
TIDAK
NO URAIAN PonaARATAN|  MEMENUHI | CATATAN
/ BAIK PERSYARATAN/
RUSAK

1 Pemeriksaan penampilan

luar
2 Pemeriksaan ruang dalam
3 Sistem penghawaan (Suhu,

Kelembapan, Kadar CO2 dan

CcO
4 Sistem pencahayaan

(Intensitas,
5 Pemeriksaan terhadap ruang

gerak
6 Pola hubungan antar ruang
7 Kenyamanan Pandangan

baik

pandangan dari dalam
8 Kemudahan hubungan

horizontal
9 Kemudahan hubungan
10 | Sarana kemudahan
11 | Kelengkapan Prasarana &

Sarana arsitektural pada BG
12 | Penggunaan bahan

bangunan

a. Bahan Dinding dan

Pelapisnya
b. Bahan Plafond dan
Pelapisnya....cccccccevvieeennn...

c. Bahan Atap.....................

CATATAN:
Pemeriksa




B.2. PEMERIKSAAN ASPEK STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG

HASIL PEMERIKSAAN
TIDAK
NO URAIAN MEMENUHI MEMENUHI CATATAN
PERSYARATAN/
PERSYARATAN/
BAIK RUSAK
1 Jenis / Tipe bahan struktur
2 Jenis / Tipe sistem struktur
3 Jenis / Tipe pondasi
4 Pemeriksaan Balok Pengikat (Sloof)
5 Pemeriksaan Kolom
6 Pemeriksaan Dinding
7 Pemeriksaan Kusen, Jendela dan
Pintu
8 Pemeriksaan Balok Ring
o Pemeriksaan Kuda-Kuda dan
Ikatan Angin
10 | Pemeriksaan Penutup Atap
11 | Kemampuan Mendukung Beban
Muatan (Visual atau
menggunakan alat non
destruktif)
EVALUASI DAN PEMERIKSAAN KERUSAKAN
1 Evaluasi Penurunan
Bangunan
2 Evaluasi Kemiringan
Bangunan
3 EvaluasiTingkat
Kerusakan pada
Struktur
Bangunan dan
Bagian-Bagiannya
CATATAN:
Pemeriksa




B.3. PEMERIKSAAN ASPEK PLAMBING BANGUNAN GEDUNG

HASIL PEMERIKSAAN
TIDAK
NO URAIAN SIOhAA IS MEMENUHI | CATATAN
PERSYARAT
AN/ BAIK PERSYARAT
AN/ RUSAK
1 Sistem air bersih (Sistem|
pemipaan, kualitas, kapasitas,
tekanan)
2 Sistem pembuangan air kotor/
limbah (Sistem pemipaan,
pengolahan, kualitas Elluen)
3 Sistem pembuangan kotoran &
Sampah (Bentuk pewadahan,
kapasitas)
4 Sistem penyaluran air hujan
(Penyaluran, penampungan,
penyerapan)
S Pemeriksaan Septik Tank
CATATAN:
Pemeriksa




B.4. PEMERIKSAAN ASPEK MEKANIKAL, ELEKTRIKAL DAN PLAMBING

BANGUNAN GEDUNG

HASIL PEMERIKSAAN
TIDAK
NO URAIAN . El)\/}I?E;l\S/(IP}illlQ\I:TH; . MEMENUHI CAT.
PERSYARATAN

1 Sistem Instalasi Tata
2 | Sistem Transportasi
3 | Sistem Plambing dan

Pompa Mekanik
4 Sisterm Sanitasi
S | Pengamanan Terhadap

Bahaya
6 | Instalasi penangkal petir
7 | Instalasi listrik
CATATAN:

Pemeriksa




B.5. PEMERIKSAAN TATA RUANG LUAR BANGUNAN GEDUNG

NO URAIAN HASIL PEMERIKSAAN CATATAN
MEMENUHI TIDAK
PERSYARATAN MEMENUHI
PERSYARATAN

1 Pemeriksaan Ruang

Terbuka Hijau dan Tata

Pertamanan
2 Pemeriksaan

Prasarana dan

Sarana Sirkulasi

Mobil dan Orang

3 Pemeriksaan
Kelengkapan
Prasarana dan
Sarana Ruang Luar

CATATAN:

Pemeriksa




Bagian - D

KETENTUAN PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
SECARA VISUAL

Bo ol LA P

1@

14

15
16
Ly

18

REKAPITULASI DAFTAR SIMAK PEMERIKSAAN KERUSAKAMN

Lakeosi 3 HariStanogal e
Baglon S et 4 Waktu e
Mama gedung
Alamot
Peailik g R
Fungs1 gedimg 1 Hunign 0 Keopomaan

0 Usoho 1] Sosinl Budaya

0 Ehusus 0 Latmnya
lenisstipe bahon strukiur 0 Heton bertulong 0 Beton pracetaok

0 Eomposit 1] Rojo

0 Kayu 0 Baja ringon

0 Posongan bata O Lainmya .
lanistipe sistem struktur 0 Rangka/portal 0 Rangks & dinding geser

G Dinding O Latanya S
Jumloh Lantai bangunan
- di otas tanah =
- di bawah taonch —
Ukuron Lontai dosar (m) SR RSP
lenis tipe fondgsi 0 Tangkal 0 DBalen {pancangar}

0 Basenent 0 Lainnya S
Kandisl lokasi 0 Dator {0 Lereng/miring

0 Bukit 0 Lemboh

0 Tepi lautrsungst 0 Doerch Undedted

0 Raman genpa {0  Hawan longsor

i} Romgn banjir 0 Lainmya S,
Pelapis dinding 0 Kayu 0 Plester

0 Wwall paper 0 Lairnya i
Falapis plafon i Hayu 0 Metal

0 Aeustik 0 Latnrya -
Felapis otop G Tangh lot 0 Metal

& Beton 0 Lainmya i
Doy men
- PEFENCORSN 0 Dato ujl tanaoh 0 Analisa stroktur

7 Topografi 0 Spesifikasi teksis

3 Gombar rencono ] I7in Mendirikon Bangemon

0 Gombor kerjd 0O Latnryg e
- peleysanoan 0 As built drowing 0 Sartifikot Laik Fungsi

0 Barito Acora o Lo nrnra —

Evalussl peurunan B urn

Evalugsi kemiringon bangunan

Evdlusst tingkok kerusokon
Fargomds




BINGEASAM RIMCIANM KERLSAKAN

1 Lowoal 009 . . 1 Woriftonggal penecikssan
2 Bogian _ i Woktw —
5  HNomo gedung
& Alomt
¥ Pemilik
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BAGIAN - E
KETENTUAN PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG MENGGUNAKAN PERALATAN NON-DESTRUKTIF

PENGAMATAN VISUAL

Pengamatan visual menggunakan alat Thermal
Imaging Camera

Thermal Imaging Camera adalah kamera yang mendeteksi
panas dalam rentang sinar infra merah, yaitu sekitar 900-
14.000 nm dan menngubahnya menjadi tayangan gambar
atau video berwarna hitam putih. Kamera ini dapat ‘melihat’
semua obyek dalam kondisi gelap total sekalipun

Cara Penggunaan

Arahkan Thermal Imaging Camera ke obyek yang ditinjau.
Layar display akan menayangkan gambaran obyek sesuai
dengan suhunya. Bagian obyek yang bersuhu tinggi akan
berwarna merah mengarah ke putih. Sedangkan yang
bersuhurendah berwarna biru mengarah ke violet

Obyek yang diperiksa
Instalasi listrik, system plambing air minum/air limbah

Thermal imoging camero
Revidential Meat Lots Find Biectrical Probiems

-1

Y

Mivung Inyulation Locete Water Damage

Gambar.E.1. [lustrasi Pemeriksaan menggunakan Thermal
Imaging Camera




PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN BETON

Pengujian menggunakan alat Rebound Test Hammer /
Concrete Test Hammer/ Palu Beton

Palu beton adalah alat yang digunakan untuk mengetahui
keseragaman material beton tanpa merusak struktur.
Terdapat beberapa macam palu beton yaitu:

o Palu beton tipe N untuk menguji beton dengan ketebalan
100 mm atau lebih dengan ukuran partikel maksimum
32 mm.

o Palu beton tipe NR dilengkapi dengan kertas pencatat.
Nilai-nilai lentingan dicatat sebagai bar chart dan mampu
mencatat hasil 4000 test.

o Palu beton tipe LR beroperasi pada tekanan energi tiga
kali lebih kecil, ideal untuk ketebalan dinding S5O0 - 100

mm atau untuk menguji komponen yang kecil.

Cara Penggunaan

Letakkan batang penekan palu beton pada bermukaan
beton yang akan diuji secara tegak lurus, tetapkan
tekanan yang digunakan dan tekan palu beton sampai
batang penekan menghilang, lepaskan palu beton. Nilai
lentingan yang ditunjukkan pada layar adalah nilai
kekuatan beton saat tes/ aktual lapangan untuk

dibandingkan dengan nilai kekuatan beton rencana.

Obyek yang diperiksa

Kolom, balok struktur

Gambar.E.2. [lustrasi Pemeriksaan menggunakan Rebound
Test Hammer / Concrete Test




3. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN SISTEM PENGHAWAAN

a. Pengujian menggunakan alat sistem penghawaan
Beberapa alat yang digunakan untuk menguji sistem
penghawaan diantaranya adalah thermometer, CO (Carbon
Monoxyde) meter, CO2 (Carbon Dioxyde) meter, RH (Relative
Humidity) meter, Air quality meter. Air quality meter mampu
mengukur beberapa indikator kualitas udara seperti CO,
CO2, 02, kelembaban, titik embun, suhu ruangan serta

menyimpan data pengukuran dalam SD Card.

b. Cara Penggunaan
Pasang sensor sesuai jenis pengukuran yang akan
dilakukan terhadap indikator tertentu dari udara (CO, COZ2,
02, kelembaban, titik embun, suhu ruangan). Hasil
pengukuran dapat langsung dibaca pada layar dan data
hasil pengukur tersimpan dalam SD Card untuk kemudian
diunduh ke dalam program Excel secara langsung.

Ambang batas kondisiideal:

®.
L X4

Temperatur/ suhu = 18-28 derajat celcius
» Kadar CO maksimum = 100 ppm

Kadar CO2 maksimum = 1000 ppm
Kelembaban = 40 - 60%

>

*,

*,

*. o
LS X4

c. Obyek yang diperiksa
Udara

1

Camdar 2. 4 Buwtrasl Sambaer Alst

Gambar.E.3. Ilustrasi Air Quality Meter




4.

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN SISTEM PENCAHAYAAN

a. Pengujian menggunakan Lux Meter

Lux meter merupakan alat untuk mengukur besarnya
intensitas cahaya di suatu tempat sehingga dapat
diketahui apakah suatu ruangan memiliki kualitas

pencahayaan yang baik atau tidak.

b. Cara Penggunaan

.0

R * * R
*, L X X X4

.0

* *
LC IR X4

Arahkan alat pengukur pada suatu ruang atau bagian dari ruang yang
ingin diketahui kualitas pencahayaannya. Hasil pengukuran dapat
langsung dibaca pada layar.

Ambang batas kondisi ideal sesuai SNI 03-6197-2000 adalah:

X4

Rumah tinggal = 60 - 250 lux

Perkantoran = 150 - 750 lux

Lembaga pendidikan =200 - 750 lux

Hotel & Restoran = 100 — 500 lux

Rumah sakit/ balai pengobatan = 250 — 500 lux
Pertokoan/ ruang pamer = 250 — 500 lux
Industri (umum) = 1 - 2000 lux

Rumah ibadah = 200 lux

X4

X4

c. Obyek yang diperiksa

Pencahayaan pada ruang atau bagian ruang

Gambar.E.4. Ilustrasi Lux Meter




5. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN KECEPATAN ANGIN

a. Pengujian menggunakan Anemometer
Anemometer merupakan alat untuk mengukur besarnya
kecepatan angin. Untuk kecepatan angin yang rendah

sebaiknnya menggunakan hot wire anemometer.

b. Cara Penggunaan

Pegang alat pengukur dan posisikan antena pengukur secara tegak

pada suatu ruang atau bagian dari ruang yang ingin diketahui

kecepatan anginnya. Hasil pengukuran dapat langsung dibaca

pada layar.

Ambang batas ideal dan persyaratan ventilasi:

% Volume udara ideal adalah 0,283 m3/menit/orang dengan kecepatan
angin antara 0,15-0,25 m/detik.

% Ruangan kerja yang tidak menggunakan pendingin harus
memiliki lubang ventilasi minimal 15% dari luas lantai

dengan menerapkan sistem ventilasi silang.

c.Obyek yang diperiksa

Kecepatan angin pada ruang atau bagian ruang

Gambar.E.5. [lustrasi Anemometer




6. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN TINGKAT KEBISINGAN

a. Pengujian menggunakan Sound Level Meter
Sound Level Meter merupakan alat untuk mengukur tingkat

intensitas di tempat kerja.

b. Cara Penggunaan

R/
°

Atur pembobotan waktu (lambat, cepat dan impulsf) dan frekuensi (A,C
dan Z) sesuai keperluan.

Posisikan mikrofon alat ukur setinggi posisi telinga manusia di tempat
kerja. Hindari terjadinya refleksi bunyi dari tubuh atau penghalang
sumber bunyi.

Arahkan mikrofon alat ukur dengan sumber bunyi secara tegak lurus.’
Catat hasil pengukuran

7
L X4

* 7
LCEIR X4

c. Obyek yang diperiksa
Tingkat kebisingan pada suatu tempat. Tingkat kebisingan
yang diperkenankan ada di ruang kerja maksimum 85

desibel

(Kepmenkes No. 1405 / MENKES / SK / XI / 2002 tentang
Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan

Gambar.E.6. Ilustrasi Anemometer




PENGUKUR JARAK

Pengukuran Jarak menggunakan Laser Distance Meter

Laser Disto Meter merupakan alat untuk mengukur jarak

1 1

b.

Cara Penggunaan

| Tempatkan alat pada bagian dasar di satu titik.
Arahkan sinar laser pada titik yang akan diukur
jaraknya. Sinar laser yang terpantul akan dilengkapi
kembali oleh laser distance meter.

[ Jarak diukur oleh alat berdasarkan interval waktu

Obyek yang diperiksa
Ruangan, koridor, tangga, ram, jalur kendaraan, jalur

pedestrian dan area parkir.

[.‘: —
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Gambar.E.7. Ilustrasi Laser Distance Meter




8. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN SISTEM KELISTRIKAN

d. Pengujian menggunakan alat Clamp Meter
Clamp meter adalah alat yang digunakan untuk

mengukur arus listrik AC, voltase AC dan DC, tahanan,

e. Cara Penggunaan

Buka penjepit clamp meter, tempatkan secara hati-hati
bukaan alat terhadap konduktor yang akan diukur.
Yakinkan tidak ada konduktor lain dalam bukaan alat.
Tutup penjepit kembali, atur kenop untuk pemilihan jenis

pengukuran dan nilai maksimum yang dikukur untuk

f. Obyek yang diperiksa

Instalasi listrik

Gambar.E.8. [lustrasi Pemeriksaan menggunakan
Clamp Meter

WALIKOTA BUKITTINGGI,
dto

M. RAMLAN NURMATIAS



LAMPIRAN V

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG BANGUNAN
GEDUNG

FORMULIR DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG ATAU BANGUNAN
PRASARANA YANG AKAN DIBONGKAR

KOP DINAS.............
FORMULIR
PERMOHONAN RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN (RTB) BANGUNAN
GEDUNG
Bukittinggi, ... 20.....
Nomor : Kepada Yth.:
Lamp : Walikota Bukittinggi
Perihal : Permohonan RTB Cq. Kadis PUPR
di.
BUKITTINGGI

1. Bentuk Usaha . Perseorangan/Badan Usaha/Badan Hukum
2. Nama D et eeeeeeeiaeeireeaneeieeeaaean
3. Alamat TP
4. No Telepon/HP L ettt eeeeeieetereeeeneereiearaneaaanan
5. Email L e e,
6. No KTP L e eieeeeieeiereeeeiaean,
7. Jabatan dalam Perusahaan : .........ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiic e
8. Nama Perusahaan L e,
9. Alamat Perusahaan L e eieeeeieeiereeeeiaean,
10. Telepon Perusahan D e
11. Data Bangunan/Prasarana yangdiajukan RTB

a. Jenis Bangunan/Prasarana S P

b.Jalan T e,

c. Kelurahan T ettt eeeeeiteeaeeaaans

d.Kecamatan L e



Dengan ini mengajukan permohonan Rencana Teknis
Pembongkaran (RTB) Bangunan Gedung/prasarana karena :

a. [l pembangunan bangunan gedung/prasarana baru;

b. dinyatakan tidak laik fungsi;

C. membahayakan kepentingan umum;

d. [l bangunan gedung/prasarana tidak memiliki IMB.

Untuk :
1. Detail Bangunan Gedung :

a. Fungsi Bangunan :
X Fungsi Hunian
X Fungsi Keagamaan
X Fungsi Usaha
X Fungsi Sosial Budaya

/ .
%* [ Fungsi Khusus

b. Luas Bangunan D e m?

c. Tinggi Bangunan/Lantai D e m/ ...l Lantai
2. Tanah

a. Total Luas tanah T m?2

b. Bukti Hak Atas Tanah

No Nama Nomor dan Kelurahan Luas tanah Atas nama
Dokumen tahun dokumen (m2)

2.

3.

(untuk nama dokumen pilih sertifikat hak atas tanah,
akte jual beli, girik, petuk, dan/atau bukti kepemilikan
tanah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang pertanahan.)

3. Lampiran persyaratan permohonan Rencana Teknis
Pembongkaran, yaitu:
a. fotokopiKTP pemohon;
b. dokumen legalitas dalam hal permohonan

pembongkaran bangunan gedung/prasarana;



c. surat kuasa dari pemilik bangunan
gedung/prasarana dalam hal pemohon bukan pemilik
bangunan gedung/prasarana;

d. fotokopi surat bukti status hak atas tanah;

e. surat persetujuan pemilik tanah dalam
hal pemilik bangunan/prasarana bukan pemilik
tanah;.

f. surat pernyataan bahwa bangunan gedung/prasarana
tidak dalam status sengketa;
g. laporan terakhir hasil pemeriksaan berkala; dan

h. dokumen RTB bangunan gedung/prasarana.

4 Rencana waktu pelaksanaan pembongkaran:....................o......
Demikian permohonan rencana teknis pembongkaran
bangunan gedung/prasarana ini kami ajukan untuk

dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

................................ 21 0 o
Hormat saya,
Pemohon

WALIKOTA BUKITTINGGI,
dto

M. RAMLAN NURMATIAS



LAMPIRAN VI

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG BANGUNAN
GEDUNG

KELENGKAPAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian - A
Bagian — B
Bagian — C
Bagian - D
Bagian - E
Bagian — F
Bagian - G
Bagian - H
Bagian — 1
Bagian - J
Bagian - K
Bagian - L
Bagian - M
Bagian — N

FORMULIR BERITA ACARA PENGAWASAN

DAFTAR SIMAK KESESUAIAN RENCANA TEKNIS DAN
HASIL KONSTRUKSI

DAFTAR SIMAK PEMERIKSAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS

FORMAT SURAT PERINTAH PEMBATASAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI
FORMAT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN

SEMENTARA PEKERJAAAN KONSTRUKSI DAN SURAT
PEMBEKUAN IMB

FORMAT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN
TETAP PEKERJAAAN KONSTRUKSI DAN SURAT
PENCABUTAN IMB

FORMAT SURAT PERINTAH PEMBONGKARAN
BANGUNAN GEDUNG (BANGUNAN TIDAK SESUAI
DENGAN IMB)

FORMAT SURAT PERINTAH PEMBONGKARAN
BANGUNAN GEDUNG (BANGUNAN TIDAK MEMPUNYAI
IMB)

FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS (TANPA IMB
MASA PEMANFAATAN)

FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS (TIDAK
SESUAI IMB MASA PEMANFAATAN)

FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS (MASA
PEMANFAATAN PASKA DITERBITKANNYA SLF)

FORMAT SURAT PENGHENTIAN SEMENTARA
PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG DAN SURAT
PEMBEKUAN IMB/SLF (MASA PEMANFAATAN TIDAK
SESUAI IMB/SLF)

FORMAT SURAT PENGHENTIAN TETAP
PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG DAN SURAT
PENCABUTAN SLF (MASA PEMANFAATAN TIDAK
SESUAI IMB/SLF).



Bagian - A
FORMULIR BERITA ACARA PENGAWASAN

Kop Surat DPUPR

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI
NOMOR ittt

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor.......

tanggal......... perihal Penugasan Pengawasan Pelaksanaan
Konstruksi Bangunan Gedung, maka pada hari
ini......... tanggal.............. bulan......... tahun................... , Saya/Kami 1)

yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama/NIP: ettt eeeeteeereeeanaeaaeaaan
Jabatan *  (Ketua/Sekretaris / Anggota)

2. Nama/NIP i
Jabatan *  (Ketua/Sekretaris / Anggota)

3. Nama/NIP e eeieeeeeeieaeaa,

Jabatan *  (Ketua/Sekretaris /Anggota)
telah melakukan penilaian, pemeriksaan, pengujiandsecara
langsung terhadap hasil Pelaksanaan Konstruksi
Bangunan Gedung.............c........ yang, dan dengan memperhatikan :
1. Dokumen IMB beserta lampirannya (Dokumen Rencana Teknis

IMB yang telah disahkan, surat penyataan).
2. Kelengkapan hasil penilaian, pemeriksaan, dan pengujian

sekurang- kurangnya:
a. Foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%,

50%, dan 100%,),
b. Laporan konsultan pengawas, laporan pelaksanaan

pekerjaan, Jaminan-jaminan, dll.

Untuk itu Saya/Kamil) menyatakan pelaksanaan konstruksi
bangunan gedung:

1. Nama Pemilik/Pengguna Bangunan Gedung Tt
2. Fungsi Bangunan Gedung Tt
3. Alamat Tt

sesuai/tidak sesuail) dengan ketentuan IMB dan lampirannya.



Demikian Berita Acara Pemeriksaan Pengawasan Pelaksanaan
Konstruksi ini dibuat dengan sebenarnya.

Tim Pemeriksan Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi? :

) s Nama jelas .. tanda tangan
NIP.

2 i iiiiiiieieieiiieieenns Nama jelas tanda tangan
NIP

1 T Nama jelas tanda tangan




Bagian - B
DAFTAR SIMAK KESESUAIAN RENCANA TEKNIS DAN HASIL KONSTRUKSI

NO URAIAN KESESUAIAN KETERANGAN

1. | Rencana Arsitektur & Sesuai | * Tidak Sesuai

% S i % Tidak S .
2. | Rencana Struktur esual ldak sesuai

< Sesuai | % Tidak Sesuai

3. Rencana Utilitas

Catatan: rincian uraian rencana teknis yang diawasi disesuaikan dengan

Persyaratan Teknis Permohonan IMB.



Bagian - C

DAFTAR SIMAK PEMERIKSAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

NO URAIJAN KESESUAIAN KET
1. | Persyaratan Umum % Sesuai| % Tidak Sesuai

2. | Tempat Kerja dan Peralatan % Sesuai| % Tidak Sesuai

3. | Perancah (SC AFFOLDS) < Sesuai| % Tidak Sesuai

4. Tangga Kerja Lepas (ladder) & Sesuai| % Tidak Sesuai

dan Tangga

5. | Peralatan untuk mengangkat % Tidak Sesuai

O:QJ i
(lifting appliance) Sesual

6. Tali, Ranta1—Raqta1 dan & Sesuai| * Tidak Sesuai
Perlengkapan lainnya.
7. | Permesinan < Sesuai| % Tidak Sesuai
8. | Peralatan Pemindahan Tanah % Sesuai| % Tidak Sesuai
9. | Pekerjaan-Pekerjaan Bawah N .| % Tidak Sesuali
** Sesuai
Tanah
10.| Penggalian-Penggalian < Sesuai| % Tidak Sesuai
11.| Pemancangan Tiang Pancang < Sesuai| % Tidak Sesuai
12.| Pengerjaan Beton % Sesuai| % Tidak Sesuai

13| Operasi lainnya dalam

R/
0.0

Tidak Sesuai

pembangunan bangunan % Sesuali
gedung
14| Pembongkaran (Demolition) < Sesuai| % Tidak Sesuai
Catatan: rincian wuraian ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri
Pekerjaan Umum No. Kep-174/MEN/1986/ No. 104/KPTS/1986. Tentang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi.




Bagian - D
FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS
(MASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI BANGUNAN)

KOP SURAT DINAS PUPR

SURAT PERINGATAN

No.

Kepada Yth. Pemilik/ Penanggung Jawab
Bangunan

Nama

Alamat

Dengan Hormat,

1. Berdasarkan Perda Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Bangunan Gedung:

a.

b.

Pasal 14 ayat 1 menyatakan: Bahwa setiap orang

atau badan wajib memiliki IMB dengan

mengajukan permohonan IMB kepada walikota

untuk melakukan kegiatan:

1. pembangunan bangunan gedung dan/atau
prasarana bangunan gedung;

2. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau
prasarana bangunan gedung meliputi perbaikan/
perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan;
dan

3. pemugaran/pelestarian.

Pasal 114 ayat (4) menyatakan bahwa : Dalam
melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunan wajib
mengikuti semua ketentuan dan syarat-syarat
pembangunan yang ditetapkan dalam IMB.

2. Berdasarkan hal tersebut, maka diminta kepada
Bpk/Ibu untuk:

a.
b.

C.

d.

Menghentikan Pekerjaan.
Mengurus IMB Ke Dinas DPMPTSPPTK
Mengikuti Sesuai Ketentuan IMB

Membongkar Bangunan.

3. Apabila surat peringatan ini tidak diindahkan dalam
jangka waktu 7 (tujuh) hari kelender maka akan
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.



4. Apabila dalam masa peringatan ini, bangunan gedung
saudara telah selesai dan telah dimanfaatkan tanpa ada
IMB dan tanpa melakukan perbaikan atas pelanggaran
maka dikenakan sanksi penertiban berupa
Pembongkaran Bangunan.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan  menjadi
perhatian.
Bukittinggi, .....cocoviiiiiiiiiiiiiie 20...
KEPALA DINAS An. KADIS PUPR An. KADIS PUPR
PEKERJAAN UMUM KABID. TATA RUANG KABID. TATA RUANG
DAN PENATAAN RUANG Ub. KASI PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN DPUPR
Teguran 3 Teguran 2 Teguran 1
NP T NIP...ooovoooooooooeoeeos oo

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Walikota (sebagai Laporan)
Kepala DPMPTSPPTK

Kepala Satpol PP

Lurah........

Camat.............

Arsip.

oOU A WN

Catt:

1. Penertiban terhadap bangunan yang dibangun tanpa IMB dilakukan dengan
satu kali Surat Peringatan atau dapat dilakukan dengan penyegelan.

2. Bangunan yang tidak mendapatkan IMB atau dipastikan tidak akan
mendapatkan IMB dapat dilanjutkan dengan perintah bongkar bangunan.



Bagian - E

FORMAT SURAT PERINTAH PEMBATASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

(MASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI BANGUNAN)

KOP SURAT DINAS PUPR

Nomor

Lamp
Perihal

Bukittinggi, ... 20.....
Kepada Yth.:
Sanksi Pembatasan Pemilik /Pengguna
Pekerjaan Konstruksi Bangunan.............c.........
di.

BUKITTINGGI

Dengan Hormat,

1. Sehubungan dengan tidak diindahkannya :

a. Teguran I, tanggal....................oole I\ o TP
b. Teguran II, tanggal..........ccceevenenenen.. NO..oooviiiiiii
C. Teguran III, tanggal...........c.ccceenennnnnn. No.coooviiiiii,

2. Maka dari itu, diberikan sanksi penertiban berupa

pembatasan pekerjaan konstruksi, untuk :

Bl e e
D
G e e

. Atas dasar tersebut kami meminta kepada
Bapak/Ibu/Saudara/i untuk melakukan Pelaksanaan

Konstruksi Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan
administrasi dan persyaratan teknis yang ada dalam IMB.

. Apabila surat peringatan ini tidak diindahkan dalam 14

(empat belas) hari kalender, maka akan dikenakan sanksi
penertiban berupa penghentian sementara Pembangunan
dan Pembekuan IMB.

. Apabila dalam masa sanksi pembatasan pekerjaan

kontruksi ini, bangunan gedung saudara telah selesai dan
telah dmanfaatkan taanpa melakukan perbaikan atas
pelanggaran maka dikenakan sanksi penertiban berupa
pencabutan IMB dan Pembongkaran Bangunan.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Walikota (sebagai Laporan)
Kepala DPMPTSPPTK

Kepala Satpol PP

oOU s WD

Lurah

Camat.............

Arsip.



Bagian - F

FORMAT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN SEMENTARA
PEKERJAAAN KONSTRUKSI DAN SURAT PEMBEKUAN IMB

KOP SURAT DINAS PUPR

Bukittinggi, = ..o 20...
Nomor : Kepada Yth.:
Lamp
Perihal : Penghentian Sementara Pemilik /Pengguna
Pekerjaan Konstruksi Bangunan..........c....c......
dan Pembekuan IMB
di.

BUKITTINGGI

Dengan Hormat,

1.

Sehubungan dengan tidak diindahkannya /Tidak
ditindaklanjutinya surat Pembatasan Kontruksi No............. ,

Maka dari itu, diberikan sanksi penertiban berupa Penghentian
sementara pekerjaan konstruksi dan Pembekuan IMB
J\\[ o P , tanggal...................

Atas dasar tersebut kami meminta kepada Bapak/Ibu/Saudara/i
untuk melakukan Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung
sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis
yvang ada dalam IMB, dengan melakukan perbaikan atas
pelanggaran yang telah ditentukan.

Apabila surat peringatan ini tidak diindahkan/ tidak
ditindaklanjuti dalam 14 (empat belas) hari kalender, maka akan
dikenakan sanksi penertiban berupa penghentian tetap

Pembangunan dan Pencabutan IMB serta perintah pembongkaran
bangunan gedung.

Apabila dalam masa sanksi penghentian sementara pekerjaan
kontruksi dan masa pembekuan IMB ini, bangunan gedung
saudara telah selesai dan telah dimanfaatkan tanpa melakukan
perbaikan atas pelanggaran maka dikenakan sanksi penertiban
berupa pencabutan IMB dan Pembongkaran Bangunan.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

oOUlh W

Walikota (sebagai Laporan)
Kepala DPMPTSPPTK
Kepala Satpol PP
Lurah........
Camat.............

Arsip.



Bagian - G

FORMAT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN TETAP PEKERJAAAN
KONSTRUKSI DAN SURAT PENCABUTAN IMB

KOP SURAT DINAS PUPR

Bukittinggi, ... 20....

Nomor : Kepada Yth.:
Lamp
Perihal : Penghentian tetap Pemilik /Pengguna

pekerjaan Konstruksi Bangunan..........c............

dan Pencabutan IMB.

(SP 1)

di.

BUKITTINGGI

Dengan Hormat,

1.

3.

4.

Sehubungan dengan tidak diindahkannya/Tidak
ditindaklanjutinya surat Penghentian Sementara Pekerjaan
Konstruksi dan Pembekuan IMB No..cooenn..... s
tanggal..................

Maka dari itu selanjutnya diberikan sanksi penertiban berupa
Penghentian tetap pekerjaan konstruksi dan Pencabutan IMB

A\ o P , tanggal................... Serta Perintah
Pembongkaran Bangunan.
Atas Sanksi Pencabutan IMB No............ tersebut, diberikan

kepada saudara kesempatan untuk mengajukan tanggapan atas
sanksi ini dalam masa tenggang 30 (tiga puluh) hari kalender.
Apabila dalam masa 30 (tiga puluh) hari kalender tidak ada
tanggapan atau tanggapan Saudara tidak dapat diterima, maka
akan dilakukan pencabutan IMB secara permanen.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

oU A WN

Walikota (sebagai Laporan)
Kepala DPMPTSPPTK
Kepala Satpol PP
Lurah........
Camat.............

Arsip.



Bagian - H

FORMAT SURAT PERINTAH PEMBONGKARAN BANGUNAN
(BANGUNAN TIDAK SESUAI DENGAN IMB)

KOP SURAT DINAS PUPR

Bukittinggi, = ..o 20....
Nomor : Kepada Yth.:
Lamp
Perihal : Pembongkaran Pemilik /Pengguna
Bangunan. Bangunan.......................
di.

BUKITTINGGI

Dengan Hormat,

1.

Sehubungan dengan :

a. Surat Teguran I, tanggal...........c....ceiene.. I\ o PP dan/atau

b. Surat Teguran II, tanggal........................... J\ o P dan/atau

c. Surat Teguran III, tanggal............cccoeveennnn. J\\[o JO PP dan/atau

d. Surat Penghentian Sementara Pekerjaan Konstruksi dan
Pembekuan IMB, tanggal................. No............ dan/atau

e. Surat Penghentian tetap pekerjaan Konstruksi dan
Pencabutan IMB, tanggal................. No............ dan/atau

f. SK Pencabutan IMB, Tanggal....................... No..ooovnen....

Maka dari itu selanjutnya  diberikan sanksi  Perintah
Pembongkaran Bangunan.

Diminta Kepada Bapak/Ibu/Saudara/I untuk melakukan
pembongkaran bangunan sendiri.

apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Kalender sejak
tanggal surat ini dikeluarkan, tidak melakukan pembongkaran
sendiri maka pembongkaran akan dilakukan oleh Pemerintah
Kota Bukittinggi (cq. Satpol PP) dengan biaya ditanggung oleh
pemilik bangunan atau dengan biaya paling banyak 10% (sepuluh
perseratus) dari Nilai Total Bangunan.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Walikota (sebagai Laporan)
2. Kepala DPMPTSPPTK

3. Kepala Satpol PP

4. Lurah........

5. Camat.............

6

. Arsip.



Bagian -1

FORMAT SURAT PERINTAH PEMBONGKARAN BANGUNAN

(BANGUNAN TIDAK MEMPUNYAI IMB)

KOP SURAT DINAS PUPR

Nomor
Lamp

Perihal

Bukittinggi, ... 20.....
Kepada Yth.:
Pembongkaran Pemilik /Pengguna
Bangunan. Bangunan.......................
di

BUKITTINGGI

Dengan Hormat,

Menidaklanjuti kegiatan penyegelan atau surat
Peringatan/Surat Teguran, tanggal................. No...oeveiian..
kegiatan pembangunan ........... , maka dapat disampaikan
kepada Saudara/saudari sebagai Berikut:

1. Saudara/Saudari telah melakukan pembangunan tanpa
ada IMB dari Pemerintah Kota Bukittinggi.
2. Bangunan yang dibangun tanpa IMB teridentifikasi
sebanyak ... unit.
3. kegiatan pembangunan tersebut, telah melanggar :
Ble e
D
4. Berdasarkan hal tersebut diatas maka diperintahkan
kepada Saudara/Saudari Untuk dapat Membongkar sendiri
bangunan tersebut paling lambat........... pada hari

............. tanggal ................

5. Jika dalam batas waktu tersebut belum dilakukan

pembongkaran, maka bangunan dimaksud akan dibongkar
oleh Pemerintah Kota bukittinggi Cq. Satpol PP atau Tim
SK4 Kota Bukittinggi.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

ouhWwN =

Walikota (sebagai Laporan)
Kepala DPMPTSPPTK
Kepala Satpol PP
Lurah........
Camat.............

Arsip.



Bagian - J

FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS
(TANPA IMB MASA PEMANFAATAN)

KOP SURAT DINAS PUPR

Bukittinggi,

Nomor
Lamp
Perihal : Swurat Peringatan

Dengan Hormat,

Kepada Yth.:

Pemilik /Pengguna
Bangunan.......................

di.
BUKITTINGGI

1. Berdasarkan Perda Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Bangunan Gedung:

a. Pasal 14 ayat 1 menyatakan: Bahwa setiap orang atau badan

wajib memiliki IMB.
b. Pasal 21 ayat 1:

Bangunan gedung yang akan dibangun harus memenuhi persyaratan intensitas
bangunan gedung yang meliputi persyaratan kepadatan, ketinggian dan jarak
bebas bangunan gedung, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam RTRW, RDTR,

dan/atau RTBL.

c. Pasal 179 Ayat 5 menyatakan bahwa Bangunan gedung yang belum dilengkapi
IMB, maka pemilik bangunan gedung wajib mengajukan permohonan IMB.

2. Ketentuan yang dilanggar adalah :

G ittt ittt ettt ettt et

3. Berdasarkan hal tersebut, maka diminta kepada Bpk/Ibu untuk:

a. Mengurus IMB Ke Dinas DPMPTSPPTK
b. Membongkar Bangunan.

Apabila surat peringatan ini tidak diindahkan dalam jangka waktu 7 (tujuh)
hari kelender maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

KEPALA DINAS KEPALA BIDANG TATA
PEKERJAAN UMUM RUANG DPUPR
DAN PENATAAN RUANG

Teguran 3 Teguran 2

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Walikota (sebagai Laporan)
Kepala DPMPTSPPTK

Kepala Satpol PP

Lurah........

Camat.............

Arsip.

oOuh W

KASI PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN DPUPR

Teguran 1




Bagian - K
FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS
(TIDAK SESUAI IMB MASA PEMANFAATAN)
KOP SURAT DINAS PUPR

Nomor
Lamp

Perihal

Bukittinggi, = ... 20....
Kepada Yth.:

Surat Peringatan Pemilik /Pengguna
Bangunan.......................

BUKITTINGGI

Dengan Hormat,
Berdasarkan Perda Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Bangunan Gedung:

1.

a.

b.

Pasal 14 ayat 1 menyatakan: Bahwa setiap orang atau badan
wajib memiliki IMB.

Pasal 114 ayat (4) menyatakan bahwa dalam melaksanakan
pekerjaan, pelaksana bangunan wajib mengikuti semua ketentuan
dan syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan dalam IMB.

Pasal 127 ayat (1) menyatakan bahwa Pemanfaatan bangunan
gedung merupakan kegiatan memanfaatkan bangunan gedung
sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam IMB.

Pasal 179 Ayat 2 dan 6 menyatakan bahwa Bangunan gedung sudah/belum
dilengkapi IMB, dan bangunan yang sudah berdiri tidak sesuai dengan ketentuan,
maka pemilik bangunan wajib mengajukan permohonan IMB baru dan melakukan
perbaikan (retrofitting) secara bertahap.

Ketentuan yang dilanggar adalah :

Berdasarkan hal tersebut, maka diminta kepada Bpk/Ibu untuk:

a.
b.

Mengurus IMB Ke Dinas DPMPTSPPTK
Membongkar Bangunan.

Apabila surat peringatan ini tidak diindahkan dalam jangka waktu 7 (tujuh)
hari kelender maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.
Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

KEPALA DINAS KEPALA BIDANG TATA KASI PENGAWASAN DAN
PEKERJAAN UMUM RUANG DPUPR PENGENDALIAN DPUPR
DAN PENATAAN RUANG
Teguran 1
Teguran 3 Teguran 2
NIP.oooiiiiieieen NIP..ooiiiiiieeen NIP..ooii e

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

ouhWwN =

Walikota (sebagai Laporan)
Kepala DPMPTSPPTK
Kepala Satpol PP

. Lurah..

. Camat.............

. Arsip.



Bagian - L
FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS

(MASA PEMANFAATAN PASKA DITERBITKANNYA SLF)

KOP SURAT DINAS PUPR

Nomor

Lamp

Perihal

Bukittinggi, = ..o 20.....
Kepada Yth.:

Surat Peringatan Pemilik /Pengguna
Bangunan.......................

BUKITTINGGI

Dengan Hormat,
Berdasarkan Perda Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Bangunan Gedung:

1.

3.

a.

b.

C

Pasal 14 ayat 1 menyatakan: Bahwa setiap orang atau badan

wajib memiliki IMB.

Pasal 114 ayat (4) menyatakan bahwa dalam melaksanakan

pekerjaan, pelaksana bangunan wajib mengikuti semua ketentuan

dan syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan dalam IMB.

Pasal 127 ayat (1) menyatakan bahwa Pemanfaatan bangunan

gedung merupakan kegiatan memanfaatkan bangunan gedung

sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam IMB setelah pemilik
memperoleh SLF.

Pasal 179 Ayat 9 dan 10 menyatakan bahwa :

(1) Ayat (9): Bangunan gedung yang sudah dilengkapi SLF namun SLF yang
dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan, maka pemilik/pengguna bangunan
gedung wajib mengajukan permohonan SLF baru.

(2) Ayat (10) : Bangunan gedung yang sudah dilengkapi SLF namun kondisi
bangunan gedung tidak laik fungsi, maka pemilik/pengguna bangunan gedung
wajib melakukan perbaikan (retrofitting) secara bertahap.

. Ketentuan yang dilanggar adalah :

Berdasarkan hal tersebut, maka diminta kepada Bpk/Ibu untuk:
a.
b.

Mengurus SLF Ke Dinas DPMPTSPPTK/ DPUPR
Perbaikan Bangunan

Apabila surat peringatan ini tidak diindahkan dalam jangka waktu 7 (tujuh)
hari kelender maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

KEPALA DINAS KEPALA BIDANG TATA KASI PENGAWASAN DAN
PEKERJAAN UMUM RUANG DPUPR PENGENDALIAN DPUPR
DAN PENATAAN RUANG
Teguran 1
Teguran 3 Teguran 2
NIP. .o NIP. .o NIP..ooiiiiiiii

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Walikota (sebagai Laporan)
Kepala DPMPTSPPTK

Kepala Satpol PP

o U h W

. Lurah........
. Camat.............
. Arsip.



Bagian - M

FORMAT SURAT PENGHENTIAN SEMENTARA PEMANFAATAN
BANGUNAN GEDUNG DAN PEMBEKUAN IMB/SLF

(MASA PEMANFAATAN TIDAK SESUAI IMB/SLF)

KOP SURAT DINAS PUPR

Bukittinggi, = ... 20.....
Nomor : Kepada Yth.:
Lamp
Perihal : Penghentian Sementara Pemilik /Pengguna
Pemanfaatan Bangunan Bangunan.......................
dan pembekuan IMB
di.

BUKITTINGGI

Dengan Hormat,

1. Sehubungan dengan :

a. Surat Teguran I, tanggal...............cooooenaie. I\ o PP dan/atau
b. Surat Teguran II, tanggal.................c.oooel. I\ o P dan/atau
c. Surat Teguran III, tanggal............cccoevenennnn. J\\[o JO PP dan/atau

2. Maka dari itu, diberikan sanksi penertiban berupa Penghentian
sementara Pemanfaatan bangunan gedung dan Pembekuan

IMB/SLF NoO....ccccoevinn..... , tanggal...................

3. Dalam masa Penghentian pemanfaatan dan pembekuan IMB ini,
saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki dan
menindaklanjuti Surat Peringata yang telah diberikan kebada
saudara.

4. Apabila surat peringatan ini tidak diindahkan/ tidak
ditindaklanjuti dalam 14 (empat belas) hari kalender, maka akan
dikenakan sanksi penertiban berupa penghentian tetap

Pemamfaatan dan Pencabutan IMB serta perintah pembongkaran
bangunan gedung.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Walikota (sebagai Laporan)
2. Kepala DPMPTSPPTK

3. Kepala Satpol PP

4. Lurah........

S. Camat..............

6

. Arsip.



Bagian -N

FORMAT SURAT PENGHENTIAN TETAP PEMANFAATAN BANGUNAN

GEDUNG DAN PENCABUTAN IMB/SLF
(MASA PEMANFAATAN TIDAK SESUAI IMB/SLF)

KOP SURAT DINAS PUPR

Bukittinggi, ... 20....

Nomor : Kepada Yth.:
Lamp
Perihal : Penghentian tetap Pemilik /Pengguna

Pemanfaatan Bangunan Bangunan.......................

dan pencabutan

IMB/SLE

di.

BUKITTINGGI

Dengan Hormat,

1.

Sehubungan dengan tidak diindahkannya/Tidak
ditindaklanjutinya surat Penghentian Sementara pemanfaatan
dan Pembekuan IMB/SLF No............. , tanggal..................

Maka dari itu selanjutnya diberikan sanksi penertiban berupa
Penghentian tetap pemanfaatan dan Pencabutan IMB/SLF
J\\[ o P , tanggal...................

Atas Sanksi Pencabutan IMB/SLF No ............ tersebut, diberikan
kepada saudara kesempatan untuk mengajukan tanggapan atas
sanksi ini dalam masa tenggang 30 (tiga puluh) hari kalender.
Apabila dalam masa 30 (tiga puluh) hari kalender tidak ada
tanggapan atau tanggapan Saudara tidak dapat diterima, maka
akan dilakukan pencabutan IMB/SLF secara permanen.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Walikota (sebagai Laporan)
2. Kepala DPMPTSPPTK

3. Kepala Satpol PP

4. Lurah........

5. Camat..............

6. Arsip.

WALIKOTA BUKITTINGGI,
dto

M. RAMLAN NURMATIAS



